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UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah
Subhanahu wa Ta’ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya
sehingga buku "Gagasan Akademisi Maroon untuk Negeri" ini dapat
terselesaikan dengan baik.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Universitas Bakrie, yang telah memberikan dukungan penuh
baik secara material maupun non-material. Dukungan tersebut tidak
hanya dalam bentuk fasilitas dan sumber daya, tetapi juga melalui
penciptaan  atmosfer akademik yang kondusif sehingga
memungkinkan lahirnya gagasan-gagasan membangun yang tertuang
dalam buku ini.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh
kontributor buku, para akademisi dan penulis yang telah berbagi
pemikiran, hasil kajian, dan refleksi berharga demi memberikan
kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Kami juga berterima kasih
kepada tim pendukung lainnya yang telah membantu dalam berbagai
tahap penyusunan buku ini, mulai dari pengumpulan naskah, proses
penyuntingan, hingga penerbitan. Meski tidak dapat kami sebutkan
satu per satu, setiap peran yang diberikan memiliki arti yang sangat
besar dalam terwujudnya buku ini.

Penghargaan khusus kami sampaikan kepada seluruh keluarga
dan rekan-rekan tim penulis, yang telah memberikan dukungan moral,
motivasi, dan doa tanpa henti, sehingga proses penulisan dan
penerbitan buku ini dapat berjalan lancar hingga selesai. Akhir kata,
semoga segala bentuk dukungan dan kebaikan yang telah diberikan
mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa
Ta’ala, dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi
pembaca dan menjadi bagian dari upaya membangun negeri.

Tim Editor



KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah
Subhanahu wa Ta’ala atas segala petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga
buku “Gagasan Akademisi Maroon untuk Negeri” dapat diselesaikan
dan diterbitkan dengan baik. Selesainya buku ini adalah nikmat yang
patut kita syukuri, karena di dalamnya tercermin dedikasi, kepedulian,
dan tanggung jawab sivitas akademika Universitas Bakrie terhadap
kemajuan bangsa.

Sebagai pimpinan Universitas Bakrie, saya mewakili institusi
merasa berbahagia sekaligus berbangga bahwa para dosen di
Universitas Bakrie dengan tulus mau menuangkan gagasan dan
pemikiran dari berbagai bidang keilmuan, untuk mencari solusi
terhadap tantangan dan permasalahan yang dihadapi negeri ini. Hal ini
menunjukkan bahwa Universitas Bakrie tidak hanya menjadi pusat
pendidikan yang menyiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas,
terampil, dan berintegritas, tetapi juga mengambil peran krusial dalam
membantu menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Saya meyakini bahwa hasil kajian dan penelitian yang
dilakukan di laboratorium, ruang kuliah, maupun berbagai forum
akademik, seharusnya tidak berhenti pada tataran teori semata.
Temuan dan ide yang lahir dari kampus haruslah mampu menjadi
jawaban atas permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Oleh
karena itu, saya berharap hadirnya buku ini tidak hanya menjadi
referensi akademik, tetapi juga dapat memberikan dampak positif,
menumbuhkan inspirasi, dan menghadirkan manfaat langsung bagi
masyarakat secara luas. Lebih dari itu, saya juga berharap agar karya
ini menjadi pemantik diskusi, mendorong kolaborasi lintas disiplin, dan
menumbuhkan budaya berbagi pengetahuan yang bermanfaat.



Universitas Bakrie berkomitmen untuk senantiasa mendukung
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi bagian dari
solusi dalam berbagai persoalan nasional. Semoga semangat ini terus
terjaga, dan karya-karya akademisi Universitas Bakrie semakin banyak
memberikan kontribusi nyata untuk negeri. Saya percaya bahwa
keberhasilan membangun bangsa tidak mungkin dicapai hanya oleh
satu pihak, melainkan hasil kerja bersama dari seluruh elemen
masyarakat.

Akhir kata, pada HUT RI ke-80 ini, mari kita bersama-sama
menguatkan tekad dan langkah untuk memberi sumbangsih terbaik
bagi Indonesia tercinta. Kita isi kemerdekaan ini dengan ilmu, karya,
dan dedikasi yang tulus. Setiap ide yang kita lahirkan, setiap penelitian
yang kita selesaikan, dan setiap solusi yang kita tawarkan adalah
bagian dari mozaik besar pembangunan bangsa. Jangan biarkan
kontribusi kita berhenti di lembar kertas atau ruang diskusi. Biarlah ia
hidup, mengalir, dan memberi manfaat nyata. Dengan kebersamaan,
kerja keras, dan semangat pantang menyerah, saya yakin kita mampu
menghadirkan perubahan positif yang akan dikenang, bukan hanya hari
ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prof. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.

Rektor Universitas Bakrie



PRAKATA

Pujian dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah
Subhanahu wa Ta’ala atas tersusunnya buku yang berjudul "Gagasan
Akademisi Maroon untuk Negeri". Buku ini merupakan kompilasi
gagasan, hasil kajian, dan refleksi dari sivitas akademika Universitas
Bakrie (dikenal juga dengan nama Kampus Maroon) yang didedikasikan
bagi kemajuan bangsa. Sebagai bagian dari Kampus Maroon, para
akademisi memiliki peran strategis dalam membangun negeri melalui
pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pemikiran kritis yang
relevan dengan tantangan zaman.

Buku ini memuat 17 pemikiran dari para akademisi Universitas
Bakrie yang mewakili spektrum keilmuan dan kepakaran yang
beragam. Isu-isu strategis yang diangkat meliputi pengelolaan
lingkungan, transformasi digital, teknologi kesehatan, dinamika sosial
budaya, pertahanan negara, hingga inovasi dalam bidang ekonomi dan
kewirausahaan. Setiap tulisan tidak hanya mencerminkan kapasitas
akademis penulisnya, tetapi juga semangat pengabdian untuk
menghadirkan solusi nyata bagi kemajuan Indonesia.

Penerbitan buku ini bertepatan dengan peringatan 80 tahun
kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah momentum bersejarah
untuk merefleksikan perjalanan panjang bangsa sekaligus
memperkuat tekad dalam membangun masa depan yang lebih baik.
Kami memandang karya ini sebagai salah satu bentuk kontribusi
intelektual sivitas akademika Universitas Bakrie dalam merayakan
kemerdekaan, melalui penyajian gagasan-gagasan solutif yang
diharapkan dapat menginspirasi, mendorong inovasi, dan
memperkokoh semangat kebangsaan.

Bunga rampai ini menjadi wadah intelektual yang merefleksikan
semangat Kampus Maroon untuk berpikir kritis, progresif, dan
berdampak. Kami percaya bahwa kontribusi akademisi tidak berhenti
di ruang kelas atau laboratorium, melainkan harus menjangkau ruang



publik dan ikut membentuk arah kebijakan, mendorong inovasi, serta
memperkuat ketahanan bangsa.

Kami berharap buku ini dapat memberi inspirasi, memperluas
wawasan, dan menjadi sumber rujukan bagi para pembuat kebijakan,
akademisi, pelaku industri, dan masyarakat luas dalam menatap masa
depan Indonesia dengan optimisme dan solusi yang terukur.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh
penulis yang telah berkontribusi, serta semua pihak yang telah
mendukung proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini menjadi
bagian dari gerakan perubahan yang membawa manfaat nyata untuk
negeriini.

Tim Editor
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PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi
lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan multidimensi
yang kompleks sekaligus memiliki peluang transformasi yang luar
biasa besar. Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan
mendesak akan pemahaman holistik mengenai berbagai aspek
pembangunan berkelanjutan yang saling terkait, mulai dari revolusi
teknologi digital hingga transformasi sosial budaya yang fundamental.
Setiap bab dalam buku ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan
bagian dari mozaik besar transformasi nasional yang sedang
berlangsung. Dari pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular
hingga implementasi kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan,
dari transformasi UMKM digital hingga rekalibrasi strategi pertahanan
nasional. Semua topik yang dibahas mencerminkan kompleksitas
tantangan Indonesia modern yang memerlukan pendekatan
terintegrasi dan berkelanjutan.

Mulai dari era digital yang telah mengubah lanskap global secara
fundamental, Indonesia tentunya tidak bisa mengabaikan
transformasi ini. Beberapa bab dalam buku ini mengeksplorasi
berbagai aspek revolusi digital yang sedang mengubah cara hidup,
bekerja, dan berinteraksi masyarakat Indonesia. Kecerdasan buatan
sebagai katalis perubahan menjadi tema sentral dalam bab yang
membahas pemanfaatan Al dalam bidang kesehatan. Dimas Aryo
Anggoro dalam pembahasannya tentang transformasi digital
pelayanan kesehatan menunjukkan bagaimana Al telah merevolusi
diagnosis medis dengan kemampuan pattern recognition yang
superior, mampu menganalisis data medis kompleks dengan akurasi
yang sering melampaui kemampuan manusia.

Cloud computing dan sistem informasi terintegrasi dibahas
sebagai fondasi infrastruktur digital masa depan. Berkah Iman
Santoso menganalisis evolusi dari aplikasi monolitik menuju
microservices yang mencerminkan kebutuhan organisasi modern
untuk melayani jutaan pengguna simultan dengan efisiensi tinggi.
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Guson Prasamuarso Kuntarto melengkapi perspektif ini dengan
menunjukkan implementasi sistem "One Data" di Bakrie Center
Foundation sebagai contoh nyata bagaimana organisasi dapat
bertransformasi dari struktur tradisional menjadi entitas berbasis data
yang adaptif dan responsif.

Telemedicine dan pengolahan citra (image processing) menjadi
jembatan penting dalam demokratisasi akses layanan kesehatan,
terutama untuk daerah terpencil. Irwan Prasetya Gunawan
menjelaskan bagaimana dengan proyeksi 82% lalu lintas internet
berupa video membuat teknologi image processing dan computer
vision menjadi tulang punggung diagnosis jarak jauh yang akurat. Hal
ini memungkinkan pelayanan kesehatan berkualitas tanpa batas
geografis. Selanjutnya, keamanan siber dan tata kelola (governance)
digital diidentifikasi sebagai tantangan krusial yang memerlukan
pendekatan demokratis. Yudha Kurniawan dalam analisisnya
menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi berbagai ancaman serius
mulai dari peretasan data pemerintah hingga kejahatan siber yang
merugikan masyarakat. Kebutuhan akan tata kelola keamanan siber
yang demokratis menjadi keharusan untuk memastikan terwujudnya
prinsip transparansi dan akuntabilitas demi perlindungan kepentingan
nasional.

Dalam halisu lingkungan hidup, krisis di tingkat global menuntut
Indonesia untuk mengadopsi pendekatan pembangunan vyang
berkelanjutan. Beberapa bab dalam buku ini mengeksplorasi solusi
inovatif berbasis ekonomi sirkular yang dapat mengubah tantangan
lingkungan menjadi peluang ekonomi. Pengelolaan sampah berbasis
ekonomi sirkular menjadi fokus utama mengingat Indonesia
menghadapi krisis sampah dengan timbulan mencapai 33-38 juta ton
per tahun, namun hanya 9-10% yang benar-benar terkelola dengan
baik. Kun Nasython dalam analisisnya menunjukkan bagaimana
konsep ekonomi sirkular yang berfokus pada tiga prinsip utama—
meminimalisasir limbah melalui perencanaan desain yang tepat,
memperpanjang masa guna produk, dan mengembalikan fungsi alami
lingkungan—menawarkan solusi komprehensif yang tidak hanya
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mengatasi masalah lingkungan tetapi juga menciptakan peluang
ekonomi baru.

Pengelolaan sampah plastik PET secara khusus dianalisis oleh
Adi Budipriyanto sebagai bagian dari strategi ekonomi sirkular
nasional. Dengan menyumbang sekitar 1,29 juta ton sampah plastik ke
laut setiap tahun dan menjadi penyumbang terbesar kedua di dunia,
Indonesia membutuhkan transformasi sistemik dalam pengelolaan
plastik PET agar lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Potensi
produksi recycled PET (rPET) yang bisa mencapai 9 juta ton per tahun
menunjukkan besarnya peluang ekonomi hijau yang dapat
dikembangkan. Selain itu, masalah limbah pangan dan keadilan urban
tidak kurang pentingnya. Masalah tersebut dibahas oleh Nurul Asiah
sebagai paradoks kehidupan kota modern. Sepertiga makanan global
terbuang, sementara jutaan warga kota masih menghadapi kerawanan
pangan. Pendekatan holistik yang menggabungkan ekonomi sirkular
dengan konsep keadilan pangan menawarkan visi kota berkelanjutan
yang tidak hanya modern tetapi juga berkeadilan sosial.

Transformasi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan
pendekatan lintas sektor yang holistik, termasuk dalam industri
ekstraktif dan transportasi. Candra Nugraha mengulas secara
komprehensif bagaimana pengelolaan lingkungan pertambangan,
khususnya melalui pencegahan Air Asam Tambang (AAT), dapat
menjadi contoh praktik industriyang lebih bertanggung jawab terhadap
lingkungan. Dengan mengintegrasikan pemahaman geokimia,
teknologi rekayasa, dan pemanfaatan limbah industri, strategi ini
mencerminkan penerapan prinsip ekonomi sirkular di sektor industri
berat. Sementara itu, Ade Asmi menyoroti pentingnya elektrifikasi
kendaraan sebagai strategi utama transisi energi, mengingat sektor
transportasi menyumbang 36,74% dari konsumsi energi nasional.
Kendaraan listrik diposisikan sebagai solusi kunci untuk menurunkan
emisi gas rumah kaca, terlebih Indonesia memiliki keunggulan
strategis sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia—
bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Kedua pendekatan ini
menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang
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berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan harus berjalan
beriringan dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau.

Dalam hal pengembangan ekonomi, sektor UMKM vyang
berkontribusi 61,07% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja
nasional menjadi fokus khusus dalam beberapa bab yang membahas
digitalisasi dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Digitalisasi UMKM
dibahas oleh Dita Nurmadewi dengan pendekatan human-centered
design yang menempatkan pelaku usaha sebagai mitra aktif dalam
proses transformasi. Strategi lima tahap yang dimulai dari digital
awareness hingga digital transformation menunjukkan bahwa
digitalisasi bukan hanya adopsiteknologi, melainkan juga transformasi
fundamental cara kerja dan pola pikir yang harus disesuaikan dengan
kebutuhan, kapasitas, dan konteks pengguna. Sementara itu,
pemanfaatan Generative Al untuk pemasaran berkelanjutan yang
dianalisis oleh Ovalia Rukmana membuka cakrawala baru bagi UMKM
dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif namun tetap
memperhatikan prinsip keberlanjutan. Teknologi ini memungkinkan
UMKM untuk bersaing di pasar global sambil membangun citra positif
dan loyalitas pelanggan melalui komunikasi nilai-nilai keberlanjutan.

Pemanfaatan sektor kreatif sebagai motor penggerak ekonomi
lokal ditunjukkan melalui kajian Mochammad Kresna Noer tentang
strategi branding destinasi wisata berbasis film dan festival budaya.
Melalui studi kasus Semarang, Solo, dan Yogyakarta, ia menampilkan
bagaimana perpaduan antara warisan budaya dan ekspresi kreatif
kontemporer mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang
memberdayakan komunitas sekaligus memperkuat citra budaya
daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, inovasi dalam industri
pangan ditawarkan oleh Hendry Noer Fadlillah melalui
pengembangan produk pangan fungsional berbasis peptida bioaktif
dari proses fermentasi. Dengan memanfaatkan kekayaan pangan
fermentasi tradisional Indonesia, pendekatan ini tidak hanya
membuka jalur baru bagi pertumbuhan industri pangan bernilai
tambah tinggi, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan peluang
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ekonomi baru yang sejalan dengan agenda kesehatan nasional,
khususnya dalam pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM).

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya menuntut transformasi
teknologi dan ekonomi, tetapi juga perubahan mendasar dalam aspek
sosial budaya dan tata kelola. Aspek budaya menjadi aspek kunciyang
harus didahulukan dalam perubahan apapun. Dalam hal ini, budaya
feodalistis diidentifikasi oleh Gunardi Endro sebagai akar masalah
sistemik yang menghambat pembangunan yang demokratis di
Indonesia. Persistensi budaya feodalistis dalam masyarakat modern
yang berbentuk sakralisasi posisi menciptakan konflik kepentingan
antara privilese personal dan kewajiban publik. Oleh karena itu,
transformasi melalui pengembangan rasio kritis sangat diperlukan.
Pentingnya pengembangan pemikiran kritis juga dibahas oleh Dessy
Kania dalam menyikapi konten kecantikan di era digital. Tujuannya
adalah membuat masyarakat tidak terjebak dalam narasi mitos
kecantikan dan beauty privilege yang menyesatkan. Adapun perlunya
perubahan tata kelola, terutama terkait dengan transformasi
pertahanan dan keamanan nasional, dianalisis oleh Aditya Batara
Gunawan dalam konteks rekalibrasi strategi menghadapi tantangan
keamanan modern. Kemacetan transformasi pertahanan di tataran
ide, organisasi, dan teknologi memerlukan pendekatan komprehensif
yang melibatkan kaji ulang strategi, pengembangan interoperabilitas,
dan pelibatan sipil dalam perumusan kebijakan pertahanan.

Tujuh belas bab dalam buku ini menawarkan perspektif
komprehensif tentang transformasi multidimensi yang sedang dan
harus terjadi di Indonesia. Transformasi yang dibutuhkan tidak bisa
dicapai dengan pendekatan parsial atau sektoral, melainkan
memerlukan pemahaman integratif tentang keterkaitan antar berbagai
aspek pembangunan. Teknologi digital harus dikembangkan dengan
memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pembangunan
ekonomi harus berjalan seiring dengan transformasi sosial budaya.
Penguatan keamanan dan pertahanan harus selaras dengan
pendalaman nilai-nilai demokratis. Yang paling penting, transformasi
ini harus dimulai dari sekarang, melibatkan semua pihak, dan
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dijalankan dengan komitmen jangka panjang. Indonesia memiliki
semua modal yang diperlukan seperti sumber daya alam yang
melimpah, sumber daya manusia yang besar, warisan budaya yang
kaya, dan posisi geografis yang strategis. Yang dibutuhkan adalah visi
yang jelas, strategi yang tepat, dan tekad yang kuat untuk mewujudkan
Indonesia yang berkelanjutan, berkeadilan, dan bermartabat.
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Urgensi Penataan Keamanan Siber
yang Demokratis di Indonesia

Yudha Kurniawan

Pendahuluan

Indonesia saat ini tengah mengalami proses transformasi digital
yang pesat. Proses ini ditandai dengan beragam adaptasi masyarakat
terhadap teknologi internet dan digital. Masyarakat Indonesia telah
cukup familiar dengan penggunaan telepon pintar, menggunakan
teknologi internet untuk keperluan sehari-hari, hingga menggunakan
platform media sosial untuk berinteraksi sosial secara personal,
membangun komunitas, atau sebagai platform dalam
mengembangkan bisnis. Semakin banyaknya masyarakat Indonesia
yang menggunakan internet dapat dilihat dari tingkat penetrasi internet
yang ada di Indonesia. Dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia (APJIl) pada awal tahun 2024, penetrasi ifnternet di
Indonesia telah mencapai 79,5% dari total penduduk, naik dari angka
penetrasi tahun sebelumnya 78,19% (Santika, 2025). Peningkatan
angka tersebut dapat diartikan semakin banyaknya masyarakat yang
terlibat dalam pemakaian internet.

Khususnya dalam penggunaan media sosial di Indonesia, riset
yang dilakukan pada tahun 2024 oleh We Are Social, sebuah situs
layanan manajemen media sosial, menunjukkan bahwa 49,9%
masyarakat Indonesia atau sekitar 83,5 juta orang telah memiliki dan
menggunakan akun media sosial. Dari total pengguna media sosial di
Indonesia tersebut, distribusi aplikasi media sosial yang dipakai yaitu:
WhatsApp (90,9%), Instagram (85,3%), Facebook (81,6%), TikTok
(73,5%), dan Telegram (61,3%) (Rainer, 2025). Jelas, berbagai
kemajuan teknologi internet dan variasi penggunaan perangkat digital
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seperti telepon pintar (smartphone) membuat masyarakat Indonesia
semakin banyak menggunakan media sosial.

Selain untuk membangun komunikasi dan jaringan sosial,
berkembangnya platform media sosial telah membuka kesempatan
untuk melakukan transaksi komersial dan melakukan pengembangan
bisnis. Electronic Commerce Business Directory (ECBD), sebuah situs
yang menyediakan layanan data e-commerce global, pada risetnya
tahun 2024 memperkirakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan
pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia, yaitu sekitar 30,5%,
hampir tiga kali lipat dari rata-rata pertumbuhan global (Yonatan,
2025). Hal ini menunjukkan bawa marketplace di Indonesia
memberikan potensi yang menjanjikan bagi model bisnis yang
dilakukan secara daring.

Sebenarnya, semakin tingginya aktivitas masyarakat Indonesia
yang dilakukan secara daring telah dimulai sejak Pandemi Covid-19, di
mana masyarakat terpaksa menggunakan teknologi internet dan
platform digital sebagai sarana pendidikan. Saat itu, perkuliahan dan
kegiatan pembelajaran hampir seluruhnya dilaksanakan secara daring
dengan menggunakan platform video conference call. Begitu juga
kegiatan seminar dan keagamaan harus dilakukan secara daring.
Selama pandemi, adaptasi masyarakat terhadap penggunaan internet
dan berbagai platform digital merupakan suatu keharusan. Namun
adaptasi masyarakat bukannya tidak menemui masalah.

Kesenjangan literasi digital antara masyarakat di wilayah satu
dan lainnya menjadi kendala dalam menjalani adaptasi terhadap
penggunaan internet. Tidak meratanya akses internet dan infrastruktur
digital di seluruh wilayah Indonesia dan rendahnya pemahaman
masyarakat tentang keamanan dan etika digital menjadi penyebab
kesenjangan itu (Hervianty, 2025). Masyarakat Indonesia menjadi
kurang awas terhadap pentingnya keamanan data pribadi dan
pentingnya menjaga etika dalam melakukan berbagai aktivitas di ruang
siber. Tulisan ini mau menunjukkan betapa urgennya Indonesia untuk
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melakukan penataan keamanan siber yang demokratis agar keadilan
di ruang siber bagi warga penggunanya bisa diwujudkan.

Ruang Siber dan Keamanan Siber

Proses digitalisasi di Indonesia menunjukkan persoalan utama
yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan ruang siber
(cyberspace) sebagai arena berbagai interaksi digital. Ruang siber bisa
didefinisikan sebagai lingkungan kompleks yang dihasilkan dari
interaksi manusia, piranti lunak, jasa teknologi dan perangkat internet
yang tidak eksis di dunia fisik (Newton, 2015). Sedangkan Gedung Putih
Amerika Serikat (AS) mendefinisikan ruang siber sebagai sistem
infrastruktur yang terdiri dari ratusan ribu komputer, server, router,
switch, dan fiber optik yang saling terhubung sehingga membuat
infrastruktur penting negara dapat bekerja (Reveron, 2012). Ruang
siber menjadi arena penting bagi terciptanya interaksi digital yang
kondusif. Oleh karena itu, ruang siber harus dijaga keamanannya agar
interaksi antar warga penggunanya tidak terganggu. Singkatnya,
keamanan siber harus diwujudkan.

Keamanan siber secara umum dipahami sebagai suatu situasi
yang dihasilkan dari berbagai upaya untuk menanggulangi beragam
ancaman yang dapat mengganggu interaksi digital di ruang siber.
Computer Science and Telecommunications Board (CSTB)
mendefinisikan keamanan siber sebagai perlindungan terhadap
pengungkapan yang tidak diinginkan di ruang siber, perlindungan
terhadap modifikasi atau kerusakan sistem, dan juga perlindungan
untuk pengamanan sistem itu sendiri (Nissenbaum, 2009). Di tataran
praktis, keamanan siber diwujudkan sebagai rangkaian aktivitas dan
pengukuran yang dimaksudkan untuk melindungi ruang siber dari
serangan, disrupsi, dan ancaman lainnya melalui pengelolaan elemen-
elemen ruang siber, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan
komputer, informasi dan data, dan lain-lain (Fisher, 2005).
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Saat ini, berbagai jenis ancaman keamanan siber menjadi
masalah serius yang bisa meruntuhkan kedaulatan institusi.
Ancaman-ancaman itu ditemukan dalam beragam insiden, mulai dari
akses ilegal ke dalam jaringan komputer lain, perusakan terhadap
website institusi, hingga pencurian data pribadi. Jenis-jenis ancaman
siber yang umum dikenal dalam /T Governance (IT Governance, 2025)
dapat diperiksa pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Jenis-jenis Ancaman Keamanan Siber

No | Jenis Ancaman Pengertian Ancaman
Mengakses komputer lain tanpa

1 | Backdoors g by .r. ! P
sepengetahuan pemilik yang sah.
Memasukkan kode malicious JavaScript

2 | Formjacking ke pembayaran online untuk
memperoleh data pengguna kartu kredit.

Distributed Mengganggu lalu lintas web, server, atau

3 | Denial of Service | jaringan yang menyebabkan crash pada

(DDos) Attacks sistem komputer.
Domain Name Mengalihkan akses pengguna ke situs
4 System (DSN) yang telah ditetapkan oleh seseorang,
Poisoning sehingga pengguna tidak dapat
Attacks mengakses situs tujuan.
Software semacam Botnet,

5 Malware Ransomware, Spyware, Trojan, Virus,
dan Wormes ditujukan untuk mengganggu
atau merusak komputer lain.

Menginstal malware ke korban yang
6 Drive-by mengunjungi suatu website malicious.
Downloads Biasanya memanfaatkan lampiran email
atau tautan sebuah website.

11
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. Hacker masuk dalam jaringan perangkat
Man in the dan server untuk mengintersepsi
7 | Middle (MITM) L & - P -
komunikasi, biasanya terjadi pada wi-fi
Attacks . .
publik yang tidak aman.
No | Jenis Ancaman Pengertian Ancaman

Metode rekayasa sosial untuk
8 | Phishing Attacks | membocorkan informasirahasia, sering
kali dilakukan melalui email.

Social Metode manipulasi korban dengan
9 Engineerin tujuan mendapatkan informasi atau
g g melakukan akses ke komputer korban.

Structured Query | Memasukkan kode malicious ke dalam
10 | Language (SQL) server SQL, hingga didapatkan akses
Injection untuk melakukan modifikasi data.

Jenis-jenis ancaman tersebut di atas dapat dilakukan oleh
beragam aktor, dari aktor negara sampai hacker (Imperva, 2025).
Dalam kajian keamanan siber, aktor-aktor yang berpotensi menjadi
sumber ancaman keamanan siber dapat diperiksa pada Tabel 2 berikut
ini.

12
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Tabel 2. Sumber Ancaman Keamanan Siber

No

Sumber
Ancaman

Penjelasan

Negara

Negara musuh yang mampu melancarkan
serangan siber terhadap perusahaan atau
institusi lokal, tujuannya untuk mengintervensi
komunikasi, menyebabkan kekacauan, dan
menimbulkan kerusakan.

Organisasi
Teroris

Aksi terorisme dengan metode serangan siber,
tujuannya untuk menghancurkan infrastruktur,
mengancam keamanan nasional, disrupsi
ekonomi, dan membahayakan masyarakat.

Kelompok
Kriminal

Kelompok hacker terorganisir yang bertujuan
menerobos sistem komputer lain untuk
keuntungan ekonomi. Kelompok ini melakukan
spam, phishing, menginstal spyware dan
malware, mencuri informasi pribadi, dan
melakukan online scam.

Hacker

Peretas individual yang menargetkan suatu
organisasi melalui serangan yang variatif.
Motivasinya adalah keuntungan personal,
balas dendam, keuntungan finansial, atau
aktivitas politik. Mereka biasanya selalu
mengembangkan jenis ancaman baru untuk
meningkatkan kredibilitasnya di antara
komunitas peretas.

Malicious
Insider

Merupakan ‘orang dalam’ yang memiliki akses
jaringan perusahaan dan melakukan penyalah-
gunaan kewenangan untuk mencuri informasi
atau merusak sistem komputer. Biasanya
pegawai, kontraktor, supplier perusahaan, dan
pendukung organisasi kriminal.

13
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Permasalahan Keamanan Siber di Indonesia

Ancaman serius keamanan siber di Indonesia terjadi dalam
berbagai insiden di beberapa tahun belakangan ini, yaitu: peretasan
data pelanggan Citilink dan tiket.com (2016), peretasan dan
pembobolan data pengguna Tokopedia (2020), peretasan akun
youtube DPR RI (2023), serangan ramsomware Pusat Data Nasional
(PDN) (2024), peretasan dan pembobolan data NPWP oleh Bjorka
(2024), dan kebocoran data di Satu Data ASN (2024). Kasus-kasus
tersebut tentu saja menimbulkan kerugian tidak sedikit. Pada kasus
serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (Aldiansyah,
2025), misalnya, selain sebagian data dapat di kuasai peretas, muncul
ancaman peretas untuk menyebarkan data yang telah dikuasainya itu.
Saat itu, peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS jika
pemerintah ingin mendapatkan kunci deskripsi atas data yang
dikuasainya.

Sebelum kasus Pusat Data Nasional (PDN), peretas yang
menamakan dirinya Bjorka meretas data NPWP dari Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia dan menjualnya di pasar gelap. Penyelidikan
kasus itu dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama
dengan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI)
(Fadilah, 2025). Kasus lainnya yang perlu diperhatikan adalah kasus
kebocoran Satu Data ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian
Negara (BKN). Melalui siaran pers, BKN memang menyatakan bahwa
dugaan kebocoran data ASN dipastikan tidak mengganggu layanan
manajemen ASN, tetapi kerugian non-finansial yang ditanggungnya tak
bisa dianggap ringan. Akhirnya, BKN harus bekerja sama dengan BSSN
dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (saat ini disebut
Komdigi) untuk melakukan investigasi di kasus tersebut (BKN, 2024).

Atas kasus-kasus tersebut di atas, Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM) menyajikan analisisnya terkait kerentanan data
pemerintah terhadap ancaman keamanan siber (ELSAM, 2014), yaitu:
(1) kebocoran data yang terus terjadi diakibatkan karena tingkat
kepatuhan pelindungan data yang rendah pada lembaga-lembaga

14
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negara; (2) pemerintah tidak belajar dari berbagai insiden yang pernah
terjadi sebelumnya dengan tidak pernah adanya penyelesaian tuntas
terhadap setiap insiden yang pernah terjadi; (3) belum adanya
perbaikan sistemik dan sistematis terkait permasalahan yang
konsisten ditemukan dalam pelaksanaan audit keamanan, keandalan
sistem pemrosesan, dan penyimpanan data.

Data lain dari Unit Patroli Siber Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) juga menunjukkan situasi yang cukup memprihatinkan. Unit
Patroli Siber Polri menyediakan suatu kanal bagi masyarakat untuk
menyampaikan laporan terkait kejahatan siber yang dialaminya. Dari
data yang disajikan pada website unit tersebut, diketahui berbagai
jenis kasus kejahatan siber yang dilaporkan (Unit Patroli Siber, 2025),
yaitu berupa: 14.495 kasus penipuan online, 8.614 ancaman
kekerasan, 6.556 pencemaran nama baik, 3.675 ancaman
pencemaran (doxxing, pemerasan), 952 pornografi, 778 berita bohong,
597 manipulasi data (pemalsuan identitas, pemalsuan data,
perusakan situs web, dan lain-lain), 220 judi online (judol), dan 237
prostitusi.

Dari berbagai permasalahan di atas, kerentanan keamanan siber
di Indonesia ternyata sangat mengkhawatirkan, baik di institusi-
institusi pemerintahan (sektor publik) maupun sektor swasta.
Kenyataan ini menuntut pentingnya pengadaan tata kelola keamanan
siber yang didasarkan pada suatu kerangka kerja kebijakan siber yang
komprehensif, efektif, namun tetap mempertimbangkan aspek
demokratis. Pertimbangan aspek demokratis diletakkan pada
partisipasi pemangku kepentingan yang luas dan akuntabilitas dalam
menjalankan pengawasan terhadap implementasi strategi dan
kebijakan keamanan siber. Tentunya, upaya untuk membangun literasi
digital bagi masyarakat luas tidak diabaikan.

15
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Membangun Tata Kelola Keamanan Siber yang Memadai dan
Demokratis

Kebutuhan untuk menyusun tata kelola keamanan Siber yang
memadai dan demokratis di Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang
bersifat imperatif. Pengelolaan keamanan siber nasional sebenarnya
dapat dilihat dari berbagai peraturan yang telah diberlakukan
pemerintah seperti Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi (PDP), Peraturan Presiden (Pepres) Nomor
53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Menteri
Pertahanan (Permenhan) Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pertahanan Siber.

Meskipun sudah diberlakukan berbagai peraturan, keseluruhan
peraturan tersebut masih tersebar di berbagai sektor. Kebutuhan saat
ini adalah membangun pengelolaan keamanan siber yang terintegrasi.
Pada konteks ini, partisipasi berbagai pemangku kepentingan
keamanan siber, baik sektor publik maupun swasta, menjadi sangat
penting karena ancaman keamanan siber tidak bersifat state-centric.
Ancaman keamanan siber di Indonesia memiliki spektrum yang luas
dan ancamannya tidak selalu dapat dihadapi oleh negara. Berbagai
jenis ancaman keamanan siber membutuhkan kerja sama atau
kolaborasiyang kuat di antara lembaga negara dengan aktor-aktor non
negara dalam rangka menciptakan keamanan siber yang memadai.

Di Indonesia, terdapat sedikitnya enam aktor utama yang
memiliki pengaruh besar dalam diskursus keamanan siber (Wamala,
2011). Pertama, aktor eksekutif. Dalam hal ini, pemerintah sebagai
eksekutif memiliki kewajiban untuk menyusun agenda keamanan
nasional, termasuk keamanan siber. Eksekutif berkewajiban
menjalankan fungsinya sebagai regulator, pengelola sumber daya, dan
pembangun mekanisme kerja sama inter-agensi. Kedua, aktor
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legislatif. Aktor legislatif memainkan peranan penting dalam
menyediakan instrumen hukum bagi pelaksanaan regulasi keamanan
siber. Ketiga, operator dan pemilik infrastruktur penting di ruang siber.
Para operator siber/internet dan para pemilik infrastruktur penting di
ruang siber, seperti pengelola jaringan listrik, transportasi, dan layanan
kesehatan, memiliki kepentingan terhadap terciptanya ekosistem
siber yang kondusif. Keempat, lembaga peradilan. Lembaga peradilan
memainkan peran yang penting sebagai lembaga yang memastikan
tegaknya keadilan dari berlakunya seluruh peraturan perundang-
undangan negara yang mengatur ketentuan keamanan siber. Kelima,
penegak hukum. Penegak hukum menjadi elemen penting dalam
memastikan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur keamanan siber. Keenam, komunitas
intelijen. Komunitas intelijen memainkan peranan penting dalam
melakukan monitoring jaringan telekomunikasi, perbantuan kriptografi
atau kriptoanalisis.

Jadi, aktor-aktor yang berpengaruh dalam diskursus keamanan
siber cukup beragam, semuanya harus dilibatkan dalam penyusunan
kebijakan dan strategi keamanan siber agar tercipta ekosistem
keamanan siber yang memadai. Kemitraan menjadi kunci penting
dalam membangun ekosistem siber yang baik. Kemitraan antara
pemerintah dan sektor swasta dipandang penting dan menentukan
karena beberapa pertimbangan. Pertama, skala ancaman siber sangat
luas spektrumnya, mulai dari sektor pemerintahan hingga sektor
swasta yang mengelola infrastruktur penting (transportasi,
elektrifikasi, kesehatan, dan perbankan). Kedua, kebutuhan untuk
pertukaran informasi intelijen sebagai upaya early warning system
yang sangat menentukan dalam menanggulangi ancaman keamanan
siber. Ketiga, kebutuhan koordinasi untuk melakukan respon cepat
atas insiden dan pemulihan cepat atas ancaman keamanan siber.
Keempat, kebutuhan kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas,
edukasi, dan literasi siber kepada masyarakat.
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Contoh model kemitraan strategis antara pemerintah dan aktor-
aktor swasta dalam menanggulangi ancaman keamanan siber dapat
dilihat dari regulasi yang dikembangkan oleh Uni Eropa (UE), yaitu
European Union Cybersecurity Act (EU Regulation) 2019/881 (EU,
2025). Pasal 3 dalam EU Regulation 2019/881 disebutkan bahwa
Badan Keamanan Siber Uni Eropa atau European Union Agency for
Cybersecurity (ENISA) bertugas untuk memfasilitasi kerja sama
pembentukan komunitas keamanan siber antara komunitas sektor
publik dan swasta. Pada Pasal 4(3), ENISA diberikan mandat untuk
mempromosikan keterlibatan semua pemangku kepentingan
(stakeholders), termasuk sektor industri, dalam mendukung kebijakan
sertifikasi. Sedangkan pada Pasal 8, ENISA diberikan mandat untuk
mendorong kerja sama teknis antara Computer Security Incident
Response Teams (CSIRTs) dan pelaku sektor swasta dalam
penanganan insiden keamanan siber. Dalam hal standar penjaminan
dan pengelolaan keamanan siber, Pasal 47 menjelaskan bahwa
keterlibatan publik dan swasta dijamin dalam pengembangan skema
sertifikasi keamanan produk, layanan, dan proses digital.

Model kemitraan lain yang melibatkan multi pemangku
kepentingan dapat juga dilihat pada model yang dikembangkan Jepang
melalui The Basic Act on Cybersecurity 2014 (Act no. 104 of November
12, 2014) (Justice, 2025). Pasal 17 (2) dari undang-undang tersebut
menjelaskan tentang mandat pembentukan Dewan Keamanan Siber di
Jepang. Di situ Kepala Kantor Pusat Keamanan Siber Strategis
(Cybersecurity Strategic Headquarters) ditugaskan untuk membentuk
Dewan Keamanan Siber Jepang yang beranggotakan: Kepala Kantor
Pusat Keamanan Siber Strategis, pemerintahan lokal, penyedia jasa
infrastruktur sosial yang penting, entitas bisnis terkait ruang siber,
universitas, organisasi pendidikan dan riset, dan orang-orang lainnya
yang dipandang perlu oleh Kepala Kantor Pusat Keamanan Siber
Strategis. Selain itu, Pasal 17 (3) menjelaskan bahwa Dewan
Keamanan Siber dapat meminta berbagai materi, opini, penjelasan,
atau melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kebijakan
keamanan siber.
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Di Indonesia, upaya untuk menciptakan kerangka regulasi
tentang keamanan siber telah dimulai sejak 2019, namun
pembahasannya kemudian terhenti. Kerangka regulasi itu dinamakan
Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU
KKS) (DPR-RI, 2019). Dalam naskah RUU tersebut, partisipasi luas
pemangku kepentingan keamanan siber tidak dijelaskan secara
eksplisit. Pasal 9(2) dan pasal 4(3) dalam RUU KKS memang
memberikan penugasan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
untuk mengonsolidasikan koordinasi dan kolaborasi dalam
penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber. Namun di situ tidak
disebutkan pemangku kepentingan mana saja yang perlu dilibatkan
dalam kolaborasi dan koordinasi penyelenggaraan keamanan siber.
Muncul kesan bahwa RUU KKS menitikberatkan pada kepentingan
yang sifatnya negara-sentris. Tidak ada pengaturan yang jelas tentang
kolaborasi sektor publik dan swasta, terutama identifikasi aktor-aktor
yang perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan keamanan siber.

Hal lain yang tidak dapat dipisahkan dari penataan keamanan
siber yang demokratis adalah pengawasan tata kelola. Pengawasan
tata kelola keamanan siber penting dilakukan karena beberapa alasan.
Pertama, pengawasan dibutuhkan untuk memastikan bahwa
pengelolaan keamanan siber oleh para pemangku kepentingan telah
dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokratis, yaitu transparansi
dan akuntabilitas kepada publik. Kedua, pengawasan publik secara
demokratis penting karena dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan
sekaligus menjadi sarana untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari
publik (Stapenhurst, 2006). Ketiga, pengawasan berfungsi untuk
memastikan prinsip check and balances dapat terlaksana, sehingga
penyalahgunaan wewenang dapat dicegah (EU, 2011). lJika
pengelolaan keamanan siber diselenggarakan dengan baik
berdasarkan prinsip check and balances, cabang-cabang kekuasaan
politik tidak hanya menjadi domain kekuasaan politik tertentu.
Keempat, pengawasan penting untuk efektifnya penegakan hukum.
Prinsip penegakan hukum dalam pengelolaan keamanan siber
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menjamin terlaksananya tatanan hukum untuk melindungi masyarakat
dari ancaman keamanan siber.

Dalam pengaturan tata kelola siber di Uni Eropa, model
pengawasan dalam tata kelola keamanan siber dapat dilihat dari
norma-norma yang terdapat dalam EU Cybersecuirty Act 2019 (EU,
2025). Model pengawasan yang diterapkan tercermin pada pasal-pasal
yang mengatur peran Dewan Manajemen dalam memastikan fungsi
direktifnya pada ENISA. Pasal 14(1) menyatakan bahwa Dewan
Manajemen dibentuk berdasarkan komposisi satu anggota untuk
masing-masing negara anggota Uni Eropa dan dua anggota ditunjuk
komisi Eropa. Untuk menjalankan fungsinya, Pasal 15(1a)
menyebutkan bahwa Dewan Manajemen memiliki kewenangan untuk
menyusun petunjuk umum bagi penyelenggaraan operasional ENISA
dan memastikan ENISA menyelenggarakan keamanan siber sesuai
dengan aturan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam EU
Cybersecurity Act 2019. Selanjutnya pada pasal 15(1d), Dewan
Manajemen juga memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi
terhadap program tahunan atau multi tahun.

Pada model yang diterapkan di Jepang, pengawasan dilakukan
Dewan Keamanan Siber Jepang untuk memastikan penyelenggaraan
keamanan siber oleh Kantor Pusat Keamanan Siber Strategis Jepang.
Pasal 3(1) di The Basic Act on Cybersecurity 2014 menyatakan bahwa
penyelenggaraan keamanan siber di Jepang dilakukan melalui
koordinasi berbagai aktor, yaitu aktor nasional, aktor lokal, hingga
penyedia infrastruktur sosial (Justice, 2025). Berdasarkan pasal itu,
aktor-aktor penyelenggara keamanan siber dapat melakukan check
and balances, terutama aktor non-pemerintah yang disebutkan
sebagai penyedia infrastruktur sosial dan entitas bisnis. Bahkan pasal
7 menyatakan bahwa entitas bisnis diharapkan dapat memastikan
keamanan siber secara independen dan proaktif, meskipun harus
tetap mengacu pada kebijakan keamanan siber nasional Jepang.
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Di Indonesia, perihal pengawasan dalam RUU Keamanan dan
Ketahanan Siber belum mengakomodir model pengawasan yang
demokratis. Pasal 19 RUU tersebut memang seolah-olah telah
memberikan peluang untuk sistem check and balances dengan
pemberlakuan koordinasi dan kolaborasi (DPR-RI, 2019). Namun
model koordinasi dan kolaborasi yang dimaksud belum memadai
untuk check and balances, karena tidak ada kejelasan tentang aktor-
aktor yang akan dilibatkan dan model pengawasan yang akan
dilakukan. Norma yang ada di RUU ini menempatkan BSSN sebagai
lembaga yang bertugas untuk mengonsolidasikan koordinasi dan
kolaborasi, namun tidak menyebutkan jenis sektor atau aktor-aktor
pemangku kepentingan mana saja yang akan melakukan koordinasi
dan kolaborasi. Ketidakjelasan ini berpotensi memberikan
kewenangan penuh dan terpusat kepada BSSN sebagai satu-satunya
aktor yang sifatnya eksklusif, sehingga pada akhirnya berpotensi
menghambat efektivitas koordinasi dan kolaborasi. Dengan demikian,
memastikan pengawasan yang demokratis melalui mekanisme check
and balances tidak boleh luput dalam penyusunan kerangka regulasi
keamanan siber di Indonesia.

Penutup

Indonesia yang tengah berada dalam transformasi digital yang
pesat membutuhkan penataan tata kelola keamanan siber. Hal ini
perlu dipastikan untuk membangun ekosistem keamanan siber yang
kondusif. Dalam diskursus keamanan siber, ekosistem yang kondusif
dapat dibangun dengan cara mengedepankan prinsip-prinsip
demokratis yang terkandung dalam pemenuhan dua syarat penting.
Pertama, memastikan adanya keterlibatan luas para pemangku
kepentingan keamanan siber, tidak hanya terbatas pada aktor negara
(Pemerintah Pusat), namun juga entitas bisnis hingga penyedia
infrastruktur sosial penting yang diharapkan dapat terlibat secara aktif.
Kedua, memastikan bahwa penyelenggaraan keamanan siber dapat
diawasi dengan baik sesuai dengan prinsip pengawasan demokratis.
Artinya, mekanisme check and balances berlangsung dengan baik
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sehingga akuntabilitas, transparansi, dan penghindaran terhadap
penyalahgunaan wewenang sungguh-sungguh terwujud.
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Tren Pengembangan Cloud Computing

Berkah Iman Santoso

Pendahuluan

Perubahan penggunaan Internet, Web, aplikasi berbasis mobile
sebagai cara manusia berinteraksi, menjalani kehidupan, menjalankan
bisnis dan mengakses atau memberikan layanan secara spesifik
menyebabkan tingginya tuntutan terhadap biaya sumber daya
komputasi dan komunikasi yang rendah. Keadaan tersebut menggeser
titik fokus ke arah komputasi awan yang berpusat pada multi data
center. Selama 4 (empat) dekade penggunaan komputasi paralel dan
komputasi terdistribusi memegang peranan kunci terhadap
keberlangsungan layanan bisnis. Keniscayaan perubahan penyediaan
sumber daya komputasi secara drastis terjadi pada saat hadirnya
cloud computing. Penggunaan layanan cloud computing dimulai dari
banyaknya penelitian yang diinisiasi kalangan akademisi hingga dapat
digunakan para profesional dalam bentuk layanan korporat yang
bersifat komersial. Telah terjadi pergeseran fokus industri
pengembangan aplikasi dari pengembangan yang berdasarkan sumber
daya komputasi aplikasi bersifat monolitik menjadi pengembangan
berdasarkan sumber daya komputasi aplikasi bersifat micro service.
Pergeseran tersebut dalam rangka pemenuhan kebutuhan aplikasi
korporat agar dapat berjalan pada data center cloud sehingga
memungkinkan jutaan pengguna dapat menggunakan aplikasi
berbasis cloud secara simultan.

Cloud Computing secara definisi merupakan teknologi
komputasi dalam rangka optimalisasi sumber daya cloud agar dapat
menyediakan akses terhadap ubiquitous, kemudahan penggunaan
dan on-demand resource computing dalam rangka berbagi pakai
sekumpulan sumber daya komputasi. Sumber daya komputasi yang
bersifat cloud-ready dapat dikonfigurasi secara spesifik (seperti
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jaringan, server, storage, aplikasi dan layanan) agar dapat dirilis dan
diimplementasikan secara cepat dengan pengelolaan perawatan yang
minimal (Mell & Grance, 2011; Sanaei et al., 2014). Sedangkan sumber
daya cloud itu sendiri merupakan sumber daya komputasi yang
memiliki kekayaan konten dan konfigurasi berupa sistem komputasi
yang bersifat paralel terdistribusi. Sistem komputasi tersebut
dikonfigurasikan dari  orkestrasi sekumpulan server yang
divirtualisasikan dan saling dikoneksikan serta diimplementasikan
secara dinamis dan lincah agar dapat merepresentasikan sumber daya
komputasi yang terlihat sebagai kesatuan entitas tunggal berdasarkan
Service Level Agreement (SLA). SLA digunakan sebagai bentuk hasil
negosiasi antara provider dan consumer (Buyya, Yeo & Venugopal,
2009).

Tren komputasi mulai bertransformasi menjadi suatu model
yang terdiri dari berbagai layanan yang bersifat komoditas secara
teratur seperti halnya pada layanan utility seperti gas, telepon, air dan
listrik. Layanan Information Technology (IT) saat ini dapat ditagihkan
dan diberikan seperti halnya utilitas komputasi yang melalui jaringan
komputer yang dibagi pakai. Pada saat yang sama, pengguna
mendapatkan layanan IT sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus
memedulikan lokasi tempat menjalankan layanan IT tersebut.
Beberapa paradigma komputasi juga telah menawarkan visi komputasi
utility seperti pada cloud computing yang telah menjadi tren pada
dunia industri. Beberapa penyedia layanan cloud computing telah
dapat memberikan layanan sumber daya komputasi berupa storage,
komputasi dan layanan software yang bersifat public tanpa harus
terbatasi oleh lokasi geografis. Layanan cloud computing tersebut
memiliki Service Level Agreement (SLA) berbasis kinerja dan
ketersediaan layanan yang tinggi (Buyya, Vecchiola & Selvi, 2013;
Buyya & Varghese, 2017).

Berbagai penyedia layanan cloud computing telah menyediakan
akses layanan berbasis metode berlangganan terhadap penyediaan
kebutuhan infrastruktur, platform dan aplikasi yang disebut sebagai
Infrastructure as a Services (laaS), Platform as a Services (PaaS) dan
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Software as a Services (SaaS). Transformasi metode penyediaan
layanan komputasi tersebut telah dapat mengurangi biaya
infrastruktur komputasi aplikasi dengan penambahan layanan secara
berkembang apabila diperlukan, sesuai konsep elastic computing agar
dapat memberikan layanan secara teratur, terstruktur dan memiliki
kapabilitas yang jelas (Buyya & Varghese, 2017).

Pada saat terjadi perubahan yang sangat cepat karena
pergeseran tipe komputasi, dari sebelumnya komputasi dengan
metode monolithic menjadi komputasi dengan metode berbasis cloud
computing, maka diperlukan juga penyediaan tenaga kerja dengan
keahlian baru yang sangat baik secara teknis pada aspek cloud
computing. Universitas selaku penyelenggara pendidikan tinggi,
lembaga penyedia pelatihan keterampilan dan lembaga penyedia
sertifikasi keahlian memainkan peranan penting dengan cara
menyelenggarakan training untuk profesional IT serta pembekalan
perangkat bantu dan pengetahuan untuk menjawab tantangan pasar
cloud computing. Pihak universitas dihadapkan pada tantangan
kebutuhan untuk menyediakan lingkungan komputasi berbasis cloud
computing untuk sarana pembelajaran dan pengajaran dengan
investasi minimal, sehingga pendekatan open source software
menjadi pendekatan yang banyak ditemui pada universitas (Buyya &
Varghese, 2017)

Pada aspek pengembangan software juga mengalami tantangan
baru yaitu pengembangan aplikasi dan layanan berbasis cloud, hingga
microservices. Penyediaan platform untuk layanan container yang
diorkestrasikan dengan baik bertujuan dalam rangka percepatan
instalasi, konfigurasi dan penyediaan lingkungan kerja aplikasi serta
penyediaan layanan cloud sudah dapat dipastikan membutuhkan
disiplin keahlian teknis pada aspek Development and Operations
(DevOps). DevOps tersebut merupakan kedua hal yang jauh
sebelumnya memiliki batasan-batasan yang sangat tegas berikut
typical area kerja masing-masing, akan tetapi saat ini menjadi tidak
bersekat karena perkembangan lingkungan cloud computing yang
sangat pesat (Buyya & Varghese, 2017).
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Beberapa sifat cloud computing yang menjadi keuntungan
dalam percepatan pengembangan aplikasi diantaranya adalah
(Gajbhiye & Srivastva, 2014):

1) Penyesuaian besaran kapasitas layanan dapat dilakukan
berdasarkan persyaratan dan kebutuhan pengguna;

2) Penghematan anggaran investasiinfrastruktur IT pengguna dapat
dilakukan semaksimal mungkin;

3) Penentuan fokus inovasi yang terarah dengan jelas dapat terwujud
pada proses transformasi departemen Tl tanpa harus direpotkan
dengan aspek operasional, perawatan dan implementasi.

4) Pemberian akses terhadap layanan IT dapat semakin dipermudah
untuk pihak-pihak yang memiliki keterkaitan.

Keperluan Transformasi Infrastruktur Cloud Computing

Infrastruktur cloud computing mengalami banyak transformasi
sejak tahun 1963 pada saat dicetuskan oleh pakar komputasi dan
intelegensia buatan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT),
yaitu John McCharty. Perubahan tersebut dimulai dari konsep network
computing pada tahun 1995, dilanjutkan dengan konsep application
service provider pada tahun 1999, selanjutnya merupakan konsep
virtualization pada tahun 2003, diperkaya dengan konsep SaaS pada
tahun 2005 hingga berkembang menjadi konsep containerization tahun
2014 (Buyya & Varghese, 2017).

Kesinambungan pengembangan pada cloud computing ternyata
telah membawa pergeseran pemanfaatan sumber daya komputasi
pada area-area komputasi lainnya seperti area big data, service space,
internet of things, serverless computing dan self-learning systems.
Pada komputasi big data, organisasi atau perusahaan dapat
memanfaatkan informasi yang tersebar pada Internet atau informasi
dari eksternal perusahaan untuk dilakukan analisis bersama-sama
dengan informasi yang dikelola oleh aplikasi internal perusahaan.
Mekanisme pengolahan informasi dan analisis kedua sumber tersebut
ditujukan untuk membantu memberikan variasi skenario simulasi
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alternatif untuk pengambilan keputusan, yang digunakan oleh para
pimpinan organisasi atau perusahaan. Pada komputasi service space
organisasi atau perusahaan dapat memanfaatkan media
penyimpanan data yang tersedia melalui perantaraan internet dengan
model bisnis berbasis langganan berbayar, disesuaikan dengan
kebutuhan dan persyaratan pengguna tersebut. Pada komputasi
internet of things maka pengguna dapat memanfaatkan connected
smart devices berbasis sensor pendeteksi keadaan lingkungan dengan
beberapa parameter yang telah ditentukan sebelumnya, untuk
mempermudah cara hidup manusia. Pada teknologi serverless
computing pengguna dapat memanfaatkan sumber daya komputasi
yang tersebar via internet berupa coordinated compute engine
berbasis langganan layanan berbayar tanpa harus melakukan
pembelian perangkat keras server untuk menjalankan layanan
aplikasi. Pada self-learning systems pengguna mendapatkan sistem
komputasi yang dapat memberikan respon dan bertindak sesuai
dengan informasi yang diberikan secara terus menerus dari eksternal
sistem dengan mekanisme deep learning yang merupakan salah satu
ranah pada machine learning (Buyya et al., 2018).

Keuntungan Desentralisasi Sumber Daya Cloud Computing

Penyediaan sumber daya komputasi hasil dari pengembangan
cloud computing membuka cara pandang dan pendekatan baru, yaitu
semula berbasis tersentralisasi pada client-server computing menjadi
berbasis terdesentralisasi pada distributed cloud computing dengan
memanfaatkan masing-masing computing agent pada mata rantainya.
Beberapa keuntungan desentralisasi sumber daya cloud computing
meliputi beberapa hal di bawah ini (Buyya et al., 2018), yaitu:

1) Peningkatan privasi dan keamanan sistem komputasi dengan
penambahan data enkripsi yang bersifat terdistribusi.

2) Peningkatan ketersediaan dengan menghindari single point of
failure atau kegagalan yang terjadi pada perangkat atau node
kritikal pada suatu rantai sistem.
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3) Peningkatan otorisasi dengan menghindari risiko akses bersifat
bebas dengan penggunaan desentralisasi sumber daya komputasi.

4) Peningkatan privasi melalui fungsi anonimitas dan pseudonimitas
serta pengelolaan komputasi berbasis komunitas agent/node yang
masuk dalam rantai komputasi.

5) Peningkatan tata kelola informasi penyimpanan data yang
mengedepankan aspek privasi dan mitigasi risiko ancaman
keamanan sistem komputasi.

Masa Depan Pengembangan Cloud Computing

Pengembangan cloud computing memiliki masa depan yang
masih terbuka lebar, terutama karena teknologi cloud computing
membuka cara pandang baru bagi penyediaan sumber daya komputasi
pada disiplin lainnya. Beberapa aspek masa depan cloud computing
meliputi komputasi pada fungsi sebagai berikut (Sanaei et al., 2014), di
antaranya adalah:

1) Multi-Cloud, Micro-Cloud dan Cloud Heterogeneity

2) Big Data dan Internet of Things

3) Volunteer Computing, Fog and Mobile Computing

4) Serverless Computing dan Software Defined Computing

Keempat aspek pengembangan komputasi pada masa yang
akan datang tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh
pengguna pada organisasi/perusahaan untuk dapat memiliki
keunggulan kompetitif pada persaingan bisnis. Perubahan investasi
infrastruktur dan aplikasi IT yang bergeser dari ranah Capital
Expenditure (CapEx) seperti pengadaan perangkat server, jaringan dan
keamanan, menjadi ke arah Operational Expenditure (OpEx) seperti
bentuk layanan berlangganan berbayar, monthly contractual services
dan on-demand infrastructure telah terbukti dapat meningkatkan
aspek efisiensi terhadap investasi IT.
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Transformasi Infrastruktur Cloud Computing

Transformasi paradigma dan cara pandang penyediaan sumber

daya komputasi mutlak perlu dilakukan dalam rangka mencapai masa
depan cloud computing. Beberapa perubahan pada infrastruktur cloud
computing dapat penulis bahas pada bagian berikut ini.

1)

2)

Multi-Cloud, merupakan peningkatan sumber daya cloud
computing yang berasal dari berbagai lokasi data center pada
cloud provider yang sifatnya beragam. Selanjutnya aplikasi yang
berjalan diatasnya dapat memanfaatkan sumber daya cloud
computing dari berbagai macam cloud provider yang beragam,
setidak-tidaknya terdiri dari 6 (enam) cloud provider berbeda.
Penggunaan multi-cloud dapat memanfaatkan beberapa bentuk
komputasi yaitu:

(1) Hybrid cloud, gabungan dari private cloud dan public cloud,

(2) Federated cloud, katalog layanan dan sumber daya dengan
memanfaatkan multi-cloud yang dikelola dengan suatu
platform bersama.

Ranah aplikasi, data, runtime dan middleware merupakan ranah
yang dapat dikelola pada multi-cloud (Varghese & Buyya, 2017)

Micro-Cloud dan Cloudlet, merupakan bentuk komputasi
terdistribusi pada lokasi tersebar yang memanfaatkan sumber
daya perangkat yang memerlukan daya listrik kecil dan hemat
biaya pemakaian dalam rangka mendekatkan sistem komputasi
kepada sumber data yang dihasilkan pengguna. Contoh
pemanfaatan Odroid board dan Raspberry Pi sering kali digunakan
untuk membentuk micro-cloud yang memiliki tantangan pada
mekanisme penjadwalan aplikasi dan pengelolaan jaringan dalam
mengakses sumber daya komputasi yang tersebar. Sedangkan
penggunaan Cloudlet mengacu pada bentuk micro-cloud pada
konteks peningkatan Quality of Service (QoS) dan latency mobile
computing yang mendekatkan sumber daya komputasi berdaya
kecil, hemat biaya kepada sumber data yang dihasilkan pengguna.
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Tantangan sistem komputasi selanjutnya adalah bagaimana
melakukan integrasi komputasi pada cloudlet untuk melayani
traffic jaringan secara lokal dan mengurangi traffic jaringan antar
data center cloud di atas underlying network. Ranah aplikasi, data,
runtime, middleware, sistem operasi, virtualisasi dan server
merupakan ranah yang dapat dikelola pada micro-cloud dan
cloudlets (Buyya & Varghese, 2017).

3) Ad-hoc Cloud, merupakan penjabaran dari konsep komputasi ad-

4)

hoc di mana sumber daya komputasi eksisting yang belum ter
manfaatkan dengan baik dapat digunakan semaksimal mungkin
untuk membentuk sumber daya komputasi yang bersifat elastic
computing. Pada konteks mobile computing, penggunaan sumber
daya komputasi yang belum dimaksimalkan pada smartphone
dapat membentuk ad-hoc cloud seperti pada mekanisme cloudlet.
Beberapa hal yang menjadi tantangan pada penggunaan
smartphone untuk ad-hoc cloud adalah kemampuan smartphone
untuk menjalankan tugas komputasi yang handal dan mekanisme
pengelolaan sumber daya komputasi smartphone untuk
melakukan identifikasi aktivitas yang mengganggu pada ad-hoc
cloud, penggunaan battery pada smartphone yang berkontribusi
untuk membentuk ad-hoc cloud dapat menjadi habis atau
mengalami kebocoran daya selama penggunaan yang terus
menerus. Ranah aplikasi, data, runtime dan middleware
merupakan ranah yang dapat dikelola pada ad-hoc cloud (Buyya &
Varghese, 2017)..

Heterogeneous Cloud, merupakan penggunaan virtual machine
manager dalam bentuk hypervisor dan kumpulan software dari
berbagai cloud provider pada pengelolaan platform untuk
menyediakan layanan serta infrastruktur |IT. Penggunaan
heterogeneous cloud juga dapat dicapai dengan penggunaan
kombinasi bermacam-macam tipe processor untuk melayani
kebutuhan infrastruktur Virtual Machine (VM) dengan sumber daya
komputasi yang bersifat heterogen. Penggunaan NVIDIA®
Graphical Processing Unit (GPU), Field Programmable Gate Array
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(FPGA) dan Intel® Xeon® Phi dapat digunakan untuk membentuk
heterogeneous cloud dengan tantangan pada aspek ketersediaan
accelerator software, abstraksi aplikasi secara high level untuk
dapat berjalan pada heterogeneous cloud serta penjadwalan
aplikasi dalam rangka akses terhadap sumber daya komputasi
heterogeneous cloud. Beberapa ranah aplikasi, data, runtime,
middleware, sistem operasi, virtualisasi merupakan ranah yang
dapat dikelola pada heterogeneous-cloud (Buyya & Varghese,
2017).

Beberapa Area Pengembangan Cloud Computing

Terdapat beberapa area pengembangan cloud computing yang

masih terbuka luas untuk dimanfaatkan, seperti dapat kita lihat pada
pembahasan berikut ini, yaitu :

1)

2)

Keterhubungan manusia terhadap Internet of Things (loT), konsep
penggabungan lingkungan dengan bermacam-macam perangkat
sensor pendeteksi yang ditanamkan pada infrastruktur
transportasi, komunikasi, gedung, pusat perawatan kesehatan dan
perangkat pendukung yang terkoneksi dengan perangkat yang
dapat dikenakan pengguna hingga perangkat rumah tangga pintar.
Tujuan loT adalah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pada
proses yang bergerak serta untuk mengurangi intervensi manusia.
Sistem komputasi loT pada masa yang akan datang dapat berupa
integrasi dari bermacam-macam jenis sensor, yaitu sensor fisik,
sensor lingkungan untuk membantu kehidupan manusia dan
sensor yang melekat pada manusia. Tantangan pada ranah ini
adalah data yang bersifat tidak terstruktur dan platform software
untuk melakukan integrasi antar sensor yang belum tersedia
(Sanaei et al., 2014).

Komputasi Big Data, merupakan konsekuensi dari berbagai
macam data yang dihasilkan dari eksternal sistem komputasi dan
internal sistem sehingga membutuhkan penanganan yang sifatnya
tersentral pada arsitektur cloud atau terdesentralisasi pada
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bermacam-macam data center. Terdapat tantangan untuk
meningkatkan penggunaan cloud data center pada area big data,
yaitu pemrosesan data dan pengelolaan sumber daya pada cloud
nodes yang bersifat terdistribusi, pembangunan model untuk
keperluan analisis dapat memiliki skala horizontal maupun skala
vertical, software hanya dapat terpaku untuk melayani
pemrosesan secara end-to-end kepada pengguna (Buyya &
Varghese, 2017).

Service Space, merupakan keterjangkauan layanan yang lebih luas
dan kaya dengan bermacam-macam bentuk layanan. Salah satu
bentuk service space pada cloud computing adalah
diluncurkannya Container as a Service (CaaS) yang digunakan
untuk percepatan implementasi aplikasi berbasis cloud dan
distribusi beban layanan aplikasi yang bersifat modular. CaaS
memberikan alternatif untuk memanfaatkan pengelolaan dan
implementasi container dalam rangka menghadapi beban kerja
komputasi pada ad-hoc cloud, micro cloud yang diorkestrasikan
dengan volunteer computing dan fog computing (Buyya &
Varghese, 2017).

Self-learning system, merupakan sistem komputasi yang dapat
menerapkan mekanisme machine learning untuk mempelajari dan
bertindak sesuai hasil analisis berbagai macam informasi yang
diberikan pada sistem tersebut atau disebut sebagai deep learning.
Ketersediaan akselarator software seperti GPU pada lingkungan
cloud dapat mengurangi waktu komputasi untuk algoritma
machine learning pada data-data yang berukuran besar. Salah satu
potensi penggunaan deep learning adalah untuk pengembangan
predictive analytics yang bertujuan untuk memberikan proyeksi
atau prediksi berbasis hasil analisis (Buyya & Varghese, 2017).
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Tren Arsitektur Cloud Computing

Terdapat beberapa tren arsitektur cloud computing yang saat ini

mengalami perkembangan pesat untuk dapat dimanfaatkan bagi
pemenuhan layanan sumber daya komputasi pada bidang lain,
diantaranya adalah sebagai berikut:

1)

2)

Volunteer Computing, merupakan penggunaan pendekatan crowd
funding yang berasal dari sebaran pengguna komputer atau
perangkat dalam membentuk ad-hoc cloud yang pada awalnya
ditujukan untuk fokus pada layanan riset dan komunitas. Volunteer
cloud computing dapat membentuk sifat yang berbeda seperti
social cloud computing, peer-to-peer cloud computing. Beberapa
tantangan pada volunteer cloud computing adalah bagaimana
meminimalkan overhead untuk membuat lingkungan yang
sepenuhnya tervirtualisasi di atas hardware yang heterogen dan
bersifat ad-hoc computing, selanjutnya tantangan keamanan dan
privasi yang perlu dipecahkan sebelum membentuk ad-hoc cloud
(Sanaei et al., 2014).

Fog and mobile edge computing, merupakan peningkatan sumber
daya komputasi pada sisi yang digunakan sebagai perantara
terhadap pengguna melalui jaringan, seperti mobile base stations,
router, switch atau keseluruhan perangkat perantara diantara
perangkat pengguna dan cloud data center. Beberapa keuntungan
yang didapatkan dari fog computing dan mobile edge computing
adalah minimal latensi aplikasi, peningkatan QoS dan Quality of
Experience (QoE) untuk meningkatkan jaringan yang memiliki
hierarki, peningkatan realisasi dari visi 10T, di mana kita ketahui
bahwa fog computing memfasilitasi keterhubungan antara cloud
data centeryang bersifat tersentral dengan komputasiterdistribusi
(Buyya & Varghese, 2017).

Serverless Computing, merupakan konsep yang menerangkan
bahwa suatu server tidak disewa sebagai cloud server
konvensional dan pengembang aplikasi tidak berpikir bahwa server
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dan tempat peletakan aplikasi pada virtual machine (VM). Fungsi-
fungsi pada modul aplikasi akan dieksekusi ketika dibutuhkan
tanpa harus menjalankan aplikasi tersebut secara terus menerus,
berupa  Function-as-a-Service (FaaS) dan event-based
programming. Suatu event akan memicu eksekusi suatu fungsi
atau kumpulan fungsiyang dijalankan secara parallel (Sanaeietal.,
2014).

Software defined Computing, merupakan pendekatan isolasi
terhadap hardware jaringan yang sedang bekerja dari komponen
yang mengendalikan traffic data. Abstraksi tersebut
memungkinkan fungsi pemrograman yang mengendalikan
komponen jaringan untuk mendapatkan arsitektur jaringan secara
dinamis. Beberapa tantangan pada software defined computing
dapat berupa protocol terdistribusi secara fisik yang
mengendalikan tugas-tugas komputasi tersentral secara konsep,
teknik untuk menangkap QoS berdasarkan infrastruktur jaringan
dan infrastruktur cloud serta interoperabilitas Information-Centric
Networking (ICN) dengan SDN (Buyya & Varghese, 2017) .

Penutup

Perubahan dan tren perkembangan cloud computing telah

mendapatkan porsi yang cukup besar dalam mempengaruhi bidang-
bidang lainnya. Beberapa tren arsitektur cloud computing seperti
volunteer computing, fog and mobile-edge computing, serverless
computing dan software defined computing dapat dilakukan dalam
beberapa dekade ke depan untuk memberikan dampak positif bagi
perubahan cara hidup manusia dalam memanfaatkan cloud
computing.
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One Data, One Vision

Guson Prasamuarso Kuntarto

Pendahuluan

Sejak didirikan pada 2010 oleh Anindya Novyan Bakrie, Bakrie
Center Foundation (BCF) berkomitmen untuk melanjutkan nilai-nilai
pendiri Kelompok Usaha Bakrie, Achmad Bakrie, dalam mewujudkan
pendidikan sebagai fondasi pembangunan sosial. Sebagai bagian dari
Gerakan Bakrie Untuk Negeri (BUN), BCF memainkan peran strategis
dalam mendorong mobilitas sosial melalui peningkatan kapasitas
kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (BCF, 2024).

Untuk mewujudkan misi tersebut, BCF mengembangkan
ekosistem kepemimpinan masa depan melalui dua pilar utama:
International Program dan Leadership and Sustainable Development.
Melalui International Program, BCF menjalin kemitraan dengan
organisasi global seperti Eisenhower Foundation dan terlibat aktif
dalam World Economic Forum (WEF), memperluas eksposur para
pemimpin muda Indonesia ke jejaring internasional. Sementara itu,
program Leadership and Sustainable Development mencakup inisiatif
LEAD Indonesia, Campus Leader Programme (CLP), dan alumni
network “Home of Leaders”. LEAD Indonesia fokus pada penguatan
kapasitas profesional muda dalam mengatasi isu-isu sosial prioritas
seperti eliminasi TBC, pendidikan anak pra-sejahtera, akses
pendidikan tinggi, dan isu lingkungan. CLP menyasar mahasiswa dari
berbagai universitas melalui kegiatan magang, praktikum, dan
kerelawanan sosial, bertujuan mencetak pemimpin yang tidak hanya
kompeten secara teknis tetapi juga memiliki sensitivitas sosial. Alumni
dari kedua program ini diberdayakan melalui platform kolaborasi
strategis dan advokasi publik, termasuk penyelenggaraan seminar
nasional sebagai forum berbagi ide dan solusi (BCF, 2024).
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Pada pertengahan 2023, BCF menginisiasi adopsi teknologi
informasi dan komunikasi untuk memperkuat efektivitas program
melalui pengembangan platform ekosistem digital. Pendekatan ini
dirancang dalam kerangka hexa helix yang melibatkan pemerintah,
perguruan tinggi, lembaga sosial, komunitas, masyarakat, dan dunia
industri. Fokus utamanya adalah standardisasi dan pelatihan teknis
serta manajerial bagi lembaga sosial di seluruh Indonesia.
Menindaklanjuti transformasi ini, pada akhir 2023, Jimmy M Rifai Gani
BA, MPA yang mengambil alih kepemimpinan sebagai CEO saat itu
membawa BCF ke fase strategis baru: berfungsi sebagai think tank bagi
kelompok usaha Bakrie. Di bawah kepemimpinan baru, BCF
mengembangkan pendekatan berbasis digital melalui empat pilar:
platform talent, networking, branding, dan knowledge management
system (KMS) (Gani, 2023).

Meski roadmap digital ini menjanjikan, BCF menghadapi
tantangan kritikal: keterbatasan sumber daya manusia di bidang
teknologi informasi dan sistem informasi. Minimnya tenaga ahli
internal menghambat optimalisasi ekosistem digital yang diperlukan
untuk mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor secara terintegrasi.
Dalam konteks ini, BCF dituntut untuk menyusun strategi penguatan
SDM dan kemitraan berbasis keahlian guna memastikan keberlanjutan
dan efektivitas transformasi digitalnya. Sebagai organisasi yang
berperan pada persimpangan antara pendidikan, kepemimpinan, dan
pembangunan berkelanjutan, BCF memiliki posisi unik untuk
menciptakan dampak sistemik. Namun untuk mempertahankan
relevansi dan kapabilitasnya, investasi dalam teknologi harus
diimbangi dengan investasi dalam talent dan knowledge infrastructure
yang adaptif dan berkelanjutan (Amin & Mohamad, 2017).

Solusi dan Buah Pikir

Dari pemaparan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa BCF
menghadapi tantangan yang cukup terjal dalam merealisasikan
ekosistem digital sebagai infrastruktur nasional yang terintegrasi dan
menghubungkan stakeholders di 514 kabupaten/kota yang tersebar di
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seluruh penjuru Indonesia. Para stakeholder ini terdiri dari alumni BCF
dan lembaga sosial standardisasi kompetensi dan melibatkan 6
(enam) pemangku kepentingan (hexa helix) yaitu Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial, Komunitas, Masyarakat dan Dunia
Industri. Kesemuanya itu harus dilakukan oleh BCF di tengah
keterbatasan SDM vyang dapat merancang, mengembangkan,
mengelola, dan menjaga keberlangsungannya.

Untuk menghadapi tantangan ini, maka BCF mengambil langkah
proaktif yang diartikulasikan menjadi tiga pilar program strategis: 1)
Research & Development, 2) Leadership Development, dan 3)
Corporate Shared Value. Langkah proaktif ini dijalankan melalui
dukungan digital platform: knowledge, networking, branding, recruiting
& grooming talent. Harapannya adalah tercapainya luaran berupa
inovasi bisnis, talent pool, policy brief, brand enhancement, dan
consolidated businesses dan berdampak pada meningkatnya
positioning Bakrie and Brothers di dalam komunitas, memperkuat
pertumbuhan dan kinerja bisnis sehingga pada akhirnya dapat
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
(Gani, 2023).

Sejalan dengan langkah proaktif dari pihak BCF serta
menindaklanjuti inisiasi yang sebelumnya telah dirintis sejak tahun
2023, maka pada tahun 2025 BCF dengan Universitas Bakrie
mempererat komitmen melalui nota kesepahaman (MolU) dan
perjanjian kerja sama (PKS) yang melibatkan peran aktif dari penulis
(sebagai dosen Program Studi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer, Universitas Bakrie dan bertindak sebagai tenaga ahli bidang
software engineering). Hal ini dilakukan sebagai wujud langkah proaktif
BCF untuk mengatasi minimnya tenaga ahli teknologi informasi/
sistem informasi (IT/ IS) yang tersedia di internal organisasi. Bersama
dengan Tim BCF yang diwakili oleh Head of Program: Syahputrie
Ramadhanie dan IT Development: Faishal Zufari, penulis telah bekerja
secara fokus mentranslasikan kebutuhan bisnis sekaligus menjadi
cikal bakal ekosistem digital. Penulis pun melakukan pendampingan
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terkait penyusunan daftar kebutuhan, desain, rencana pengembangan
serta mendampingi proses pengembangan ekosistem digital.

Dalam rangka pendampingan ini, penulis mengadopsi kerangka
kerja project management life cycle (xPro, 2023) dan memodifikasi
salah satu proses: learning yang tidak hanya dilakukan pada saat
inisiatif selesai, tetapi juga ketika inisiatif tidak selesai. Hal ini
bertujuan agar proses pembelajaran tetap dilakukan oleh pelaku
inisiatif agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa pada siklus
inisiatif berikutnya. Ciri lain yang membedakan adalah kerangka kerja
yang dimodifikasi tidak bersifat linear atau satu arah, melainkan
bersifat siklikal serta adaptif dengan menekankan pada pentingnya
pembelajaran berkelanjutan sebagai fondasi utama untuk
meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi. Selain itu,
kerangka kerja dimodifikasi dengan menambahkan konteks kerja
lingkungan internal (Bakrie Group: BCF dan Universitas Bakrie) dan
lingkungan eksternal (Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga
Sosial, Komunitas, Masyarakat dan Dunia Industri). Hasil modifikasi
kerangka kerja tersebut selanjutnya diperkenalkan dengan nama:
Initiative Management Life Cycle (IMLC). Kedua lingkungan tersebut
saling mempengaruhi kedua entitas baik BCF maupun Universitas
Bakrie di dalam mencapai tujuan organisasinya.

Lingkungan Eksternal

: Lingkungan Internal
[ start |

panc - Initiatis e
. Initiative | [Initiative Exl;lcljlli:l:& [ .| Initiative
Preparation Plarlnlng Monlinring Ewaluation

| Initiative
Adapting

Initiative Learning

Gambar 1. Initiative Management Life Cycle (IMLC) yang digunakan dalam
pendampingan inisiatif di BCF.
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Gambar 1 menunjukkan bahwa IMLC terdiri dari enam tahapan
utama: Preparation, Planning, Execution & Monitoring, Learning,
Adapting, dan proses evaluatif.

Tahap 1: Initiative Preparation - Fase ini dimulai dengan
persiapan (preparation) yang berfokus pada pengumpulan data awal,
analisis kebutuhan, identifikasi pemangku kepentingan, serta
pemetaan awal terhadap sumber daya dan hambatan potensial. Pada
tahap ini, organisasi diharapkan menyusun pemahaman mendalam
terhadap konteks eksternal dan internal yang akan mempengaruhi
jalannya inisiatif. Keberhasilan tahap persiapan menjadi landasan
penting bagi validitas proses perencanaan selanjutnya.

Tahap ke-2: |Initiative Planning - Setelah melalui proses
persiapan, siklus berlanjut ke tahap perencanaan (planning) yang
menjadi titik krusial untuk menentukan arah dan bentuk pelaksanaan
inisiatif. Perencanaan mencakup penjabaran tujuan yang spesifik,
penyusunan strategi pelaksanaan, alokasi waktu dan sumber daya,
serta penetapan indikator keberhasilan. Selain itu, tahap ini juga
mempertimbangkan manajemen risiko serta skenario kontingensi jika
terdapat ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realisasi di lapangan.

Tahap ke-3: Initiative Execution & Monitoring — Ini merupakan
tahapan pelaksanaan dan pemantauan (execution & monitoring), yaitu
implementasi langsung berdasarkan rencana kerja yang telah disusun.
Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan untuk
menilai ketercapaian target secara berkala serta mendeteksi
kemungkinan penyimpangan dari rencana semula. Pemantauan
bersifat dinamis, menggunakan instrumen pengukuran yang valid dan
reliabel. Kegiatan ini mencakup pelaporan berkala serta observasi
lapangan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan
memberikan informasi awal untuk perbaikan jika diperlukan.

Tahap ke-4: Initiative Evaluation - Fase evaluatif ini menentukan
apakah keseluruhan inisiatif telah diselesaikan sesuai target yang
ditetapkan. Evaluasi menjadi titik penyaring (filter) yang menentukan
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arah proses selanjutnya. Jika inisiatif dinilai selesai, maka proses
berlanjut ke tahap pembelajaran akhir. Namun, jika masih ada
kekurangan, maka proses diarahkan kembali ke tahap adaptasi
melalui pembelajaran (lesson learned) agar kesalahan serupa tidak
terulang pada iterasi berikutnya.

Tahap ke-5: Initiative Learning - Tahap pembelajaran (learning)
khususnya bagi pelaku inisiatif menjadi fondasi penting berbasis siklus
yang berdampak bagi organisasi. Seluruh hasil pelaksanaan, baik
keberhasilan maupun kegagalan, dianalisis secara kritis untuk
memperoleh wawasan baru pada tahap ini. Prosesnya melibatkan
refleksi mendalam terhadap tahapan sebelumnya, identifikasi praktik
terbaik (best practices), serta dokumentasi pelajaran yang dapat
digunakan pada iterasi berikutnya. Tahapan ini mencerminkan
transformasi data dan informasi menjadi pengetahuan (knowledge)
yang berguna untuk inovasi dan pengambilan keputusan yang lebih
baik di masa depan.

Tahap ke-6: Initiative Adapting - Hasil pembelajaran tidak
berhenti pada tataran konseptual, tetapi diterjemahkan menjadi input
untuk tahap initiative adapting, yaitu penyesuaian terhadap rencana
dan strategi awal. Adaptasi bisa bersifat parsial maupun menyeluruh,
tergantung skala permasalahan dan kebutuhan perubahan. Proses ini
memungkinkan  pelaku inisiatif melakukan koreksi arah,
menyempurnakan strategi, dan menyesuaikan metode pendekatan
untuk meminimalkan risiko kegagalan. Dengan demikian, adaptasi
bukan bentuk kegagalan, tetapi justru refleksi kapasitas pelaku inisiatif
untuk responsif, reflektif, dan tangguh terhadap dinamika internal
maupun eksternal.

Kerangka kerja IMLC menunjukkan bahwa setelah tahap
adaptasi, proses bisa kembali ke tahap initiative planning atau bahkan
preparation jika diperlukan. Hal ini menegaskan bahwa sistem ini
bersifat sirkuler, sehingga pembelajaran dan perubahan menjadi siklus
berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan pendekatan learning
organization yang menempatkan pelaku inisiatif pada skala kecil
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maupun organisasi pada skala besar sebagai “agen” yang terus
belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri secara kolektif dan
sistemik.

Proses akan berakhir hanya jika seluruh inisiatif telah
diselesaikan dan pembelajaran telah disintesis. Namun demikian,
perlu ditekankan bahwa titik akhir inisiatif bersifat relatif dan tidak
mutlak. Kerangka kerja yang siklikal ini membuat akhir satu siklus
dapat menjadi awal bagi siklus baru, terutama ketika organisasi
memasuki fase ekspansi atau replikasi program di masa mendatang.

Perwujudan Gagasan

Tahapan Initiative Management Life Cycle (IMLC) yang telah
dijelaskan sebelumnya merupakan gagasan yang dirancang dan
digunakan oleh penulis dalam mendampingi inisiatif di BLC. Setiap
tahapan IMLC menghasilkan luaran (output). Oleh karena itu,
diperlukan pemetaan yang jelas agar luaran kegiatan dan proses IMLC
dapat berjalan selaras sehingga kedua belah pihak saling mengetahui
ekspektasi luaran yang dihasilkan di setiap tahapan. Selain itu,
dipertimbangkan juga risiko dalam berbagai aspek: 1) keterbatasan
SDM, 2) keterbatasan pendanaan, 3) Integrasi serta Interoperabilitas;
4) pengelolaan data, 5) user experience (UX) yang rendah. Sebagai
perwujudan pengendalian inisiatif maka jalan keluar untuk
meminimalisasi risiko-risiko tersebut perlu diantisipasi secara cermat.
Langkah-langkah mitigasinya adalah 1) Merekrut talent melalui MBKM
(Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang dapat diperbantukan dalam
mengembangkan sub-system ILS; 2) Kerja sama dengan lembaga
eksternal untuk memperkuat sistem pendanaan melalui dana hibah; 3)
Menggunakan pendekatan delivery produk/layanan secara bertahap
serta menerapkan teknik clean architecture dan sistem modular
terutama pada backend; 4) Membangun One data BCF; 5) Mengadopsi
UI/UX design system yang tertuang dalam Product Report
Documentation.
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Dalam konteks organisasi modern yang semakin bergantung
pada ketepatan pengambilan keputusan, kebutuhan akan sistem
informasi yang terintegrasi menjadi semakin krusial. Gambar 2
menampilkan sebuah kerangka konseptual yang menjelaskan relasi
antara tingkatan organisasi (operasional, taktis, dan strategis) dengan
level teknologi informasi dan sistem informasi (IT/IS), mulai dari One
Data, Integrated Leader System (ILS), hingga Intelligence Leader
System. Pada inti dari keseluruhan struktur tersebut adalah konsep
fundamental yang disebut One Data, yang berfungsi sebagai fondasi
dari sistem informasi organisasi secara menyeluruh.

VAN
AN
= / \ } > INTELLIGENCE LEADER SYSTEM
g Stfategic Level N ~ .
[ Strategic Decisign N 'f/ \_\_
g r
¢ N\ INTEGRATED LEADER SYSTEM (ILS
5 /' Tactical Level \“\—— _ (ILS)
= Tactical Decision RN Z N
= \ | { |
é ONE DATA
= Operational Level — — — — F—
Operational Decision Cip| [LEAD] |_SMS.' | HoL
U \ o
Organizational Level Technological Level

Gambar 2. Kerangka konseptual relasi antara kebutuhan informasi,
hierarki organisasi dan dukungan teknologi IT/ IS terhadap pelaksanaan
inisiatif di BCF.

Konsep One Data menekankan pentingnya konsolidasi data dari
berbagai sumber ke dalam satu platform terstandar sekaligus sebagai
sumber kebenaran tunggal. Dalam konteks BCF, One Data mencakup
agregasi data dari program seperti CLP (Campus Leader Programme),
LEAD Indonesia, SMS (Stakeholders Management System), dan HOL
(Home of Leaders). Dengan menyatukan semua data operasional
dalam satu sistem, organisasi menciptakan single source of truth yang
dapat diakses dan dimanfaatkan secara konsisten di seluruh level
organisasi. Manfaat utama dari One Data adalah meningkatnya

45



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

akurasi, kecepatan, dan efisiensi dalam proses pengambilan
keputusan. Di tingkat operasional, ini berarti efisiensi dalam
monitoring program dan evaluasi kinerja secara real time. Pada level
taktis dan strategis, One Data memberikan landasan analitik yang kuat
untuk mengidentifikasi tren, mengantisipasi risiko, dan menyusun
kebijakan berbasis data. Raw data dari One Data tidak akan bernilai
tanpa sistem yang mampu mengelolanya secara komprehensif. Di
sinilah peran Integrated Leader System (ILS) menjadi kritikal. ILS
bertindak sebagai sistemm manajemen yang menyelaraskan dan
mengintegrasikan data antar unit, program, dan pemangku
kepentingan. Dalam kerangka ini, ILS tidak hanya memfasilitasi arus
data vertikal dari bawah ke atas (bottom-up) tetapi juga mendukung
feedback loop horizontal antar level organisasi.

Sistem ini memungkinkan proses taktis seperti alokasi sumber
daya, evaluasi efektivitas program, dan perumusan intervensi dapat
dilakukan secara responsif dan terukur. Dengan ILS, organisasi dapat
memetakan kapabilitas internal, memonitor kolaborasi antar
stakeholders, serta mengukur dampak sosial dengan lebih presisi.
Pada puncak sistem ini adalah Intelligence Leader System, yang
merupakan representasi kecerdasan organisasi dalam memanfaatkan
data sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis. Di levelini,
data yang telah diolah oleh ILS ditransformasikan menjadi insight
strategis melalui teknologi analitik lanjutan seperti kecerdasan buatan,
data mining serta visualisasi interaktif melalui executive dashboard.
Fungsi Intelligence Leader System sangat penting dalam membantu
eksekutif memahami dinamika organisasi, menyusun roadmap jangka
panjang, serta menyelaraskan tujuan institusi dengan indikator makro
pembangunan seperti SDGs 2030. Tanpa basis data yang kuat dari
bawah (One Data) dan proses integrasi di tengah (ILS), kemampuan
untuk menjalankan strategi berbasis bukti akan sangat terbatas.

Ketiga lapisan ini yaitu One Data, ILS, dan Intelligence Leader
System tidak hanya mewakili adopsi teknologi IT/ IS, tetapi lebih jauh
lagi merupakan pendekatan sistemik terhadap pengelolaan
pengetahuan, perencanaan organisasi, dan keberlanjutan
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operasional. Dalam era informasi, keunggulan organisasi tidak lagi
hanya bergantung pada besar kecilnya program, tetapi juga pada
kemampuannya dalam mengorkestrasi data menjadi keputusan. Maka
dari itu, investasi dalam fondasi One Data bukan semata keputusan
teknis, tetapi kebutuhan strategis untuk memastikan organisasi tetap
relevan, adaptif, dan berdampak dalam ekosistem yang terus
berkembang. Seluruh proses pengembangan One Data dan sistem
informasi ini diintegrasikan dalam kerangka Initiative Management Life
Cycle (IMLC) sebagaimana diilustrasikan oleh Gambar 1.

Tables: feature (message]
Aitered by: user BCF, wser LEAD
or usar CLP

Gambar 3. Physical database design: One Data BCF versi 2 yang telah
diterapkan menggunakan teknologi RDBMS: MySQL.

Karena basis data memiliki peran sentral dalam sistem
informasi, maka desain one data perlu menjadi perhatian utama dalam
pengembangan subsistem ILS. Rancang bangun one data dimulai
dengan menerjemahkan kebutuhan data menjadi desain basis data
logis dan fisikal (Connolly & Begg, 2014).

Gambar 3 menunjukkan bahwa desain fisikal basis data One
Data Bakrie Center Foundation (BCF) menjadi komponen kunci dalam
mendukung ekosistem digital. Desain ini menjamin integrasi,
keterlacakan, dan konsistensi data dari berbagai aktivitas program
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kepemimpinan BCF seperti Campus Leader Program (CLP), LEAD
Indonesia, serta Home of Leaders and Stakeholders.

Struktur basis data disusun secara modular dan terbagi ke dalam
empat kompartemen utama: tabel master, tabel transaksional, pesan
internal, dan lookup wilayah. Pertama, tabel master (biru) mencakup
entitas statis seperti master_universitas, master_lembaga_sosial, dan
master_program_modules. Tabel ini hanya dapat diubah admin BCF
untuk menjaga standardisasi data lintas sistem.

Kedua, tabel transaksional (hijau) berisi data dinamis hasil
interaksi pengguna, seperti tx_users_bcf, tx_mentor,
tx_mahasiswa_program, dan tx_grading_kualitatif. Tabel ini diperbarui
secara real-time oleh pengguna internal maupun eksternal seperti
mentor dan peserta, sehingga mendukung akuntabilitas dan
pelacakan kontribusi.

Ketiga, fitur pesan internal (kuning) melalui feature_message dan
feature_message_recipient memfasilitasi komunikasi antar pengguna
tanpa perlu media eksternal. Keempat, tabel lookup wilayah (oranye)
menyimpan referensi geografis (provinces, regencies, districts,
villages) agar data lokasi selalu seragam dan terstandardisasi. Tabel ini
juga hanya dapat dimodifikasi admin untuk menjaga validitas data
nasional.

Hubungan antar tabel dihubungkan dengan foreign key untuk
menjamin integritas referensial. Relasi yang erat antar entitas
menunjukkan bahwa sistem dirancang untuk mendukung operasional
BCF secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen peserta, pelaksanaan
pelatihan, hingga evaluasi. Dengan pendekatan ini, One Data BCF tidak
hanya mendukung operasional, tetapi juga menjadi fondasi analitik
dan pengambilan keputusan strategis berbasis data.

Dalam konteks pengembangan ekosistem digital BCF,
keberhasilan implementasi dan pemantauan sistem One Data serta
Integrated Leader System (ILS) tidak hanya bergantung pada kualitas
persiapan, perencanaan, perancangan, dan eksekusi. Tahapan

48



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

adaptasi, evaluasi, dan pembelajaran (learning) dalam kerangka
Initiative Management Life Cycle juga memegang peran krusial. Ketiga
tahap ini memastikan strategi yang telah dirancang mampu
beradaptasi dengan kondisi di lapangan, memenuhi target, serta terus
ditingkatkan melalui pembelajaran organisasi.

Tahap adaptasi dilakukan untuk merespons temuan lapangan
secara taktis dan menjadi pedoman pembelajaran pada inisiatif
berikutnya. Dalam praktiknya, penulis bersama manajer program, dan
talent IT Development BCF melakukan beberapa penyesuaian penting.

Pertama, dilakukan koreksi arah pada cara pelibatan
stakeholders. Awalnya, pendekatan bersifat bottom-up, dengan
system users dan system builders — yaitu mahasiswa CLP batch 8 —
terlibat aktif mengembangkan One Data dan sub-sistem ILS secara
paralel, baik di frontend maupun backend. Namun, pendekatan ini
kurang efektif, terutama dalam aspek pemahaman data, proses, dan
kebutuhan antarmuka. Karena itu, BCF beralih ke pendekatan co-
creation dengan pola top-down. Tanggung jawab dipisah: mahasiswa
magang MBKM dan system users fokus menajamkan kebutuhan
antarmuka (Ul/UX) dengan React.js, sementara pengembangan One
Data dan backend dengan Node.js ditangani langsung oleh penulis dan
talent IT Development BCF. Strategi ini diambil untuk menjawab risiko
keterbatasan SDM IT internal. Selain itu, hal ini dilakukan karena One
Data dan backend berkaitan erat dengan privasi data organisasi.

Penyesuaian berikutnya adalah penguatan metode pelatihan
dengan mengadopsi clean architecture (CA) pada tim backend. Pihak
IT Development BCF menyediakan contoh implementasi CA untuk
salah satu modul sub-sistem ILS. Mahasiswa MBKM tidak lagi belajar
secara mandiri tanpa struktur, melainkan mendapat contoh konkret
melalui repository kode, mulai dari entities, use case, controller,
hingga external interface. Dengan cara ini, adaptasi konsep CAmenjadi
tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan teknis. Hasilnya adalah
clean code yang scalable dan terorganisir dalam lapisan independen,
sehingga perubahan di satu lapisan tidak memengaruhi lapisan lain,
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menjaga inti bisnis aplikasi tetap stabil meski ada perubahan
teknologi.

Secara keseluruhan, tahap adaptasi pada pengembangan One
Data, sub-sistem aplikasi, dan antarmuka tidak hanya teknis, tetapi
juga bersifat kultural dan sosial sebagai bagian dari socio-technical
system yang dinamis, demi terwujudnya ekosistem digital BCF.

Penutup

Inisiatif One Data sebagai fondasi utama basis data dari
Integrated Leader System (ILS) telah berhasil diimplementasikan di
Bakrie Center Foundation (BCF). Keberhasilan ini dicapai melalui
pendekatan Initiative Management Life Cycle (IMLC) yang terdiri dari
enam tahapan utama: Preparation, Planning, Execution & Monitoring,
Learning, Adapting, dan proses evaluatif, meski di tengah keterbatasan
talentIT internal.

One Data dikembangkan dengan dukungan teknologi basis data
relasional, mulai dari desain model konseptual, logikal, hingga fisikal.
Inisiatif ini telah membuktikan peran pentingnya dalam memberikan
dasar dukungan pengetahuan bagi organisasi. Fokus utamanya adalah
system users di internal BCF dan Universitas, melalui empat pilar
skema: master, transaction, lookup, dan feature.

Keberlanjutan inisiatif ini menuntut penguatan bertahap pada
aspek data governance dan interoperabilitas data antar stakeholders.
Hal ini mencakup Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial, Komunitas,
Masyarakat, dan Dunia Industri. Selain itu, peningkatan kapabilitas
analitik juga diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan
strategis ke dalam model One Data, dengan tetap mempertimbangkan
aspek socio-technical system.

Dengan menjadikan One Data sebagai fondasi Integrated Leader
System — yang mendukung Campus Leader Program (CLP), LEAD
Indonesia, Stakeholder Management System (SMS), dan Home of
Leader (HoL) — BCF menegaskan posisinya. BCF tidak hanya bergerak
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sebagai organisasifilantropi dalam program sosial dan kepemimpinan,
tetapi juga menjadi pionir dalam pengelolaan IT/IS. Melalui
implementasi sistem berbasis data, BCF membangun fondasi sistem
pendukung pengambilan keputusan dan pusat pengetahuan.
Dampaknya tidak hanya bagi BCF sendiri, tetapi juga memberikan
manfaat lebih luas bagi Kelompok Usaha Bakrie.
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Optimalisasi Sistem Informasi untuk Meningkatkan
Efisiensi Operasional Usaha Mikro dan Kecil

Dita Nurmadewi

Pendahuluan

Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia memiliki peranan vital dalam
menopang perekonomian nasional. Berdasarkan data dari
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia (KemenKopUKM), pada tahun 2023 terdapat lebih dari 64,2
juta unit UMKM vyang aktif, dengan kontribusi terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 61,07 persen dan
penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen dari total angkatan kerja
nasional (Tampubolon & Janah, 2024). Di antara jumlah tersebut,
usaha mikro dan kecil mendominasi lebih dari 99 persen struktur
pelaku usaha. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya penting, tetapi juga menjadi
tulang punggung ekonomi nasional, khususnya di sektor informal dan
daerah-daerah yang belum terjangkau industri besar (KemenKopUKM,
2024). Namun demikian, segmen usaha mikro dan kecil masih
menghadapi tantangan struktural yang belum terpecahkan, terutama
terkait rendahnya efisiensi operasional.

Banyak pelaku usaha mikro dan kecilyang masih mengandalkan
cara-cara tradisional dalam menjalankan usahanya (Panjaitan et al.,
2024). Kegiatan pencatatan keuangan dilakukan secara manual
menggunakan buku tulis atau bahkan hanya mengandalkan ingatan.
Strategi pemasaran masih bertumpu pada promosidari mulut ke mulut
tanpa pemanfaatan media digital (Ermaya & Mashuri, 2021). Lebih dari
itu, pengambilan keputusan bisnis sering kali tidak didasarkan pada
analisis data, tetapi semata-mata mengandalkan intuisi dan
pengalaman pribadi. Hal ini berdampak pada sulitnya pelaku usaha
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dalam mengukur kinerja bisnis mereka secara objektif. Padahal, dalam
era digital seperti saat ini, keberadaan sistem informasi yang
terintegrasi menjadi kebutuhan dasar bagi kelangsungan usaha
(Ibrahim, & Supratika & Wahyudi, 2024).

Kondisi ini semakin diperparah ketika pandemi COVID-19
melanda dunia. Banyak pelaku UMKM yang tidak mampu bertahan
karena tidak memiliki kesiapan dari sisi sistem dan data (Wijaya et al.,
2023). Mereka tidak memiliki pencatatan arus kas yang rapi, tidak
memahami perilaku konsumen mereka, dan tidak siap untuk
bermigrasi ke kanal distribusi digital seperti e-commerce atau media
sosial (Randes & Veri, 2025). Akibatnya, sebagian besar dari mereka
mengalami penurunan pendapatan yang drastis, bahkan tidak sedikit
yang akhirnya gulung tikar. Pandemi menjadi cerminan bahwa tanpa
transformasi digital, UMKM berada pada posisi yang sangat rentan
terhadap perubahan eksternal (Astitiani, Putri & Widnyani, 2021).

Dalam konteks inilah, digitalisasi operasional menjadi bukan
hanya penting, tetapi juga mendesak. Sistem informasi yang
sederhana, terjangkau, dan relevan menjadi kunci untuk mendorong
efisiensi, memperkuat daya saing, dan menjamin keberlanjutan UMKM
mikro dan kecil.

Struktur Masalah dan Akar Penghambat

Ketika membahas digitalisasi pada UMKM, sering kali muncul
asumsi bahwa yang dibutuhkan adalah perangkat lunak atau sistem
canggih. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa
tantangannya jauh lebih kompleks. Bukan sekadar tidak adanya
perangkat, tetapi lebih pada rendahnya literasi digital, kurangnya
pendampingan, serta minimnya dukungan sistemik yang berkelanjutan
(Gaol et al., 2024).

Tantangan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan
struktural. Rendahnya literasi digital sering kali berakar pada
keterbatasan pendidikan formal, khususnya bagi pelaku UMKM di
wilayah pedesaan atau pelosok. Banyak pelaku usaha belum pernah
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mendapatkan pelatihan teknologi yang relevan, sehingga merasa
canggung atau bahkan takut menggunakan aplikasi digital. Di sisi lain,
ekosistem pendukung seperti pelatihan yang berkelanjutan, tenaga
pendamping yang terlatih, dan akses terhadap perangkat keras dengan
harga terjangkau juga belum tersedia secara merata. Hal ini
menyebabkan digitalisasi tidak dapat dijalankan secara optimal.
Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukanlah
sekadar distribusi aplikasi, tetapi proses transformasi sosial dan
ekonomiyang memerlukan perhatian lintas sektor.

Salah satu studi kasus (Cahyaningsih & Nurmadewi, 2025) dari
Warung Bambu Omah yang bergerak pada usaha makanan berskala
mikro memperlihatkan bahwa pemilik usaha mengalami kesulitan
mendasar dalam pencatatan arus kas harian karena belum terbiasa
menggunakan alat digital. Pencatatan masih dilakukan secara
konvensional menggunakan buku, dan sering kali terlewat. Akibatnya,
pemilik tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai arus kas masuk
dan keluar (Cahyaningsih & Nurmadewi, 2025)). Hal ini tidak hanya
menghambat proses evaluasi keuangan, tetapi juga menyulitkan
pengambilan keputusan, misalnya saat menentukan harga jual atau
menghitung margin keuntungan.

Permasalahan seperti ini menjadi semakin rumit ketika
dihadapkan pada perubahan pola konsumsi konsumen yang kini lebih
menyukai layanan yang cepat, transparan, dan ter digitalisasi.
Konsumen masa kini kerap menanyakan metode pembayaran non-
tunai, promo digital, hingga pelacakan pesanan secara daring. Tanpa
sistem pencatatan yang memadai, pelaku usaha sulit mengikuti tren
tersebut (Rahmayanti et al., 2024). Selain itu, pencatatan manualyang
tidak sistematis juga menyulitkan pelaku UMKM dalam mengakses
pembiayaan karena banyak lembaga keuangan memerlukan data
historis arus kas untuk menilai kelayakan kredit.

Selain itu, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki mindset
kewirausahaan yang strategis. Orientasi jangka pendek dan prinsip
asal laku yang masih mendominasi cara pengambilan keputusan.
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Inilah mengapa pendekatan seperti Business Model Canvas (BMC)
sangat relevan: bukan hanya membantu menyusun strategi, tetapijuga
mengubah cara berpikir pelaku usaha terhadap kelangsungan bisnis
mereka. Tanpa pemahaman menyeluruh atas elemen-elemen bisnis,
pelaku usaha cenderung sulit beradaptasi terhadap perubahan pasar
atau mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Pengalaman
dari para pelaku UMKM Tanaman Hias di Kelapa Dua (Nurmadewi,
2025) memperlihatkan bahwa strategi digitalisasi baru akan berhasil
bila didahului oleh restrukturisasi pola pikir dan kebiasaan usaha.
Pelaku usaha, yang semula tidak mengetahui cara memetakan model
bisnis masing-masing sehingga hanya menjalankan usaha
berdasarkan kebiasaan tanpa strategi yang terstruktur, mulai
memahami pentingnya segmen pelanggan, proposisi nilai, hingga
struktur biaya dengan menggunakan metode BMC setelah mengikuti
pelatihan intensif dan mendapatkan pendampingan langsung. Proses
ini membutuhkan waktu, tenaga, dan pendampingan yang konsisten,
sehingga transformasi digital tidak dapat dilakukan secara instan.

Sementara itu, di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, salah satu
studi mengenai desa wisata yang termasuk dalam usaha kecil
menunjukkan bahwa pemasaran berbasis digital sudah mulai
dilakukan, namun masih bersifat parsial dan belum dikelola secara
mandiri (Nurmadewi et al., 2024). Keterbatasan pengetahuan dan
kemampuan dalam mengelola media sosial, membuat konten digital,
serta mengoptimalkan Search Engine Optimization (SEO) menjadi
kendala utama. Meskipun infrastruktur internet tersedia, halini belum
diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia.

Situasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur digital
seperti internet belum otomatis mengarah pada pemanfaatan
teknologi yang maksimal, sehingga penguatan kapasitas individu dan
kelembagaan harus berjalan beriringan. Desa wisata misalnya,
memerlukan pelatihan khusus mengenai manajemen konten digital,
teknik pengambilan foto dan video, serta penyusunan narasi promosi
yang menggugah (Sadat et al., 2023). Tidak hanya itu, pengelolaan
kanal distribusi digital seperti Google My Business, TripAdvisor, atau
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Traveloka juga memerlukan pemahaman teknis dan strategis agar
destinasi dapat ditemukan oleh calon pengunjung.

Dalam semua kasus tersebut, terlihat bahwa sistem informasi
belum menjadi bagian integral dari proses bisnis di UMKM khususnya
skala mikro dan kecil. Adopsi teknologi dilakukan secara sporadis,
tidak berkelanjutan, dan sering kali tidak tepat guna. Bahkan, beberapa
pelaku usaha merasa takut menggunakan teknologi karena khawatir
membuat kesalahan (Hapid, Haedar & Maszudi, 2023).

Rasa takut ini bersumber dari beberapa faktor, antara lain
kurangnya pengalaman, minimnya bimbingan teknis, serta persepsi
bahwa teknologi adalah sesuatu yang rumit dan mahal. Dalam
beberapa kasus, pengalaman buruk dengan aplikasi yang tidak ramah
pengguna atau tidak relevan dengan kebutuhan usaha semakin
memperkuat resistensi terhadap teknologi. Oleh karena itu, teknologi
yang dihadirkan hendaknya sederhana, terjangkau, dan dapat
disesuaikan dengan karakteristik bisnis lokal. Perlu juga pendekatan
berbasis budaya, dengan secara bertahap mengajak pelaku usaha
untuk mengadopsi teknologi melalui contoh nyata, diskusi setara, dan
praktik yang disesuaikan.

Strategi Optimalisasi Sistem Informasi yang Human-Centered

Menjawab tantangan digitalisasi usaha mikro dan kecil tidak
cukup hanya dengan menghadirkan perangkat lunak atau teknologi
baru. Pendekatan yang lebih efektif adalah dengan mengadopsi
strategi human-centered, vyakni strategi yang berfokus pada
kebutuhan, keterbatasan, dan konteks nyata pelaku usaha sebagai
pengguna akhir sistem informasi (Ardianto, Az-Zahra & Dewi, 2022).
Strategi ini memosisikan pelaku UMKM bukan sebagai objek teknologi,
tetapi sebagai subjek aktif yang dilibatkan sejak tahap perancangan,
implementasi, hingga evaluasi sistem.

Salah satu bentuk implementasi pendekatan ini adalah
pelatihan penggunaan Google Spreadsheet pada Warung Bambu
Omah, sebuah warung makan skala mikro di wilayah Jawa Tengah.
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Melalui platform ini, pemilik usaha diajarkan cara mencatat arus kas
secara digital. Fitur yang sederhana, antarmuka yang familiar, akses
gratis melalui akun Google, dan tingkat aksesibilitas yang tinggi
membuat Google Spreadsheet menjadi pilihan tepat untuk usaha
mikro (Hendriyana & Ardimansyah & Muhammad, 2020). Hasilnya,
pemilik usaha mampu memahami aliran keuangan usahanya dengan
lebih baik dan mulai membuat keputusan berbasis data. Pemilik usaha
mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, memiliki laporan
keuangan sederhana, dan dapat mengevaluasi performa usahanya
setiap minggu. Strategi ini terbukti efektif karena teknologi disesuaikan
dengan kondisi dan kapasitas pelaku usaha, tanpa pemaksaan
penggunaan sistem yang kompleks atau aplikasi berbayar.
Pendampingan dilakukan secara bertahap dan kontekstual sehingga
pelaku usaha merasa nyaman dan percaya diri untuk mencoba hal
baru. Pendekatan human-centered memungkinkan pelaku usaha
bertransformasi digital tanpa merasa terintimidasi oleh teknologi.

Strategi ini juga menegaskan pentingnya fleksibilitas dan
keterjangkauan dalam memilih alat digital. Dalam banyak kasus,
pelaku UMKM cenderung enggan menggunakan teknologi yang
memerlukan investasi besar atau pelatihan yang rumit. Oleh karena
itu, keberhasilan sistem informasi terletak pada kemampuannya
beradaptasi dengan budaya kerja yang sudah ada, bukan
menggantikannya secara drastis. Google Spreadsheet, misalnya, tidak
hanya menjadi alat pencatatan keuangan, tetapi juga ruang belajar
teknologi secara tidak langsung. Melalui penggunaan yang konsisten,
pelaku usaha mulai membangun kebiasaan baruyang lebih tertata dan
terukur.

Contoh lainnya adalah penerapan Business Model Canvas
(BMC) pada UMKM Tanaman Hias. Melaluivisualisasi sembilan elemen
bisnis—segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi,
hubungan pelanggan, aliran pendapatan, sumber daya utama,
aktivitas utama, mitra kunci, dan struktur biaya—pelaku usaha dapat
memahami strategi bisnis secara logis dan terstruktur. Mereka mulai
menyadari pentingnya menjalin hubungan dengan komunitas pecinta
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tanaman, memanfaatkan media sosial sebagai saluran promosi, serta
menghitung biaya logistik sebagai bagian dari struktur biaya.
Transformasi ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha dapat
merancang ulang cara berinteraksi dengan pelanggan, menentukan
mitra kunci, serta menciptakan nilai baru tanpa memerlukan sistem
informasi yang rumit (Nurmadewi, 2025).

Pendekatan seperti BMC juga membuka peluang bagi pelaku
usaha untuk menganalisis ulang kekuatan dan kelemahan internal
mereka. Ketika pelaku UMKM dapat memvisualisasikan hubungan
antara aktivitas bisnis dan sumber pendapatan secara holistik, mereka
lebih siap membuat keputusan berbasis strategi, bukan sekadar
intuisi. Selain itu, metode BMC membantu pelaku usaha menjalin
kemitraan yang lebih terarah karena dapat mengidentifikasi siapa saja
yang benar-benar menjadi mitra kunci dalam mendukung proses bisnis
mereka.

Dalam konteks pemasaran, strategi digital juga terbukti efektif.
Penggunaan platform gratis seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp
Business memungkinkan pelaku UMKM menjangkau pelanggan lebih
luas tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Namun, keberhasilan
strategi ini sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam
membuat konten, memahami algoritma media sosial, dan menjaga
interaksi dengan pelanggan secara konsisten (Nurmadewi et al., 2024).
Dalam banyak kasus, pelatihan digital marketing yang berhasil adalah
yang memberikan contoh langsung, studi kasus lokal, dan praktik
intensif (Ferdiansyah, Handayati & Izzalqurny, 2023). Misalnya, peserta
diajak membuat konten dari produk mereka sendiri, bukan hanya
menonton video tutorial. Pendampingan dilakukan secara langsung,
baik secara offline maupun online, sehingga pelaku usaha dapat
berkonsultasi saat mengalami kesulitan. Pelatihan juga dilakukan
dalam kelompok kecil untuk memastikan setiap peserta mendapatkan
perhatian dan dukungan yang cukup.

Kunci keberhasilan strategi pemasaran digital terletak pada
narasi produk. Pelaku UMKM perlu belajar mengemas keunikan produk
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mereka menjadi cerita yang menarik. Dengan pendekatan storytelling,
pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga terhubung secara
emosional dengan nilai-nilai yang ditawarkan. Selain itu, pelatihan
pemasaran digital harus mencakup pemahaman tentang data analitik
sederhana, seperti insight postingan, jumlah klik, dan konversi
penjualan, agar pelaku usaha dapat mengevaluasi efektivitas konten
yang mereka buat.

Keberhasilan penerapan sistem informasi tidak lepas dari
pendampingan yang berkelanjutan. Pendampingan yang bersifat
kontekstual dan partisipatif terbukti mampu membangun rasa percaya
diri pelaku usaha untuk terus belajar dan mencoba (Asdin, Hamdi, &
Jumenah, 2023). Pelatihan harus dilakukan secara berkala,
disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, dan didasarkan pada
permasalahan nyata yang dihadapi pelaku usaha. Oleh karena itu,
strategi pendampingan jangka panjang memerlukan kolaborasi nyata
antara akademisi, pemerintah daerah, dan komunitas lokal agar
transformasi digital UMKM dapat berkelanjutan dan relevan dengan
kebutuhan lapangan.

Model pendampingan ideal melibatkan fasilitator lokal yang
memahami konteks budaya dan bahasa setempat. Hal ini akan
meminimalkan kesenjangan komunikasi dan meningkatkan
kepercayaan pelaku usaha terhadap program. Pendampingan juga
sebaiknya dilengkapi dengan modul pembelajaran yang bersifat
adaptif dan dapat diakses secara daring. Dengan begitu, pelaku UMKM
dapat belajar sesuai waktu dan kebutuhannya masing-masing.
Pemanfaatan platform belajar, seperti video pendek dan info grafik,
juga sangat disarankan dalam konteks ini.

Sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1, strategi digitalisasi
bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis
human-centered disusun secara bertahap ke dalam lima level yang
saling berkaitan. Setiap level dirancang agar sesuai dengan kondisi,
kemampuan, serta kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi
transformasi digital. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah
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kejenuhan atau resistensi akibat pemberlakuan teknologi secara tiba-
tiba yang tidak sesuai dengan kapasitas pengguna.

Level 1 : Digital Awareness
Tahap ini menekankan pentingnya
kesadaran akan digitalisasi.

v

Level 2 : Digital Literacy
Tahap ini dilakukan dengan pelatihan dasar
menggunakan aplikasi yang open source,
seperti Google Drive, Spreadsheet,
WhatsApp Business

v

Level 3 : Digital Utilization
Tahap ini dilakukan dengan implementasi
penerapan sistem pencatatan digital, konten
pemasaran digital dan pengelolaan
pelanggan

v

Level 4 : Digital Integration
Tahap ini dilakukan dengan integrasi alat
digital dalam operasional sehari-hari,
termasuk analisis penjualan, CRM, dan
pengelolaan stok berbasis data

v

Level 5 : Digital Transformation
Tahap ini dilakukan dengan transformasi
digital yang mencakup pengembangan
model bisnis digital dan ekspansi ke e-
commerce.

Gambar 1. Tahapan digitalisasi pelaku UMKM

Tahap pertama dimulai dengan digital awareness. Pada tahap
ini, fokusnya adalah membangun kesadaran pelaku UMKM terhadap
urgensi digitalisasi. Banyak pelaku usaha belum memahami manfaat
jangka panjang dari penerapan teknologi digital dalam kegiatan
usahanya. Oleh karena itu, upaya penyadaran dilakukan melalui
pendekatan naratif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Kampanye dapat berupa testimoni pelaku usaha lokal yang berhasil
meningkatkan penjualan melalui media digital, seminar komunitas,
atau tayangan video edukatif yang mudah diakses. Penekanan
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diberikan pada manfaat langsung yang dapat dirasakan, seperti
kemudahan komunikasi dengan pelanggan, pencatatan transaksi yang
lebih rapi, hingga peningkatan visibilitas produk di pasar daring.

Setelah itu, tahap kedua berfokus pada digital literacy. Setelah
kesadaran terbentuk, langkah berikutnya adalah meningkatkan literasi
digital dasar. Literasi ini mencakup keterampilan teknis dalam
mengoperasikan perangkat digital, sekaligus pemahaman konseptual
mengenai manfaat dan potensi risiko penggunaan teknologi. Pelatihan
literasi digital idealnya menggunakan aplikasi open source yang
mudah diakses, seperti Google Spreadsheet, Google Drive, serta
WhatsApp Business. Pendekatan pelatihan mengutamakan praktik
langsung dengan perangkat yang dimiliki peserta, seperti ponsel
pintar, dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami,
termasuk istilah lokal yang akrab. Tujuannya adalah mengurangi jarak
antara peserta dengan materi, serta meningkatkan kepercayaan diri
pelaku usaha dalam menggunakan teknologi.

Tahap ketiga masuk pada fase digital utilization. Fase ini
merupakan tahap implementasi ketika pelaku usaha mulai
mengintegrasikan praktik digital ke dalam operasional sehari-hari.
Mereka mulai mencatat transaksi secara digital, memasarkan produk
melalui media sosial, serta mengelola komunikasi pelanggan melalui
platform daring. Keberhasilan tahap ini sangat dipengaruhi oleh
kesesuaian alat yang digunakan dan pendampingan yang diberikan.
Contohnya, pelatihan pembuatan katalog produk dapat dilakukan
dengan aplikasi desain sederhana seperti Canva, sedangkan
pencatatan keuangan dapat dilakukan dengan template Google
Spreadsheet yang disesuaikan. Pelatihan sebaiknya kontekstual,
menggunakan produk peserta sendiri sebagai bahan praktik agar
pembelajaran lebih relevan dan berdampak langsung.

Selanjutnya, level keempat adalah digital integration. Setelah
pemanfaatan sistem digital menjadi rutinitas, tahap berikutnya adalah
integrasi digital secara menyeluruh. Pelaku UMKM mulai
menggabungkan berbagai alat digital dalam sistem operasional usaha
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mereka. Misalnya, pencatatan keuangan terhubung dengan
pengelolaan stok, pelacakan penjualan dilakukan melalui dashboard
sederhana, dan pengelolaan pelanggan menggunakan CRM (Customer
Relationship Management). Pada tahap ini, pelatihan dan
pendampingan mulai berfokus pada otomatisasi proses berulang,
seperti pengingat jadwal pengiriman, penyusunan laporan penjualan
berkala, atau penjadwalan konten promosi. Walaupun terlihat
kompleks, setiap proses tetap dipecah menjadi langkah-langkah
sederhana agar mudah dipahami dan diikuti oleh pelaku usaha dari
berbagai latar belakang.

Tahap puncaknya adalah digital transformation. Pada tahap
kelima ini, pelaku UMKM tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk
efisiensi, tetapi juga untuk membangun dan mengembangkan model
bisnis baru. Mereka mulai menjual produk melalui platform e-
commerce, menyusun strategi pemasaran berbasis data, serta
membangun identitas merek digital yang kuat. Pada tahap ini,
pendampingan bersifat strategis, bukan lagi teknis. Fokusnya adalah
penguatan daya saing, pengembangan produk, dan ekspansi pasar.
Pelaku usaha pada tahap ini umumnya telah memiliki pola pikir
adaptif, berorientasi pada inovasi, dan mampu mengambil keputusan
berdasarkan data dan analisis.

Struktur bertahap ini memungkinkan pelaku UMKM berkembang
sesuai ritme dan kapasitas mereka, tanpa merasa kewalahan. Progres
dapat dipantau melalui alat evaluasi sederhana, seperti jurnal
mingguan, kuis digital, atau studi kasus mini.

Penutup

Digitalisasi operasional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan
kebutuhan mendesak bagi usaha mikro dan kecil di Indonesia.
Beragam tantangan telah teridentifikasi, mulai dari rendahnya tingkat
literasi digital, keterbatasan akses perangkat dan pelatihan, hingga
resistensi terhadap perubahan pola kerja. Di samping itu, kendala
struktural seperti kekurangan modal, lemahnya infrastruktur, serta
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minimnya dukungan pendampingan yang berkelanjutan turut
memperumit proses transformasi digital. Meski demikian, berbagai
studi kasus menunjukkan bahwa strategi digital yang sederhana tetapi
relevan dapat menghasilkan dampak signifikan. Implementasi
teknologi seperti Google Spreadsheet untuk pencatatan keuangan,
optimalisasi media sosial untuk pemasaran, dan penggunaan alat
bantu visual seperti Business Model Canvas (BMC) terbukti mampu
meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional pelaku usaha.
Sistem informasi yang tepat guna dapat meningkatkan efisiensi,
memperkuat daya tahan usaha, dan membuka akses pasar yang lebih
luas serta berkelanjutan.

Proses digitalisasi tidak dapat dilaksanakan secara instan.
Diperlukan pendekatan yang terstruktur, partisipatif, dan berpusat
pada manusia (human-centered). Pelaku usaha harus dilibatkan
sebagai mitra aktif dalam proses perubahan, bukan hanya sebagai
objek teknologi. Teknologi yang digunakan perlu disesuaikan dengan
kebutuhan, kapasitas, dan konteks pengguna. Oleh karena itu,
pelatihan dan pendampingan harus dirancang secara bertahap,
berbasis kebutuhan nyata, dan dilakukan berkelanjutan. Sinergi antara
pemerintah, akademisi, dan komunitas menjadi elemen kunci.
Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem transformasi
digital UMKM vyang inklusif. Solusi teknologi harus dibarengi dengan
penguatan kapasitas manusia, penyederhanaan sistem informasi, dan
kebijakan publik yang mendukung keberlanjutan. Dengan demikian,
usaha mikro dan kecil tidak hanya mampu bertahan dalam tekanan era
digital, tetapi juga tumbuh sebagai aktor ekonomi yang tangguh,
inovatif, dan kompetitif.
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Al for Health: Solusi Berbasis Nilai untuk
Kesejahteraan Manusia

Dimas Aryo Anggoro

Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, tekanan terhadap sistem kesehatan
di seluruh dunia meningkat secara signifikan. Penyebabnya beragam,
mulai dari pertumbuhan jumlah penduduk, bertambahnya usia
harapan hidup, hingga melonjaknya angka penderita penyakit kronis.
Kondisi ini diperparah dengan ketimpangan distribusi tenaga medis,
terutama spesialis, di banyak negara, termasuk Indonesia. Sistem
layanan kesehatan modern dipaksa untuk menemukan pendekatan
baru agar dapat memenuhi kebutuhan pasien yang terus berkembang
tanpa membebani sumber daya yang ada.

Dalam konteks inilah, Artificial Intelligence (Al) mulai menarik
perhatian sebagai salah satu alternatif solusi (lianget al.,
2017). Al menawarkan kemampuan analisis data dalam jumlah besar
secara cepat, mengidentifikasi pola yang sering tidak terlihat oleh
manusia, serta memberikan prediksi medis berbasis pembelajaran
dari data historis (Beam & Kohane, 2018). Hal ini membuka peluang
untuk memperbaiki akurasi diagnosis, mempercepat intervensi medis,
dan meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit.

Salah satu penerapan Alyang menonjol adalah dalam bidang
radiologi. Algoritma deep learning dapat mendeteksi kanker kulit
dengan akurasi yang setara dengan diagnosis ahli dermatologi
berpengalaman (Esteva et al., 2017). Begitu juga di bidang kardiologi,
model berbasis machine learning seperti K-Nearest Neighbors (KNN)
telah digunakan untuk memprediksi risiko penyakit jantung dengan
hasil yang kompetitif dibandingkan metode konvensional (Rajkomar et
al., 2019).
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Namun, kehadiran Al dalam layanan kesehatan tidak serta merta
diterima tanpa resistensi. Ada kekhawatiran yang muncul dari
kalangan medis dan masyarakat umum terkait transparansi proses
pengambilan keputusan oleh algoritma, bias data, serta pertanyaan
tentang siapa yang bertanggung jawab atas keputusan medis
berbasis Al (Doshi-Velez & Kim, 2017). Selain itu, keterbatasan
infrastruktur di banyak fasilitas kesehatan, seperti kurangnya sistem
rekam medis elektronik yang memadai, menghambat pemanfaatan
teknologi ini secara luas.

Dari sisi sosial, penerapan Aljuga berpotensi mengubah
hubungan antara pasien dan dokter. Pengambilan keputusan yang
sebelumnya didasarkan pada interaksi manusia kini semakin
melibatkan sistem otomatis. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, hal ini
bisa mengurangi aspek humanistik dalam praktik kedokteran—
sesuatu yang oleh banyak pihak dianggap vital dalam proses
penyembuhan pasien (Topol, 2019).

Karena itu, penting untuk menempatkan Al sebagai alat bantu,
bukan sebagai pengganti manusia dalam pelayanan kesehatan.
Implementasi teknologi ini harus senantiasa mengedepankan nilai-
nilai kemanusiaan, menjaga keadilan akses, dan memastikan adanya
akuntabilitas di setiap tahap penggunaan.

Meskipun Al menawarkan banyak potensi dalam memperbaiki
layanan kesehatan, tidak semua fasilitas kesehatan memiliki
kapasitas untuk mengadopsinya dengan efektif. Di banyak negara
berkembang, masalah klasik seperti keterbatasan infrastruktur
teknologi, minimnya akses internet stabil, serta ketiadaan sumber
daya manusia terampil menjadi hambatan utama (World Health
Organization, 2020). Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai,
penggunaan Al justru berisiko menambah beban, alih-alih menjadi
solusi.
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Selain itu, ketersediaan data medis berkualitas tinggi juga
menjadi tantangan tersendiri. Almodern, khususnya model deep
learning, sangat bergantung pada data dalam jumlah besar dan
kualitas tinggi untuk melatih algoritmanya. Sayangnya, banyak rumah
sakit di negara berkembang masih mengandalkan pencatatan manual
atau sistem digital yang tidak terintegrasi, menyebabkan data yang ada
tersebar, tidak seragam, dan terkadang penuh kesalahan. Dalam
kondisi seperti ini, performa Al dapat menjadi tidak optimal, bahkan
berisiko menghasilkan kesimpulan yang salah.

Isu bias algoritmik juga muncul sebagai masalah serius (Chen et
al.,, 2019). Sebagian besar dataset medis yang digunakan dalam
penelitian Al berasal dari negara-negara Barat, yang populasinya tidak
merepresentasikan keberagaman genetik, lingkungan, dan sosial-
ekonomi dunia. Jika model Al yang dilatih dari data tersebut digunakan
di wilayah lain tanpa penyesuaian, ada risiko ketidakakuratan yang
signifikan. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa model Al dapat
bekerja lebih buruk pada kelompok etnis minoritas jika mereka kurang
terwakili dalam data pelatihan (Obermeyer et al., 2019).

Dari sisi sosial, resistensi terhadap teknologi berbasis Al cukup
terasa. Meskipun generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap
adopsi teknologi baru, banyak pasien dari kelompok usia lebih tua
menunjukkan keraguan terhadap diagnosis atau saran medis yang
dihasilkan oleh sistem komputer (Longoniet al., 2019). Di banyak
budaya, kepercayaan terhadap manusia—khususnya dokter—tetap
menjadi faktor utama dalam penerimaan layanan kesehatan.
Ketergantungan pada sistem otomatis dapat dianggap mengurangi
aspek personal dan empatik dalam perawatan medis.

Tantangan lainnya adalah bagaimana Al dapat dipahami dan
digunakan secara etis oleh tenaga medis. Tanpa pelatihan khusus,
dokter dan perawat mungkin tidak memahami sepenuhnya cara kerja
algoritma yang mereka gunakan dalam praktik klinis (Shinners et al.,
2020). Ketidakpahaman ini bisa menyebabkan overreliance, yakni
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ketergantungan berlebihan pada output Al tanpa mempertimbangkan
konteks klinis individual pasien.

Karena itu, adopsi Al dalam layanan kesehatan membutuhkan
pendekatan yang tidak hanya mengutamakan teknologi, tetapi juga
memperhatikan dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan etis (Jobin et al.,
2019). Al harus diposisikan sebagai pendukung keputusan medis,
bukan sebagai otoritas tunggal. Tenaga medis tetap memegang peran
sentral dalam merespons kebutuhan pasien, sementara Al berfungsi
sebagai alat bantu yang memperkaya proses pengambilan keputusan
berbasis data.

Dengan memahami tantangan-tantangan ini sejak awal,
diharapkan pengembangan dan penerapan Al dalam kesehatan dapat
diarahkan ke jalur yang lebih etis, inklusif, dan berdampak positif bagi
semua lapisan masyarakat.

Tantangan Infrastruktur dan Data dalam Implementasi A/

Keberhasilan penerapan Al dalam bidang kesehatan sangat
dipengaruhi oleh dua fondasi utama: infrastruktur teknologi yang
memadai dan ketersediaan data berkualitas tinggi. Tanpa infrastruktur
yang solid, seperti koneksi internet yang stabil dan berkecepatan tinggi
dengan bandwidth yang lebar, sistem rekam medis elektronik, dan
perangkat keras pendukung, maka implementasi A/ tidak akan bisa
berjalan optimal. Alih-alih memberikan kemudahan, malahan bisa
berpotensi menjadi beban tambahan bagi fasilitas kesehatan. Selain
itu, model Al modern seperti deep learning membutuhkan data dalam
jumlah yang tidak sedikit. Sayangnya, realitas di lapangan
menunjukkan bahwa kedua fondasi ini masih menghadapi tantangan
yang cukup serius seperti timpangnya akses infrastruktur antara
daerah rural dan urban, masih adanya fragmentasi data medis serta
bias representasi, dan isu etika penggunaan data. Kegagalan dalam
mengatasi tantangan-tantangan dasar ini selain menghambat adopsi
teknologi Al, juga berisiko memperbesar kesenjangan layanan
kesehatan yang sudah ada sebelumnya.

71



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

Permasalahan Ketidakmerataan Infrastruktur Teknologi

Ketersediaan infrastruktur teknologi merupakan salah satu
fondasi utama dalam penerapan Artificial Intelligence (Al) di sektor
kesehatan. Namun, kenyataannya, distribusi infrastruktur ini masih
sangat timpang, baik antarnegara maupun dalam satu negara itu
sendiri. Menurut laporan WHO tahun 2020, hanya sebagian kecil
fasilitas kesehatan di negara-negara berkembang yang memiliki rekam
medis elektronik standar, server data yang aman, atau konektivitas
internet cepat (World Health Organization, 2020).

Di daerah pedesaan atau wilayah terpencil, tenaga medis sering
kali harus bekerja dengan fasilitas yang sangat terbatas. Alih-alih
menggunakan sistem pendukung keputusan berbasis Al, mereka
bahkan masih mencatat data pasien secara manual menggunakan
kertas. Dalam situasi seperti ini, penerapan Al bukan hanya tidak
relevan, tetapi dapat menjadi beban tambahan.

Tidak hanya di negara berkembang, bahkan di negara maju
seperti Amerika Serikat, masih ditemukan ketimpangan antara rumah
sakit besar dengan klinik-klinik kecil. Rumah sakit akademik dengan
dukungan riset lebih mudah mengadopsi Al untuk radiologi atau
analisis genetik, sementara klinik komunitas kesulitan hanya untuk
memperbarui sistem EHR mereka (Sittig & Singh, 2020).

Akibat langsung dari ketimpangan ini adalah terciptanya "Al
divide" — jurang baru antara yang bisa mengakses layanan berbasis A/
dan yang tidak. Ketidaksetaraan ini berpotensi memperbesar
ketidakadilan dalam layanan kesehatan, memperparah kesenjangan
yang sudah ada sebelumnya.

Bahkan jika sistem berbasis Al tersedia, tanpa infrastruktur
penunjang yang memadai, performanya akan buruk. Misalnya, sistem
triase berbasis Al membutuhkan konektivitas real-time untuk
mengakses database pasien dan gejala; tanpa itu, akurasinya
menurun drastis dan membahayakan keselamatan pasien.
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Kualitas, Keragaman, dan Integritas Data Medis

Al dalam kesehatan sepenuhnya bergantung pada kualitas data
yang digunakan untuk melatih algoritma. Tanpa data yang bersih,
lengkap, dan representatif, model Al akan menghasilkan prediksi yang
tidak akurat dan bahkan berbahaya. Sayangnya, realitas di lapangan
menunjukkan banyak sekali permasalahan dalam pengelolaan data
medis.

1) Fragmentasi dan Ketidakteraturan Data

Banyak rumah sakit dan klinik, bahkan di negara maju, masih
menggunakan sistem rekam medis yang berbeda-beda, tanpa standar
interoperabilitas yang jelas. Ini menyebabkan fragmentasi data, yaitu
tersebarnya informasi pasien di berbagai platform yang tidak saling
terhubung. Akibatnya, sulit bagi sistem Al untuk mengakses riwayat
medis pasien secara menyeluruh.

Ketidakteraturan format data, mulai dari perbedaan
terminologi medis hingga pencatatan manual yang rawan kesalahan,
memperburuk situasi. Model machine learning membutuhkan input
konsisten untuk memberikan output andal; kekacauan data ini secara
langsung menurunkan performa model (Beam & Kohane, 2018).

2) Kurangnya Representasi Populasi

Sebagian besar dataset medis besar yang digunakan untuk
pelatihan Al berasal dari institusi di Amerika Utara dan Eropa Barat. Ini
berarti model Al yang dihasilkan cenderung optimal untuk populasi
kulit putih berpendapatan menengah ke atas, namun performanya
menurun ketika diterapkan pada populasi Asia, Afrika, atau penduduk
asli.

Dalam dunia kesehatan, bias ini bukan sekadar persoalan
teknis, tetapi menyangkut nyawa. Algoritma yang salah mendiagnosis
karena bias data dapat menyebabkan keterlambatan perawatan atau
kesalahan pengobatan yang fatal, terutama bagi komunitas yang
sudah terpinggirkan (Obermeyer et al., 2019).
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3) Masalah Etika dalam Penggunaan Data

Penggunaan data medis untuk pelatihan Al juga menimbulkan
persoalan etika yang belum sepenuhnya terjawab. Banyak pasien yang
tidak secara eksplisit memberikan persetujuan untuk penggunaan
datanya dalam proyek Al. Selain itu, anonymization data tidak selalu
cukup melindungi identitas pasien, terutama ketika data digabungkan
dari berbagai sumber.

Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap bagaimana
data kesehatan mereka digunakan, maka adopsi teknologi baru akan
terhambat. Privasi dan keamanan data harus diposisikan bukan
sebagai pelengkap, tetapi sebagai inti dalam setiap inisiatif Al di bidang
kesehatan (Voigt & Von dem Bussche, 2017).

Tantangan Sosial, Budaya, dan Regulasi

Selain tantangan teknis, implementasi Al dalam layanan
kesehatan menghadapi hambatan yang tidak kalah kompleks di ranah
sosial, budaya, dan regulasi. Dimensi non-teknis ini sering kali
diabaikan, padahal memiliki dampak yang sangat menentukan
keberhasilan adopsi teknologi Al di dunia nyata. Bias algoritmik yang
tertanam dalam sistem dapat menciptakan ketidakadilan sistematis
dalam layanan kesehatan, terutama bagi kelompok minoritas dan
komunitas terpinggirkan. Di sisi lain, resistensi sosial dari pasien dan
tenaga medis, yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan kepercayaan,
dapat menghambat penerimaan teknologi meskipun secara teknis
sudah matang. Tantangan ini diperparah oleh kekosongan kerangka
regulasi yang komprehensif, yang menciptakan ketidakpastian hukum
dan etika dalam penggunaan Al untuk keputusan medis. Kompleksitas
masalah-masalah ini menunjukkan bahwa solusi teknis saja tidak
cukup—diperlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan
dinamika sosial, sensitivitas budaya, dan kerangka regulasi yang
mendukung implementasi Al yang bertanggung jawab dan berkeadilan.
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Bias Algoritmik dan Ketidakadilan dalam Layanan Kesehatan

Salah satu permasalahan yang sering diabaikan dalam diskusi
tentang Al di kesehatan adalah bias algoritmik. Model Al, sebagaimana
refleksi dari data yang digunakan untuk melatihnya, membawa serta
semua ketidakseimbangan, ketidaklengkapan, dan bias yang terdapat
dalam data tersebut (Chen et al., 2019).

1) Sumber Bias

Bias dapat muncul diberbagai tahap, mulai dari pemilihan data
pelatihan, proses anotasi data, hingga pengembangan model itu
sendiri. Misalnya, jika sebagian besar data pelatihan berasal dari
pasien dewasa muda, model tersebut mungkin akan buruk dalam
mengenali penyakit pada kelompok usia lanjut.

Dalam dunia nyata, bias ini dapat menyebabkan ketidakadilan
dalam pemberian layanan kesehatan. Al yang bias dapat mengurangi
peluang diagnosis dini bagi kelompok tertentu atau mengarahkan
pengobatan yang tidak sesuai, memperburuk kesenjangan kesehatan
yang sudah ada.

2) Konsekuensi Etis dan Sosial

Dampak dari bias algoritmik tidak hanya teknis, tetapi juga
moral dan sosial. Ketika sebuah sistem secara sistematis gagal
memberikan hasil yang akurat untuk kelompok tertentu, itu berarti
memperlakukan mereka secara tidak adil. Dalam konteks kesehatan,
konsekuensinya sangat serius: keterlambatan diagnosis, kesalahan
terapi, bahkan kematian.

Karena itu, fairness harus menjadi prinsip utama dalam
pengembangan dan penggunaan Al di sektor kesehatan. Setiap model
harus diuji pada beragam subpopulasi, dan metode fairness-aware
machine learning harus diterapkan secara ketat (Morley et al., 2020).

75



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

Resistensi Sosial dan Tantangan Budaya

Penerimaan masyarakat terhadap Al di bidang kesehatan tidak
bisa dianggap remeh. Meskipun teknologi dapat meningkatkan
efisiensi, banyak pasien tetap menginginkan aspek human touch
dalam pengalaman medis mereka.

1) Kurangnya Kepercayaan terhadap Sistem Otomatis

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pasien lebih
mempercayai diagnosis yang dibuat oleh dokter manusia
dibandingkan diagnosis yang disampaikan oleh sistem A/, bahkan
ketika tingkat akurasinya lebih tinggi (Longoni et al.,, 2019). Ini
mengindikasikan bahwa faktor emosional dan kepercayaan personal
tetap menjadi elemen penting dalam layanan kesehatan.

Jika sistem Al dipaksakan tanpa edukasi yang memadai kepada
pasien, resistensi bisa semakin besar. Pada akhirnya, teknologi yang
ditolak pasien tidak akan bisa mencapai potensi penuhnya.

2) Tantangan Lintas Budaya

Tingkat penerimaan terhadap Al juga berbeda-beda antar
budaya. Di beberapa budaya, keputusan medis dianggap sebagai
wewenang manusia sepenuhnya, dan keterlibatan mesin dianggap
mengurangi martabat manusia. Oleh sebab itu, pengembang Al harus
memahami sensitivitas budaya dan mendesain sistem yang dapat
disesuaikan dengan nilai lokal.

Implementasi Al tidak bisa one-size-fits-all. Pendekatan
berbasis budaya lokal menjadi kunci untuk mempercepat penerimaan
dan keberhasilan teknologi ini di berbagai wilayah.
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Tantangan Regulasi, Standardisasi, dan Etika
dalam Penerapan Al

Seiring pesatnya perkembangan A/ di bidang kesehatan,
tantangan di ranah regulasi dan etika menjadi semakin nyata.
Ironisnya, inovasi berjalan jauh lebih cepat dibandingkan upaya
regulasi untuk mengawalnya. Berikut adalah tantangan-tantangan
yang mungkin dihadapi dalam penerapan Al dalam dunia medis.

1) Kekosongan Kerangka Regulasi yang Kuat

Hingga kini, banyak negara belum memiliki kerangka hukum yang
komprehensif untuk mengatur penerapan Al dalam kesehatan. Bahkan
di negara dengan sistem kesehatan maju, seperti Amerika Serikat atau
Inggris, regulasi untuk perangkat medis berbasis Al masih terbatas
pada aspek teknis, belum sepenuhnya menjangkau aspek etika seperti
explainability, fairness, atau akuntabilitas (Jobin et al., 2019).

Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian bagi
pengembang, tenaga medis, dan pasien. Bagaimana memastikan
bahwa sistem Al yang digunakan aman? Siapa yang bertanggung jawab
jika ada kesalahan diagnosis yang berujung pada cedera atau kematian
pasien? Tanpa jawaban tegas, adopsi teknologi canggih akan
melambat karena kekhawatiran hukum.

2) Ketidakseragaman Standar Global

Perbedaan standar antara satu negara dengan negara lain juga
menghambat pengembangan dan penerapan A/ skala internasional.
Misalnya, persyaratan pengujian algoritma untuk approval di Amerika
mungkin berbeda dengan Eropa atau Asia. Ini menyebabkan biaya dan
kompleksitas tambahan bagi pengembang.

Selain itu, tidak adanya standar interoperabilitas internasional
untuk  data medis memperburuk  fragmentasi. Padahal,
interoperabilitas sangat penting agar data pasien bisa dianalisis secara
lintas platform dan lintas negara, memperkuat akurasi model A/ global.
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3) Isu Etika: Privasi, Persetujuan, dan Transparansi

Etika penggunaan data medis menjadi perdebatan sengit dalam
implementasi Al. Meskipun regulasi seperti : General Data Protection
Regulation (GDPR) di Eropa telah menetapkan prinsip perlindungan
data pribadi, banyak aspek penggunaan Al yang masih dalam zona
abu-abu (Voigt & Von dem Bussche, 2017).

Contoh konkret, banyak proyek penelitian Al menggunakan data
kesehatan yang dikumpulkan bertahun-tahun sebelumnya, dalam
kondisi pasien tidak memberikan persetujuan eksplisit untuk
penggunaan datanya dalam proyek Al modern. Hal ini menimbulkan
pertanyaan etis tentang informed consent dan hak pasien terhadap
data mereka.

Selain itu, banyak model Al modern bekerja secara black-box,
artinya hasilnya sulit dijelaskan bahkan oleh pengembangnya sendiri.
Dalam dunia kesehatan, ketidakmampuan menjelaskan alasan di balik
keputusan medis menjadi masalah serius yang mengancam
kepercayaan pasien (Samek et al., 2017).

Struktur Kompleks Masalah dalam Implementasi Al
di Bidang Kesehatan

Jika akar-akar masalah ini dipetakan, struktur tantangan
penerapan Al di sektor kesehatan dapat dibagi menjadi beberapa
lapisan yang saling terkait seperti diberikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tantangan penerapan Al

;ZZI:; : Contoh Nyata Dampak
Teknis Infrastruktur buruk, Akurasi Al rendah,
fragmentasi data kesalahan diagnosis
Resistensi pasien,
Sosial ketidakpercayaan Lambatnya adopsi Al
tenaga medis
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Ketimpangan akses Perbesar
Ekonomi antara rumah sakit ketidaksetaraan layanan
besar dan kecil kesehatan
Etika dan Black-box models, Erosi kepercayaan
Regulasi pelanggaran privasi publik, potensi litigasi

Keempat lapisan ini tidak berdiri sendiri. Misalnya, buruknya
regulasi memperburuk risiko bias teknis, yang kemudian
memperdalam resistensi sosial. Oleh karena itu, solusi terhadap
masalah-masalah ini harus bersifat sistemik dan saling terkait, tidak
bisa parsial.

Solusi dan Nilai Kemanusiaan

Penerapan Artificial Intelligence (Al) dalam kesehatan tidak
hanya soal algoritma dan efisiensi. Pada dasarnya, tujuan akhir dari
setiap inovasiteknologi di bidang ini adalah peningkatan kesejahteraan
manusia. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan harus berangkat dari
pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, kerentanan, dan
aspirasi manusia yang terdampak—baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam bagian ini, penulis mengajukan serangkaian solusi yang
menempatkan manusia di pusat perubahan. Pendekatan ini bertujuan
memaksimalkan nilai kemanfaatan sosial, memperluas dampak
positif teknologi, sekaligus meminimalkan risiko ketidakadilan atau
marginalisasi (Topol, 2019). Secara ringkas, solusi-solusi tersebut
adalah sebagai berikut:

1) Solusiinfrastruktur dan data yang berkeadilan
a) Pembangunan infrastruktur digital yang inklusif dan
berkeadilan
b) Penjaminan kualitas data yang berkeadilan untuk semua
manusia
2) Solusi pemberdayaan sumber daya manusia
a) Peningkatan kapasitas tenaga medis sebagai mitra A/
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b) Pemberian dampak positif kepada pihak tidak langsung
3) Solusikeadilan dan keberlanjutan jangka panjang
a) Penggunaan Al sebagai alat pemberdayaan
b) Penjaminan keberlanjutan dan keadilan sosial dalam
penerapan Al di bidang kesehatan
c) Filosofi "teknologi untuk kemanusiaan" dalam pendidikan dan
advokasi

Solusi Infrastruktur dan Data yang Berkeadilan

Untuk mengatasi tantangan fundamental dalam implementasi A/
kesehatan, diperlukan pendekatan solutif yang menempatkan
keadilan dan inklusi sebagai prinsip utama. Solusi infrastruktur harus
diprioritaskan untuk wilayah tertinggal melalui investasi afirmatif dan
kolaborasi berbasis komunitas, sementara pengelolaan data harus
memastikan representasi yang adil dari semua kelompok populasi
disertai perlindungan privasi yang ketat. Kedua aspek ini menjadi
prasyarat mutlak agar manfaat Al dapat dirasakan secara merata oleh
seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok privileged yang
memiliki akses terhadap teknologi canggih.

Membangun Infrastruktur Digital yang Inklusif
dan Berkeadilan

1) Fokus pada Wilayah Tertinggal

Salah satu masalah yang paling mencolok dalam penerapan
Artificial Intelligence (Al) di bidang kesehatan adalah ketimpangan
akses infrastruktur digital. Banyak komunitas di daerah rural dan
negara berkembang yang masih berjuang untuk mendapatkan layanan
kesehatan dasar, apalagi layanan berbasis Al. Untuk mengatasi
masalah ini, pemerintah bersama lembaga donor internasional perlu
mengadopsi pendekatan afirmatif dengan memprioritaskan investasi
infrastruktur di daerah-daerah yang paling tertinggal (World Health
Organization, 2020). Pendekatan ini mencakup penyediaan jaringan
internet yang siap mendukung layanan telemedicine, ketersediaan
perangkat keras minimum yang diperlukan untuk diagnosis berbasis
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Al, serta program pelatihan dasar bagi tenaga kesehatan lokal agar
dapat mengoperasikan teknologi tersebut secara efektif.

Implementasi solusi ini diharapkan membawa dampak
signifikan bagi manusia. Pasien di daerah terpencil dapat langsung
memperoleh akses konsultasi dan diagnosis berbasis Al tanpa harus
melakukan perjalanan panjang ke kota besar, yang seringkali
membebani biaya dan waktu. Di sisi lain, tenaga medis lokal akan
sangat terbantu dengan dukungan sistem diagnosis berbasis Al, yang
memungkinkan mereka meningkatkan akurasi layanan kesehatan
tanpa harus bergantung pada kehadiran dokter spesialis yang sulit
dijangkau di wilayah mereka. Dengan demikian, investasi pada
infrastruktur digital tidak hanya mempercepat adopsi teknologi, tetapi
juga memperluas manfaat kesehatan bagi kelompok masyarakat yang
selama ini kurang terlayani.

2) Kolaborasi Komunitas dalam Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan teknologi di bidang kesehatan sering kali gagal
mencapai tujuan maksimal ketika dilakukan tanpa melibatkan
komunitas lokal. Ketidaksesuaian antara solusi yang ditawarkan
dengan kebutuhan nyata masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat
adopsi teknologi. Oleh karena itu, program infrastruktur kesehatan
digital perlu dirancang dengan pendekatan partisipatif, yang
melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Salah satu strategi
yang efektif adalah mengadopsi model community-based healthcare
technology development, yakni pendekatan yang menempatkan
kebutuhan, keterbatasan, dan preferensi komunitas lokal sebagai
dasar dalam perancangan solusi teknologi.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dampak positif
terhadap manusia dapat dirasakan lebih luas. Komunitas akan merasa
memiliki solusi yang dibangun, sehingga meningkatkan rasa tanggung
jawab dan adopsi teknologi di tingkat lokal. Selain itu, keluarga pasien
jugamemperoleh manfaat langsung, karena pelayanan medis berbasis
Al yang dihadirkan menjadi lebih relevan dengan budaya, kebiasaan,

81



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

serta nilai-nilai sosial yang mereka anut. Melalui pendekatan ini,
teknologi tidak hanya menjadi alat, melainkan bagian dari transformasi
sosial yang berkelanjutan.

Menjamin Kualitas Data yang Berkeadilan
untuk Semua Manusia

Dalam ekosistem A/ kesehatan, data adalah fondasi utama.
Namun, tidak semua data membawa nilai kemanfaatan yang adil jika
representasi populasinya timpang. Data yang bias hanya akan
memperkuat ketidaksetaraan yang ada.

1) Membuka Akses Data dari Komunitas yang Terpinggirkan

Salah satu permasalahan serius dalam pengembangan sistem A/
kesehatan adalah ketidakmerataan representasi data. Sebagian besar
dataset medis global saat ini berasal dari populasi urban, kulit putih,
dan berpendapatan tinggi, yang menyebabkan sistem Al menjadi
kurang efektif ketika diterapkan pada komunitas lain yang memiliki
karakteristik berbeda. Ketimpangan ini dapat memperkuat bias dalam
diagnosis dan pengobatan, sehingga memperbesar ketidakadilan
dalam layanan kesehatan (Obermeyer et al., 2019).

Sebagai solusi, pemerintah dan akademisi perlu menginisiasi
program pengumpulan data kesehatan vyang inklusif, dengan
melibatkan komunitas minoritas, penduduk pedesaan, dan kelompok
rentan lainnya. Proses ini harus dilakukan dengan pendekatan
informed consent yang adil dan transparan, dengan tujuan
penggunaan data dan manfaat yang akan dikembalikan kepada
komunitas dijelaskan secara jelas dan terbuka. Dengan demikian,
kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan data medis dapat
diperkuat.

Dampak positif dari pendekatan ini sangat nyata bagi manusia.
Pasien dari kelompok minoritas akan memperoleh diagnosis dan
rekomendasi pengobatan yang lebih akurat, sesuai dengan kondisi
mereka yang spesifik. Selain itu, komunitas lokal akan merasa dihargai
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dan diakui sebagai bagian penting dari kemajuan teknologi, bukan
sekadar objek penelitian. Melalui langkah ini, Al dapat benar-benar
berfungsi untuk memperbesar manfaat kesehatan bagi semua
kelompok masyarakat tanpa kecuali.

2) Perlindungan Data sebagai Hak Dasar Manusia

Salah satu isu krusial dalam penerapan Al di bidang kesehatan
adalah risiko pelanggaran privasi akibat penggunaan data tanpa
perlindungan yang memadai. Praktik seperti ini tidak hanya melanggar
hak individu, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik
terhadap seluruh sistem kesehatan berbasis Al. Ketidakpercayaan ini
dapat menghambat adopsi teknologi baru, sekaligus memperburuk
ketimpangan layanan kesehatan di masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diterapkan standar
global seperti General Data Protection Regulation (GDPR) secara ketat
dalam seluruh proyek Al kesehatan (Voigt & Von dem Bussche, 2017).
Setiap penggunaan data medis harus mengikuti prinsip transparansi,
keadilan, dan akuntabilitas. Selain itu, penting untuk memberikan
kontrol nyata kepada pasien atas data pribadi mereka. Ini mencakup
hak untuk melihat, menghapus, dan memutuskan bagaimana data
tersebut akan digunakan dalam pengembangan dan penerapan sistem
Al.

Pendekatan ini memberikan dampak langsung terhadap
manusia. Pasien akan merasa aman dan dihargai sebagai individu yang
memiliki hak penuh atas informasi pribadinya. Lebih luas lagi,
masyarakat umum akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi
terhadap layanan kesehatan berbasis teknologi, sehingga mendorong
adopsi Al secara lebih merata dan berkelanjutan. Dengan demikian,
pelindungan data pribadi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga
strategi penting untuk memperbesar manfaat sosial dari inovasi
teknologi di sektor kesehatan.
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Solusi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan implementasi Al dalam kesehatan tidak hanya
bergantung pada teknologi, tetapi terutama pada manusia yang
menggunakan dan terdampak olehnya. Tenaga medis perlu
diberdayakan melalui edukasi humanistik agar dapat menjadi mitra
efektif Al, bukan merasa tergantikan oleh teknologi. Selain itu, penting
untuk memperhatikan dampak positif bagi pihak tidak langsung seperti
keluarga pasien dan komunitas lokal melalui edukasi digital dan
program kesadaran kolektif. Pendekatan ini memastikan bahwa Al
memperkuat, bukan mengurangi, aspek kemanusiaan dalam layanan
kesehatan.

Kapasitas Tenaga Medis Sebagai Mitra Al

Salah saturisiko besar dalam adopsi A/ adalah jika tenaga medis
merasa tergantikan oleh teknologi. Ini bisa menyebabkan resistensi
dan penggunaan yang tidak optimal.

1) Edukasi Teknologi yang Humanistik

Salah satu hambatan utama dalam adopsi Al di sektor kesehatan
adalah ketidaksiapan tenaga medis dalam memahami dan
menggunakan teknologi ini. Banyak dokter dan perawat merasa kurang
percaya diri atau bahkan enggan menggunakan Al karena kurangnya
pemahaman tentang cara kerja sistem tersebut. Tanpa pengetahuan
dasar mengenai prinsip kerja, batasan, serta interpretasi output Al, ada
risiko penggunaan yang keliru atau ketergantungan berlebihan
terhadap hasil mesin (Shinners et al., 2020).

Sebagai solusi, kurikulum pendidikan kedokteran dan
keperawatan perlu diperbarui dengan memasukkan modul khusus
tentang Al. Modul ini sebaiknya tidak hanya membahas aspek teknis,
tetapi juga etika, keterbatasan, serta prinsip interpretasi hasil analisis
Al secara kritis. Pendekatan pelatihan yang digunakan harus
humanistik, menekankan bahwa A/ adalah alat bantu untuk
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memperkuat kualitas layanan manusia, bukan untuk menggantikan
profesional kesehatan (Mesko et al., 2017).

Dengan pelatihan yang tepat, dampak positif bagi manusia akan
terlihat nyata. Dokter dan perawat akan merasa lebih percaya diri dan
berdaya dalam menggunakan teknologi sebagai perpanjangan tangan
mereka dalam memberikan pelayanan. Pada akhirnya, pasien tetap
mendapatkan layanan medis yang empatik dan personal, namun
dengan tambahan akurasi dan efisiensi yang dihasilkan oleh dukungan
Al. Pendekatan ini memastikan bahwa kemajuan teknologi
memperkaya, bukan mengurangi, aspek kemanusiaan dalam praktik
kesehatan.

2) Penguatan Human Touch dalam Layanan Berbasis A/

Salah satu kekhawatiran yang muncul dengan meningkatnya
penggunaan teknologi, termasuk A/, dalam layanan kesehatan adalah
berkurangnya interaksi manusiawi antara dokter dan pasien. Jika
seluruh perhatian tenaga medis tersita oleh pengelolaan sistem
teknologi, maka kualitas hubungan personal yang selama ini menjadi
fondasi penyembuhan dapat menurun (Topol, 2019).

Untuk mengantisipasi masalah ini, sistem Al perlu dirancang
sedemikian rupa agar membebaskan tenaga medis dari beban
administratif yang memakan waktu. Dengan demikian, dokter dan
perawat dapat lebih fokus pada interaksi langsung dengan pasien,
yang merupakan aspek tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan.
Selain itu, penting untuk menetapkan standar pelayanan minimum
berbasis empati, bahkan di era digitalisasi kesehatan, agar nilai-nilai
kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama.

Pendekatan ini membawa dampak positif nyata. Pasien tetap
dapat merasakan pelayanan yang hangat dan personal, meskipun
teknologi canggih digunakan di balik layar untuk meningkatkan
efisiensi dan akurasi. Sementara itu, tenaga medis akan mengalami
peningkatan kepuasan kerja karena mereka dapat kembali berfokus
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pada misi utama mereka, yaitu merawat manusia secara utuh, bukan
sekadar mengelola sistem teknis.

Memberikan Dampak Positif kepada Pihak Tidak Langsung
(Bystanders)

Selain pasien dan tenaga medis, kelompok lain yang terkena
dampak adopsi Al di bidang kesehatan adalah keluarga pasien,
komunitas lokal, bahkan masyarakat luas. Mereka juga harus
mendapat perhatian dalam perumusan solusi.

1) Memberdayakan Keluarga Pasien Melalui Edukasi Digital

Dalam proses penerapan teknologi medis baru berbasis Al, salah
satu tantangan yang sering diabaikan adalah ketidaktahuan keluarga
pasien dalam berinteraksi dengan teknologi tersebut.
Ketidakpahaman ini sering kali menimbulkan kebingungan,
kecemasan, bahkan salah persepsi mengenai kondisi pasien, yang
pada akhirnya dapat mengganggu proses perawatan secara
keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dikembangkan platform
edukasi berbasis aplikasi atau web yang secara sederhana
menjelaskan bagaimana Al digunakan dalam diagnosis dan perawatan
pasien. Edukasi ini harus disampaikan dalam bahasa yang mudah
dimengerti, tanpa istilah teknis yang membingungkan. Selain itu,
penyediaan layanan konsultasi yang ramah dan mudah diakses oleh
keluarga pasien akan sangat membantu, agar mereka dapat bertanya
langsung mengenai penggunaan Al dalam proses perawatan yang
dijalani anggota keluarganya.

Pendekatan ini memberikan dampak manusiawi yang besar.
Keluarga pasien menjadi lebih percaya diri dalam mendukung proses
perawatan, memahami peran teknologi sebagai alat bantu, bukan
pengganti perhatian manusia. Di sisi lain, pasien akan memperoleh
dukungan emosional yang lebih kuat dari keluarganya, yang pada
akhirnya dapat mempercepat proses penyembuhan dan
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meningkatkan kualitas pengalaman mereka dalam sistem kesehatan
berbasis Al.

2) Membangun Kesadaran Kolektif di Komunitas

Tanpa pemahaman publik yang memadai, penggunaan Al dalam
layanan kesehatan berisiko memunculkan stigma, kesalahpahaman,
atau bahkan ketakutan yang tidak beralasan. Masyarakat yang kurang
mengerti tentang cara kerja dan tujuan penggunaan Al cenderung
melihat teknologi ini dengan kecurigaan, yang pada akhirnya dapat
menghambat penerimaan inovasi di sektor kesehatan.

Sebagai langkah solutif, penting untuk mengadakan kampanye
edukasi komunitas yang membahas manfaat, batasan, serta prinsip
etika penggunaan A/ dalam layanan kesehatan (Morley et al., 2020).
Kampanye ini harus dirancang dengan pendekatan yang inklusif dan
berbasis komunitas, bukan sekadar komunikasi satu arah. Salah satu
strategi efektif adalah melibatkan pemimpin komunitas dan organisasi
lokal sebagai duta literasi teknologi kesehatan. Dengan keterlibatan
mereka, pesan edukasi akan lebih mudah diterima dan disesuaikan
dengan konteks budaya setempat.

Pendekatan ini memberikan dampak positif bagi manusia.
Komunitas lokal menjadi lebih terbuka dan menerima kehadiran
inovasi teknologi, sehingga resistensi sosial terhadap adopsi Al
berkurang secara signifikan. Selain itu, pasien yang menggunakan
layanan berbasis Al akan merasa lebih didukung dan diterima oleh
lingkungan sosial mereka, bukan malah merasa dikucilkan atau
disalahpahami. Kondisi ini memperkuat ekosistem layanan kesehatan
berbasis teknologi yang ramah manusia dan berorientasi pada
keberlanjutan sosial.

Solusi Keadilan dan Keberlanjutan Jangka Panjang

Implementasi Al yang berhasil memerlukan visi jangka panjang
yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama. A/ harus
dirancang sebagai alat pemberdayaan yang inklusif, dengan model
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bisnis sosial yang menjamin akses merata bagi semua kalangan.
Keberlanjutan teknologi ini juga membutuhkan monitoring dampak
sosial secara berkala dan penanaman filosofi "teknologi untuk
kemanusiaan" dalam sistem pendidikan dan advokasi publik. Hanya
dengan pendekatan holistik ini, Al dapat menjadi instrumen
transformasi sosial yang benar-benar bermanfaat bagi seluruh umat
manusia.

Al Menjadi Alat Pemberdayaan, Bukan Eksklusi

Teknologi yang tidak dirancang dengan prinsip inklusi berisiko
mengasingkan kelompok rentan. Oleh karena itu, Al dalam kesehatan
harus diarahkan untuk memperkecil, bukan memperbesar,
ketimpangan sosial.

1) Mengutamakan Solusi yang Adaptif terhadap Keterbatasan
Akses

Salah satu tantangan besar dalam penerapan A/ di bidang
kesehatan adalah ketidaksetaraan akses terhadap perangkat teknologi
dan infrastruktur digital. Tidak semua pasien, terutama mereka yang
tinggal di daerah terpencil atau berasal dari kelompok berpenghasilan
rendah, memiliki akses ke perangkat canggih atau jaringan internet
cepat. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan dalam
penerimaan manfaat teknologi kesehatan berbasis Al.

Sebagai solusi, perlu dikembangkan model Al ringan yang dapat
berjalan di perangkat sederhana, seperti ponsel dengan spesifikasi
dasar atau komputer lama. Selain itu, layanan berbasis Al yang dapat
berfungsi secara offline juga perlu disediakan, khususnya untuk
daerah-daerah yang belum memiliki koneksi internet stabil. Dengan
pendekatan ini, Al tidak lagi menjadi hak eksklusif kelompok tertentu,
melainkan benar-benar menjadi alat yang inklusif untuk semua lapisan
masyarakat.
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Dampaknya terhadap manusia sangatlah signifikan. Masyarakat
di daerah terpencil tetap bisa mendapatkan manfaat dari kemajuan
teknologi kesehatan tanpa harus menunggu perubahan infrastruktur
besar-besaran yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi. Selain
itu, pasien dari kelompok berpenghasilan rendah tetap dapat
mengakses layanan berbasis Al tanpa terbebani biaya tambahan,
sehingga memperluas jangkauan keadilan dalam pelayanan
kesehatan.

2) Menjadikan Al sebagai Alat Redistribusi Kesehatan

Meskipun Artificial Intelligence (Al) menawarkan berbagai
potensi dalam meningkatkan layanan kesehatan, ada risiko nyata
bahwa teknologi ini justru memperbesar ketimpangan. Al berpotensi
memperkaya institusi besar yang memiliki sumber daya untuk
mengembangkan dan mengadopsi teknologi terbaru, sementara
rumah sakit kecil dan klinik di daerah terpencil semakin tertinggal,
tidak mampu mengikuti laju inovasi.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu diterapkan model berbagi
teknologi atau technology sharing model. Dalam pendekatan ini,
sistem Al yang dikembangkan untuk rumah sakit besar juga harus
tersedia bagi klinik kecil melalui lisensi bersubsidi atau bahkan dalam
format open-source. Dengan demikian, akses terhadap teknologi
mutakhir tidak lagi bergantung pada besarnya anggaran suatu fasilitas
kesehatan, melainkan menjadi hak yang bisa diakses secara lebih
merata.

Dampak manusia yang dihasilkan dari solusi ini sangat berarti.
Pasien yang berobat di fasilitas kecil tetap dapat menikmati kualitas
layanan yang setara dengan pasien di rumah sakit besar, sehingga
mempersempit kesenjangan dalam pelayanan medis. Di sisi lain,
tenaga medis di klinik kecil akan merasa lebih kompeten dan berdaya
karena mereka didukung oleh teknologi yang sama canggihnya. Ini
tidak hanya meningkatkan motivasi kerja, tetapi juga memperkuat rasa
keadilan dalam sistem layanan kesehatan secara keseluruhan.
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Menjamin Keberlanjutan dan Keadilan Sosial
dalam Implementasi Al Kesehatan

Solusi berbasis teknologi canggih seperti Al sering kali
menghadapi masalah keberlanjutan. Program-program pilot yang
berhasil pada tahun pertama bisa gagal dalam jangka panjang jika tidak
disertai dengan strategi keberlanjutan yang kuat. Karena itu,
memikirkan dampak jangka panjang terhadap manusia harus menjadi
bagian integral dalam implementasi Al di bidang kesehatan.

1) Membangun Model Bisnis Sosial untuk Teknologi A/

Banyak solusi Al untuk kesehatan dikembangkan dengan model
bisnis yang terlalu berfokus pada keuntungan jangka pendek.
Akibatnya, akses terhadap layanan berbasis Al sering kali terbatas
hanya kepada pasien yang mampu membayar mahal, meninggalkan
kelompok berpenghasilan rendah tanpa manfaat dari inovasi ini.
Ketimpangan ini menimbulkan risiko memperlebar jurang
ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pengembangan dan
distribusi Al di bidang kesehatan perlu diarahkan menggunakan model
bisnis sosial. Model ini memastikan bahwa harga layanan berbasis A/
tetap terjangkau bagi semua kalangan, bukan hanya untuk mereka
yang berada di strata ekonomi atas. Selain itu, perlu diterapkan
mekanisme subsidi silang, dengan institusi besar atau rumah sakit
premium membayar lebih untuk membantu mendanai penggunaan
gratis atau bersubsidi di klinik-klinik kecil dan fasilitas kesehatan di
komunitas marginal.

Pendekatan ini membawa dampak manusia yang sangat nyata.
Pasien dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dapat mengakses
layanan kesehatan berbasis Al secara lebih setara, tanpa diskriminasi
berdasarkan kemampuan finansial. Komunitas marginal pun
memperoleh peluang yang lebih besar untuk mendapatkan layanan
kesehatan berkualitas, tanpa harus menanggung beban finansial yang
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berat. Dengan strategi ini, teknologi A/ benar-benar menjadi instrumen
pemerataan, bukan sekadar kemewahan bagi segelintir orang.

2) Monitoring dan Evaluasi Dampak Sosial Secara Berkala

Tanpa adanya pemantauan yang konsisten, solusi berbasis
teknologi seperti Al di bidang kesehatan berisiko menimbulkan efek
negatif yang tidak terdeteksi. Misalnya, bias baru dalam sistem atau
ketimpangan layanan yang terjadi secara tidak disengaja bisa muncul
tanpa disadari, memperburuk ketidaksetaraan yang ingin diatasi.
Ketika evaluasi hanya berfokus pada aspek teknis, aspek sosial dan
kemanusiaan sering kali terabaikan, padahal dampaknya terhadap
kehidupan masyarakat sangat nyata.

Untuk mengatasi masalah ini, setiap implementasi Al di sektor
kesehatan harus disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi
yang tidak hanya teknis, tetapijuga sosial (Morley et al., 2020). Evaluasi
ini perlu melibatkan komunitas lokal sebagai mitra aktif dalam menilai
dampak A/ terhadap kehidupan mereka. Dengan melibatkan
masyarakat secara langsung, evaluasi menjadi lebih jujur, reflektif, dan
mencerminkan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Dampak positif dari pendekatan ini cukup besar. Pasien dan
komunitas memiliki suara aktif dalam menentukan apakah sebuah
solusi teknologi benar-benar bermanfaat atau justru membawa
masalah baru. Sementara itu, penyedia layanan kesehatan dapat
memperoleh masukan langsung dan konkret dari lapangan untuk
memperbaiki, menyesuaikan, atau bahkan menghentikan sistem yang
ternyata tidak berjalan sesuai tujuan awal. Dengan demikian,
pengembangan Al di bidang kesehatan menjadi lebih dinamis, adaptif,
dan berorientasi pada kebutuhan manusia yang nyata.
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Menyebarkan Filosofi "Teknologi untuk Kemanusiaan" dalam
Pendidikan dan Advokasi

Teknologi, termasuk A/, tidak akan membawa perubahan sosial
yang positif secara otomatis. Dibutuhkan narasi baru yang terus-
menerus ditegakkan dalam pendidikan, media, dan kebijakan publik.

1) Integrasi Etika Humanistik dalam Pendidikan Kedokteran dan
Teknologi

Pendidikan teknologi saat ini sering kali terlalu berfokus pada
kecepatan inovasi dan pencapaian teknis, sehingga melupakan aspek
fundamental: kemanusiaan. Orientasi yang terlalu sempit pada
efisiensi dan pertumbuhan teknologi berisiko menciptakan generasi
profesional yang unggul secara teknis tetapi kurang sensitif terhadap
dampak sosial dari inovasi yang mereka hasilkan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah nyata dalam
reformasi kurikulum pendidikan, khususnya di bidang kedokteran dan
teknologi. Setiap program pendidikan harus menambahkan mata
kuliah wajib yang membahas etika Artificial Intelligence (Al), dampak
sosial teknologi, dan prinsip keadilan dalam layanan kesehatan (Jobin
et al., 2019). Kurikulum ini tidak hanya mengajarkan sisi teknis, tetapi
juga menanamkan pemahaman mendalam bahwa teknologi harus
selalu diarahkan untuk memperbesar kemanfaatan manusia, bukan
semata-mata untuk mengejar efisiensi atau keuntungan ekonomis.

Dengan penerapan pendidikan berbasis nilai ini, dampak jangka
panjang terhadap manusia akan terasa luas. Generasi baru tenaga
kesehatan dan teknologi akan tumbuh dengan kesadaran sosial yang
lebih kuat dan berorientasi pada nilai kemanusiaan dalam setiap
keputusan inovasi yang mereka ambil. Akibatnya, pasien di masa
depan akan dilayani oleh sistem kesehatan yang lebih adil, transparan,
dan manusiawi, menggunakan teknologi yang benar-benar berfungsi
untuk memperkuat martabat manusia, bukan menggantikannya.
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2) Advokasi Publik tentang Al yang Berkeadilan

Sebagian besar narasi publik tentang Artificial Intelligence (Al)
saat ini masih didominasi oleh dua ekstrem: hype teknologis yang
berlebihan atau ketakutan irasional yang tidak berdasar. Kedua
pendekatan ini sama-sama bermasalah karena mengaburkan diskusi
rasional tentang bagaimana Al seharusnya digunakan untuk
memperbesar kemanusiaan, bukan untuk menggantikannya atau
menimbulkan ketidakadilan sosial.

Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu digerakkan kampanye
publik yang lebih berimbang dan berorientasi pada nilai-nilai
kemanusiaan. Kampanye ini harus secara aktif menekankan bahwa A/
adalah alat untuk memperbesar kapasitas manusia dalam merawat
sesama, bukan untuk mengurangi peran manusia itu sendiri. Selain itu,
penting untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil sebagai
watchdog independen, vyang bertugas memastikan bahwa
implementasi Al di sektor kesehatan selalu berpihak pada prinsip
keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat
manusia.

Dampaknya terhadap manusia akan sangat besar. Masyarakat
umum menjadi lebih kritis, sadar, dan teredukasi dalam menerima
serta menggunakan layanan berbasis Al, tidak lagi terjebak antara
ketakutan berlebihan atau penerimaan tanpa kritis. Sementara itu,
kelompok rentan akan mendapatkan perlindungan sosial yang lebih
kuat di tengah transisi menuju layanan kesehatan yang semakin
berbasis teknologi. Dengan demikian, Al benar-benar menjadi alat
pemberdayaan, bukan sumber ketidakadilan baru.
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Penutup

Perkembangan Atrtificial Intelligence (Al) membawa harapan
besar dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di
seluruh dunia. Teknologi ini, dengan kemampuannya dalam mengolah
data dalam skala besar dan mengenali pola tersembunyi, mampu
membantu diagnosis lebih cepat, prediksi penyakit yang lebih akurat,
serta personalisasi perawatan pasien (Rajkomar et al., 2019). Namun,
penerapannya di dunia nyata juga membuka tantangan baruyang perlu
dihadapi secara cermat.

Seperti telah diuraikan dalam bab ini, penerapan Al dalam
kesehatan menghadapi berbagai akar masalah: mulai dari
keterbatasan infrastruktur, kualitas dan keberagaman data, bias
algoritmik, resistensi sosial, hingga kekosongan regulasi yang
memadai. Tanpa perhatian serius terhadap semua aspek ini, teknologi
Al berisiko memperbesar ketidaksetaraan layanan kesehatan, bukan
memperbaikinya.

Karena itu, solusi yang ditawarkan tidak semata-mata bersifat
teknis. Solusi harus berakar pada nilai-nilai fundamental seperti
kemanusiaan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Al harus
dipandang sebagai alat untuk memperkuat praktik kesehatan yang
berbasis manusia, bukan menggantikannya (Topol, 2019). Pendekatan
human-centered design, pengembangan dataset inklusif, pendidikan
bagi tenaga medis, serta regulasi yang adil dan fleksibel menjadi kunci
keberhasilan implementasi Al di bidang.

Penting untuk disadari bahwa keberhasilan adopsi Al dalam
kesehatan tidak hanya diukur dari kecepatan diagnosis atau
peningkatan efisiensi layanan. Ukuran sejatinya adalah seberapa
besar teknologi ini mampu meningkatkan kualitas hidup pasien,
memperluas akses kesehatan yang adil, dan menjaga nilai-nilai
kemanusiaan dalam setiap interaksi medis.

Ke depan, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, institusi
kesehatan, akademisi, industri teknologi, dan masyarakat menjadi
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syarat mutlak (Sittig & Singh, 2020). Hanya dengan sinergi tersebut, kita
dapat memastikan bahwa inovasi Al benar-benar membawa
perubahan positif dan berkelanjutan dalam sistem kesehatan global.

Sebagai penutup, Al dalam layanan kesehatan bukanlah tujuan
akhir, melainkan sarana untuk mencapai sistem kesehatan yang lebih
inklusif, responsif, dan berorientasi pada manusia. Teknologi hanya
akan sebaik nilai-nilai yang membimbing penggunaannya (Topol,
2019).
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Pemanfaatan Generative Al

untuk Pemasaran Berkelanjutan UMKM
Ovalia Rukmana

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan
penting dalam pertumbuhan perekonomian global (World Bank, 2024),
termasuk perekonomian Indonesia. Di Indonesia, UMKM menjadi
motor penggerak ekonomi di berbagai sektor, khususnya di bidang
perdagangan, pertanian dan industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat
dari total jumlah UMKM yang ada di Indonesia, yaitu sebesar 65 juta
unit usaha atau sekitar 99,9% total pelaku usaha. UMKM juga memiliki
kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Disamping itu, UMKM mampu
membuka banyak lapangan pekerjaan, menyerap sekitar 97% dari total
tenaga kerja yang ada di Indonesia (Kementrian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia, 2025). Tabel 1 berikut ini
menunjukkan jumlah dan pertumbuhan UMKM selama kurun waktu
tahun 2018-2023.

Tabel 1. Pertumbuhan UMKM di Indonesia

Tahun 2018 | 2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah
UMKM 64,2 65,5 64 65,5 65 66

(dalam satuan juta)

Pertumbuhan 2% -2,2% | 2,3% | -0,7% 1,5%

(Sumber: Kadin Indonesia (2025)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan
UMKM memiliki kecenderungan terus meningkat, kecuali selama
Pandemi Covid-19. Pertumbuhan jumlah UMKM didukung oleh
program pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2021: platform
Online Single Submission (OSS). Platform ini memberikan kemudahan
bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan dan memperpanjang perijinan
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usaha mereka secara terintegrasi elektronik. Meskipun demikian,
potensi pertumbuhan UMKM menghadapi tantangan yang cukup
serius, di antaranya keterbatasan modal, akses pembiayaan yang
rendah, sumber daya manusia, inovasi, teknologi, branding dan
pemasaran.

Pemasaran merupakan salah satu aspek penting dalam
memperluas pasar UMKM dan meningkatkan daya saing di tengah
pasar yang kompetitif dan dinamis. Pada konteks ini, UMKM perlu
mempertimbangkan strategi pemasaran mereka dengan
memanfaatkan teknologi digital, salah satunya adalah teknologi
kecerdasan buatan generatif (Generative Artificial Intelligence yang
disingkat GenAl). Pemanfaatan GenAl pada aktivitas pemasaran
UMKM berpotensi meningkatkan pemasaran berbasis konten yang
menarik dan relevan, keterlibatan pelanggan, dan kepuasan
pelanggan. Di samping itu, pemanfaatan GenAl juga membuat UMKM
mampu mengoptimalisasi kampanye pemasaran digital dengan biaya
yang rendah (Sanches et al., 2025). Bahkan Verma et al. (2021)
mengemukakan bahwa kehadiran GenAl membawa perubahan yang
disruptif, khususnya pada ranah pemasaran digital. Dengan cara
kerjanya, GenAl yang menggunakan machine learning mampu
menganalisis data yang jumlahnya besar dengan output yang mirip
dengan hasil kerja manusia.

Gupta et al. (2024) mengungkapkan keunggulan GenAl yang
mampu membuat konten yang menarik dan relevan dengan
mereplikasi karya manusia lalu dengan mudah disesuaikan
(customized) untuk kebutuhan spesifik. GenAl juga mampu
berinteraksi dengan audiens melalui teks, gambar, konten, maupun
chatbot. Saat ini, pemanfaatan GenAl di bidang industri kreatif telah
secara luas dilakukan dan dampaknya sangat positif (Ali et al., 2024).
Namun, pemanfaatan GenAl pada aktivitas pemasaran berkelanjutan
oleh UMKM di Indonesia belum diupayakan optimal. Beberapa faktor
masih menjadi kendala, misalnya minimnya infrastruktur, kurangnya
akses teknologi dan platform digital, serta rendahnya literasi digital
(Sanches et al., 2025). Tulisan ini mau menunjukkan potensi GenAl
untuk meningkatkan efisiensi dan kreativitas pemasaran digital UMKM
dan khususnya pemasaran berkelanjutan oleh UMKM. Harapannya,

99



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

dengan memahami potensi tersebut, akan diperoleh gambaran
bagaimana melakukan upaya optimal pemanfaatan GenAl untuk
pemasaran berkelanjutan oleh UMKM di Indonesia.

Perkembangan Pemasaran Digital dan Pemanfaatan GenAl

Dalam sejarahnya, pemasaran digital dikenal sebagai “online
marketing”, yaitu serangkaian strategi pemasaran yang diterapkan
melalui internet. Ada logika yang seolah-olah khas di situ, sehingga
Stuchlik (1958) mengatakan bahwa pemasaran digital merupakan
neologisme. lIstilah lain yang sering digunakan untuk pemasaran
digital, yaitu “electronic marketing” dan “cyber marketing” (Martin-
Cervantes et al., 2025). Dalam pemasaran digital melalui internet,
saluran komunikasi utamanya adalah Web atau World Wide Web
(WWW).

Memang dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, sarana teknologi
yang dipergunakan dalam strategi pemasaran kian berevolusi,
khususnya untuk menghubungkan individu-individu melalui dunia
maya. Diawali dengan pemanfaatan SEO (Search Engine Optimization)
pada tahun 1998. SEO digunakan untuk meningkatkan visibilitas
mesin pencari sebagai salah satu pilar utama pemasaran digital,
karena SEO dapat membantu merek untuk memosisikan diri dalam
hasil pencarian online. Dilanjutkan dengan adanya periklanan pada
mesin pencari di era tahun 2000an yang dikenal dengan Google ad
words (kini dikenal dengan Google Ads). Periklanan digital ini diikuti
dengan hadirnya model bayar per klik (pay per click atau PPC) yang
memberikan kesempatan perusahaan untuk dapat menjangkau
audiens yang lebih luas dan mengukur ROI (return on investment)
secara efektif.

Sementaraitu, tahun 2003-2010 dikenal sebagai periode muncul
dan maraknya pemakaian jejaring sosial (Social Networks), ditandai
dengan hadirnya Myspace, Facebook, Twitter (sekarang X), Whatsapp,
Instagram dan platform media sosial lainnya. Kehadiran platform-
platform tersebut mampu mengubah perilaku dan pola interaksi
konsumen dengan menjadikannya sebagai saluran utama untuk
berbagi konten. Dalam konteks ini, pemasaran konten (content
marketing) menjadi populer, di mana pemasar mulai menjadikan
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content marketing sebagai salah satu strategi yang mereka adopsi
melalui konten audio visual, blog, dan ebook.

Akhirnya mulai tahun 2013, mobile marketing (pemasaran
seluler) mulai berkembang, di mana para pemasar mulai gencar
meluncurkan kampanye iklan melalui seluler dan tablet. Selain itu,
email marketing dengan personalisasinya mulai juga digunakan
pemasar mengingat keefektifannya dalam meningkatkan penjualan
dan loyalitas pelanggan. Dan, secara simultan era video marketing
hadir dan menjadi alternatif pilihan pemasar dalam menyebarkan
konten. Adapun platform yang kerap kali digunakan pemasar adalah
Youtube, Facebook live dan Tiktok live. Dengan memanfaatkan
bandwith yang luas, pemasar memanfaatkan perangkat selular dalam
memasarkan konten (Tammana, 2021).

Jadi, video konten akhirnya menjadi salah satu hal yang penting
dalam pemasaran digital, karena kemampuannya dalam
meningkatkan keterlibatan pelanggan. Hadirnya video konten dalam
pemasaran konten mendorong maraknya kehadiran “influencer”
sebagai brand ambassador (duta merek) yang mewakili merek-merek
tertentu. Pemanfaatan media sosial dalam pemasaran digital
memberikan peluang kepada para pemasar untuk melakukan
segmentasi. Lebih spesifik lagi, para pemasar melakukan
personalisasi calon pelanggan mereka dengan pengelolaan big data
secara efisien dan real-time agar pada akhirnya bisa memberikan
layanan pelanggan yang optimal. Pada konteks pengelolaan big data
yang efisien dan real-time inilah, kecerdasan buatan (A/) memiliki
peranan yang sangat penting.

Pada saat ini memang keberadaan internet dan telepon seluler
(smartphone) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan
sehari-hari manusia. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas keseharian
manusia yang sangat bergantung pada kedua fasilitas tersebut.
Keduanya merupakan dua elemen yang saling menunjang dan
menawarkan kemudahaan. Adapun kemudahan yang ditawarkan
perangkat smartphone, yaitu kemudahan untuk mengakses aplikasi
yang dilengkapi fitur-fitur canggih untuk memenuhi kebutuhan
pengguna. Salah satu aplikasi yang dapat diunduh pada smartphone
adalah Generative Al (GenAl).
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GenAl merupakan salah satu pengembangan kecerdasan
buatan yang mengintegrasikan deep learning dengan pemrosesan
bahasa alami (Natural Language Processing/NLP) untuk menghasilkan
interaksi yang mirip dengan manusia (Markovi~c, 2024). Cara kerjanya
yang menggunakan machine learning dan algoritma dalam
menganalisis pola data dan informasi yang tersedia membuat GenAl
mampu menciptakan beragam konten, termasuk teks, gambar, audio,
dan video, yang mirip dengan pola yang digunakan sebelumnya
(Michel-Villarreal et al., 2023). Berbeda dari Al tradisional yang lebih
bersifat analitis atau prediktif, GenAl mampu menghasilkan output
yang kreatif dan orisinal.

Aplikasi GenAl telah banyak diproduksi perusahaan-perusahaan
teknologi besar saat ini, di antaranya Microsoft dan Google. Di tahun
2022, Microsoft meluncurkan OpenAl dengan chatbot interaktif
ChatGPT dan Copilot yang menawarkan kemudahan dalam
menganalisis dan mengedit teks dan gambar sedangkan Midjourney
memberikan fasilitas untuk mengedit foto. Adapun Google
memperkenalkan Bard application dan Gemini yang mampu
mendukung pengelolaan teks dan gambar serta analisis video dengan
kemampuan multimedianya (Feuerriegel et al., 2023).

Setelah peluncurannya, OpenAl melakukan pembaruan dalam
kurun waktu satu tahun, dengan: (1) meningkatkan aksesibilitas
melalui aplikasi seluler yang disertai perluasan geografis, didukung
dengan penggunaan multibahasa dan peningkatan batas pesan; (2)
meningkatkan kustomisasi dengan mengadaptasikan ChatGPT pada
kebutuhan beserta interaksi yang dipersonalisasi melalui panduan dan
instruksi pengguna; dan (3) memperluas fungsionalitasnya, termasuk
penelusuran web, pengunggahan file, penerjemah kode, interaksi
antarmuka dengan suara, dan menghasilkan gambar melalui integrasi
DALL-E 3 dan dukungan plugin pihak ketiga. Meskipun ada kelebihan
itu, ChatGPT masih memiliki keterbatasan seperti misalnya
ditemukannya bias dan ketidakuratan informasi (Feng et al., 2024).
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Berbagai aplikasi GenAl yang telah diproduksi saat ini dapat
dikelompokkan ke dalam tiga jenis atau model GenAl sebagai berikut.

a. Large Language Models (LLMs), yaitu model yang dirancang untuk
memahami dan membuat teks. LLMs biasanya digunakan untuk
penulisan artikel, terjemahan, dan percakapan Chatbot. Contoh
model ini adalah GPT (Generative Pre-trained Transformer) dan
BERT.

b. Generative Adversarial Networks (GANSs), terdiri dari dua jaringan
saraf, yaitu generator dan discriminator. Model ini mampu
menghasilkan konten gambar atau video yang mirip dengan aslinya
(real). Aplikasi ini biasanya digunakan untuk disain grafis.

c. Diffusion Models, merupakan algoritma pada machine learning
yang mampu menghasilkan data berkualitas tinggi dengan cara
melakukan proses difusi, di mana rekonstruksi informasi yang asli
dilakukan untuk menghilangkan gangguan pada data yang rusak.
Model ini mampu menghasilkan gambar berkualitas tinggi, seperti
misalnya pada pemakaian model DALL-E dan Stable Diffusion.

Secara umum, cara kerja GenAl diawali dengan pemberian
dataset ke GenAl dan kemudian data tersebut dipelajari pola dan
strukturnya oleh GenAl. Langkah-langkah yang dilakukan GenAl dapat
diuraikan sebagai berikut: (1) pelatihan (training) dengan dataset yang
berukuran besar, seperti misalnya LLMs dengan data teks buku, artikel
dan situs web, sedangkan GANs dengan data gambar dan video; (2)
pembuatan (generation) untuk menghasilkan output baru berdasarkan
pola yang dipelajari, seperti misalnya LLMs yang menghasilkan teks
baru berdasarkan prediksi kata pada konteks yang diberikan,
sedangkan GANs menghasilkannya dengan meniru dicriminator; dan
(8) optimisasi, yaitu proses penyempurnaan kualitas dan akurasi
outputyang dihasilkan.

Karena kemampuannya yang tinggi dalam menganalisis teks,
gambar, suara dan video melalui telepon seluler, maka GenAl sangat
potensial untuk diterapkan dalam pemasaran digital. Potensi ini
dilatarbelakangi adanya proses transformasi digital sendiri, di mana
dukungan penerapan kecerdasan buatan (A/) memberikan kemudahan
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serta mendorong kreativitas dan inovasi (Martin-Cervantes et al.,
2025).

Tantangan Pemasaran Digital bagi UMKM

Hadirnya UMKM dilegitimasi negara melalui Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 (UU 20/2008) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM). Yang dimaksud UMKM dalam UU tersebut adalah
bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha
dengan kriteria: Usaha Mikro, jika memiliki aset maksimal senilai Rp50
juta; Usaha Kecil, jika memiliki aset Rp50 juta—Rp500 juta; dan Usaha
Menengah, jika memiliki aset Rp500 juta - Rp10 miliar. Guna
mendukung peningkatan jumlah UMKM dan menyiapkannya agar
berdaya saing global dan mampu mengadopsi teknologi digital,
pemerintah mencanangkan program UMKM Level Up.

Program UMKM Level Up memberikan pelatihan dan
pendampingan intensif kepada UMKM agar mereka on boarding
menuju platform digital. Harapannya, UMKM mampu memperluas
akses pemasaran yang lebih luas, meningkatkan volume penjualan,
meningkatkan efisiensi, mampu berinovasi, dan meningkatkan nilai
transaksi. Namun, hingga kini baru tercatat 26 % dari 64 juta pelaku
UMKM vyang sudah melakukan adopsi teknologi dengan beralih ke
platform digital (KomdigiRl, 2024). Jumlah ini tentunya masih tergolong
rendah karena tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pasar e-
commerce (lihat Gambar 1) dan pengguna e-commerce yang kian
meningkat (lihat Gambar 2) .

)
=]
]
]
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g

Gambar 1. GMV (Gross Merchandise Value) Pasar E-Commerce di Indonesia
(Periode 2019-2023)
(Sumber: PDSI Kemendag RI, 2024)
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Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai Gross Merchandise
Value (GMV) pasar e-commerce di Indonesia meningkat cukup
signifikan sejak 2019, bahkan di tahun 2023 nilai GMV tercatat sebesar
62 miliar USD. Sementara itu, Gambar 2 menunjukkan bahwa angka
peningkatan jumlah pengguna e-commerce di tahun 2023 saja sudah
mencapai 58,63 juta dan diprediksi akan terus menerus meningkat
hingga tahun 2029.

Number of usersin millions

Gambar 2. Jumlah Pengguna E-commerce di Indonesia
(Periode 2020-2029)
(Sumber: PDSI Kemendag RI, 2024)

Melihat potensi pasar dan jumlah pengguna e-commerce yang
begitu besar, UMKM diharapkan mampu mengadopsi teknologi digital
agar dapat memperluas ekspansi pasar. Namun tampaknya adopsi
teknologi digital pada UMKM tidak semudah apa yang dibayangkan,
mengingat adanya keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan
kurangnya literasi digital. Selain keterbatasan-keterbatasan itu, dari
pengamatan penulis saat melakukan pendampingan UMKM,
ditemukan adanya beberapa tantangan yang dihadapi pelaku UMKM
dalam mengadopsi teknologi digital sebagai strategi pemasarannya.
Pertama, masih banyak pelaku UMKM yang mengadopsi pemasaran
konvensional yang dirasakan masih relevan, seperti misalnya
penggunaan getok tular (Word of Mouth/WOM) dengan mengandalkan
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rekomendasi pelanggan yang puas, mengikuti pameran untuk
mempromosikan produknya, dan membangun jejaring dengan pelaku
UMKM lainnya.

Kedua, meskipun cukup banyak pelaku UMKM yang sudah
memanfaatkan media sosial seperti platform Tiktok, Instagram dan
Facebook dalam promosinya, namun mereka belum secara optimal
memanfaatkan seluruh fitur yang ada pada platform media tersebut.
Fitur-fitur seperti broadcast, story, reels dan live pada instagram, dan
lain-lainnya belum dimanfaatkan. Mereka juga belum melakukan
pengukuran efektivitas dan interaktivitas dengan pelanggan. Ketiga,
masih cukup banyak pelaku UMKM yang belum berlaku profesional,
seperti misalnya belum memisahkan urusan bisnis dan pribadi.
Penggunaan Whatsapp dalam berbisnis masih dilakukan melalui
WhatsApp pribadi, bukan WhatsApp khusus untuk bisnis. Sumber
daya dan waktu yang didedikasikan untuk mengelola media sosial pun
masih sangat terbatas.

Keempat, pengelolaan brand, katalog produk, dan pemasaran
konten masih amat terbatas. Penggunaan brand (merek) masih terlalu
sederhana, tidak didukung dengan tampilan identitas merek yang
representatif. Penggunaan pemasaran konten hanya berupa tampilan
foto produk, belum dilakukan optimalisasi berupa konten-konten yang
atraktif. Beberapa di antara mereka belum memiliki katalog produk
yang mereka jual, bahkan belum memiliki website dan toko online di
loka pasar e-commerce. Kelima, pelaku-pelaku UMKM umumnya
belum optimal memanfaatkan mobile marketing (pemasaran seluler)
dan email marketing dalam aktivitas pemasaran mereka. Keterlibatan
pelanggan dalam aktivitas pemasaran yang mereka jalankan masih
amat kurang. Terkait dengan hal itu, pengelolaan layanan yang
dipersonalisasi sesuai kebutuhan khusus pelanggan belum
dikembangkan. Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut di atas,
potensi GenAl untuk meningkatkan efektivitas pemasaran pada UMKM
dapat digali.
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Potensi GenAl dalam Pemasaran Digital UMKM

Beberapa peneliti berusaha mengungkap potensi GenAl dalam
pemasaran digital UMKM. Le Dinh et al. (2025) mengemukakan bahwa
kehadiran GenAl mampu membawa transformasi yang luar biasa pada
UMKM, khususnya di bidang pemasaran, seperti misalnya melakukan
prediksi pasar, menganalisis perilaku konsumen, meningkatkan
kampanye pemasaran yang efektif, meningkatkan layanan pelanggan,
dan melakukan analisis dokumen dan analisis sentimen melalui
Chatbot. Kumar Sharma & Sharma (2023) menambahkan bahwa GenAl
mampu membantu tim pemasaran untuk membangun strategi
pemasaran yang efektif dengan melakukan kampanye pada target
audiens tertentu sehingga penjualan dan ROl meningkat. Tidak hanya
itu, GenAl juga memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan inovasi,
optimisasi operasional, dan mitigasi resiko (Ferraro et al., 2024). Tabel
2 berikut menggambarkan berbagai fungsi/tugas yang dapat dilakukan
oleh aplikasi GenAl.

Tabel 2. Fungsi/Tugas yang Dilakukan oleh GenAl

No Deskripsi Tugas/ Pekerjaan Aplikasi GenAl
1 | Otomatisasi pekerjaan UiPath, Zapier
Bertanggung jawab atas Buffer

manajemen media sosial,
menawarkan penjadwalan posting,
analitik dan kurasi konten

Alat optimalisasi pada halaman Surfer SEO
berbasis cloud yang menganalisis
3 | dan membandingkan halaman
tertentu dengan peringkat saat ini
di SERP

4 | Segmentasi Emarsys, Crystal,

Brevo
5 Analisis sentimen, predictive IBM Watson Marketing
analytics
6 | Pengelolaan data pelanggan Optimove
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No Deskripsi Tugas/ Pekerjaan Aplikasi GenAl
7 | Pengelolaan skedul Clockwise, Reclaim,
Trevor
Sanebox, Email Tree,
. . Smart Writer, Sales
8 | Pengelolaan email (marketing) Handly, mailchimp,
Selzy, copy.ai, phrases
9 Meningkatkan pengalaman Evolve.ai
pelanggan
. Trint, TranscribeMe,
10 | Transkripsi teks Otter, Sonix
ChatGPT, Manychat,
Bard, Gemini,
11 | Transkripsi chatbots deepseek, Copilot,
Bing, Jasper,
Perplexity, Drift
Penulis, Github
. . Copilot, OpenAl
12 | Menulis dan menganalisis kode Codex, Cody,
Polycoder
Alat visualisasi data dan Tableau
kecerdasan bertenaga Al yang
13 | membantu pemasar menganalisis
data dan mengekstrak wawasan
yang dapat ditindaklanjuti
. . Resound, Adobe
14 Menmptak'an dan mengedit Podcast, Cleanvoice,
suara/audio .
Listnr
. - Runway, Pictory,
15 | Menciptakan dan mengedit video Vizard.ai, Vidyo.Ai
. . Midjourney, Stable
16 Menciptakan dan mengedit Diffusion, Lexica,

Gambar

Adobe firefly
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No Deskripsi Tugas/ Pekerjaan Aplikasi GenAl

Pitch, Gamma, Tome,

17 | Membuat dan mengedit presentasi Beautiful Ai

(Sumber: penulis, kumpulan dari berbagai sumber)

Dari tabel 2. di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa aplikasi
GenAl memiliki beragam fitur yang memberikan kemudahan dalam
melakukan pekerjaan tugas-tugas bisnis, seperti melakukan
otomatisasi tugas dan proses, pengelolaan skedul dan email,
transkripsi chatbots, membuat konten dengan menciptakan dan
mengedit suara, video, gambar, dan presentasi kampanye pemasaran
di media sosial, bahkan menciptakan periklanan digital. GenAl juga
mampu menyediakan pengalaman bagi pelanggan, berupa layanan
belanja berbasis chatbot dengan penggunaan produk pada artis visual
yang disediakan. Contohnya adalah aplikasi Sephora yang
menawarkan produk make up dengan menyajikan model (artis visual)
berbasiskan Al yang dapat diminta untuk mengujicobakan produk
make up yang diinginkan pembeli (lihat Gambar 3).

VIRTUAL ARTIST
\ Vi 8 e B3 S &
Try on hundreds of makeup products
with the Sephora mobile app!

Gambar 3. Pemanfaatan GenAl pada Aplikasi Mobile Sephora
(Sumber: Digital Marketing Institute, 2025)

Perusahaan streaming Netflix mengadopsi teknologi digital

GenAl untuk merekomendasikan personalisasi layanan berdasarkan
preferensi dan perilaku pengguna yang terekam (lihat gambar 4).
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Watch patterns
(whether a show was paused,
rewound, fast-forwarded)

Profile information
(inck or,
Whether an entire
ey . =
@ movieor TV series =
was completed -
T
Time Bar:dhdlgca t:IS:f Number of searches
watche e and what was )
searched for

Type of device

used to stream = Browsing history
¥

Gambar 4. Data untuk Personalisasi Layanan Netflix
(Sumber: Digital Marketing Institute, 2025)

Seperti yang diilustrasikan pada gambar 4, Netflix
memanfaatkan algoritma data pengguna berdasarkan: (a) informasi
profil pengguna, misalnya usia, jenis kelamin, dan lokasi; (b) jenis
perangkat yang digunakan untuk streaming; (c) pola tontonan apakah
acara dijeda, diputar ulang, atau dipercepat; (d) apakah seluruh film
atau serial TV telah selesai ditonton; dan (e) riwayat penelusuran.
Dengan memanfaatkan data tersebut, Netflix mampu meningkatkan
konten berdasarkan rekomendasi yang ada, mengurangi tingkat
pergantian pelanggan, dan meningkatkan laba. Dari penjelasan
tentang cara kerja GenAl pada kedua contoh perusahaan di atas dapat
disimpulkan bahwa GenAl dapat menawarkan kemudahan dalam
pemasaran dengan biaya rendah kepada para pelaku UMKM.

Beberapa potensi GenAl yang dapat membantu UMKM dalam
pemasaran digital dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut.

(1) Otomatisasi

Otomatisasi memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam
menyelesaikan pekerjaan rutin mereka secara cepat dan hemat biaya.
Adapun otomatisasi yang dapat dilakukan yaitu pelayanan pelanggan,
kampanye pemasaran pada beragam saluran pemasaran,
penjadwalan tugas, penagihan, dan lain-lain. Penggunaan GenAl pada
otomatisasi ini akan meminimalkan kesalahan, mengurangi biaya
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operasional, dan meningkatkan efisiensi. Salah satu aplikasi GenAl
yang digunakan untuk otomatisasi adalah Brevo (Gambar 5).

BreVO Campaigns A+ Usage and plan @ 2} < [ Bakrie University v
@ Home
Campaigns

@ Contacts

<J Campaigns ‘
Your clients have never been closer
Templates

Statistics What kind of campaign do you want to create?

Settings

/ \
Go Automations P’ b eoe ( & )

& Transactional

Email SMs WhatsApp Web push
@ Conversations

[ Deals

Gambar 5. Aplikasi Brevo
(Sumber: https://app.brevo.com/campaigns/listing)

(2) Pembuatan konten teks, audio, gambar dan video

Dengan memanfaatkan GenAl, pelaku UMKM dapat membuat segala
jenis konten, baik berupa teks, audio, gambar, maupun video sesuai
dengan produk yang mereka miliki. Misalnya dengan menggunakan
prompts (instruksi) yang tepat pada aplikasi GenAl, para pelaku UMKM
dapat membuat copy writing, Jingle iklan, katalog produk, disain
produk, web, blog, poster, bahan presentasi kampanye, video produk,
dan lain sebagainya. Namun, output yang diproduksi GenAl tersebut
harus selalu diperhatikan dan di-review sebelum di-posting atau
dipublikasikan di platform media sosial.

Aplikasi GenAl yang dapat membantu membuat konten teks, audio,
gambar dan video adalah Pictory. Keunggulan Pictory adalah
kemudahannya dalam membuat konten video. Terdapat beberapa
pilihan dalam Pictory, salah satunya adalah membuat video dari teks,
di mana kata kuncinya bisa dikaitkan dengan produk yang akan
ditawarkan kepada target audiens. Di sini GenAl membantu
pemrosesan dengan mengembangkan kata kunci yang dimasukkan
menjadi teks, lalu mengubahnya menjadi story board, dan setelah itu
mengubahnya lagi menjadi konten video yang mengilustrasikan produk
yang akan ditawarkan. Konten video dapat dilengkapi dengan running
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texts, audio, dan merek/logo usaha (lihat gambar 6, 7, 8 dan 9). Selain
membuat video dari teks, pilihan lain dalam Pictory adalah mengubah
url menjadi video, video editor, mengubah gambar menjadi video, dan
mengubah ppt (power points/slides) menjadi video.

, PICTORY & 14 day trial activated! (EEER) Create a team n W) o
Personal Workspace He”o OVG]ICI!
- ' What video will you create today?
) Home
1 Textto = URL to Al video a Images to o PPTto ® r d
€5 Projects 52 Video U video 2 editor = Jideo video
£5) Brand Kits

Recent projects

Collaborate with
your team

Get started with
Script to Video

Get started

Article to Video

Gambar 6. Aplikasi Pictory untuk Membuat Konten Video.
(Sumber: https://app.pictory.ai/storyboard/scripttovideo)

€ @ % apppictoryaifome

Idea to video

Videatype Explainer (IEESSUNE Internal Communication  Tut

Makanan Ringan Sehat yang mudah dibawa dan memiliki nutrisi tinggi

Cancel “;+ Generate script

Gambar 7. Proses Membuat Ide Konten Video pada Pictory
(Sumber: https://app.pictory.ai/storyboard/scripttovideo)

Gambar 7 di atas menunjukkan cara kerja aplikasi Pictory yang hanya

memerlukan input prompt teks terkait produk yang akan ditawarkan
oleh pelaku UMKM. Secara otomatis, prompt teks yang sudah diinput
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akan diproses menjadi script (lihat Gambar 8) yang kemudian akan
diubah lagi menjadi story board.

<« @ % apppictoryai/home e w a9 @ ¢
..PICTDRY # 14 day trisl activatec: (N Makanan Ringan Sehal: Kungi .. Creste a team a0 o

Makanan Ringan Sehat: Kunci Energi untuk
Hidup Aktif
Apakah Anda lslah siengan camilan yang tidak senat?

Sering merasa lapar di tengah aktivitas?
Kami punya solusi terbajk untuk Anda!

Idea to video

"® Startwith an idea

nan Ringan Sehat kami!

Pertama, kaya outrisi uoluk meningkatkan energi Anda.
Kedua, prakiis uuk dibaws dan 5ap dinkmatl Vour brand
Kgliga, pilihan rasa yang menggeda untuk setiap selera.

Select brand v 1
Apa yang membedakannya?
Kami menggunakan bahan alami, tanpa bahan pengawet!

Dapalican tenaga ekstra dan jaga kesehatan dengan camilan kami!
Jangan tnggu 1agi, pesan sekarang juga dan rasakan bedanya!
Kunjungl website kami untuk penawaran spesial hari ini

Scene settings

Credits used 0/200

Gambar 8. Proses Mengubah Prompt Menjadi Script pada Pictory
(Sumber: https://app.pictory.ai/storyboard/scripttovideo)

Setelah proses script diubah menjadi story board, aplikasi GenAl
Pictory akan membuat output berupa konten video yang disertai audio
dan running text (lihat gambar 9).

‘ PICTORY # 14 day trial activated! (IR My projects  Brand kits 0 0 o

Project
Makanan Ringan Sehat: Kunci Energi t
Q (© Scene duration: 3 Landscape v Video duration:

[Apakalv Anda lelah dengan camilan yang tidak sehat? ]

Sering merasa lapar di tengah aktivitas?

Text Kami punya solusi terbaik untuk Andat

a

Branding
J Perkenalkan, Makanan Ringan Sehat kamil

A0
o0

5
Elen & Enhance your video

#%2i, mudah dibawa, dan lezat!
Scene 1 Scens 2 Scene 3 Scene 4 Scene 5

Gambar 9. Proses Mengubah Story Board Menjadi Konten Video
(Sumber: https://app.pictory.ai/storyboard/scripttovideo)
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Dari contoh proses pembuatan video di atas, diharapkan para pelaku
UMKM mampu secara efektif meningkatkan aktivitas pemasarannya
dengan membuat konten yang kreatif, dinamis dan menarik, namun
berbiaya rendah.

(3) Personalisasi layanan bagi pelanggan

Chatbot menawarkan solusi bagi para pelaku UMKM untuk
berkomunikasi, berinteraksi, dan menjawab pertanyaan pelanggan
seputar produk dengan jawaban cepat/instan. Artinya, chatbot dapat
mempersonalisasi pesan yang diberikan dan menyederhanakan
proses pembelian. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat mengantisipasi
kebutuhan pelanggan sehingga lebih kompetitif dibandingkan dengan
pesaingnya.

(4) Melakukan segmentasi pelanggan

Melalui algoritma, GenAl mampu melakukan segmentasi pelanggan
berdasarkan usia, minat, kebutuhan, dan perilaku mereka. Sehingga,
para pelaku UMKM dapat mengidentifikasi siapa pelanggannya dan
memberikan penawaran sesuai preferensi dan kebutuhan pelanggan
secarareal time. Melalui bantuan GenAl, para pelaku UMKM juga dapat
menganalisis umpan balik atau ulasan pelanggan untuk meningkatkan
layanan, memperbaiki produk, dan memperkaya pengalaman
pelanggan.

(5) Pemanfaatan SEO (Search Engine Optimization)

Dengan memanfaatkan GenAl, para pelaku UMKM dapat memprediksi
tren SEO, perilaku pengguna, dan pembaruan algoritma melalui SEO
prediktif dengan cara membuat meta tag dan judul. Dalam mesin
pencarian informasi ini, GenAl dapat mengkombinasikan pencarian
melalui suara dan visual, seperti misalnya penggunaan voice
recognition dalam pencarian informasi.

(6) Pemanfaatan Iklan Bayar Per-klik (pay per click/PPC)

Iklan bayar per klik merupakan bentuk periklanan yang hadir melalui
internet pada website ataupun platform media sosial tertentu, dimana
para pelaku UMKM akan membayar iklan jika seseorang mengklik iklan
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tersebut. Iklan bayar per klik (PPC) sering kali dipandang penting dalam
pemasaran karena merupakan sarana kampanye yang dapat
membidik target yang sesuai. GenAl dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan efektivitas iklan bayar per klik (PPC) dengan cara
mengoptimalisasi riset pada kata kunci yang ada, melakukan
penawaran dan penargetan, membuat iklan, membuat penjadwalan
dan penempatan iklan, melakukan analisis prediktif, dan mendeteksi
penipuan.

(7) Mengefektifkan Analisis Data

GenAl mampu dengan cepat memproses sejumlah data besar dari
beragam saluran, sehingga memudahkan para pelaku UMKM untuk
memprediksi tren perilaku pelanggan berdasarkan data historis yang
dikumpulkan. Para pelaku UMKM dapat menggunakan tren itu untuk
mengoptimalisasi layanan pelanggan, mengelola inventaris,
menganalisis data penjualan, dan merancang interaksi dengan
pelanggan melalui program promosi. Hasil analisis tersebut juga dapat
divisualisasikan untuk memudahkan pemahaman.

(8) Pemasaran E-mail (E-mail Marketing)

Meskipun banyak pelaku UMKM belum mengimplementasikannya.
pemasaran email merupakan salah satu strategi pemasaran yang
efektif untuk melibatkan pelanggan. Pemanfaatan GenAl dalam email
marketing berguna untuk melakukan analisis kinerja email, membuat
alur kerja berdasarkan tindakan pengguna, membuat analisis
kampanye, membuat konten yang dipersonalisasi untuk segmen
audiens tertentu, dan mengaktifkan konten yang dinamis. Di samping
itu, GenAl mampu melakukan kurasi daftar email dan melakukan
analisis frekuensi dari email tersebut.

Berbagai potensi GenAl yang dapat membantu para pelaku
UMKM dalam pemasaran digital tersebut menunjukkan bagaimana
prospek pengembangan UMKM dengan aktivitas pemasarannya yang
berbiaya rendah. Sharma (2024) membagi manfaat GenAl ke dalam
empat kategori kelompok, yaitu: (1) pertumbuhan dan keuntungan
(perluasan tujuan dan jaringan komersial, skalabilitas, produktivitas,
dan keuntungan yang dihasilkan); (2) kinerja, kemudahan, dan
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kenyamanan (peningkatan kinerja, akurasi, kecepatan, waktu, dan
penghematan biaya); (3) keselamatan (pemantauan real time, bantuan
robotik dalam tugas-tugas pekerjaan berbahaya); dan (4)
keberlanjutan (pemanfaatan sumber daya yang optimal, penghematan
energi, transparansi, kesetaraan). Dalam hal pemasaran
berkelanjutan, potensi pemanfaatan GenAl perlu diungkap lebih lanjut.

GenAl dan Tantangan Pemasaran Berkelanjutan UMKM

Pemasaran berkelanjutan (sustainable marketing) adalah
pendekatan pemasaran yang mempertimbangkan dampak sosial,
lingkungan, dan ekonomi jangka panjang dari aktivitas pemasaran.
Dari aspek ekonomi, pendekatan keberlanjutan (sustainability)
bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelanggan saat ini
tidak akan mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pemasaran berkelanjutan tidak
hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga pada tanggung
jawab sosial dan tanggung jawab untuk kelestarian lingkungan (CISL,
2023). Hal ini selaras dengan konsep triple bottom line yang
mengedepankan tiga aspek utama: People (sosial), Planet
(lingkungan), dan Profit (ekonomi). Pada konteks UMKM, pelaku UMKM
harus menyeimbangkan kepentingan pelanggan, masyarakat, dan
lingkungan dalam upayanya untuk menghasilkan keuntungan. Pelaku
UMKM wajib bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan
lingkungan yang ditimbulkan oleh produk atau layanan mereka.
Pemasaran yang dilakukan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan saat ini tanpa merusak sumber daya alam dan
kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Penerapan pemasaran berkelanjutan bagi UMKM menawarkan
beragam manfaat strategis sebagai berikut. (a) Meningkatkan citra
merek (brand image): dengan menerapkan praktik berkelanjutan,
UMKM dapat membangun citra positif bagi usaha mereka dengan
mengedepankan kepedulian mereka terhadap lingkungan dan
masyarakat. Hal ini akan menciptakan diferensiasi di pasar yang
kompetitif. (b) Membangun loyalitas pelanggan: pelanggan kini mulai
sadar akan pentingnya nilai keberlanjutan yang ditawarkan oleh produk
atau layanan. Pelaku UMKM dapat menarik calon pelanggan yang
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memiliki komitmen keberlanjutan dan membangun loyalitas mereka.
(c) Mengurangi biaya operasional: pemanfaatan Llimbah dan
penciptaan produk daur ulang dapat membantu UMKM dalam
menghemat biaya operasional dalam jangka panjang. (d) Akses ke
segmen pasar baru: dengan memiliki komitmen akan keberlanjutan,
pelaku UMKM dapat menciptakan peluang, kolaborasi, dan kemitraan
strategis dengan para pemangku kepentingan yang memiliki fokus
pada keberlanjutan untuk menciptakan akses ke segmen pasar baru.
(e) Kepatuhan terhadap regulasi: dengan mengedepankan aspek
keberlanjutan, para pelaku UMKM akan lebih mudah dalam memenuhi
persyaratan berkenaan dengan keberlanjutan.

Dalam mengimplementasikan pemasaran berkelanjutan, para
pelaku UMKM harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pemasaran
berkelanjutan sebagai berikut. (1) Konsumerisme etis: para pelaku
UMKM dalam menjalankan bisnis mereka harus mengedepankan
keamanan produk yang mereka tawarkan kepada pelanggan serta
tidak membahayakan lingkungan dan masyarakat. (2) Transparansi:
para pelaku UMKM wajib menjelaskan secara terbuka mengenai
praktik bisnis yang mereka lakukan, termasuk aspek lingkungan dan
sosialnya. (3) Inovasi keberlanjutan: dengan memanfaatkan GenAl,
para pelaku UMKM diharapkan mampu berinovasi dalam
pengembangan produk dan memberikan layanan yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan. (4) Kemitraan: guna mencapai tujuan
yang berkelanjutan, para pelaku UMKM dapat melakukan kolaborasi
dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). (5) Pendidikan
yang meningkatkan kesadaran: para pelaku UMKM dapat mengadopsi
GenAl dalam melakukan kampanye pemasaran sosial dan cause
marketing untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi
pelanggan mengenai pentingnya keberlanjutan. Sebagaimana halnya
pemasaran digital pada umumnya, prinsip-prinsip pemasaran
berkelanjutan di atas akan lebih efisien dan efektif dipenuhi para
pelaku UMKM dengan memanfaatkan aplikasi GenAl.
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Penutup

Sebagai penyangga utama perekonomian di Indonesia saat ini,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan berperan besar
dalam penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan
masyarakat, dan pengembangan produk lokal. Untuk itu, UMKM
diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya di pasar domestik
dan global dengan mengadopsi teknologi digital seperti GenAl
(Generative Al). GenAl menawarkan banyak kemudahan dalam
menjalankan bisnis UMKM, di antaranya untuk otomatisasi pekerjaan
rutin, menciptakan konten untuk kampanye pemasaran digital yang
menarik dan relevan dengan biaya rendah, memperkaya layanan dan
pengalaman pelanggan, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan
pelanggan, melakukan analisis data berjumlah besar, dan melakukan
segmentasi pasar. Di samping itu, GenAl juga memberikan manfaat
seperti perluasan tujuan dan jaringan komersial, skalabilitas,
keselamatan, peningkatan akurasi, kecepatan, kinerja atau
produktivitas, penghematan biaya dan keuntungan yang dihasilkan,
serta keberlanjutan.

Pemasaran berkelanjutan pada UMKM dapat menjadi strategi
dan solusi alternatif yang perlu diadopsi di tengah masyarakat yang
semakin sadar akan pentingnya lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Pemasaran berkelanjutan mengedepankan dampak lingkungan,
sosial, dan ekonomi, seperti misalnya tercermin dalam upaya
menciptakan proses produksi dan pemanfaatan bahan baku yang
ramah lingkungan dan minim Llimbah. Dalam pemasaran
berkelanjutan, transparansi menjadi suatu keharusan dalam
mengkomunikasikan pesan terkait nilai-nilai keberlanjutan,
sebagaimana dituangkan misalnya melalui penciptaan produk daur
ulang, kemasan produk yang ramah lingkungan, dan tanggung jawab
sosial untuk ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal
melalui proses produksi. Dengan demikian, pemasaran berkelanjutan
bisa menimbulkan citra positif bagi produk UMKM di pasar lokal
maupun global. Dengan memperhatikan standar internasional,
menerapkan nilai-nilai keberlanjutan, dan mengadopsi GenAl dalam
pemasaran digitalnya, UMKM diharapkan mampu mengekspor produk
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yang dimilikinya dan bersaing di pasar global, membangun loyalitas
pelanggan dan menekan biaya jangka panjang.
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Adaptive Medical Image Quality Assessment
untuk Solusi Telemedicine Indonesia

Irwan Prasetya Gunawan

Pendahuluan

Indonesia menghadapi tantangan disparitas pelayanan
kesehatan yang kompleks dan multidimensi sebagai konsekuensi
uniknya kondisi geografis, sosial ekonomi, dan struktural yang
dimilikinya. Dengan jumlah pulau melebihi 17 ribu yang tersebar di
wilayah geografis yang sangat luas, penyediaan pelayanan kesehatan
yang adil bagi seluruh masyarakat merupakan tantangan alamiah yang
harus dihadapi (Global Burden of Disease Study 2019 Indonesia
Collaborators, dalam Septiono, 2023). Tantangan ini menjadi semakin
kompleks dengan beragamnya etnis sebanyak lebih dari 1300 suku
yang memiliki bahasa daerah masing-masing agar bisa mendapatkan
akses kesehatan yang setara tersebut.

Kondisi disparitas ini terlihat lebih mengkhawatirkan jika kita
membandingkan data antar provinsi. Sebuah studi secara analitik
sistematis yang merupakan hasil kolaborasi antara jaringan peneliti
dan pembuat kebijakan dari lembaga pemerintah dan institusi
akademik di Indonesia, termasuk Kementerian Perencanaan
Pembangunan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik
yang dilaporkan oleh Septiono (2013) menunjukkan adanya perbedaan
harapan hidup yang sangat lebar, dengan kesenjangan sebesar 10,2
tahun yaitu antara 75,4 tahun di Bali dengan 65,2 tahun di Papua.
Perbedaan yang lebih ekstrim malahan ditunjukkan oleh data harapan
hidup perempuan, yaitu dengan disparitas sebesar 13,7 tahun antara
Kalimantan Utara (77,7 tahun) dan Maluku Utara (64,0 tahun).
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Dimensi Kesenjangan

Disparitas kesehatan di Indonesia bermanifestasi dalam
berbagai dimensi yang saling berkaitan. Kesenjangan ini tidak hanya
terlihat dari perbedaan geografis antara daerah urban dan rural, tetapi
juga mencakup ketimpangan berdasarkan status sosial-ekonomi dan
jenis layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

Pada dimensi geografis, disparitas akses layanan kesehatan
ditunjukkan antara daerah urban dan rural di Indonesia. Sebuah studi
ekstensif dengan melibatkan sampel representatif nasional serta
lintas-bagian (Laksono, Soedirham & Wulandari, 2022) menunjukkan
bahwa seseorang yang tinggal di daerah urban memiliki peluang 1,493
kali lebih tinggi untuk menggunakan layanan outpatient rumah sakit
dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah rural, dan 1,075
kali lebih tinggi untuk layanan inpatient. Sementara untuk kombinasi
layanan outpatient dan inpatient, kesenjangannya mencapai 1,208 kali
lebih tinggi. Hasil studi ini mungkin mencerminkan kondisi faktual di
Indonesia, terutama di daerah berpenduduk jarang seperti Papua, yang
memiliki sedikit rumah sakit sakit sehingga masyarakat harus
menempuh puluhan kilometer untuk mengakses fasilitas kesehatan
ini. Kondisi ini bahkan lebih buruk lagi untuk daerah-daerah yang sulit
seperti perbukitan dan pegunungan.

Mirip dengan kesenjangan geografis, pola disparitas ini juga
ditunjukkan oleh utilisasi rumah sakit, dengan daerah Papua secara
konsisten menjadi daerah dengan akses kesehatan terendah di
Indonesia. Data Indonesian Basic Health Survey 2018 mengungkapkan
bahwa responden di Sumatra, Jawa-Bali, dan Nusa Tenggara secara
berturut-turut memiliki peluang lebih tinggi sebesar 1,079, 1,075, dan
1,106 kali dibandingkan dengan responden di Papua (Laksono, ,
Rohmah, Rukmini & Wulandari, 2023).

Disparitas dalam akses layanan kesehatan juga terlihat pada
bidang sosial-ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil studi Indonesia
Family Life Survey (IFLS), yang merupakan studi lintas bidang yang
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melibatkan 42.083 partisipan dewasa dari 13 provinsi yang mewakili
83% populasi Indonesia menggunakan Relative Index of Inequality (RII)
sebagai ukuran besaran ketimpangan (Kunst, Kringos & Mulyanto,
2019). Hasil analisis menunjukkan ketimpangan yang bervariasi
berdasarkan jenis layanan: ketimpangan pendidikan yang kecil
ditemukan untuk primary care utilization (Rl 1,13), namun
ketimpangan yang lebih besar teridentifikasi untuk outpatient
secondary care (RIl 10,35) dan inpatient care (RIl 2,78) (Kringos, Kunst
& Mulyanto, 2019).

Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah adanya ketimpangan
besar pada layanan preventive care, khususnya untuk pengecekan
gula darah (RIl 30,31) dan ECG (electrocardiography) (RIl 30,90).
Ketimpangan ini sebagian besar disebabkan oleh batasan geografis,
yaitu lokasi fasilitas secondary care dan spesialis yang berada di
daerah urban sehingga menimbulkan biaya tak-langsung yang cukup
besar bagi masyarakat kurang mampu berupa biaya perjalanan dan
opportunity cost untuk mengakses fasilitas, meskipun mereka
mendapatkan tanggungan biaya medis melalui program asuransi
kesehatan nasional (Kringos, Kunst & Mulyanto, 2019).

Tantangan Struktural dan Sistemik

Akar permasalahan disparitas kesehatan di Indonesia terletak
pada tantangan struktural dan sistemik yang mendalam. Mulai dari
distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, keterbatasan
infrastruktur teknologi informasi, hingga implementasi program
jaminan kesehatan universal yang belum optimal, semuanya
berkontribusi pada melebarnya kesenjangan yang ada.

Distribusi tenaga kesehatan spesialis di Indonesia menunjukkan
ketimpangan yang ekstrem dan mencerminkan konsentrasi sumber
daya yang tidak merata. Data menunjukkan bahwa 80% spesialis
medis terpusat di koridor Jawa-Bali, sementara daerah lain, khususnya
Indonesia bagian timur, mengalami kekurangan tenaga spesialis yang
akut. Laporan International Labour Organization (ILO) tahun 2015
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mengungkapkan bahwa 56% populasirural global tidak memiliki akses
terhadap layanan kesehatan penting, hampir tiga kali lipat
dibandingkan populasi urban (22%). Sementara, hanya 23% tenaga
kesehatan bertugas di sistem kesehatan rural meskipun hampir
setengah populasi global tinggal di daerah tersebut.

Analisis disparitas sistem informasi kesehatan berdasarkan
Health Facilities Research 2019 yang mencakup 9.831 Community
Health Centers menunjukkan performa terbaik yang ditunjukkan oleh
daerah Jawa-Bali dan diikuti oleh Sumatera; sebaliknya, Papua dan
Papua Barat memiliki kurang dari 60% untuk semua jenis program
penyimpanan data (Nugraheni, Putri & Sanjaya, 2023). Ketersediaan
fasilitas kesehatan terburuk berada di provinsi dengan hasil kesehatan
yang buruk, menciptakan tantangan yang berat bagi sumber daya
pemerintah yang terbatas untuk mempersempit disparitas besar antar
provinsi.

Meskipun implementasi Universal Health Coverage melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) sejak 2014
telah mencakup lebih dari 75% populasi Indonesia, disparitas dalam
akses dan kualitas layanan kesehatan masih tetap bertahan. Terlepas
dari adanya indikasi perkembangan pada status kesehatan
keseluruhan, disparitas antara provinsi dengan performa tertinggi dan
terendah justru semakin lebar sejak 1990, dengan distribusi sumber
daya yang tidak merata dan tingkat utilisasi fasilitas kesehatan yang
rendah. Sementara fasilitas kesehatan publik telah berubah dari pro-
rich menjadi pro-poor, fasilitas kesehatan privat masih memberikan
keuntungan bagi masyarakat berpenghasilan tinggi yang sebagian
besar terfokus di daerah urban (Johar et al., 2018).

Digital divide dalam sistem informasi kesehatan Indonesia
mencerminkan disparitas geografis yang lebih luas dan memperparah
tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan yang merata.
Meskipun sudah ada format perekaman dan pelaporan untuk pusat
kesehatan dalam sistem informasi standar, berbagai aplikasi
kesehatan masih perlu memenuhi kebutuhan setiap program.
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Kemampuan entri data di pusat kesehatan masyarakat bervariasi
tergantung pada jumlah karyawan, kemampuan sumber daya
manusia, perangkat elektronik, dan dukungan organisasi seperti
jaringan Internet yang tersedia. Namun pada akhirnya, kondisi yang
menyebabkan disparitas antar wilayah dan provinsi pada akhirnya
mempengaruhi sistem informasi kesehatan.

Meskipun dalam kurun waktu dekade terakhir (2010-2021)
populasi orang lanjut usia di Indonesia mengalami peningkatan
sebesar 10,82% pada tahun 2021, minat para lansia untuk mencari
pengobatan di fasilitas kesehatan justru menurun. Analisis
komprehensif untuk layanan telemedicine geriatric di Kota Padang,
Sumatera Barat, menggunakan pendekatan Human-Organization-
Technology Fit dan Sociotechnical System mengidentifikasi sepuluh
dimensi kunci untuk layanan telemedicine geriatrik yang mencakup
aspek teknologi, infrastruktur, alur kerja, dan keuangan (Syahlani et al.,
2024).

Kompleksitas dan persistensi masalah disparitas kesehatan di
Indonesia menuntut pendekatan solusi yang inovatif dan
komprehensif. Era digital saat ini menawarkan peluang besar untuk
memanfaatkan berbagai macam teknologi seperti computer vision dan
artificial intelligence (Al) sebagai instrumen strategis dalam
menjembatani kesenjangan layanan kesehatan antar wilayah.

Kondisi disparitas yang kompleks dan multidimensi ini
menunjukkan kebutuhan mendesak untuk solusi inovatif yang dapat
mengatasi  tantangan berganda secara simultan. Proses
pengembangan kemampuan untuk memantau kesenjangan kesehatan
diIndonesia telah dilakukan selama 20 bulan. Proses ini menghasilkan
berbagai produk, termasuk laporan nasional tentang kesenjangan
kesehatan dan beberapa publikasi. Namun, masih diperlukan sistem
pemantauan yang lebih canggih untuk mengolah data yang lebih
terperinci dari berbagai kelompok masyarakat (Hosseinpoor, Nambiar
& Schlotheuber, 2018). Indonesia menghadapi masalah ganda
penyakit menular dan tidak menular yang bervariasi antar provinsi.
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Kesenjangan kesehatan antara provinsi terbaik dan terburuk terus
melebar sejak 1990.

Era kontemporer ditandai dengan banyaknya informasi visual
dalam dunia digital. Hal ini membuka peluang untuk menggunakan
teknologi penglihatan komputer dan kecerdasan buatan sebagai cara
strategis mengatasi kesenjangan layanan kesehatan di Indonesia.
Berbagai masalah penting saling berkaitan dan menunjukkan bahwa
solusi teknologi terpadu sangat dibutuhkan. Masalah-masalah seperti
kesenjangan geografis dengan perbedaan harapan hidup 10,2 tahun
antar daerah, 80% dokter spesialis yang terpusat di Jawa-Bali,
kesenjangan sosial ekonomi yang sangat tinggi dalam layanan
kesehatan pencegahan, kesenjangan digital dengan kemampuan
teknologi di bawah 60% di Papua dan Papua Barat, serta jumlah lansia
yang terus bertambah, menunjukkan bahwa telemedicine yang
didukung teknologi-teknologi terkini dalam bidang computer vision/Al
menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi.

Telemedicine sebagai Solusi Strategis

Telemedicine pada masa kini berkembang sebagai salah satu
solusi strategis dan inovatif untuk mengurangi disparitas geografis
dalam akses layanan kesehatan. Perjalanan perkembangannya
menunjukkan lintasan sejarah yang panjang, seiring evolusi teknologi
komunikasi yang terus bertransformasi. Sejak masa awal peradaban,
manusia telah berusaha saling berbagi informasi terkait kesehatan,
misalnya melalui hieroglif atau gulungan kuno yang mencatat peristiwa
wabah dan epidemi. Beberapa komunitas juga memanfaatkan sinyal
asap sebagai sarana peringatan dini bagi pemukiman terdekat
terhadap potensi penyebaran penyakit (Gajarawala & Pelkowski,
2021). Memasuki abad ke-19, penemuan telepon dan mesin tik
mengubah pola komunikasi antara pasien dan tenaga medis,
sementara telegraf dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi
mengenai korban dan mengkoordinasikan bantuan medis,
sebagaimana tercatat pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat.
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Perkembangan telemedicine modern mulai terlihat pada dekade
1950-an, didorong oleh kemunculan teknologi televisi. Pada 1959,
Nebraska Psychiatric Institute mulai memanfaatkan teknologi video
conferencing untuk layanan telepsychiatry (Gajarawala & Pelkowski,
2021). National Aeronautics and Space Administration (NASA) juga
berperan signifikan dalam memajukan konsep telemedicine modern.
Salah satu penerapan awal di Amerika Serikat dilakukan oleh NASA
pada awal 1960-an untuk memantau kondisi kesehatan astronot
selama penerbangan melalui dukungan tim medis dalam misi Project
Mercury (Kichloo et al., 2020). Dalam praktiknya, NASA menunjuk
seorang medical monitor yang bertanggung jawab mendalami riwayat
kesehatan astronot sekaligus meneliti dampak lingkungan luar
angkasa terhadap tubuh manusia. Oleh karena itu, perkembangan
telemedicine modern tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi
komunikasi dan riset antariksa yang mendorong transformasi layanan
kesehatan hingga saat ini.

World Health Organization (WHQO) mendefinisikan telemedicine
sebagai pemberian layanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga
profesional melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
(Alabdulkarim et al., 2023). Definisi yang lebih luas mendeskripsikan
telemedicine sebagai pemberian layanan medis maupun layanan
kesehatan secara umum dari jarak jauh, yang meliputi pemantauan,
diagnosis, konsultasi, diskusi kasus, pengajaran, hingga prosedur
bedah jarak jauh (Liu et al.,, 2022). Selain itu, telemedicine juga
mencakup pemberian layanan klinis secara real-time maupun
asynchronous antara pasien dan dokter, atau antar sesama dokter,
ketika kedua pihak berada di lokasi yang berbeda dengan
memanfaatkan berbagai bentuk teknologi informasi dan komunikasi
(Reed et al., 2022).

Dalam skala global, perkembangan telemedicine telah
mengalami akselerasiyang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Mahar et al. (2018) mencatat bahwa pada 2016 sekitar 61% institusi
kesehatan di Amerika Serikat dan 40% hingga 50% rumah sakit telah
menerapkan layanan telemedicine. Antara 2012 hingga 2013, pasar
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telemedicine tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 60%, dengan
estimasi sekitar 7 juta pasien di Amerika Serikat memanfaatkan
layanan ini dalam satu tahun. Analisis bibliometrik yang dilakukan Li et
al. (2024) terhadap literatur telemedicine dari 2001 hingga 2022 juga
menunjukkan peningkatan signifikan publikasi akademik di bidang ini
dalam satu dekade terakhir, dengan mayoritas penelitian dilakukan
oleh institusi di negara-negara berpendapatan tinggi.

Kemajuan teknologi menjadi salah satu pendorong utama
adopsi telemedicine dengan berbagai modalitas yang semakin
canggih. Saat ini, telemedicine mencakup beragam aplikasi spesialis,
di antaranya teleradiology untuk interpretasi citra medis jarak jauh,
teleelectrocardiography untuk pemantauan kondisi jantung,
teleultrasonography untuk pemeriksaan ultrasound jarak jauh, serta
teleconsultation klinis untuk konsultasi interaktif antara pasien dan
tenaga medis (Alabdulkarim et al.,, 2023). Penerapan electronic
intensive care units (e-ICUs) juga telah meningkatkan kapasitas
pemantauan pasien secara simultan, sehingga pada kondisi dengan
lonjakan pasien rawat inap, sistem e-ICU dapat membantu dokter
dalam mengelola beban kerja secara lebih efisien (Kichloo et al., 2020).

Perkembangan Telemedicine di Indonesia

Perkembangan telemedicine di Indonesia menunjukkan
kemajuan yang signifikan dan mencerminkan komitmen pemerintah
untuk mengatasi tantangan disparitas geografis. Pemerintah Indonesia
telah mengenali potensi telemedicine sejak awal, ditandai dengan
peluncuran platform nasional bernama Temenin oleh Kementerian
Kesehatan pada 2017. Temenin berfungsi sebagai platform
telemedicine nasional dengan berbagai fitur komprehensif, seperti
teleradiology untuk interpretasi citra medis jarak jauh, tele-EKG untuk
pemantauan kondisi jantung, tele-USG untuk pemeriksaan
ultrasonography jarak jauh, serta teleconsultation untuk konsultasi
interaktif. Selain itu, platform ini didukung kolaborasi strategis dengan
sekitar 200 rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas)
di seluruh Indonesia (lvanocalzha et al., 2023).
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Kerangka regulasi telemedicine di Indonesia mulai dibangun
dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Sukoco et al.,
2020). Kebijakan ini dihadirkan sebagai upaya untuk menjamin hak
masyarakat dalam memperoleh akses layanan kesehatan jarak jauh,
terutama bagi pasien kasus non-darurat yang menghadapi
keterbatasan akses ke rumah sakit rujukan, khususnya di wilayah
terpencil.

Selaininisiatif pemerintah, sektor swasta juga memainkan peran
penting dalam membangun ekosistem telemedicine yang dinamis di
Indonesia. Salah satu contohnya adalah HaloDoc, aplikasi
telemedicine yang mengalami pertumbuhan pesat, khususnya pada
masa pandemi. HaloDoc yang diluncurkan pada 2016 di Jakarta oleh
Jonathan Sudharta, berkembang menjadi salah satu platform
kesehatan terkemuka diIndonesia. Hingga 2018, total pendanaan yang
diperoleh mencapai sekitar USD 13 juta atau setara Rp170 miliar,
dengan dukungan investor seperti Gojek, Blibli, Clermont, dan NSI
Ventures (lvanocalzha et al., 2023). Saat ini, layanan telemedicine di
Indonesia tersedia melalui situs web maupun aplikasi mobile, dengan
sedikitnya 17 platform yang telah bermitra dengan Kementerian
Kesehatan, membentuk ekosistem layanan kesehatan digital yang
terintegrasi.

Pandemi COVID-19 menjadi unprecedented catalyst bagi
percepatan adopsi telemedicine secara global, termasuk di Indonesia.
Sebelum pandemi, pemanfaatan telemedicine di Indonesia terbilang
terbatas dan belum sepenuhnya menjadi praktik umum. Namun, pada
masa pandemi, pelonggaran regulasi dan peningkatan paritas
pembayaran mendorong lonjakan penggunaan layanan telemedicine
yang bersifat exponential (Reed et al., 2022). Di Indonesia, pergeseran
dari konsultasi tatap muka ke layanan daring memicu peningkatan
penggunaan aplikasi telemedicine hingga 600%, termasuk aplikasi
yang dikembangkan oleh start-up kesehatan digital maupun rumah
sakit. Hingga 6 April 2020, tercatat sekitar 15 juta orang mengakses
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aplikasi telemedicine untuk memperoleh informasi terkait
coronavirus, menggambarkan tingkat adopsi yang luar biasa dalam
waktu singkat (Handayani et al., 2022).

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah
Indonesia menerbitkan berbagairegulasi untuk mendukung penerapan
telemedicine secara lebih luas. Salah satunya adalah Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4829/2021 tentang
Pedoman Pelayanan Kesehatan melalui Telemedicine selama
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Rahayu et al., 2024). Kebijakan ini
melengkapi regulasi sebelumnya yang dikeluarkan pada 2020, yang
memberikan kewenangan bagi dokter untuk melaksanakan praktik
telemedicine di rumah sakit tempat mereka bertugas selama masa
pandemi.

Selain kebijakan dan infrastruktur, perilaku pengguna juga
menjadi faktor penting dalam kesuksesan adopsi telemedicine.
Penelitian Handayani et al. (2022) terhadap 534 responden di
Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang mengenal atau pernah
menggunakan aplikasi teleconsultation rumah sakit menunjukkan
bahwa dimensi perilaku dan teknologi berpengaruh signifikan terhadap
intensi perilaku untuk memanfaatkan layanan telemedicine. Faktor-
faktor seperti contamination avoidance, keselamatan, keandalan,
profesionalisme, perceived ease of use, perceived usefulness, serta
kualitas informasi terbukti memiliki dampak positif terhadap niat
menggunakan aplikasi telemedicine rumah sakit.

Manfaat, Tantangan, dan Sustainability Telemedicine

Telemedicine memberikan berbagai manfaat komprehensifyang
terbukti secara empiris dapat meningkatkan akses pasien terhadap
layanan medis sekaligus menurunkan beban biaya kesehatan. Ketika
menggunakan telemedicine sebagai alternatif konsultasi tatap muka,
pasien umumnya mengalami pengurangan waktu tunggu, eliminasi
atau penurunan kebutuhan perjalanan, penghematan biaya
transportasi, serta efisiensi dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan
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(Alabdulkarim et al., 2023). Selain itu, telemedicine memungkinkan
penyedia layanan kesehatan untuk menjangkau populasi yang tinggal
di komunitas terisolasi, termasuk individu dengan keterbatasan fisik
atau perkembangan, lansia, pasien di lembaga pemasyarakatan,
hingga kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil secara
geografis maupun budaya.

Namun demikian, situasi pasca-pandemi menimbulkan
tantangan keberlangsungan telemedicine yang tidak dapat diabaikan.
Kristianti et al. (2024) mencatat bahwa penggunaan telemedicine di
Indonesia meningkat hingga 600% selama pandemi COVID-19 pada
2020. Akan tetapi, pasca-pandemi, tingkat pemanfaatannya menurun
drastis, dengan hanya sekitar 5% pengguna yang tetap menggunakan
layanan ini. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh berkurangnya
perhatian masyarakat terhadap layanan daring, sehingga banyak orang
kembali memilih kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan.

Meskipun telemedicine diakui sebagai salah satu solusi yang
menjanjikan untuk mengurangi kesenjangan layanan kesehatan,
implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan terkait
kualitas yang dapat memengaruhi akurasi diagnosis serta efektivitas
pengobatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proporsi citra
medis yang dikirim melalui platform telemedicine sering kali tidak
memenuhi standar kualitas minimum untuk mendukung diagnosis
yang tepat (Vodrahalli et al., 2020; Jalaboi et al., 2022). Degradasi
kualitas gambar berisiko menurunkan akurasi diagnosis hingga 35%,
sementara sebagian besar konsultasi daring—hingga 60%—sering kali
memerlukan pengiriman ulang citra akibat kualitas transmisi yang
tidak memadai (Vodrahalli et al., 2020). Lathan et al. (2022) juga
mencatat bahwa sensitivitas diagnosis luka pasca operasi melalui
gambar jarak jauh hanya sekitar 64%, lebih rendah dibandingkan
pemeriksaan tatap muka yang dapat mencapai 88%. Selain itu, variasi
kecepatan bandwidth di berbagai wilayah, yang berkisar antara 25
hingga 2000 kbps, turut mempersulit transmisi citra medis beresolusi
tinggi yang sangat diperlukan dalam konteks klinis (Lee et al., 2003).
Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa tantangan teknis masih
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menjadi hambatan penting yang perlu diatasi agar telemedicine dapat
berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Anandari et al. (2024) mengidentifikasi sejumlah faktor
pendukung telemedicine di Indonesia, seperti peningkatan akses,
kenyamanan layanan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
serta optimalisasi perawatan melalui teknologi mobile. Meski
demikian, berbagai hambatan masih dihadapi, antara lain distribusi
layanan kesehatan dan tenaga medis yang belum merata, literasi
digital yang rendah, kualitas jaringan yang tidak stabil, serta tantangan
terkait perlindungan privasi dan keamanan data pasien. Keterbatasan
dalam melakukan pemeriksaan secara fisik juga membatasi ruang
lingkup diagnosis dan pengobatan jarak jauh.

Selain isu kualitas, aspek kepercayaan dan persepsi pengguna
menjadi faktor penting. Rahayu et al. (2024) mencatat bahwa
mayoritas pengguna telemedicine (61%) mengkhawatirkan risiko
misdiagnosis, sedangkan 52,9% lainnya menyuarakan kekhawatiran
terkait keamanan dan kerahasiaan data pasien. Survei yang dilakukan
di Indonesia pada September 2023 juga menunjukkan bahwa 23%
responden memandang tarif layanan yang relatif tinggi sebagai salah
satu kelemahan utama, menandakan bahwa affordability masih
menjadi perhatian krusial.

Guna menjawab tantangan kompleks tersebut, diperlukan
penelitian lanjutan mengenai persepsi masyarakat terhadap
telemedicine, pengembangan teknologi yang semakin canggih, serta
inovasi untuk menyediakan sumber daya listrik dan koneksi internet
berbiaya rendah guna mendukung akses layanan kesehatan digital. Di
samping itu, rekomendasi kebijakan konseptual perlu dikembangkan
melalui analisis situasi yang matang dan melibatkan kerja sama lintas
pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan Indonesia,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengawas Obat dan
Makanan, serta asosiasi kesehatan terkait, guna membangun
ekosistem telemedicine yang berkelanjutan dan efektif.
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Komunikasi Visual dalam Telemedicine

Dalam praktik telemedicine, komunikasi visual melalui citra dan
video medis merupakan komponen krusial yang berpengaruh langsung
terhadap keberhasilan diagnosis maupun penatalaksanaan pasien.
Cisco Visual Networking Index (VNI) memproyeksikan bahwa lalu lintas
IP global akan mencapai 4,8 zettabyte per tahun, dengan proporsi lalu
lintas video IP diperkirakan meningkat hingga 82% dari total lalu lintas
internet (Webster, 2017). Proyeksi ini menunjukkan betapa besarnya
intensitas pertukaran data visual dalam aktivitas komunikasi digital,
termasuk pada aplikasi di bidang kesehatan.

Kualitas gambar dalam layanan telemedicine sangat
menentukan akurasi diagnosis jarak jauh. Boissin et al. (2016) melalui
penilaian kualitatif terhadap pakar medis pada praktik image-based
teleconsultation berbasis smartphone dan tablet menemukan bahwa
mutu citra menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan
diagnosis. Sejalan dengan temuan tersebut, Poleshchenko et al. (2023)
menekankan pentingnya standarisasi kualitas citra pada praktik
diagnostic radiology guna menjamin ketepatan diagnosis.

Di sisi teknologi, sistem computer vision dapat mendukung
tenaga kesehatan dengan menganalisis citra medis melalui algoritma
yang mampu mendeteksi pola secara lebih presisi dibandingkan
observasi konvensional. Computer vision sendiri merupakan bidang
interdisipliner yang memadukan prinsip matematika, ilmu komputer,
dan rekayasa untuk mengembangkan sistem yang dapat memahami
serta menginterpretasikan informasi visual (Szeliski, 2010).

Pada implementasinya, teknologi computer vision bekerja
dengan meniru mekanisme kompleks sistem visual biologis, melalui
tahapan akuisisi citra, preprocessing, ekstraksi fitur, interpretasi
tingkat tinggi, hingga pengambilan keputusan. Ketersediaan
framework open-source seperti TensorFlow, PyTorch, dan OpenCV
turut mendemokratisasi pengembangan aplikasi computer vision,
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sehingga semakin mempermudah penerapannya pada layanan
telemedicine.

Meskipun demikian, tantangan mendasar dalam komunikasi
visual telemedicine adalah memastikan bahwa citra medis yang
ditransmisikan memiliki kualitas yang memadai untuk mendukung
diagnhosis yang akurat. Faktor-faktor seperti pencahayaan yang tidak
ideal, keterbatasan bandwidth, perbedaan kemampuan perangkat,
serta gangguan (noise) selama transmisi dapat menurunkan mutu citra
secara signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan teknologi
image enhancement atau peningkatan citra yang andal guna menjamin
kualitas visual optimal dalam praktik telemedicine.

Image Enhancement
Konsep Dasar dan Metode Tradisional Image Enhancement

Image enhancement atau peningkatan gambar merupakan
proses fundamental dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas visual gambar sesuai dengan kebutuhan
spesifik, dengan evolusi yang luar biasa dari pendekatan matematika
klasik di era 60-an hingga sistem kecerdasan buatan (artificial
intelligence) yang canggih saat ini. Dalam konteks telemedicine, image
enhancement menjadi sangat penting karena kualitas gambar secara
langsung mempengaruhi akurasi diagnosis dan efektivitas layanan
medis jarak jauh. Pemrosesan citra didefinisikan sebagai proses
pengolahan dan analisis digital terhadap representasi visual untuk
ekstraksi informasi yang bernilai bagi sistem persepsi manusia
(Gonzalez & Woods, 2018), yang memfasilitasi manipulasi, perbaikan,
analisis, dan interpretasi gambar untuk pencapaian tujuan spesifik.

Algoritma image enhancement tradisional telah menjadi standar
dalam pengolahan citra medis selama beberapa dekade, dengan
berbagai teknik yang telah terbukti secara empiris mampu
meningkatkan kualitas visual sebagaimana dilihat oleh mata manusia
(human visual system, HVS). Sebagai contoh, histogram equalization
(Gonzalez & Woods, 2018) merupakan salah satu teknik dasar yang
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paling banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar yang
memiliki masalah kontras rendah, seperti citra medis yang diambil
dalam kondisi pencahayaan yang kurang optimal. Histogram
equalization bekerja dengan memperbaiki kontras gambar melalui
pendistribusian ulang intensitas piksel gambar untuk mencapai
distribusi histogram yang lebih merata. Secara matematis, histogram
equalization dapat direpresentasikan sebagai transformasi fungsi:

s=T(M=@L-1) f " o w)dw
0

dengan s adalah intensitas output, r adalah intensitas input, L
adalah jumlah semua tingkatan intensitas piksel yang mungkin, dan
p_r(w) merupakan probability density function dari gambar input
(Patel et al., 2013). Patel et al. (2013) melakukan studi komparatif
komprehensif yang menunjukkan bahwa teknik histogram equalization
dapat secara signifikan meningkatkan kecerahan dan kontras gambar
medis, meskipun dengan keterbatasan dalam retensi detail halus dan
potensi munculnya artefak pada daerah gambar tertentu.
Keterbatasan teknik histogram equalization yang bersifat global pada
gambar ini dijawab dengan adanya teknik serupa yang bersifat lokal
dan adaptif, seperti Adaptive Histogram Equalization (AHE) dan
Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) yang
menggunakan clipping limit untuk mencegah amplifikasi berlebihan
pada noise dalam wilayah seragam (Zuiderveld, 1994).

Metode peningkatan gambar lainnya meliputi penggunaan
berbagai macam filter. Di bidang computer vision dan pengolahan
citra, filter merujuk pada kernel operasi konvolusi dua dimensi pada
gambar. Operasi konvolusi antara gambar dengan kernel filter memiliki
sifat operasi matematis yang mirip dengan mencari korelasi antara
bagian kecil gambar (patch) dengan kernel filter dan menghasilkan
keluaran berupa nilai piksel gambar yang merupakan kombinasi linear
nilai-nilai piksel gambar input menggunakan nilai kernel filter sebagai
koefisiennya.
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Teknik filtering konvensional mencakup berbagai pendekatan
yang canggih untuk pengurangan noise dan enhancement. Gaussian
filter, dengan kernel yang didefinisikan secara matematis sebagai
G(x,y) = (1/2rt02)e"(-(x2+y2)/202), efektif untuk mengurangi noise
frekuensi tinggi sambil tetap mempertahankan informasi edge atau
tepian objek yang penting untuk diagnosis medis. Median filter, yang
menggantikan setiap piksel dengan nilai median dari piksel-piksel
tetangga, sangat efektif untuk menghilangkan impulse noise atau salt-
and-pepper noise yang sering terjadi dalam sistem pencitraan medis.
Kedua jenis filter ini meskipun cukup efektif dalam mengurangi noise
pada gambar, sering kali berdampak negatif pada intensitas tepian
objek, mengakibatkan penurunan ketajaman gambar. Ini terjadi karena
pada dasarnya kedua filter ini bekerja dengan cara ‘memperhalus’
bagian gambar yang terkontaminasi noise, namun sayangnya ini juga
bisa jadi mengubah nilai intensitas piksel bagian gambar yang penting
seperti tepian objek (edge).

Berbeda dengan teknik filter konvensional seperti Gaussian dan
median filter, bilateral filter merepresentasikan kemajuan signifikan
dalam operasi pemfilteran gambar sambil tetap mempertahankan
tingkat ketajaman gambar (edge-preserving smoothing).

Konsep bilateral filter pertama kali diperkenalkan oleh Tomasi &
Manduchi (1998), dan prinsipnya adalah penggabungan dua jenis
Gaussian filter yang memiliki tugas berbeda; yang pertama
bertanggung jawab untuk mengurangi noise secara spasial, sementara
filter kedua melakukan tugasnya dengan memperhitungkan sifat
keragaman nilai intensitas piksel yang berdekatan, untuk menghindari
reduksi berlebihan terhadap intensitas piksel yang menjadi bagian
gambar yang penting (seperti tepian objek). Operasi peningkatan
gambar dengan menggunakan bilateral filter dinyatakan dalam sebuah
persamaan yang memberikan nilai keluaran piksel hasil di lokasi x
sebagai berikut:
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1
() =7 1) - fullw = 21) < £(1 ) = 1))

p Xi€EN

dengan faktor normalisasi yang bertujuan agar hasil
penjumlahan di atas terkalibrasi:

Wo= > fulb—xD) - I — 1D

XiEN
dan:

e [(x) adalah intensitas piksel pada posisi x.
e [;-(x) adalah intensitas piksel hasil bilateral filtering di posisi x.

e () adalah jendela filter di sekitar piksel pusat, misalnya dengan
ukuran (2k + 1) X (2k + 1) piksel

e [, adalah spatial kernel berupa fungsi Gaussian yang
menggunakan parameter lokasi dan jarak piksel x; dengan piksel
pusat x.

e [, adalah range kernel berupa fungsi Gaussian yang menimbang
kesamaan nilai intensitas piksel.

Penggunaan bilateral filter memungkinkan proses smoothing
yang selektif, yaitu mengurangi noise dalam wilayah seragam sambil
tetap mempertahankan detail edge atau tepian objek penting yang
kritis untuk interpretasi medis.

Selain bilateral filter, penggunaan kombinasi filtering ganda juga
dapat memberikan peningkatan kualitas gambar yang cukup
signifikan, khususnya pada gambar dengan tingkat noise tinggi yang
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kerap muncul dalam praktik telemedicine dalam lingkungan yang
memiliki keterbatasan bandwidth dan gangguan transmisi.
Pendekatan cascaded filtering, yakni penerapan berurutan beberapa
filter, memungkinkan penanganan berbagai bentuk degradasi secara
simultan, asalkan urutan proses dan parameter filtering diatur secara
optimal.

Selain itu, algoritma-algoritma lainnya untuk peningkatan citra,
seperti unsharp masking dan Laplacian filtering (Gonzalez & Woods,
2018; Jalaly et al., 2020; Kostilek & St’astny, 2012; Marcel & Millan,
2007; McDonnell, 1981), juga telah terbukti efektif dalam
meningkatkan ketajaman edge serta memperjelas detail pada gambar
medis. Metode unsharp masking bekerja dengan mengurangi versi
citra yang dihaluskan dari citra aslinya, berdasarkan karakteristik
gambar dan kebutuhan aplikasi. Selain itu, Chen, Wang, & Qiu (2019)
memperkenalkan Hausdorff derivative Laplacian operator yang
menunjukkan kinerja superior dalam penajaman gambar dibandingkan
metode konvensional, dengan fondasi matematika yang kuat dan
efisiensi komputasi yang lebih baik.

Deep Learning dan Convolutional Neural Networks dalam
Peningkatan Gambar

Konsep Convolutional Neural Networks (CNN) pertama kali
berhasil diterapkan secara praktis untuk pengenalan pola dokumen
oleh LeCun et al. (1998) dan sejak itu berkembang menjadi salah satu
fondasi utama dalam berbagai terobosan deep learning modern
(Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016; LeCun, Bengio, & Hinton,
2015). Terobosan ini telah merevolusi metode peningkatan kualitas
gambar dengan memanfaatkan kemampuan model untuk
mengekstraksi dan mempelajari pola non-linear yang kompleks, yang
sering kali tidak dapat diungkap oleh teknik filtering tradisional. Dalam
praktiknya, metode peningkatan citra generasi terbaru menempatkan
CNN sebagai komponen inti berkat arsitektur hierarkinya yang
dirancang secara optimal untuk menangkap fitur spasial serta konteks
lokal secara mendetail. Keunggulan ini menjadikan CNN sangat
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relevan untuk peningkatan kualitas gambar medis, yang biasanya
memiliki detail visual yang presisi yang kerap kali menjadi penentu
akurasi diagnosis dan pengambilan keputusan klinis.

Secara umum, arsitektur CNN terdiri dari beberapa lapisan
dengan fungsi spesifik: convolutional layers berperan untuk
mengekstraksi fitur visual, pooling layers berfungsi mereduksi dimensi
data sambil mempertahankan informasi penting, dan fully connected
layers digunakan untuk penalaran tingkat tinggi atau klasifikasi.
Arsitektur umum ini bisa dilihat ilustrasinya pada Gambar 1 di bawah
ini. Operasi konvolusi yang menjadi inti CNN dapat direpresentasikan
secara matematis sebagai berikut:

CGi,j) = (I * K)(i,j) = Z Z I +m,j +m)K(m,n)

Di sini € adalah hasil konvolusi, I adalah gambar masukan, dan
K merupakan kernel atau filter yang bobotnya dapat dipelajari. Tidak
sepertifilter tetap pada teknik tradisional, CNN mampu menyesuaikan
bobot filter secara dinamis melalui proses pelatihan backpropagation,
sehingga model dapat dioptimalkan sesuai dengan karakteristik tugas
dan dataset tertentu.

convolution pooling dense
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ense
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pooling

—
oL — o —

J 6@14x14
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$2 feature map 16@5x5

2Bx28 image 6@28x28 16@10x10
fi
C1 feature map C3 feature map > Teature map

120 - F5 full

F-Forl
L=eT

Gambar 1. Arsitektur umum CNN yang dikenal sebagai LeNet (LeCun
etal., 1988)
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Dari arsitektur dasar CNN seperti ini lahirlah berbagai macam
varian arsitektur lain yang lebih kompleks. Misalnya, U-Net
(Ronneberger et al., 2015), pada Gambar 2, yang memiliki struktur
encoder-decoder simetris dan skip connections untuk memfasilitasi
preservasi detail resolusi tinggi, telah menunjukkan kinerja luar biasa
dalam peningkatan kualitas citra medis. Begitu pula halnya dengan
arsitektur ResNet (Residual Networks), pada Gambar 3, yang diajukan
oleh He et al. (2016) yang memperkenalkan konsep revolusioner dari
pembelajaran residual: H(x) = F(x) + x, dengan F(x) adalah fungsi
residual yang dipelajari oleh jaringan. Pendekatan ini mengatasi
masalah vanishing gradient dan memungkinkan pelatihan jaringan
yang sangat dalam untuk kinerja yang lebih baik dalam tugas image
enhancement yang kompleks. Sementara itu Li et al (2022)
memperkenalkan arsitektur CNN berdasarkan encoder-decoder
dengan skip connections menggunakan mekanisme attention dan
pemrosesan multi-skala untuk mengatasi permasalahan kondisi
pencahayaan yang kurang, sehingga metode peningkatan kualitas
gambarnya mampu menjaga keseimbangan antara tingkat kecerahan
dan preservasi detail. Desain arsitektur ini juga dilengkapi dengan
modul adaptasi luminansi yang menyesuaikan parameter
pencahayaan secara otomatis sehingga informasi penting pada
gambar untuk tujuan diagnostik tetap terjaga.

Dengan kemampuan menjaga detail resolusi tinggi pada saat
meningkatkan kualitas gambar seperti ini, maka metode berbasis CNN
atau deep learning seperti yang sudah dipaparkan di atas sangat
mungkin untuk diterapkan pada praktik telemedicine di daerah-daerah
terpencil di Indonesia. Misalnya, kita bisa menggunakan metode-
metode peningkatan kualitas gambar berbasis CNN/deep learning
tersebut pada saat pengambilan gambar dalam kondisi pencahayaan
yang kurang mendukung karena keterbatasan infrastruktur. Atau, kita
bisa juga menggunakan metode-metode tersebut untuk menjaga
kualitas gambar pada saat dikirimkan melalui jaringan atau Internet
dalam kondisi keterbatasan akses bandwidth seperti halnya yang
sangat mungkin terjadi di daerah-daerah terpencil.
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Gambar 2. Arsitektur U-Net dengan resolusi terendah pada 32 x 32
piksel, dengan komponen kotak biru menggambarkan multi-channel feature
map. Jumlah channel diberikan di atas box, sementara ukuran gambar/map
diberikan di sisi kiri masing-masing box. Ilustrasi dan penjelasan diambil dari

Ronneberger et al. (2015)
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Gambar 3. Blok dasar dari residual network pada ResNet
(He et al., 2016).
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Generative Adversarial Networks

Loncatan berikutnya dalam perkembangan teknik perbaikan
kualitas gambar berbasis CNN adalah penggunaan arsitektur
Generative Adversarial Networks (GAN) yang dicetuskan oleh

Goodfellow, |. et al. (2014). Arsitektur ini dianggap cukup
revolusioner paradigmatik dalam bidang computer vision dan image
enhancement karena kemampuannya untuk menghasilkan atau
meningkatkan kualitas gambar dengan tingkat realisme yang tinggi dan
kualitas persepsi yang superior. Arsitektur GAN terdiri dari dua neural
networks yang berkompetisi dalam zero-sum game (Goodfellow, I. et
al, 2014; Creswell et al.,, 2018): 1) generator G yang berusaha
menghasilkan gambar yang realistis untuk "menipu" discriminator, dan
2) discriminator D yang berusaha membedakan antara gambar asli dan
gambar yang dihasilkan. Dengan arsitektur ganda seperti ini, GAN
menawarkan pendekatan yang lebih canggih dan adaptif dalam
peningkatan kualitas gambar medis untuk aplikasi telemedicine.
Ilustrasi arsitektur dasar konsep GAN yang diadaptasi dari Goodfellow,
I. etal. (2014) diberikan pada Gambar 4.
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Gambar 4. Arsitektur konsep dasar Generative Adversarial Networks

(GAN) yang dicetuskan oleh Goodfellow, I. et al. (2014). Gambar diambil dari
KoraVenu, S., & Ravula, S. (2020).
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Dalam konteks image enhancement, GAN dapat dilatih untuk
mempelajari pemetaan kompleks dari gambar berkualitas rendah ke
gambar berkualitas tinggi melalui proses pelatihan adversarial.
Sebagai contoh, Super-Resolution GAN (SRGAN) adalah salah satu
contoh arsitektur GAN yang paling sukses dalam meningkatkan
resolusi gambar dengan menghasilkan detail frekuensi tinggi yang
realistis dan meyakinkan secara perseptif (Ledig et al., 2017). Salah
satu problem mendasar dalam citra super-resolution adalah terjadinya
degradasi detail gambar setelah gambar ditingkatkan resolusinya
karena proses interpolasi piksel gambar pada resolusi tinggi yang
kurang sempurna. Metode berbasis SRGAN bisa mengatasi problem ini
karena SRGAN menggunakan kombinasi dari adversarial loss dan
perceptual loss yang berdasarkan fitur yang diekstrak dari jaringan
neural network VGG (Simonyan & Zisserman, 2015) yang telah dilatih
sebelumnya, sehingga menghasilkan gambar yang tidak hanya
memiliki resolusi lebih tinggi tetapi juga kualitas persepsi yang lebih
baik karena detail pada gambar yang terlihat lebih realistik.

Enhanced Deep Super-Resolution (EDSR) dan Residual Dense
Network (RDN) telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam
single image super-resolution dengan desain arsitektur yang inovatif.
EDSR (Lim et al., 2017) menghilangkan lapisan batch normalization
yang tidak perlu dan menggunakan residual scaling untuk stabilitas
pelatihan yang lebih baik, sementara RDN (Zhang et al.,, 2018)
memperkenalkan konsep dari residual dense blocks yang
memfasilitasi penggunaan ulang fitur dan aliran gradien yang lebih
baik. Zhang et al. (2018) memperkenalkan Residual Dense Networks
yang dapat mengekstrak fitur hierarki dengan sangat efektif,
menghasilkan kualitas rekonstruksi yang superior untuk aplikasi medis
dengan detail anatomi halus yang tetap terjaga.

Selanjutnya, Pix2Pix dan CycleGAN telah membuka
kemungkinan revolusioner untuk image-to-image translation yang
dapat digunakan untuk adaptasi domain dalam citra medis. Pix2Pix
(Isola et al., 2017) menggunakan data pelatihan berpasangan untuk
mempelajari pemetaan dari gambar input ke gambar output dengan
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kerangka conditional GAN. Sementara itu, CycleGAN memperluas
konsep ini untuk data yang tidak berpasangan menggunakan kerangka
cycle consistency loss; dengan cara seperti ini, metode CycleGAN
memungkinkan translasi antara domain yang berbeda tanpa
memerlukan contoh berpasangan (Zhu et al., 2017).

Kedua pendekatan di atas, terutama kerangka CycleGAN,
memungkinkan konversi antara modalitas pencitraan yang berbeda
atau enhancement dari satu domain ke domain lainnya tanpa
memerlukan data pelatihan berpasangan, yang sangat berharga dalam
aplikasi medis pada kondisi yang tidak memungkinkan diperolehnya
gambar medis berkualitas tinggi/rendah yang berpasangan.
Contohnya adalah ketika kita melakukan konversi citra CT scan dengan
dosis rendah ke citra berkualitas tinggi, peningkatan gambar
ultrasound untuk mendapatkan visualisasi yang lebih baik, ataupun
standardisasi gambar dari pembuat dan protokol akuisisi yang
berbeda.

Teknik Enhancement Modern

Penggunaan Convolutional Neural Networks (CNN) telah
menjadi pondasi utama dalam berbagai aplikasi pengolahan citra
digital, mulai dari klasifikasi hingga segmentasi. Untuk tugas-tugas
generatif seperti image synthesis, image-to-image translation, atau
super-resolution, pendekatan deep learning berbasis pembelajaran
adversarial melalui kerangka Generative Adversarial Networks (GAN)
memanfaatkan CNN sebagai komponen inti, baik pada generator
maupun discriminator.

Kombinasi CNN dengan skema adversarial secara luas diakui
sebagai salah satu pendekatan state-of-the-art untuk menghasilkan
citra sintetis dengan tingkat realisme tinggi yang sulit dicapai metode
konvensional. Namun demikian, untuk tugas diskriminatif seperti
klasifikasi citra, deteksi objek, atau ekstraksi fitur, berbagai arsitektur
CNN murni — termasuk ResNet, DenseNet, VGG, dan EfficientNet —
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masih mendominasi performa terkini tanpa harus bergantung pada
mekanisme adversarial.

Dengan demikian, GAN dapat dipandang sebagai kerangka
generatif yang memaksimalkan potensi CNN melalui kompetisi antara
generator dan discriminator. Kerangka ini telah menjadi standar
penting di bidang sintesis citra realistis, meski bukan satu-satunya
representasi dari keseluruhan kemajuan arsitektur CNN modern.

Perkembangan CNN dan GAN juga telah membuka peluang
inovasi dalam teknik peningkatan kualitas citra. Salah satunya adalah
penerapan attention mechanism dalam jaringan saraf, sebagaimana
ditunjukkan oleh Wang et al. (2022) melalui metode multi-level image
brightness enhancement dengan mekanisme perhatian adaptif.
Arsitektur yang mereka usulkan mencakup jaringan dekomposisi untuk
memisahkan konten dan iluminasi, modul reference-guided
enhancement yang menyesuaikan proses peningkatan sesuai
karakteristik target, serta jaringan fusi yang mengintegrasikan
informasi dari berbagai tingkat pencahayaan. Pendekatan ini
memungkinkan model untuk secara selektif menyoroti area penting,
sehingga detail diagnostik tetap terjaga meski kondisi pencahayaan
tidak ideal.

Selain itu, strategi optimasi berbasis metaheuristik seperti
Cuckoo Search (Maurya et al.,, 2022) telah diterapkan untuk
meningkatkan proses image fusion, terutama pada penggabungan
data medis multi-modal. Dengan mengintegrasikan algoritma Cuckoo
Search ke dalam kerangka CNN atau GAN, bobot fusi dapat
disesuaikan secara adaptif guna memaksimalkan preservasi informasi
spasial dan spektral dari berbagai sumber citra. Pendekatan ini
mengadopsi perilaku biologis burung cuckoo dalam berkembang biak
menggunakan strategi egg laying dan Levy flight random walks untuk
menemukan parameter optimal di ruang pencarian multi-dimensiyang
kompleks.
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Mekanisme perhatian dalam jaringan peningkatan citra modern
memungkinkan model fokus pada area dan fitur relevan, sehingga
kualitas enhancement dan efisiensi komputasi meningkat. Modul self-
attention dapat mengidentifikasi bagian gambar yang perlu diperjelas
dan area yang harus dilestarikan, menghasilkan proses peningkatan
yang lebih adaptif. Channel attention dan spatial attention bekerja
saling melengkapi, memberikan panduan komprehensif bagi operasi
image enhancement. Kombinasi teknik optimasi metaheuristik,
pembelajaran adversarial, dan modul perhatian adaptif menjadikan
pendekatan ini relevan untuk mendukung diagnosis berbasis citra
dengan kualitas visual yang optimal.

Terakhir, perkembangan arsitektur berbasis transformer untuk
peningkatan kualitas citra menunjukkan hasil yang menjanjikan
(Dosovitskiy et al., 2021; Khan et al., 2021). Vision Transformers (ViTs)
yang diadaptasi untuk tugas image enhancement memproses citra
sebagai urutan potongan (patches), memungkinkan model menangkap
dependensi jarak jauh dan konteks global dengan lebih baik — aspek
yang krusial untuk aplikasi medis yang memerlukan detail spasial yang
presisi.

Image Quality Assessment (IQA)

Pada masa era digital saat ini, pertukaran citra medis lintas jarak
menjadi suatu hal yang umum dilakukan sehingga kemampuan untuk
mengevaluasi kualitas visual gambar secara objektif menjadi semakin
krusial. Dalam konteks telemedicine, penilaian kualitas gambar (Image
Quality Assessment, IQA) menjadi hal yang sangat penting untuk bisa
memastikan sejauh mana informasi visual dapat diandalkan dalam
mendukung proses diagnosis dan pengambilan keputusan Kklinis.
Dengan cara seperti ini, maka kendala geografis karena beragamnya
kondisi daerah terpencil yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan
akses layanan kesehatan bisa dimitigasi.
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Secara umum, metrik IQA tradisional seperti Peak Signal-to-
Noise Ratio (PSNR) (Hore & Ziou, 2010) dan Structural Similarity Index
(SSIM) (Wang et al., 2004), masih banyak digunakan untuk menilai
kualitas hasil pemrosesan gambar. PSNR, meski populer karena
kemudahan komputasinya, seringkali menunjukkan hasil yang
berkorelasi rendah terhadap persepsi visual manusia karena sifat
metriknya yang hanya menilai perbedaan intensitas piksel. SSIM, di
lain pihak, menawarkan pendekatan yang lebih relevan dengan
persepsi manusia karena mempertimbangkan faktor-faktor seperti
luminansi, kontras, dan struktur dalam perhitungan metrik
kualitasnya. Seiring berkembangnya teknologi, metrik persepsi
modern seperti Learned Perceptual Image Patch Similarity (LPIPS)
(Zhang et al.,, 2018) mulai menunjukkan keberadaannya. LPIPS
memanfaatkan fitur mendalam (deep features) dari model
pembelajaran mendalam (deep learning) untuk menilai kemiripan
persepsi antara gambar asli dan gambar hasil rekonstruksi atau
peningkatan.

Model pengukuran kualitas berbasis Al seperti LPIPS
menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengemulasi persepsi
visual manusia untuk penilaian kualitas gambar. Model ini dapat dilatih
menggunakan dataset komprehensif yang mengandung gambar
dengan berbagai tipe distorsi dan skor kualitas subjektif yang sesuai.
Dengan menggunakan pendekatan deep learning seperti ini, maka
model IQA yang dibentuk akan bersifat lebih robust terhadap berbagai
tipe distorsi and kondisi penglihatan. Integrasi dengan teknik transfer
learning memungkinkan model berbasis Al ini untuk dapat digunakan
pada berbagai domain yang berbeda. Hal ini sangat relevan dengan
pengaplikasiannya pada domain telemedicine yang bisa melibatkan
penggunaan gambar medis dari berbagai modalitas dan kondisi
akuisisi gambar yang sangat beragam.

Berdasarkan ketersediaan referensi yang menjadi rujukan dalam
proses penilaian kualitas gambar olahan, IQA dapat diklasifikasikan
menjadi tiga kelompok utama: metode Full-Reference (FR), No-
Reference (NR), dan Reduced-Reference (RR), sebagaimana dijelaskan
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oleh Wang & Bovik (2006). Metode FR memerlukan gambar acuan utuh
dengan ukuran atau resolusi yang sama dengan gambar
olahan/rekonstruksi, sementara NR tidak memerlukan gambar
pembanding sama sekali. Di antara kedua ekstrem ini, metode RR
dapat memanfaatkan informasi parsial dari gambar asli sebagai
rujukan yang tereduksi dalam proses penilaian, dengan ukuran
informasi parsialyang jauh lebih kecil daripada ukuran gambar aslinya.

Penerapan IQA tentunya tidak hanya terbatas pada pengukuran
gambar medis. Di berbagai domain lain — seperti sistem keamanan
visual dan perangkat mobile — algoritma IQA bisa dimanfaatkan untuk
membantu meningkatkan kualitas citra secara otomatis. Dalam
sistem keamanan, misalnya, kualitas gambar dari kamera
pengawasan menentukan kemampuan identifikasi wajah atau
aktivitas mencurigakan. Dalam aplikasi smartphone, algoritma IQA
memfasilitasi optimasi otomatis untuk produksi fotografi berkualitas
tinggi. Namun, di bidang kesehatan digital, IQA memegang peranan
krusial karena kualitas citra X-ray, CT scan, atau MRI secara langsung
dapat mempengaruhi akurasi diagnosis yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki kondisi disparitas
geografis dan keterbatasan infrastruktur sehingga dapat
mempengaruhi kualitas gambar medis pada layanan telemedicine
akibat munculnya degradasi serta distorsi gambar yang tidak
diinginkan, penerapan IQA modern berpotensi mendukung
pendeteksian mutu gambar secara otomatis. Dengan demikian, citra
yang tidak layak pakai dapat teridentifikasi sejak awal, sehingga
akurasi diagnosis tetap terjaga meskipun dilakukan jarak jauh.

Kerangka AMIQAF-ITDS sebagai Solusi Integratif

Untuk mengatasi tantangan kompleks dalam implementasi
telemedicine di Indonesia, diperlukan suatu kerangka kerja yang
mampu mengintegrasikan algoritma peningkatan kualitas citra (image
enhancement) tingkat lanjut dengan tetap mempertimbangkan
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karakteristik infrastruktur serta kebutuhan spesifik di Indonesia.
Adaptive Medical Image Quality Assessment Framework for
Indonesian Telemedicine Deployment Systems (AMIQAF-ITDS)
merupakan kerangka kerja yang dirancang secara khusus untuk
menjawab tantangan khas yang dihadapi dalam penerapan
telemedicine di Indonesia. Secara ringkas, kerangka kerja ini diberikan
pada Gambar 5.

Kerangka kerja  AMIQAF-ITDS memadukan algoritma
peningkatan kualitas citra mutakhir dengan penyesuaian terhadap
kondisi infrastruktur dan kebutuhan pengguna. Komponen utamanya
meliputi: penilaian kualitas adaptif (adaptive quality assessment) yang
mampu menyesuaikan parameter evaluasi berdasarkan jenis citra
medis dan kondisi pengambilan gambar; algoritma peningkatan
kualitas secara real-time yang dioptimalkan untuk berbagai kondisi
bandwidth dan sumber daya komputasi; protokol standardisasi yang
menjamin konsistensi penilaian kualitas di berbagai perangkat dan
lokasi; serta mekanisme umpan balik (feedback mechanism) yang
memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan keluaran
diagnosis.
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Gambar 5. Konsep dasar kerangka AMIQAF-ITDS (Adaptive Medical Image
Quality Assessment Framework for Indonesian Telemedicine Deployment
Systems)

Framework ini mengadopsi pendekatan hibrida yang
menggabungkan metode peningkatan kualitas citra tradisional dengan
pendekatan mutakhir berbasis Generative Adversarial Network (GAN).
Pada kondisi dengan keterbatasan sumber daya komputasi, sistem
akan mengimplementasikan metode tradisional yang telah
dioptimalkan, sedangkan untuk kebutuhan yang menuntut kualitas
citra tertinggi, peningkatan berbasis GAN akan diterapkan. Pendekatan
adaptif ini menjadi sangat penting mengingat variasi kemampuan
infrastruktur yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
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Konvergensi berbagai isu krusial yang dapat diatasi melalui
penerapan AMIQAF-ITDS tampak sangat nyata. Pertama, adanya
disparitas geografis yang ekstrem—tercermin dari kesenjangan
harapan hidup hingga 10,2 tahun serta konsentrasi sekitar 80% tenaga
spesialis di koridor Jawa-Bali—menuntut solusi telemedicine yang
mampu menjangkau daerah terpencil secara efektif.

Kedua, tingginya kegagalan kualitas gambar medis, yang terjadi
pada sekitar 45% transmisi telemedicine dan berkontribusi pada
penurunan akurasi diagnosis hingga 35%, menegaskan urgensi
kehadiran sistem penilaian dan peningkatan kualitas citra (image
quality assessment and enhancement) yang cerdas dan adaptif.

Ketiga, ketimpangan sosial ekonomiyang signifikan dalam akses
layanan pencegahan (preventive care) menuntut adanya
democratisation layanan kesehatan melalui teknologi yang dapat
diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah (Kringos, & Kunst &
Mulyanto 2019).

Keempat, kesenjangan digital (digital divide) yang terlihat dari
variasi kecepatan bandwidth antara 25-2000 kbps menuntut
pengembangan sistem adaptif yang mampu beroperasi optimal pada
lingkungan dengan keterbatasan sumber daya (resource-constrained
environments).

Kelima, pertumbuhan populasi lansia (growing elderly
population) yang diiringi dengan penurunan tingkat pemanfaatan
fasilitas kesehatan menuntut solusi telemedicine yang ramah
pengguna (user-friendly) dan dirancang khusus untuk mendukung
perawatan geriatri (geriatric care).

Implementasi AMIQAF-ITDS di lapangan tentu tidak terlepas dari
berbagai tantangan, baik teknis maupun non-teknis. Dari sisi teknis,
variasi kemampuan perangkat (device capabilities) dan kondisi
jaringan (network conditions) di seluruh wilayah Indonesia menuntut
adanya algoritma adaptif yang mampu beroperasi secara optimal
dalam beragam situasi. Gulenko et al. (2022) menunjukkan bahwa
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algoritma berbasis deep learning dapat secara efektif mengurangi
electromagnetic interference noise pada pemrosesan citra endoskopi
fotoakustik, suatu temuan yang sangat relevan mengingat gangguan
elektromagnetik masih sering menjadi kendala dalam transmisi data
medis di Indonesia.

Dari sisi non-teknis, proses pelatihan dan adopsi oleh tenaga
kesehatan merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi.
Para profesional kesehatan perlu memahami secara mendalam
kemampuan sekaligus keterbatasan teknologi peningkatan kualitas
citra agar dapat menggunakannya secara tepat dalam proses
diagnostik. Oleh karena itu, implementasi yang berhasilmembutuhkan
program pelatihan yang komprehensif dan sistem pendukung (support
system) yang berkelanjutan.

Penutup

Disparitas kesehatan di Indonesia merupakan persoalan
multidimensional yang menuntut solusi teknologi yang inovatif,
terintegrasi, dan adaptif. Dengan kesenjangan harapan hidup yang
dapat mencapai 10,2 tahun antar provinsi, serta konsentrasi sekitar
80% tenaga medis spesialis yang masih terpusat di koridor Jawa-Bali,
implementasi telemedicine berbasis teknologi peningkatan kualitas
gambar (image enhancement) dan penilaian mutu citra (image quality
assessment) menjadi langkah strategis yang mendesak untuk
diwujudkan.

Kerangka AMIQAF-ITDS menawarkan pendekatan terintegrasi
yang memadukan metode konvensional dengan teknologi mutakhir
berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence). Kerangka ini
dirancang tidak hanya untuk menjawab tantangan teknis dalam
penerapan telemedicine, tetapi juga untuk mendukung tujuan yang
lebih luas, yakni mewujudkan kesetaraan layanan kesehatan dan
akses kesehatan universal bagi seluruh masyarakat Indonesia.
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Keberhasilan implementasi kerangka ini memerlukan kolaborasi
erat berbagai pemangku kepentingan. Lembaga akademik berperan
dalam riset dan inovasi, sektor industri mendukung implementasi
praktis dan skala produksi, pemerintah bertanggung jawab pada
penyusunan kebijakan dan regulasi, sementara masyarakat sipil
terlibat melalui pemberdayaan komunitas dan advokasi. Peningkatan
pendidikan dan literasi digital juga menjadi faktor kunci agar manfaat
teknologi ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:
pengembangan prototype AMIQAF-ITDS yang disertai uji coba (pilot
testing) di wilayah terpencil; penyusunan standar protokol mutu citra
untuk telemedicine di Indonesia; pelatihan komprehensif bagi tenaga
kesehatan; pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang
memadai; serta penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang
berkesinambungan untuk perbaikan berkelanjutan.

Masa depan telemedicine di Indonesia sangat bergantung pada
kemampuan untuk menggabungkan teknologi maju dengan
pendekatan praktis yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan
penerapanyang tepat, teknologi peningkatan kualitas gambar berbasis
Al berpotensi menjadi penggerak perubahan signifikan (game changer)
dalam menjawab tantangan disparitas layanan kesehatan, serta
mendukung terwujudnya akses layanan kesehatan universal yang
berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Rekayasa Pencegahan Pembentukan
Air Asam Tambang dan Beberapa Hal

yang Perlu Diperhatikan
M Candra Nugraha Deni

Pendahuluan

Industri pertambangan mineral dan batu bara tidak bisa
dipungkiri merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi
signifikan pada perekonomian bangsa Indonesia. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor ini mencapai Rp2.198
triliun atau 10,5 persen dari total PDB Indonesia yang sebesar
Rp20.892 triliun. Selain itu, berdasarkan data dari MODI ESDM,
penerimaan negara dari sektor ini adalah sebesar 142,88 triliun rupiah
pada tahun 2024, dan 172,13 triliun rupiah pada tahun 2023.

Terlepas dari keuntungan ekonomi tersebut, sebagai sebuah
industri ekstraktif, sudah sangat jelas pertambangan memiliki potensi
dampak negatif pada lingkungan hidup. Perubahan bentang alam
karena pembukaan lahan, penggalian, penimbunan batuan, dan
kegiatan pendukung lainnya selanjutnya memberikan dampak pada
pola aliran dan kualitas air permukaan dan air tanah; kondisi tanah,
flora, dan fauna; kualitas udara; dan lainnya. Selain itu, kegiatan
pertambangan juga akan menghasilkan limbah B3 dan/atau limbah
non-B3. Tidak saja pada masa tambang beroperasi, dampak pada
lingkungan akan tetap ada meskipun tambang sudah tidak beroperasi
atau pasca tambang, apabila tidak dilakukan pengelolaan lingkungan
yang baik dan benar sesuai dengan peraturan, syarat, kaidah,
panduan, dan petunjuk lainnya (Nugraha C, 2019).
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Salah satu masalah penting yang menjadi perhatian pada
setiap kegiatan pertambangan adalah mengenai pembentukan air
asam tambang (AAT). Air bersifat asam ini sebenarnya bisa juga terjadi
pada kegiatan lain selain pertambangan, seperti penggalian untuk
pembangunan fondasi bangunan, pembangunan jalan, dan
sebagainya. Namun karena jumlahnya yang relatif lebih besar terjadi di
tambang, maka air asam dari pertambangan menjadi lebih umum
dianggap sebagai masalah lingkungan.

AAT terbentuk karena teroksidasinya mineral sulfida yang
terkandung dalam batuan oleh oksigen di udara bebas dan air melalui
serangkaian reaksi kimia secara alami. Pada kegiatan penambangan di
mana terjadi pemberaian batuan penutup (overburden) atau batuan
sisa (waste rock) secara masif, potensi pembentukan AAT pada batuan
yang memiliki kandungan mineral sulfida tinggi akan semakin
meningkat. Air yang bersifat asam selanjutnya dapat meningkatkan
kelarutan logam yang terkandung pada batuan. Jika air asam ini timbul
atau mengalir di area reklamasi lahan bekas tambang, kandungan
logam yang ada dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman di area
tersebut.

Pembentukan AAT sulit untuk dihentikan dan dapat
berlangsung untuk jangka waktu yang sangat lama, bahkan dapat
melampaui umur tambang itu sendiri. Artinya, meskipun tambang
telah selesai beroperasi atau pasca tambang, pembentukan AAT
masih dapat terus berlangsung, seperti yang terjadi di area lberian
Pyrite Belt Spanyol (Nieto JM et al., 2007) atau di tambang batu bara di
Shanxi Cina (Wang Z et al., 2020).

AATyang keluar dari area pertambangan dan mengalir ke badan
air seperti sungai akan mengakibatkan pengasaman air sungai serta
pelarutan logam yang pada tingkat tertentu dapat mempengaruhi
kualitas air dan peruntukannya sebagai bahan baku air minum, sebagai
habitat biota air, sebagai sumber air untuk perkebunan, dsb.
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Permasalahan AAT sebenarnya telah lama menjadi subjek
penelitian dan penerapan hasil penelitiannya, baik oleh perusahaan,
peneliti, akademisi, dan juga pemerintah. Telah banyak publikasi
dalam bentuk buku, jurnal, maupun paparan secara verbal terkait topik
ini. Namun demikian, seiring dengan perkembangan pengetahuan,
ilmu, dan teknologi, tetap perlu dilakukan peningkatan pemahaman
dan penerapan praktik terbaik yang ditekankan pada upaya
pencegahan pembentukan AAT.

Tulisan ini membahas prinsip-prinsip penting dalam upaya
pencegahan pembentukan AAT dengan fokus pada tempat
penimbunan batuan (overburden/waste rock), termasuk upaya
pemanfaatan limbah dari kegiatan lain untuk pencegahan
pembentukan AAT.

Pembentuk Air Asam Tambang pada Partikel
dan Timbunan Batuan

Air asam tambang (AAT) atau dalam dunia pertambangan
dikenal sebagai acid mine drainage (AMD), acid rock drainage (ARD),
atau acid and metalliferous drainage (A&MD) adalah sebuah istilah
yang dipakai untuk menjelaskan tentang air rembesan dan/atau air
permukaan yang memiliki sifat asam dan umumnya mengandung
logam terlarut yang tinggi. Air tersebut keluar dari lokasi di mana
batuan yang mengandung mineral sulfida teroksidasi oleh air dan
oksigen. Artinya, lokasi pembentukan AAT dapat terjadi di area
penambangan (pit) tambang terbuka (surface mine) maupun tambang
bawah tanah  (underground mine), penimbunan batuan
penutup/batuan sisa (overburden/waste rock) termasuk area yang
telah direklamasi, penimbunan sementara bijih (ore stockpile),
penimbunan tailing/sisa hasil proses heap leach (spent ore), jalan
angkut (haul road) yang dibangun dengan menggunakan
overburden/waste rock, dan sebagainya.

167



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

Prinsip Reaksi Oksidasi Mineral Sulfida

Mineral sulfida yang umum ditemukan pada kegiatan
penambangan adalah Pyrite (FeS,). Selain itu, mineral lain yang
mengandung sulfida diantaranya adalah Chalcosite (Cu.,S), Covellite
(CuS), Chalcopyrite (CuFeS,), Galena (PbS), Sphalerite (ZnS),
Arsenopyrite (FeAsS), dan sebagainya. Oleh karena itu, parameter
penting yang menandakan adanya reaksi oksidasi adalah kandungan
sulfat (S0,*>) pada air yang membawa hasil oksidasi mineral
mengandung sulfida.

Reaksi oksidasi pyrite/pirit adalah seperti ditunjukkan oleh
reaksi kimia berikut:

FeS, ., +10,,, +H,0, — Fe*uy +2850," wp +2H ) 1]

Fe up +10,, + H w) ¢ Fe" un ++H,0,, [2]

Fe" wy +3H,0,, <> Fe(OH),  +3H ) [3]

FeS,  +14Fe uy +8H,0, — 15Fe” @ +250," wp +16H " up) [4]

FeS,, +%0,, +1H,0, — Fe(OH),_, +250, w) +4H ") (5]
Reaksi 1

Reaksi pertama adalah proses oksidasi pirit menjadi sulfat dan
ion ferrous (Fe*). Dari reaksi ini dihasilkan dua mol keasaman (H*) dari
setiap mol pirit yang teroksidasi. Oksigen dari atmosfer bertindak
sebagai oksidan, termasuk oksigen yang terlarut dalam air meskipun
jumlahnya terbatas. Selain itu, juga dihasilkan ion sulfat yang menjadi
salah satu indikator penting dari pembentukan AAT.
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Reaksi 2

Pada kondisi pH>4, ion ferrous (Fe?*) yang dihasilkan pada
reaksi (1) dapat mengalami oksidasi dan hidrolisa dan membentuk ion
ferric (Fe®).

Kondisi pH>4 ini dipengaruhi oleh kandungan dan jenis mineral
sulfida (sebagai pembentuk asam) dan karbonat (sebagai pembentuk
basa) pada batuan. Mineral sulfida yang memiliki reaktifitas tinggi
adalah pirit (FeS,) dalam bentuk framboidal, yaitu bentuk struktur luar
yang bulat atau sub-bulat, terdiri dari banyak kristal berukuran mikro
yang sering kali sama ukurannya (Butler IA dan Ricka D, 2000).
Sedangkan mineral karbonat yang memiliki respon cepat terhadap
kondisiasam dan dapat menjaga atau menaikan nilai pH adalah calcite
(CaCOQOs), dolomite (CaMg(COs),), magnesite (MgCO;), aragonite
(CaCOs-dengan struktur kristal, berbeda dengan calcite), dan brucite
(Mg(OH),). Reaksi karbonat umumnya terjadi lebih cepat pada kondisi
airasam dibandingkan dengan air netral, terutama karena lebih banyak
ion hidrogen (H+) yang bereaksi dengan ion karbonat (COs*) untuk
membentuk ion bikarbonat (HCOj3) (Nordstrom DK, 2017). Pelarutan
mineral karbonat melepaskan kalsium, magnesium, mangan, besi,
dan kation lain yang hadir sebagai substitusi larutan padat atau
sebagai pengotor, dan meningkatkan alkalinitas air (Blowes DW et all.,
2003). Alkalinitas yang tinggi juga akan membantu mengontrol
pertumbuhan bakteri yang bekerja mempercepat reaksi oksidasi.
Selain mineral karbonat, mineral lain seperti gibbsite, ferrihydite, dan
alumnino silicates juga dapat berperan menciptakan kondisi pH>4
namun dengan kemampuannya yang lebih rendah. Rentang pengaruh
mineral untuk menjaga nilai pH adalah seperti ditunjukkan pada
Gambar 1. Pada kondisi pH>4, reaksi [2] tidak akan terjadi dan akan
menghentikan reaksi [4], atau dengan kata lain, pembentukan AAT
hanya berlangsung sesaat atau tidak terjadi sama-sekali karena
adanya reaksi penetralan.
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Secara total, keberadaan mineral sulfida dan mineral karbonat
pada batuan akan menentukan klasifikasi batuan tersebut, yang
umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Non Acid Forming (NAF) atau
tidak memiliki potensi pembentuk asam, dan Potentially Acid Forming
(PAF) atau memiliki potensi pembentuk asam (Amira International,
2002).

Reacrions w Staces | anp ||
FeS, + 7/,0, + H,0 = Fe?' 4250, + 2H' m
Fe?* +1/,0; + H'ss Fed* +1/,H,0 131
Fe?* +1/,0,45/,H,0 = Fe(OH), + 2H* (L]

et
.
pH Plateaus Resulting From Minerals
\ Buffering at Various pH Values
74 \ R

e.g., gibbsite,
5 STAGE |
P es.,
P T T T T TSP, S, ferrihydrite
4
StaGe Il \ \L/ /
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Gambar 1. Pengaruh mineral alkali pada nilai pH lingkungan
pembentukan air asam tambang (Sumber: Dold, 2017)

Penetapan klasifikasi tersebut dilakukan melalui pengujian
laboratorium yang dikenal dengan uji geokimia statik. Ada beberapa
pengujian yang umum digunakan untuk menentukan klasifikasi potensi
pembentukan asam dari batuan. Selain mengacu pada standar dari
Amira International (2002), salah satu standar acuan yang bisa
digunakan adalah SNI 6597.2021 tentang Uji Karakteristik Batuan
Untuk Penentuan Potensi Pembentukan Air Asam Tambang. Beberapa
penjelasan tambahan terkait prosedur pengujian tersebut adalah
sebagai berikut:

e Pengujian dilakukan terhadap sampel dengan ukuran <75 pm atau
lolos saringan ukuran 200 mesh.
e Pada pengujian pH pasta atau paste pH, perbandingan sampel
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batuan dan air adalah 1 : 2. Penggunaan air (H,O) dimaksudkan
untuk mengetahui potensi pembentukan AAT dibawah kondisi
alami/natural, yang hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil uji
NAG test yang menggunakan hidrogen peroksida (H.0,). Prinsip
dari uji NAG test adalah ‘oksidasi yang dipercepat’ dengan
menggunakan oksigen tambahan yang berasal dari H,0..

Nett acid producing potential (NAPP) dihitung sebagai hasil
pengurangan nilai maximum potential acidity (MPA) oleh nilai acid
neutralizing capacity (ANC), (NAPP=MPA - ANC), dalam satuan kg
H,SO./ton batuan.

Perhitungan nilai MPA berdasarkan kandungan sulfur, dan sulfur
pada batuan dapat berbentuk sebagai mineral sulfur-sulfida
(misalnya pyrite, chalcopyrite, dll.), mineral sulfate (misalnya
gypsum — CaSO0,, jarosite - KFe3(SO4)2(0OH)s, dll.), sulfur organik
(misalnya kerogen). Sulfur-sulfida adalah sulfur yang berkorelasi
langsung dengan pembentukan AAT, sehingga perlu diketahui
kandungannya agar perhitungan potensi AAT bisa lebih tepat. Jika
kandungan sulfur-sulfida tidak bisa didapatkan (karena
memerlukan alat uji yang lebih kompleks), dapat digunakan nilai
Total Sulfur (Total S) yang berasal dari pengujian dengan X-Ray
Fluoresence (XRF), metode LECO, atau metode Eschka (SNI 13-
3481-1994). Perhitungan dengan nilai Total Sulfur tentunya dapat
menghasilkan nilai MPA yang lebih tinggi dibandingkan dengan
sulfur-sulfida karena nilai Total Sulfur berasal dari keseluruhan
kandungan sulfur, bukan hanya sulfur-sulfida. Namun demikian,
untuk kehati-hatian, perhitungan potensi pembentukan asam
dengan lebih nilai besar akan lebih baik.

Nilai MPA (dalam satuan kg H.SO,/ton batuan) dihitung dengan
rumus perhitungan 30,6 x kandungan sulfur (dalam satuan %). Nilai
30,6 berasal dari perhitungan stoikiometri reaksi FeS,
menghasilkan H,SO,, di mana 1 mol sulfur (32 gram) akan
menghasilkan 1 mol H,SO, (98 gram). Artinya, 1 gram sulfur akan
menghasilkan 3,06 gram H,SO,, Sehingga untuk 1 ton batuan, jika
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mengandung 1% sulfur (yang berarti mengandung 10 kg sulfur) dan
akan menghasilkan 30,6 kg H,SO./ton batuan.

Pengujian ANC diawali dengan Fizz Rating Test, yaitu pengujian
untuk melihat/mengobservasi reaktivitas dari sampel terhadap
asam klorida (HCLl) yang ditambahkan. Semakin tinggi kandungan
penetral, semakin terlihat reaktivitasnya terhadap penambahan
asam. Pengujian ini dapat bersifat subjektif dengan hasil
pengamatan yang bisa berbeda untuk setiap orang. Oleh karena
itu, pengujian ini perlu pengalaman atau pengulangan untuk
menentukan hasilyang relatif akurat. Namun demikian, karena Fizz
Rating Test ini bertujuan untuk mengetahui acuan awal konsentrasi
dan volume HCLl yang akan digunakan pada pengujian ANC,
kesalahan pengamatan tidak bersifat mutlak karena kesalahan ini
tidak akan mempengaruhi perhitungan akhir nilai ANC. Nilai ANC
dihitung berdasarkan volume dan molaritas HCl dan NaOH yang
digunakan, sebagaimana dijelaskan pada prosedur yang tersedia.
Pada beberapa pengujian, hasil perhitungan akhir ANC dapat
bernilai negatif. Ini berarti bahwa sampel yang diuji bersifat
konsumtif terhadap basa yang ditambahkan, atau dengan kata lain
sampel tersebut bersifat asam. Keasaman ini telah
direpresentasikan oleh nilai MPA, sehingga dalam perhitungan
NAPP, nilai negatif ini dianggap 0 (nol) untuk menghindari
perhitungan ganda yang dapat menambah nilai NAPP.

Pada uji NAG test, kondisi eksotermis (mengeluarkan panas) sering
kali teridentifikasi secara nyata/langsung melalui peningkatan
temperatur atau terjadinya pergolakan larutan setelah
penambahan larutan H,O, pada sampel batuan. Kondisi ini terjadi
apabila sampel batuan mengandung pirit reaktif.

Pada kondisi sampel yang sangat reaktif, jumlah H,O, yang
ditambahkan pada pengujian tidak cukup untuk mengoksidasi
seluruh mineral sulfida yang ada, sehingga perlu dilakukan
pengujian lanjutan terhadap sampel yang sama. Pengujian ini
dikenal dengan sequential NAG test, di mana H,0, ditambahkan
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kembali pada padatan yang sama dari hasil uji sebelumnya,
setelah dilakukan penyaringan atau pemisahan dari cairannya.

e Nilai akhir pH dari NAG test berasal dari hasil reaksi penetralan
yang terjadi secara bersamaan dengan pembentukan asam,
sehingga nilai NAG pH dapat langsung digunakan sebagai cara
untuk klasifikasi jenis batuan. Pada umumnya, jika nilai pH larutan
uji (NAG pH) = 4,5, sampel diklasifikasikan sebagai NAF dan jika
NAG pH < 4,5 sampel diklasifikasikan sebagai PAF.

e Klasifikasi lebih komprehensif dilakukan dengan menggunakan
nilai dari NAPP dan NAG test, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.
Apabila nilai NAG pH = 4,5 dan NAPP<0, maka sampel
diklasifikasikan sebagai NAF dan apabila nilai NAG pH<4,5 dan
NAPP>0, sampel diklasifikasikan sebagai PAF. lJika terdapat
sampel yang berada pada area ‘uncertain’, maka investigasi lebih
lanjut harus dilakukan, diantaranya melalui analisa hasil uiji
mineralogi XRD (X-Ray Diffraction) dan/atau XRF (X-Ray
Fluoresence).

Selain pengujian dan penetapan klasifikasi seperti tersebut
diatas, pada prakteknya perusahaan dapat menetapkan pengujian dan
klasifikasi lain. Sebagai contoh adalah dengan menggunakan nilai
Rinse pH (sejenis dengan uji Paste pH namun menggunakan sampel
dengan ukuran <2 mm atau lolos saringan ukuran 10 mesh),
kandungan sulfur-sulfida (SxS), kandungan mineral karbonat, dan
sebagainya. Hal ini tentunya dapat dilakukan setelah melakukan kajian
dan menetapkan target dari pencegahan atau pengurangan
pembentukan AAT.
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Gambar 2. Klasifikasi jenis NAF dan PAF berdasarkan nilai NAG
pH dan NAPP

Reaksi 3

Pada kondisi dimana pH lingkungan reaksi diatas 4 (pH>4), Fe**
bereaksi dengan air dan mengendap sebagai ferric hydroxide -
Fe(OH)s;. Endapan ini memiliki warna merah kecoklatan (dikenal
dengan istilah “yellow-boy”) dan sering terlihat di lokasi reaksi atau
pada saluran yang menerima aliran air hasil reaksi, seperti ditunjukkan
pada Gambar 3.
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Gambar 3. Penampakan ferric hydroxide (yellow-boy) pada saluran
yang dilalui aliran air asam tambang (Sumber: im.mining.com)

- 2

Reaksi 4

Pada kondisi di mana pH<4, ion ferric Fe® dari reaksi [2]
mengoksidasi pirit. Reaksi oksidasi ini lebih cepat (2-3 Kkali)
dibandingkan dengan oksidasi dengan oksigen (reaksi 1), dan
menghasilkan keasaman yang lebih banyak per mol pirit. Namun reaksi
ini terbatas pada jumlah ion ferric yang tersedia, yang jumlahnya
ditentukan oleh kondisi pH.
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Reaksi 5
Reaksi [5] adalah total dari keseluruhan reaksi [1] sampai [4].

Berdasarkan rangkaian reaksi di atas, oksidasi pirit dimulai
dengan reaksi [1] yang hanya memerlukan sedikit oksigen. lJika
terdapat mineral penetral dan nilai pH menjadi pH>4, reaksi oksidasi
oleh Fe* tidak akan terjadi, dan H* yang dihasilkan dapat juga
dinetralkan. Kelarutan/kemampuan reaksi mineral karbonat akan
tinggi jika bereaksi dengan asam. Reaksi asam-basa dapat
menghasilkan garam CaSO, (gypsum) yang dapat mengendap dan
mengisi ruang kosong antar batuan, mengurangi luas permukaan
reaktif, dan sekaligus ‘menyelimuti’ mineral sulfida.

Sebaliknya, jika tidak terdapat mineral karbonat sehingga
pH<4, kelarutan Fe* semakin tinggi sehingga reaksi oksidasi pyrite
oleh Fe® akan terus berlanjut. Reaksi ini dapat dipercepat dengan
keberadaan bakteri seperti Acidithiobacillus ferrooxidans yang hidup
pada kondisi lingkungan yang asam.

Air asam hasil reaksi akan tinggal di tempat, kecuali ada aliran
air yang membawanya keluar dari lingkungan dimana reaksi tersebut
terjadi. Oleh karena itu, faktor lingkungan sekitar seperti curah hujan,
sistem penyaluran air permukaan, dan laju infiltrasi air akan
mempengaruhi proses pengaliran air asam keluar dari timbunan
sebagai lokasi reaksi oksidasi.

Faktor Pembentukan AAT pada Timbunan Batuan

Timbunan batuan merupakan satu kesatuan sistem yang dapat
dipandang berbeda dengan partikel batuan secara individu dalam hal
besaran potensi pembentukan AAT. Untuk volume batuan yang sama,
total luas permukaan reaktif batuan dalam bentuk partikel halus (fine
particle) akan lebih besar dibanding dengan partikel kasar (coarse
particle), sehingga potensi pembentukan AAT partikel halus akan lebih
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besar dibandingkan dengan partikel kasar. Namun demikian, apabila
batuan tersebut ditempatkan dalam satu ruang tempat penimbunan,
ruang untuk partikel batuan yang halus akan lebih padat dibandingkan
dengan partikel kasar, karena ruang/pori antar partikel halus lebih kecil
dibanding partikel kasar. Kepadatan ini akan mempengaruhi total
volume ruang/pori yang dapat terisi oleh air dan/atau udara. Pada
kondisi di mana ruang ini terisi oleh air dan menjadi jenuh (saturated),
kemampuan oksigen masuk ke dalam timbunan akan rendah sehingga
oksidasi pembentukan AAT menjadi rendah. Sebaliknya, pada
timbunan partikel kasar, meskipun total volume ruang/pori antar
batuan lebih besar dibanding partikel halus, namun total luas
permukaan reaktif lebih kecil sehingga potensi oksidasi pembentukan
AAT juga menjadi rendah. Dengan demikian, oksidasi yang optimal
terjadi pada kondisi gabungan ketika ruang/pori antar partikel dan total
luas permukaan reaktif partikel berada pada kondisiyang optimal juga.
Ilustrasi dari kondisi tersebut di atas adalah seperti ditunjukkan pada
Gambar 4.
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Gambar 4. Pengaruh ukuran partikel pada kecepatan reaksi oksidasi
pembentukan AAT
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Selain faktor fisik di atas, pada kondisi terjadi penetralan asam
oleh basa, hidrolisis, atau pelindian mineral lain (chemical weathering)
pada timbunan, akan terbentuk garam atau mineral sekunder
(secondary mineral) yang dapat ‘menyelimuti’ permukaan partikel
batuan (micro-encapsulation) dan juga mengisi ruang/pori antar
partikel batuan pada timbunan tersebut.

Perubahan fisik dan kimia batuan sangat mungkin terjadi
dengan dukungan kondisiiklim di Indonesia. Dengan curah hujan 1.000
hingga 5.000 mm/tahun dan temperatur diatas 20 °C, pelapukan
secara kimia (chemical weathering) memegang peran penting (tingkat
moderate dan strong chemical weathering), seperti ditunjukkan pada
Gambar 5, yang selanjutnya dapat mempengaruhi struktur fisik dari
timbunan batuan. Proses yang terjadi pada pelapukan secara kimia
diantaranya adalah hidrolisis, pelarutan/desorpsi, oksidasi, dan
netralisasi. Pelarutan dan oksidasi sulfida serta pelarutan dan
netralisasi oleh karbonat menghasilkan perubahan mineralogi pada
timbunan batuan sepanjang waktu.

Studi yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2019
menyimpulkan bahwa kondisi basah dan kering pada timbunan batuan
PAF di pertambangan batu bara di Kalimantan Timur akibat pengaruh
hujan dan temperatur yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya
pelapukan batuan yang cepat dan mempengaruhi tingkat kepadatan
lapisan permukaan timbunan. Kondisi ini kemudian mempengaruhi
jumlah air dan oksigen yang masuk ke dalam timbunan, menyebabkan
reaksi oksidasi cenderung hanya terjadi di lapisan permukaan, dan,
teridentifikasi adanya mineral gypsum (CaSQO,) sebagai hasil dari reaksi
asam-basa. Hasil pengujian geokimia menunjukkan batuan masih
bersifat PAF setelah ditimbun selama 10 tahun (Nugraha et al., 2009).
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Gambar 5. Jenis pelapukan berdasarkan curah hujan dan temperatur
(Sumber: Peltier, 1950 dalam Smithson et al., 2002)

Untuk mengetahui secara lebih detail karakteristik batuan yang
dominan dan perilaku/kecenderungan laju pembentukan air asam
secara jangka panjang atau untuk mengetahui perlakuan yang optimal
untuk mencegah pembentukan AAT secara jangka panjang, uji
geokimia kinetik dilakukan dengan menggunakan kolom atau wadah
lainnya sesuai kebutuhan. Pengujian ini juga dilakukan untuk
memvalidasi hasil analisis dari uji statik.

Uji geokimia kinetik dilakukan di laboratorium dengan
menggunakan kolom dari keramik (buchner funnel), pipa akrilik, atau
sejenisnya, atau di lapangan dengan menggunakan drum plastik, IBC
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(industrial bulk container), pipa, atau wadah lainnya, seperti
ditunjukkan contohnya pada Gambar 6. Batuan uji ditempatkan pada
kolom tersebut, dan kondisi basah dan kering diterapkan terhadap
batuan pada kolom. Di laboratorium, kondisi basah-kering dilakukan
dengan penyiraman dan pemanasan secara bergantian. Beberapa
metode juga memberikan asupan oksigen pada kolom tersebut untuk
mengetahui laju konsumsi oksigen dalam proses oksidasi dan
pengaruhnya terhadap pembentukan air asam. Sedangkan untuk
pengujian di lapangan, kondisi basah dan kering terjadi secara alami
sesuai dengan kejadian hujan — panas saat pengujian.

Air yang keluar dari dasar kolom, sebagai air yang dipengaruhi
reaksi oksidasi material di atasnya, dikumpulkan untuk dianalisis
secara berkala. Pengukuran volume air juga dilakukan untuk
mengetahui laju infiltrasi air pada lapisan batuan. Untuk mendapatkan
hasil yang representatif, durasi pengujian lapangan meliputi 2 (dua)
musim yang berbeda atau sampai nilai kuantitas (volume) dan kualitas
air (nilai parameter pH dan logam) yang keluar dari kolom dalam
kondisi stabil atau konstan.

Bisa dikatakan bahwa uji kinetik adalah simulasi proses fisik
dan kimia yang terjadi pada timbunan, yang prosedurnya disesuaikan
untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, dalam jangka waktu
yang tidak terlalu lama. Rancangan kolom, ukuran batuan, komposisi
PAF, NAF atau material lain, teknik penempatan (per lapisan
batuan/layering atau campuran batuan/blending), perlakuan
pemadatan, dll., merupakan beberapa batasan pengujian yang sangat
penting untuk diperhatikan dan disesuaikan dengan tujuan pengujian.
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Gambar 6. Contoh uji kinetik dengan column test di
laboratorium (a) dan lapangan (b) (Sumber: koleksi pribadi)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka proses pembentukan
AAT pada skala partikel (mikro), pada timbunan (makro), dan proses
pelepasan AAT ke lingkungan dapat diilustrasikan seperti pada

Gambar 7.
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Gambar 7. Proses reaksi oksidasi di timbunan hingga pelepasan AAT
ke lingkungan (Sumber: GARDGuide Chapter 2)
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Rekayasa Pencegahan Pembentukan Air Asam

Seperti  dijelaskan  sebelumnya, upaya pencegahan
pembentukan AAT harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai
aspek yang terkait dengan reaksi partikel dan proses yang terjadi pada
timbunan. Dengan memahami konsep tersebut, pelaksanaan
rekayasa dapat dilakukan dengan lebih terstruktur sesuai dengan
tujuannya. Pencegahan pembentukan AAT merupakan upaya yang
paling optimal dengan banyak pilihan metode rekayasa yang akan
diterapkan dan biaya yang lebih dapat diperkirakan, dibandingkan
dengan upaya pengolahan AAT yang telah terbentuk.

Pencegahan pembentukan air asam adalah gabungan faktor
fisik dan geokimia (Hamanaka A et al., 2024). Berdasarkan prinsip-
prinsip reaksi kimia dan proses fisik dan kimia pada timbunan,
beberapa hal yang dapat dilakukan pada praktik pertambangan untuk
mencegah pembentukan air asam, berdasarkan urutan reaksi kimia
yang terjadi, adalah sebagai berikut:

Acuan Reaksi 1 - reaksi awal mineral sulfida dengan oksigen dan
udara

o Reaksi awal pembentukan air asam hanya memerlukan sedikit
oksigen, dan hal ini tidak bisa dihindari untuk terjadi pada awal
kegiatan pemindahan dan/atau penimbunan batuan. Oleh karena
itu, perlu ada antisipasi terhadap aliran air asam hasil oksidasi ke
lingkungan melalui saluran pengaliran dan pengolahan yang
memadai. Pengolahan air asam dapat dilakukan pada kolam-kolam
tambang atau unit IPAL secara khusus. Salah satu acuan yang dapat
digunakan adalah SNI 7742:2021 tentang Pengelolaan Air Asam
Tambang. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan metode lahan
basah buatan (wetland). Salah satu acuan pembentukan wetland
adalah PermenLHK No. 5 tahun 2022 tentang Pengolahan Air
Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Dengan
Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan. Perlu diingat bahwa
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tidak berlaku pendekatan “one size fits all”. Setiap tambang unik
dan memerlukan pertimbangan berbeda dalam menentukan
strategi pengelolaan air asam.

Pencegahan reaksi oksidasi lebih lanjut pada batuan di tempat
penimbunan dilakukan dengan menghindari penempatan PAF yang
dapat secara langsung kontak dengan oksigen dan/atau air. Hal ini
dilakukan dengan menempatkan PAF pada bagian bawah dari
tempat penimbunan. Praktik pelaksanaan kegiatan ini dapat
mengacu pada SNI diantaranya adalah SNI 7742:2021 tentang
Pengelolaan Air Asam Tambang, SNI 7082:2022 tentang Tata Cara
Penimbunan Batuan Penutup Untuk Pencegahan Pembentukan Air
Asam Tambang Pada Kegiatan Tambang Terbuka Batubara, dan SNI
9117:2022 tentang Tata Cara Penimbunan Batuan Penutup Untuk
Pencegahan Pembentukan Air Asam Tambang Pada Kegiatan
Tambang Terbuka Mineral Logam.

Pencegahan masuknya oksigen dan/atau air pada timbunan dapat
dilakukan melalui beberapa rekayasa dengan prinsip menjaga
kepadatan yang mempengaruhi kejenuhan/saturasi yang maksimal
dari lapisan timbunan. Konduktivitas hidrolik (kh) yang
dipersyaratkan untuk teknik ini adalah sebesar £10° meter/detik
atau menggunakan bahan sintetik yang kedap yang ditempatkan
menutupi material PAF. Nilai konduktivitas hidrolik yang rendah ini
juga mempengaruhi jumlah air yang masuk ke dalam timbunan
untuk melarutkan atau membawa air asam hasil reaksi oksidasi
keluar dari sistem timbunan. Pemadatan batuan atau material lain
sebagai lapisan penutup di timbunan dapat dilakukan dengan
menggunakan unit pemadat (compactor) seperti penggilas getar
(vibrating pad foot roller), penggilas getar kaki kambing (sheepfoot
vibrating roller compactor), atau dengan penggilas getar
berpermukaan halus (smooth drum vibrating roller compactor).
Untuk mengoptimalkan penutupan batuan PAF, penimbunan
secara bertingkat dari bawah ke atas akan lebih baik dibandingkan
dengan penimbunan langsung dari atas (free dump). Praktek ini
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akan menciptakan beberapa lapisan penutup yang dapat
menurunkan masuknya oksigen dan air pada timbunan.

Oksidasi mineral sulfida adalah reaksi eksotermik, artinya reaksi
yang menghasilkan panas, dan pada timbunan bisa mencapai
temperatur hampir 70 °C. Kenaikan temperatur ini menyebabkan
pergerakan udara bebas masuk ke timbunan, dikenal dengan istilah
konveksi oksigen (oxygen convection) yang jumlahnya lebih
signifikan dibandingkan dengan difusi oksigen. Difusi oksigen
adalah pergerakan oksigen yang disebabkan oleh menurunnya
konsentrasi oksigen pada timbunan tersebut karena digunakan
dalam proses oksidasi. Difusi umumnya terbatas pada permukaan
yang lebih dangkal dibanding dengan konveksi yang bisa lebih
dalam. Kedua mekanisme pergerakan udara ini sangat dipengaruhi
oleh reaktifitas dari material dan juga permeabilitas lapisan
timbunan.

Teknik lain adalah penempatan batuan di bawah permukaan air,
dikenal sebagai sistem penutupan basah (wet cover system). Pada
kedalaman air k. 4 meter dengan kondisi air yang tenang (tidak
terjadi pergolakan/turbulensi), difusi oksigen pada lapisan air tidak
terjadi. Wet cover system umumnya dilakukan pada penimbunan di
lubang bekas tambang yang pada lapisan atasnya dibiarkan
tergenang, dan pada akhirnya akan ditujukan sebagai void/kolam
bekas lubang tambang.

Acuan Reaksi 1 - membentuk kondisi pH>4

Pada kondisi awal, timbunan material belum stabil secara fisik

dan kimia sehingga reaksi oksidasi dan penetralan air asam (apabila
terdapat mineral karbonat) akan terjadi secara masif. Air asam masih
sangat mungkin terjadi dan dapat terbawa keluar dari timbunan.
Namun seiring dengan waktu, terjadi pelapukan fisik dan kimia,
termasuk habisnya mineral karbonat karena bereaksi dengan asam,

sehingga mempengaruhi proses oksidasi dan aliran air asam yang
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keluar dari timbunan. Keberadaan mineral karbonat akan sangat
penting pada proses awal ini, oleh karena itu penambahan mineral
karbonat seperti kapur pada batuan asam dapat membantu
menetralkan atau mempertahankan pH>4. Pembentukan garam dan
mineral sekunder lainnya dapat mengisi ruang/pori antar partikel
batuan yang kemudian dapat menurunkan nilai konduktivitas hidrolik.

Acuan reaksi 2 - pembentukan Fe**

Sebagaimana disebutkan di atas, Fe®* tidak akan terbentuk
apabila kondisi pH>4, yang tercipta oleh keberadaan mineral karbonat,
baik yang berasal dari batuan atau melalui penambahan secara
khusus.

Acuan reaksi 3 - pembentukan Fe(OH)s

Fe(OH); yang terbentuk akan mengendap pada lapisan
timbunan. Endapan ini, bersama dengan mineral sekunder lainnya,
dapat mengisi ruang/pori antara partikel batuan dan menyelimuti
permukaan batuan dan menghentikan atau mengurangi reaksi
oksidasi. Kondisi yang sama terjadi pada proses pengolahan air asam
dengan teknik saluran terbuka dengan lapisan batu kapur (open
limestone channel) di mana permukaan batu kapur menjadi tidak
efektif untuk menetralkan keasaman setelah lapisan permukaannya
tertutup oleh endapan Fe(OH)s.

Acuan reaksi 4 - oksidasi pirit oleh Fe**

Seperti dijelaskan sebelumnya, oksidasi pirit oleh Fe®* akan
menghasilkan lebih banyak keasaman dibanding reaksi oksidasi pirit
oleh oksigen. Jika terjadi oksidasi ini, maka pengelolaan penting yang
harus dilakukan adalah mengurangi hasil oksidasi ini terbawa aliran air
keluar dari timbunan. Terkait tata kelola air, paling tidak terdapat 3
(tiga) hal yang penting dilakukan untuk mengurangi reaksi oksidasi
dan/atau mengalirkan hasil oksidasi, yaitu: 1). Pengalihan air
permukaan yang mengalir menuju timbunan; 2). Pengalihan air
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permukaan pada timbunan untuk mengurangi rembesan/infiltrasi air
ke dalam tanah yang selanjutnya dapat merembes ke lapisan batuan
PAF, dan 3). Pengolahan air asam apabila telah terbentuk dan mengalir
keluar dari timbunan.

Pencegahan Pembentukan Air Asam dengan Pemanfaatan
Limbah

Upaya pencegahan pembentukan AAT telah banyak dilakukan
oleh industri pertambangan di Indonesia, sebagai penerapan dari
konsep yang dijelaskan diatas. Berbagai inovasi telah dan terus
dilakukan, termasuk pemanfaatan limbah. Limbah adalah suatu sisa
dari proses atau kegiatan yang dianggap tidak memiliki nilai, baik
secara ekonomi maupun nilai lainnya seperti kemanfaatan untuk
upaya pengelolaan lingkungan.

Salah satu inovasi dalam wupaya untuk pencegahan
pembentukan AAT yang juga sekaligus sebagai upaya pemanfaatan
limbah adalah dengan menggunakan abu terbang/fly ash (FA) dan/atau
abu endap/abu dasar/bottom ash (BA) yang dikategorikan sebagai
Limbah nonB3, dan tailing yang dikategorikan sebagai Limbah B3.
Beberapa penelitian telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui
potensi pemanfaatan FA/BA dan tailing sebagai material untuk
mencegah pembentukan AAT dari overburden atau waste rock. FA/BA
telah digunakan di beberapa tambang batu bara untuk pencegahan
pembentukan AAT, seperti di PT Guguk Tinggi Coal dan PT Kaltim Prima
Coal (Nugraha C & Rolliyah, 2021) atau percobaan lapangan lainnya
(Ginting JK et al., 2012; Ginting JK et al., 2013; Pirdiansy Q et al., 2024),
atau percobaan laboratorium lainnya (Deni MCN et al.,, 2020), uji
laboratorium untuk pencegahan pembentukan AAT dari tailing (Deni
MCN, Kurniasari T, 2023), dan digunakan sebagai pengolah air asam
(Gitari etal., 2016).
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Upaya pencegahan pembentukan AAT dengan memanfaatkan
limbah tersebut dapat difokuskan pada 2 (dua) metode, yaitu:

1. Metode layering dengan fokus pada pembentukan lapisan dengan
tujuan untuk mencegah masuknya air dan/atau udara

2. Metode micro-encapsulation dengan fokus pada partikel batuan
yang ada pada lapisan timbunan batuan, dengan tujuan untuk:
e menyelimuti sulfida agar tidak bereaksi,
e menetralkan hasil reaksi yang telah terjadi, atau
e mengisi ruang/pori antar partikel dengan garam hasil reaksi.

Pemanfaatan limbah FA/BA

Abu terbang/fly ash (FA) adalah abu sisa pembakaran batubara
yang keluar dari tungku pembakar batubara bersama aliran gas buang,
sedangkan abu endap/abu dasar/bottom ash (BA) adalah abu sisa
pembakaran batu bara yang jatuh ke bagian dasar tungku pembakar
batubara.

FA/BA yang berasal dari PLTU dikategorikan sebagai limbah
nonB3 dengan kode N106 untuk FA dan N107 untuk BA, berdasarkan
PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup — Lampiran XIV. Selanjutnya, tata kelola
FA/BA sebagai limbah nonB3 mengacu pada PermenLHK No. 19 tahun
2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya
Dan Beracun, termasuk upaya pemanfaatannya.

Secara umum, FA/BA dapat dimanfaatkan sebagai material yang
secara fisik berfungsi sebagai penghalang oksigen (oxygen barrier)
dan/atau secara kimia berfungsi sebagai penetral. Hal ini berarti
bahwa FA/BA harus memenuhi syarat sebagai berikut:

e Fungsi fisik (penutup) artinya FA/BA diberlakukan sama halnya
dengan overburden atau waste rock bersifat NAF atau tanah liat
yang ditempatkan diatas PAF. Lapisan FA/BA harus memiliki nilai
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konduktivitas hidraulik minimal 10° cm/detik berdasarkan hasil
pengujian.

e Fungsi kimia (penetral) artinya FA/BA harus memiliki kapasitas
sebagai penetral dilihat dari nilai ANC.

Saat ini telah tersedia standar acuan yang dapat digunakan
untuk kegiatan pemanfaatan FA/BA yaitu SNI 9264-2024 tentang
Pemanfaatan Fly Ash dan/atau Bottom Ash Sebagai Bahan Pelapis
Material Potentially Acid Forming Untuk Mencegah Pembentukan Air
Asam Tambang Pada Kegiatan Tambang Terbuka. Standar tersebut
disusun dengan mempertimbangkan kajian-kajian yang telah
dilakukan oleh perusahaan, seperti yang dilakukan di PT Adaro
Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Bukit Asam, dan sebagainya.

Selain mengacu pada standar tersebut, perusahaan dapat
mengembangkan teknik atau metode pemanfaatan lain sesuai dengan
kebutuhan. Untuk dapat memanfaatkan FA/BA, perusahaan
diharuskan menyusun kajian terkait pemanfaatan, disusun sebagai
Dokumen Rincian Teknis (DRT) dengan susunan mengacu pada
Lampiran VIlII PermenLHK No. 19 tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun.

Beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian dalam
upaya pemanfaatan FA/BA adalah sebagai berikut:

e Ketersediaan penetral pada FA/BA sangat dipengaruhi oleh kualitas
batubara yang dibakar di PLTU, proses pembakaran, dan
penanganan FA/BA yang dihasilkan.

e Pada beberapa PLTU, proses pembakaran kadang ditambahkan
kapur untuk mengurangi kandungan SO, pada emisi yang
dihasilkan. Kelebihan kapur ini sering kali menciptakan kondisi
alkalinitas dari FA/BA. Pengujian geokimia, sebagaimana dijelaskan
di atas, diperlukan untuk mengetahui hal tersebut.

e Selain memiliki potensi alkalinitas, FA/BA juga mengandung
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beberapa unsur logam berat yang memungkinkan terlepas dari
lapisan FA/BA dan mengalir keluar dari timbunan.

Kualitas FA dan BA memiliki perbedaan termasuk secara fisik. FA
memiliki partikel lebih halus dan mengandung mineral tanah liat
(clay) lebih tinggi. Sedangkan BA memiliki kandungan partikel kasar
lebih banyak. Pemanfaatan FA, BA, atau campuran FA dan BA harus
memperhatikan aspek kualitas ini.

FA/BA yang baru dihasilkan (fresh FA/BA) dapat memiliki kualitas
yang berbeda dengan FA/BA yang telah lama disimpan, terutama
yang disimpan di tempat terbuka sebagaimana umumnya
penyimpanan FA/BA sebagai limbah nonB3. Kondisi hujan dan
panas dapat mempengaruhi kualitas kimia dan fisik dari FA/BA.
Penelitian atau uji pemanfaatan FA/BA dapat dilakukan dilapangan
dengan menggunakan field column test atau area percobaan (test
pad), atau dilakukan di laboratorium. Prinsip percobaan mengacu
pada pengujian geokimia kinetik.

Pemantauan terhadap air lindi yang dikeluarkan dari kolom uji atau
test pad harus dilakukan terhadap parameter kualitas air.
Pemanfaatan FA/BA harus memperhatikan aspek kestabilan
timbunan. Analisa geoteknik secara khusus harus dilakukan untuk
memastikan pemanfaatan FA/BA tidak memberikan dampak pada
kestabilan timbunan.

Pemantauan potensi dampak terhadap lingkungan harus dilakukan
sesuai ketentuan, diantaranya adalah pemantauan kualitas air
permukaan dan air tanah di sekitar area pemanfaatan. Pemantauan
kualitas air tanah harus mewakili aliran air di hulu dan hilir area
pemanfaatan, sehingga kajian hidrogeologi area pemanfaatan
harus dilakukan.

189



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

Berdasarkan hasil penelitian yang tersedia, selain yang diatur
dalam standar SNI, pemanfaatan FA/BA dapat dilakukan dengan fokus
pada tujuan sebagai berikut:

e FA/BA sebagai material, pengganti sebagian atau seluruhnya,
pembentuk lapisan penutup PAF.

e FA/BA sebagai material penetral air asam yang terbentuk, dengan
penempatan FA/BA di atas atau di bawah PAF.

e FA/BA sebagai campuran material lain (top soil, clay, dll.) yang
digunakan sebagai lapisan penutup PAF.

Penggunaan Tailing

Tailing adalah sisa hasil proses pengolahan dan/atau
pemurnian bijih mineral logam. Berdasarkan PP 22 tahun 2021, tailing
dikategorikan sebagai limbah B3 dengan kode B416. Fase awal dari
tailing berbentuk lumpur/slurry dengan kandungan air lk. 80%. Namun
teknologi filtrasi atau penyaringan atau filter press saat ini mampu
mengurangi kandungan air hingga menjadi 18-20%, sehingga hasil
proses ini disebut dengan filtered-tailing atau dry-tailing. Air hasil
penyaringan dapat digunakan kembali pada proses atau diolah untuk
dialirkan ke lingkungan.

Penggunaan tailing dalam upaya pencegahan pembentukan air
asam dapat dilakukan dengan memanfaatkan faktor fisik dari filtered-
tailing. Tailing memiliki ukuran partikel yang sangat halus sehingga
dianggap dapat mengisi ruang/pori antar partikel batuan PAF. Secara
fisik, pengisian ruang/pori batuan dengan partikel halus akan
meningkatkan tingkat kejenuhan (saturasi), menurunkan adveksi dan
difusi gas, dan selanjutnya menurunkan pembentukan AAT (Vriens B
et al., 2020). Timbunan batuan dengan saturasi lebih dari 85% sangat
efektif sebagai penghalang difusi oksigen, sehingga pencampuranyang
seragam antara tailing dan waste rock sangat dibutuhkan. Secara
umum, variabel desain pencampuran harus memperhatikan distribusi
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ukuran partikel (particle size distribution — PSD), bentuk partikel dari
waste rock dan tailing, kandungan air dari waste rock dan tailing, dan
perbandingan campuran waste rock dengan tailing (Wickland BE et al.,
2011).

Pengisian ruang/pori antar batuan dilakukan dengan
pencampuran antara tailing dengan batuan (blending), sebelum
dilakukan penimbunan campuran tersebut atau dikenal dengan istilah
co-disposal. Pencampuran ini secara fisik dapat meningkatkan
kepadatan dan mengurangi masuknya air dan oksigen pada timbunan
batuan tersebut, sehingga pembentukan air asam dapat dikurangi atau
dihilangkan. Secara kimia, pencampuran ini dapat membentuk selimut
(encapsulation) bagi mineral sulfida pada batuan sehingga tidak terjadi
oksidasi.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan
tailing ini adalah sebagai berikut:

e Tailing memiliki potensi sebagai pembentuk AAT jika teroksidasi
karena tailing dapat mengandung mineral sulfida. Oleh karena itu,
tailing harus diolah untuk menghilangkan sifat racun (detoksifikasi)
dan menciptakan nilai pH yang netral sebelum tailing dikeluarkan
dari unit pemroses bijih (ore processing plant) dalam bentuk
lumpur/slurry. Kondisi netral ini dapat membantu mencegah
pembentukan AAT dari tailing sekaligus menciptakan lingkungan
reaksi dengan pH>4 untuk mencegah reaksi oksidasi lanjutan.
Berdasarkan hal tersebut, penggunaan filtered-tailing yang baru
dihasilkan (fresh filtered-tailing) sebagai campuran waste rock
harus menjadi pertimbangan penting karena kandungan
alkalinitasnya yang masih tinggi. Selain itu, penambahan kapur
(misalnya dolomit) secara khusus pada filtered-tailing juga perlu
dilakukan untuk menjaga kestabilan kondisi netral dari filtered-
tailing.
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Secara kimia, kapur lebih memiliki peran sebagai pencegah
pembentukan AAT dibandingkan filtered-tailing dan filtered-tailing
akan lebih memiliki peran sebagai pencegah pembentukan air
asam berdasarkan peran fisiknya yaitu sebagai pengisi ruang/pori
antar partikel batuan.

Penentuan perbandingan berat antara kapur dan filtered-tailing
(dalam unit berat kapur per berat (filtered-tailing), dan
perbandingan campuran kapur dan filtered-tailing tersebut dengan
waste rock (dalam unit berat campuran per berat waste rock) harus
dilakukan dengan memperhitungkan kondisi geokimia dari tailing
dan waste rock.

Untuk mendapatkan kondisi campuran yang seragam agar
pencegahan oksidasi pembentukan air asam menjadi optimal,
proses pencampuran harus dilakukan dengan metode dan
peralatan yang sesuai dan telah terbukti kehandalannya untuk
menciptakan campuran yang seragam.

Apabila tailing (sebagai limbah B3) dicampurkan dengan material
lain, dalam hal ini batuan, maka keseluruhan campuran akan
dikategorikan sebagai limbah B3. Penimbunan campuran material
ini (co-disposal) harus dilakukan pada salah satu fasilitas
penimbunan limbah B3, yaitu penimbusan akhir (landfill) atau
lubang bekas tambang (backfill).

Seperti halnya pada pemanfaatan FA/BA, penggunaan tailing harus
memperhatikan aspek kestabilan timbunan. Selain itu,
pemantauan potensi dampak terhadap lingkungan juga harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Studi penggunaan tailing dapat dilakukan disesuaikan dengan
kondisi spesifik dari material tersedia, termasuk fasilitas tempat
penimbunannya.

Rencana penggunaan tailing harus mendapatkan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari pemerintah, dalam hal ini
adalah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), dengan mengacu pada ketentuan
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yang tertuang dalam PermenLHK No. 6 tahun 2021 tentang Tata
Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun.

Contoh dari kajian penggunaan tailing sebagai campuran yang
berfungsi untuk mencegah pembentukan air asam adalah sepertiyang
pernah dilakukan oleh penulis di salah satu tambang emas di
Indonesia. Pengujian dilakukan melalui uji geokimia statis dan kinetis
berupa uji kolom lapangan. Penambahan kapur sebanyak 15 kg pada
setiap ton filtered-tailing, yang kemudian dicampurkan dengan waste
rock dengan perbandingan berat campuran tersebut terhadap waste
rock sebesar 1:2, dengan penambahan perlakuan pemadatan
(compaction) pada permukaan campuran material, memberikan hasil
yang terbaik pada kualitas air yang keluar dari dasar kolom uji. Secara
umum, kajian ini juga menyimpulkan bahwa faktor penting yang dapat
mencegah pembentukan air asam dari waste rock dengan penggunaan
tailing adalah kapasitas penetral dari filtered-tailing termasuk yang
berasal dari kapur yang ditambahkan pada filtered-tailing, kondisi
geokimia waste rock yang terkait dengan waktu paparan waste rock
sebelum dilakukan pencampuran, dan perlakuan pemadatan (Deni
MCN et al., 2024).

Kesimpulan ini dapat dianggap sesuai dengan proses reaksi
kimia yang sebelumnya dijelaskan, di mana kondisi pH>4 saat reaksi
oksidasi terjadi dan ketersediaan oksigen yang terbatas akibat dari
pengisian ruang/pori antar partikel oleh tailing yang juga dibantu oleh
proses pemadatan, merupakan faktor kunci yang dapat mengurangi
atau menghentikan oksidasi mineral sulfida pada waste rock bersifat
PAF.

Pencampuran tailing dan waste rock juga memberikan
keuntungan di mana penimbunan campuran ini dapat dilakukan pada
satu lokasi (co-disposal), sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan
lahan untuk timbunan. Selain itu, pencampuran partikel halus tailing
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dan partikel kasar waste rock menciptakan tingkat kestabilan
geoteknik lebih tinggi jika dibandingkan dengan penimbunan tailing
secara terpisah. Penelitian terkait dengan hal tersebut diatas masih
akan terus dikembangkan oleh penulis.

Penutup

Pencegahan pembentukan AAT harus memperhatikan kondisi
geokimia dari batuan yang berpengaruh pada reaksi oksidasi beserta
penetralan yang dapat terjadi. Pada timbunan batuan, faktor iklim
(kondisi basah dan kering) dapat menciptakan pelapukan batuan
secara kimia (chemical weathering) dan secara fisik (physical
weathering). Kedua proses tersebut saling mempengaruhi kejadian
pelapukan selanjutnya yang pada akhirnya dapat menciptakan
kestabilan kondisi fisik dan kimia timbunan. Kestabilan ini pada
akhirnya dapat memperlambat laju reaksi oksidasi pembentukan AAT.
Dengan memperhatikan hal tersebut, upaya pencegahan
pembentukan AAT dapat dilakukan dengan tepat dan optimal.

Seiring dengan kebutuhan adanya inovasi untuk optimalisasi
pengelolaan waste rock dan limbah, beberapa penelitian telah dan
terus dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui potensi
pemanfaatan limbah seperti FA/BA dan penggunaan tailing sebagai
material untuk mencegah pembentukan AAT dari batuan bersifat PAF.
Berdasarkan kajian hingga saat ini, penggunaan limbah dapat
memberikan keuntungan ganda, yaitu mengurangi limbah yang harus
dikelola secara terpisah dan mencegah pembentukan AAT. Namun
demikian, upaya ini harus melalui kajian yang mendalam dengan
memperhatikan hal-hal mendasar dari material, proses fisik dan kimia
yang terjadi, faktor lingkungan, ketersediaan teknologi, dan
ketersediaan sumber daya dan peralatan.
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Mengoptimalkan Peluang
Limbah Pangan Perkotaan

Nurul Asiah

Pendahuluan

Limbah pangan di kota modern menjadi salah satu paradoks
terbesar dalam era urbanisasi dan kemajuan ekonomi. Di tengah
kemakmuran dan kemudahan akses pangan, kota-kota justru menjadi
pusat pemborosan makanan, dengan sekitar sepertiga makanan yang
diproduksi secara global terbuang setiap tahunnya (Fahrenkamp-
Uppenbrink, 2016; Mokrane et al.,, 2023). Kehidupan kota modern
menghadirkan kemudahan berbelanja pangan, di mana supermarket
terus menampilkan rak penuh dan restoran menyajikan menu
berlimpah. Dalam keberlimpahan tersebut, nyatanya jutaan ton
makanan yang masih bisa dikonsumsi justru dibuang setiap hari.
Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakefisienan sistem
pangan perkotaan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi
kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan.

Ironi lain dari kehidupan kota modern adalah terjadinya
peningkatan konsumsi di kalangan masyarakat urban kelas menengah
ke atas yang diiringi masih banyaknya kelompok marjinal yang
kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dasar. Sementara sebagian
masyarakat kota masih menghadapi kerawanan pangan, makanan
yang layak konsumsi justru berakhir di tempat pembuangan akhir.
Kondisi ini memperlihatkan realitas kontradiktif yang sulit diabaikan
(Mejjad et al., 2023; Parsa, 2024). Ketimpangan semacam ini bukan
hanya mencerminkan kegagalan distribusi, tetapi juga menjadi cermin
bahwa keberlimpahan pangan di kota tidak selalu berarti tercapainya
ketahanan pangan yang adil dan berkelanjutan.
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Permasalahan limbah pangan di kota sangat kompleks dan
melibatkan berbagai aktor serta tahapan rantai pasok. Rumah tangga,
restoran, dan pasar/supermarket menjadi penyumbang limbah pangan
di perkotaan. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1, sumber utama
limbah pangan di perkotaan adalah rumah tangga, restoran & layanan
makanan, pasar tradisional, institusi seperti sekolah dan industri
pengolahan pangan. Pola konsumsi, perilaku, dan faktor sosial

ekonomi sangat memengaruhi jumlah dan jenis limbah vyang
dihasilkan.
Tabel 1. Sumber Utama Limbah Pangan Perkotaan
Sumber Karakteristik & Referensi
Limbah Pangan Catatan Penting
Penyumbang terbesar Guo & Guo,
limbah pangan secara 2024; Pedrotti
keseluruhan; dipengaruhi etal., 2023;
Rumah Tangga perilaku konsumsi, Songetal.,
perencanaan makanan, 2024; Wong
dan persepsi risiko etal., 2020
Kontributor utama limbah
Restoran & pangan yang masih layak Ho & Chu,
Layanan makan (edible); limbah 2018; Song et
Makanan meningkat pada konsumsi | al., 2024.
di luar rumah
Pasar Limba.h dari p.roduk segar Ho & Chu,
Tradisional & | Y2ngtidakterjualatau 2018; Pedrotti
Modern rusak, terutama sayur etal, 2023,
dan buah
. Sekolah menghasilkan
Institusi . s
(Sekolah, llmpah S|.gn|f|kar?, terutama | Nguyenetal.,
. dari porsi berlebih dan 2023
Kantin) . .
ketidaksesuaian menu
Industri Limbah dari proses Pedrotti et
Pengolahan produlfsi.dan distribusi, al.,2023;
Pangan seperti sisa bahan baku RedCorn et
dan produk kadaluwarsa al., 2018
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Di  tingkat rumah tangga, ketidakmampuan dalam
merencanakan menu, kebiasaan belanja impulsif, teknik
penyimpanan panganyang kurang tepat, serta salah persepsiterhadap
tanggal kedaluwarsa berkontribusi besar terhadap timbulan food
waste. Pada sektor jasa makanan, persaingan bisnis yang ketat sering
kali membuat pelaku usaha menyajikan porsi besar dan menu
beragam untuk menarik pelanggan justru meningkatkan timbulan
sampah pangan. Faktor-faktor seperti perilaku konsumsi berlebihan,
manajemen stok yang buruk, kurangnya kesadaran, serta kebijakan
yang belum efektif memperparah permasalahan ini (Warshawsky,
2020).

Selain itu, modernisasi dan perubahan pola makan masyarakat
kota turut mendorong peningkatan limbah pangan, seiring dengan
pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi (Cahyana et al., 2024). Gaya
hidup cepat dan konsumsi di luar rumah yang semakin umum juga
menyebabkan konsumen kurang memiliki kontrol terhadap porsi dan
sisa makanan. Hal ini tentu saja menambah volume timbulan sampah
pangan yang terbuang. Tanpa intervensi sistematis, situasi ini akan
berpotensi meningkatkan limbah pangan, yang berdampak negatif
pada lingkungan dan memperparah ketimpangan sosial.

Jika dikaji lebih dalam, dampak limbah pangan sangatlah luas,
mulai dari kerugian ekonomi yang mencapai triliunan dolar per tahun
secara global, hingga kerusakan lingkungan akibat peningkatan emisi
karbon, pemborosan air, dan pencemaran tanah (Niu et al.,, 2022).
Dalam konteks ekonomi, pemborosan ini bukan hanya berarti
hilangnya nilai makanan yang dibuang, tetapi juga mencakup seluruh
sumber daya yang terlibat dalam produksi pangan tersebut, seperti:
energi, air, tenaga kerja, dan transportasi yang turut terbuang sia-sia.

Dari aspek lingkungan, limbah organik yang membusuk di
tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana, salah satu gas
rumah kaca yang lebih kuat dari karbon dioksida. Di saat bersamaan,
limbah pangan juga memperburuk ketimpangan sosial, karena di saat
makanan terbuang sia-sia, masih banyak warga kota yang kesulitan
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memenuhi kebutuhan gizi harian mereka (Mokrane et al., 2023). Selain
itu, limbah panganyangtidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan
masalah gangguan kesehatan pada masyarakat dan memperberat
beban pengelolaan sampah kota (Wani et al, 2023), seperti
meningkatnya populasi vektor penyakit, pencemaran air tanah, dan
membengkaknya biaya pengangkutan serta pemrosesan sampah
organik. Gambaran kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem
manajemen distribusi dan akses pangan yang adil di tengah
melimpahnya produksi pangan.

Limbah pangan di kota modern adalah tantangan multidimensi
yang membutuhkan perubahan pola pikir, kebijakan yang progresif,
dan keterlibatan semua pihak. Transformasitidak bisa hanya dilakukan
dari atas ke bawah melalui regulasi, tetapi juga perlu ditopang oleh
kesadaran dan perubahan perilaku di tingkat individu dan komunitas.
Kota-kota harus mampu menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi,
keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan
limbah pangan yang efektif (Cahyana et al.,, 2024). Hal ini berarti
menciptakan sistem yang tidak hanya mengandalkan teknologi dan
infrastruktur, tetapi juga memastikan partisipasi kelompok rentan,
memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, realitas kontradiktif limbah pangan di kota
modern dapat diubah menjadi peluang untuk menciptakan sistem
pangan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan bagi semua.
Tantangan ini harus dilihat sebagai ruang inovasi dan kolaborasi lintas
sektor, di mana setiap tindakan kecil dari rumah tangga maupun
kebijakan kota bisa memberikan kontribusi nyata bagi masa depan
kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Akar Masalah dan Rantai Ketidakadilan Sistem Pangan
Urban

Akar masalah ketidakadilan dalam sistem pangan urban berakar
pada struktur sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Di banyak
kota, akses terhadap pangan yang sehat dan terjangkau sangat

199



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

dipengaruhi oleh status sosial, sehingga kelompok masyarakat miskin
dan minoritas sering kali menjadi pihak yang paling terdampak.
Ketimpangan ini diperparah oleh kebijakan distribusi pangan yang
tidak merata, lemahnya regulasi dalam pengawasan rantai pasok,
serta dominasi pasar yang lebih mengutamakan efisiensi ekonomi dan
keuntungan jangka pendek daripada prinsip keadilan sosial dan
kelestarian lingkungan. Akibatnya, meskipun produksi pangan tinggi,
distribusi yang tidak efektif dan minimnya sistem logistik
menyebabkan sebagian masyarakat urban tetap mengalami
kerawanan pangan dan gizi buruk (Permatasari et al., 2024).

Rantai ketidakadilan dalam sistem pangan urban juga terlihat
dari proses produksi hingga konsumsi. Urban agriculture atau
pertanian perkotaan sering dipromosikan sebagai solusi untuk
meningkatkan keadilan pangan dan kemandirian kota dalam
memenuhi kebutuhan warganya. Namun dalam praktiknya, inisiatif ini
kerap didominasi oleh kelompok yang lebih berdaya secara ekonomi
dan sosial. Di beberapa kota di Asia dan Afrika, proyek urban farming
dikelola oleh organisasi elite dengan orientasi bisnis, sehingga akses
terhadap lahan, modal, pelatihan teknis, dan pasar lebih mudah
didapatkan oleh kelompok tertentu yang memiliki koneksi dan sumber
daya, sementara petani kecil dan komunitas miskin tetap
terpinggirkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, hasil pertanian urban
justru lebih banyak dinikmati oleh konsumen kelas menengah ke atas
melalui pasar premium atau restoran berkonsep organik, bukan oleh
produsen atau masyarakat sekitar yang membutuhkan (Paganini &
Lemke, 2020).

Di sisi lain, ketidakadilan juga tercermin dalam dimensi budaya
dan representasi. Narasi dominan tentang pangan sehat, diet
berkelanjutan, dan urban farming sering kali mengabaikan keragaman
budaya pangan lokal serta pengalaman historis kelompok minoritas
dan migran. Makanan tradisional masyarakat miskin kadang-kadang
dianggap "kurang sehat" atau "tidak modern" oleh kebijakan pangan
publik, sementara jenis pangan yang dipromosikan lebih mengikuti
standar Barat atau global. Representasi di media dan perumusan
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kebijakan publik cenderung menonjolkan figur-figur dari kelompok
mayoritas, terutama kelas menengah terdidik, sehingga suara,
kebutuhan, dan aspirasi komunitas marjinal kurang terwakili dalam
pengambilan keputusan dan perancangan program (Alkon, 2018). Hal
ini memperkuat eksklusi sosial yang sudah ada, dan memperlebar
jurang ketidakadilan dalam sistem pangan kota secara struktural
maupun simbolik.

Lebih lanjut, sistem pangan urban sangat rentan terhadap krisis,
seperti pandemi, konflik geopolitik, inflasi pangan, maupun dampak
perubahan iklim, yang semakin memperparah ketidakadilan. Ketika
krisis terjadi, kelompok rentan seperti pendatang miskin, pekerja
informal, perempuan kepala keluarga, lansia, dan masyarakat tanpa
jaminan sosial menjadi pihak yang paling terdampak akibat
terganggunya pasokan pangan, naiknya harga kebutuhan pokok, dan
minimnya akses terhadap bantuan. Keterbatasan akses terhadap
informasi dan teknologi, serta pengabaian terhadap hak-hak dasar
mereka, memperburuk situasi tersebut. Misalnya, selama pandemi
COVID-19, banyak keluarga di kota besar kehilangan pekerjaan dan
tidak dapat membeli bahan pangan bergizi karena distribusi bantuan
yang lambat dan tidak merata (Odunitan-Wayas et al., 2022). Selain itu,
ketergantungan pada rantai pasok pangan yang panjang dan global
membuat kota-kota besar menjadi kurang resilien dalam menghadapi
gangguan sistemik, seperti gagal panen di daerah penghasil atau krisis
logistik global (Jensen & Orfila, 2021).

Ketimpangan juga muncul dalam dimensi gender dan peran
perempuan dalam sistem pangan urban. Ketimpangan gender dalam
sistem pangan urban tercermin dari peran sentral perempuan sebagai
pengelola utama makanan di rumah tangga, namun keterlibatan
mereka dalam pengambilan keputusan kebijakan pangan kota masih
sangat terbatas. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa
perempuan tidak hanya bertanggung jawab atas produksi, pengolahan,
dandistribusi pangan, tetapi juga berperan penting dalam memastikan
keamanan pangan dan kecukupan gizi keluarga, meskipun sering
menghadapi hambatan seperti akses terbatas terhadap sumber daya,
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pelatihan, dan pengakuan formal atas kontribusi mereka (Addo et al.,
2024).

Perempuan cenderung mengalokasikan pendapatan lebih besar
untuk kebutuhan pokok keluarga dibandingkan laki-laki, dan rumah
tangga yang dikelola perempuan sering kali lebih aman pangan meski
dengan pendapatan lebih rendah (Kalansooriya et al., 2020). Namun,
norma budaya dan struktur sosial yang diskriminatif membatasi
partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan akses
terhadap program pangan kota.

Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, peningkatan
akses terhadap program pangan, serta pengakuan atas peran informal
mereka terbukti dapat meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi
limbah pangan rumah tangga, dan mendukung keberlanjutan
konsumsi lokal (Roy et al., 2023). Oleh karena itu, kebijakan yang lebih
inklusif dan sensitif gender sangat diperlukan untuk menciptakan
sistem pangan urban yang lebih adil dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi akar masalah dan rantai ketidakadilan ini,
diperlukan transformasi sistem pangan urban yang lebih adil, inklusif,
dan tangguh. Upaya tersebut meliputi perbaikan sistem distribusi
pangan berbasis komunitas, penguatan regulasi terhadap pelaku
besar dalam rantai pasok, insentif bagi produsen lokal dan pertanian
berbasis komunitas, serta pemberdayaan kelompok marjinal melalui
akses lahan, kredit mikro, dan pelatihan berbasis kebutuhan.

Di sisi lain, pengakuan terhadap keragaman budaya pangan lokal
serta pelibatan warga dalam perencanaan kebijakan pangan kota
harus menjadi prioritas. Kolaborasi antara pemerintah daerah,
organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta sangat
penting untuk membangun sistem pangan kota yang tidak hanya
efisien secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan
sosial dan keberlanjutan ekologis (Permatasari et al., 2024).
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Mengubah Ancaman Menjadi Peluang : Strategi Adaptif
untuk Kota Berkelanjutan

Upaya pengelolaan limbah pangan di kota modern menuntut
pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif. Hal ini berarti
keterlibatan berbagai aktor mulai dari pemerintah, pelaku usaha,
komunitas lokal, hingga individu sebagai konsumen. Pengurangan dan
redistribusi makanan terbukti menjadi solusi paling efektif untuk
mengatasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari limbah
pangan (Wani et al.,, 2023). Program redistribusi makanan yang
mendekati masa kedaluwarsa dari ritel ke kelompok rentan, serta
penyederhanaan prosedur sumbangan makanan, adalah contoh
konkret dari kebijakan yang berdampak ganda.

Inovasi teknologi, edukasi konsumen, serta kebijakan kota yang
berbasis data dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk
memperkuat upaya pengelolaan limbah pangan. Teknologi digital
seperti aplikasi pelaporan surplus makanan atau sistem pemantauan
limbah di dapur industri sudah mulai diadopsi di beberapa kota dan
terbukti membantu pengambilan keputusan yang lebih efisien.
Pendekatan ekonomi sirkular dan inovasi sosial juga semakin diakui
sebagai strategi penting untuk menciptakan sistem pangan perkotaan
yang lebih berkelanjutan (Al-Obadi et al., 2022). Pendekatan tersebut
mampu menggabungkan efisiensi sumber daya dengan nilai-nilai
sosial dan lingkungan yang inklusif.

Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah pangan
di kota modern menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi
tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Konsep
ini menekankan pentingnya menutup siklus sumber daya, di mana
limbah pangan tidak lagi dianggap sebagai sampah, melainkan sebagai
bahan baku baru yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah
seperti pupuk, pakan ternak, bioenergi, dan bahan baku industri.
Dengan demikian, ekonomi sirkular mendorong perubahan paradigma
dari model linear “ambil-pakai-buang” menjadi model sirkular yang
berkelanjutan dan efisien (Rabbi & Amin, 2024).
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Salah satu strategi aplikatif yang bisa diterapkan adalah dengan
pengurangan dan redistribusi limbah pangan di sektor konsumen dan
ritel. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi konsumen,
optimalisasi rantai pasok, serta kolaborasi dengan lembaga sosial
untuk mendistribusikan makanan layak konsumsi kepada kelompok
rentan. Selain itu, pengembangan sistem insentif seperti diskon bagi
konsumen yang mengembalikan limbah organik ke ritel untuk diolah
menjadi pakan ternak atau kompos terbukti meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam siklus sirkular (Borrello et al., 2017; Parsa et al.,
2024). Di beberapa negara seperti Prancis, regulasi bahkan
mewajibkan supermarket untuk menyumbangkan surplus makanan
kepada lembaga amal. Sementara itu, di Indonesia, inisiatif seperti
Foodbank of Indonesia (FOI) mulai mengambil peran strategis dalam
menjembatani surplus dan kekurangan pangan di kota-kota besar.

Konversi limbah pangan menjadi energi terbarukan, seperti
biogas melalui proses anaerobic digestion, merupakan langkah
aplikatif lain yang sangat efektif. Studi menunjukkan bahwa
pengolahan limbah pangan dengan metode ini mampu menghasilkan
listrik dan biofertilizer, sekaligus menurunkan emisi karbon secara
signifikan dibandingkan metode insinerasi atau landfill (Haris et al.,
2024). Sebagai contoh, instalasi biogas skala kecil di pasar tradisional
atau kawasan padat penduduk dapat memanfaatkan limbah organik
harian untuk menghasilkan energi yang digunakan kembali oleh
masyarakat setempat. Proyek serupa telah terbukti berhasil di Pune,
India, dan kini mulai diuji coba di beberapa kota besar di Asia Tenggara,
termasuk Jakarta.

Di sisi lain, infrastruktur kota yang mendukung, seperti fasilitas
pengolahan biogas terintegrasi dan sistem pemilahan limbah di
sumber, sangat penting untuk mengoptimalkan potensi pemanfaatan
limbah pangan. Tanpa pemilahan yang baik, limbah pangan akan
tercampur dengan sampah anorganik, mengurangi kualitas bahan dan
efektivitas proses daur ulang atau konversi energi.
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Selain itu, penggunaan teknologi digital dan Internet of Things
(loT) dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan, pemantauan, dan
pengolahan limbah pangan secara real-time (De Souza et al., 2021).
Aplikasi berbasis lokasi memungkinkan restoran, hotel, atau rumah
tangga untuk berbagi informasi tentang surplus makanan yang bisa
dikirim ke bank makanan atau dapur umum. loT juga membantu
memantau kapasitas pengolahan limbah dan efisiensi sistem
distribusi secara dinamis, sehingga pengambilan keputusan dapat
dilakukan dengan cepat dan berbasis data. Ke depannya, integrasi
teknologi ini dapat menjadi tulang punggung bagi sistem pangan kota
yang adaptif dan berbasis data, serta memperkuat transparansi dan
akuntabilitas seluruh rantai pengelolaan limbah.

Ekonomi sirkular juga mendorong inovasi dalam upcycling
limbah pangan menjadi produk baru, seperti bioplastik, bahan
bangunan, atau bahan baku industri lainnya. Kulit buah-buahan,
ampas kopi, dan sisa sayur-mayur telah digunakan sebagai bahan
untuk membuat kemasan biodegradable, sabun organik, bahkan
bahan bangunan berbasis bio-komposit (Gongalves & Maximo, 2022).
Inovasi ini bukan hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga
membuka peluang ekonomi hijau yang inklusif dan berorientasi pada
nilai tambah.

Beberapa start-up di Eropa dan Asia telah membuktikan bahwa
limbah pangan bisa menjadi aset industri yang berkelanjutan jika
didukung oleh riset, teknologi, dan pasar yang mendukung. Bahkan,
beberapa model bisnis berhasil memadukan keberlanjutan dengan
estetika dan desain, menjadikan produk hasil upcycling sebagai tren
gaya hidup ramah lingkungan. Di Indonesia, potensi pengembangan ini
masih terbuka luas, terutama jika dikombinasikan dengan pendekatan
pemberdayaan UMKM dan koperasi lokal yang mampu menjangkau
komunitas secara langsung dan berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas
lokal sangat penting untuk menciptakan ekosistem inovasi yang
mendukung pengembangan produk-produk sirkular ini. Setiap aktor
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memiliki peran strategis, di mana pemerintah sebagai regulator dan
fasilitator, sektor swasta sebagai penyedia teknologi dan investasi,
serta komunitas sebagai pelaku transformasi di tingkat akar rumput.
Pemerintah kota dapat memberikan insentif fiskal berupa
pengurangan pajak atau bantuan perizinan bagi usaha yang bergerak di
bidang pengolahan limbah pangan, termasuk UMKM dan koperasi
lingkungan.

Selain itu, penguatan regulasi dan pengembangan platform
digital untuk pertukaran limbah dan produk hasil daur ulang dapat
mempercepat adopsi ekonomi sirkular di tingkat kota (Zhang et al.,
2022). Platform ini dapat berfungsi sebagai pasar daring limbah yang
mempertemukan penyedia dan pengguna bahan sisa secara efisien
dan transparan. Dengan regulasi yang jelas dan insentif yang tepat,
sektor informal pun dapat dilibatkan dalam sistem ini secara legal dan
aman, meningkatkan inklusi sosial sekaligus efektivitas pengelolaan
limbah. Pendekatan kolaboratif ini juga mendorong terjadinya transfer
pengetahuan antar aktor, mempercepat proses inovasi, dan
memperkuat keberlanjutan sistem secara menyeluruh.

Integrasi ekonomi sirkular dalam strategi kota juga memperkuat
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama
SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 11 (Kota dan Permukiman
Berkelanjutan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan), dan
SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Dengan mendorong
pemanfaatan kembali limbah pangan sebagai sumber daya baru, baik
melalui redistribusi makanan, produksi kompos, maupun konversi
energi, ekonomi sirkular mampu menekan jejak ekologis sekaligus
meningkatkan ketahanan pangan masyarakat urban. Pendekatan ini
juga mendukung sistem kota yang lebih tangguh, adaptif, dan berdaya
saing dalam menghadapitantangan global seperti perubahaniklim dan
krisis pangan.

Ekonomi sirkular bukan hanya solusi teknis, tetapi juga
pendekatan etis yang menekankan pentingnya keadilan distribusi,
pelibatan masyarakat, serta regenerasi sumber daya secara
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berkelanjutan. Dengan memposisikan warga kota bukan hanya
sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen solusi, pendekatan
ini membuka jalan bagi sistem pangan yang lebih adil, partisipatif, dan
selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Amin & Rabbi,
2024).

Meski terdengar sangat ideal untuk diterapkan, pada
kenyataanya implementasi ekonomi sirkular menghadapi tantangan
yang tidak ringan. Salah satunya adalah resistensi budaya, terutama di
masyarakat yang belum terbiasa memilah limbah atau memanfaatkan
sisa makanan. Di samping itu, sektor swasta besar mungkin enggan
terlibat bila tidak ada insentif ekonomi yang kuat. Oleh karena itu,
edukasi publik dan peningkatan literasi konsep ekonomi sirkular
menjadi kunci. Kurikulum sekolah perlu mengintegrasikan isu ekonomi
sirkular sejak dini. Kampanye publik melalui media sosial, event
lingkungan, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dapat
memperkuat perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, peran komunitas lokal juga sangat penting dalam
membumikan konsep ekonomi sirkular. Komunitas dapat menjadi
pusat inovasi sosial yang menjawab kebutuhan kontekstual dan
membangun solidaritas warga. Misalnya, program kompos kolektif,
dapur umum berbasis sumbangan pangan, atau koperasi pengolah
limbah organik telah terbukti memperkuat kapasitas adaptif warga
dalam menghadapi inflasi pangan dan tekanan perubahan lingkungan.
Dalam konteks ini, ekonomi sirkular bukan hanya alat efisiensi, tetapi
juga instrumen demokratisasi sistem pangan yang lebih adil dan
resilien (Parsa et al., 2024).

Agar ekonomi sirkular berjalan optimal, diperlukan integrasi
kebijakan lintas sektor, investasi pada infrastruktur pengolahan
limbah, serta peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat. Kota-
kota yang berhasil menerapkan prinsip ekonomi sirkular terbukti
mampu menurunkan emisi karbon, menghemat energi, menciptakan
lapangan kerja baru, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber
daya (Rabbi & Amin, 2024). Namun, yang tak kalah penting adalah
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memastikan bahwa seluruh aktor, terutama mereka yang paling
terdampak oleh ketimpangan harus dilibatkan secara bermakna dalam
proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

STRATEGI ADAPTIF

Pengelolaan Limbah Pangan Untuk Kota Berkelanjutan

Tantangan Limbah Pangan Manfaat Ekonomi Sirkular
di Kota Modern e
. ‘ ' » I l
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makanan yang emisi karbon lapangan ekonomi lokal
terbuang kerja
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teng| ¢ ) n
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Cane L & Integrasi ngan SDGs
K i urkt
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y Sosial wﬂ 13 cumar 12 Hsomsm

Kelaparan & s
Kurugian Emisi dan Ketlr:pangan _ e
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<» CO

Solusi Utama: #A Tantangan Implementasi

Pendekatan Terin(egrasi & Kolaboratif @ Resistensi budaya
(belum terbiasa memilah)
Melibatkan: y

\ 1 @ Kurangnya insentif ekonomi
™ Pemerintah \ | [ Konsumen Individu

l | ( &
4 ‘Saktor Swasta i ‘._ (2 RShniEE Cokl @ Rendahnya literasi sirkular

Strategi Kunci Pengelolaan Limbah Pangan

A. Pengurangan & Redistribusi

B. Inovasi Teknologi & Digital
v Edukasi konsumen

v, Aplikasi makanan sisa

v Distribusi makanan hampir
' kedaluwarsa ke yang membutuhkan

v Contoh: Supermarket Prancis wajib
donasi makanan

¥ 10T untuk pantau limbah
[V Sistem pilah sejak awal

C. Konversi ke Energi Terbarukan
¥, Biogas dari pasar untuk warga
¥ Pupuk organik dari limbah 0

D. Upcycling Produk
¥ Limbah jadi bioplastik, sabun, dil.
[V Clptakan peluang ekonomi hijau

Peran Setiap Aktor Arah Masa Depan

Pemerintahan Swasta & Integrasi ekonomi sirkular dalam kebijakan kota
v Regulasi
¥ Intensif fisikal
¥ Fasilitas

~ Teknologi ™ Pelibatan sektor informal dan komunitas lokal
& Investas| & Investasi infrastruktur daur ulang
¥ Distribusi

¥ Peran aktif masyarakat sebagai bagian dari solusi

Komunitas v Edukasi sejak dini dan kampanye publik

Individu
 Edukasi

o Partisipasi Pesan Kunci (Closing Call-to-Action)
dalam Pemilihan

“Limbah pangan bukan akhir, tapi awal dari
masa depan kota yang tangguh, adil, dan lestari."

v Pelaku Lapangan
¥ Inovasi Sosial

Dengan komitmen bersama dan inovasi berkelanjutan,
ekonomi sirkular dapat menjadi fondasi utama bagi kota berkelanjutan
yang tangguh, adil, dan ramah lingkungan. Sudah saatnya masyarakat
mulai mengubah paradigma dari sekadar mengelola limbah menjadi
menciptakan masa depan yang berbasis regenerasi, kolaborasi, dan
keadilan sosial yang tetap ramah pada alam.
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Penutup

Masalah limbah pangan di kawasan perkotaan bukanlah sekadar
persoalan teknis tentang sisa makanan yang terbuang, melainkan
merupakan potret kompleksitas relasi sosial, ekonomi, budaya, dan
politik dalam sistem pangan kota. Berbagai analisis dan data yang
telah dipaparkan dalam tulisan ini menegaskan bahwa limbah pangan
mencerminkan ketimpangan struktural dan inefisiensi sistem. Kota-
kota modern, di satu sisi, menjadi episentrum kemakmuran dan
inovasi, namun di sisi lain juga menjadi ruang yang paling banyak
menghasilkan limbah pangan dan menyimpan kontradiksi mendalam
antara kelimpahan dan kelangkaan, antara surplus dan kelaparan.

Permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat
dengan transformasi pola konsumsi, urbanisasi, gaya hidup, serta
lemahnya sistem distribusi dan kebijakan pengelolaan limbah.
Tantangan yang muncul bersifat multidimensi dan lintas sektor,
sehingga solusi yang ditawarkan pun harus bersifat kolaboratif,
integratif, dan transformatif. Dalam konteks ini, ekonomi sirkular hadir
sebagai pendekatan strategis yang mampu menjawab tantangan
keberlanjutan kota secara holistik, tidak hanya mengatasi limbah
pangan secara teknis, tetapi juga mengubahnya menjadi peluang
sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Limbah pangan dapat dikelola menjadi kompos, pakan, energi,
bahkan produk industri melalui inovasi teknologi dan kerja sama
multipihak. Di sisi lain, penguatan komunitas lokal, peningkatan
kesadaran masyarakat, dan edukasi sejak dini tentang pentingnya
menghargai pangan menjadi kunci perubahan jangka panjang. Kota-
kota yang berhasil mengadopsi prinsip ekonomi sirkular terbukti
mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan
pangan lokal, mengurangi emisi karbon, dan membangun sistem
pangan yang lebih adil dan tangguh.
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Namun demikian, keberhasilan transformasi ini sangat
ditentukan oleh komitmen politik dan arah kebijakan kota. Tanpa
regulasi yang mendukung, tanpa dukungan infrastruktur, serta tanpa
partisipasi aktif warga kota, maka upaya pengelolaan limbah pangan
akan tetap terfragmentasi dan sporadis. Diperlukan kemauan politik
yang kuat untuk menciptakan sistem insentif bagi pelaku usaha dan
konsumen, integrasi program pangan dan lingkungan dalam
perencanaan kota, serta perlindungan terhadap kelompok rentan agar
mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, melainkan subjek aktif
perubahan.

Oleh karena itu, berikut adalah rekomendasi beberapa langkah
strategis yang bisa diupayakan:

1. Pemerintah kota perlu menyusun kebijakan pengelolaan limbah
pangan yang berbasis data dan partisipatif, serta mengintegrasikan
pendekatan ekonomi sirkular dalam perencanaan pembangunan
kota.

2. Dukungan terhadap inisiatif komunitas dan UMKM lokal dalam
pengolahan limbah pangan harus diperkuat melalui bantuan teknis,
insentif fiskal, dan akses pembiayaan.

3. Pendidikan lingkungan dan pangan harus dimasukkan dalam
kurikulum sekolah dasar hingga menengah, guna menanamkan nilai
keberlanjutan sejak dini.

4. Kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, akademisi, dan
masyarakat sipil) perlu diformalkan melalui forum multipihak yang
terstruktur dan inklusif.

5. Perluasan infrastruktur pengolahan limbah organik dan pemisahan
sampah dari sumber harus menjadi prioritas utama dalam
pengelolaan tata kota.

Lebih dari itu, dibutuhkan perubahan cara pandang masyarakat
perkotaan terhadap makanan dan limbah. Mengelola limbah pangan
tidak boleh lagi dilihat sebagai kewajiban moral semata, melainkan
sebagai bagian dari gaya hidup cerdas, sehat, dan bertanggung jawab.
Kecintaan terhadap makanan harus diwujudkan bukan hanya dalam
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produksi dan konsumsi, tetapi juga dalam mengurangi pemborosan,
menghargai kerja petani, dan mengoptimalkan setiap sumber daya
yang kita miliki.

Beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta,
Makassar, dan Malang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam
pengelolaan limbah pangan berbasis ekonomi sirkular dan keadilan
sosial. Dengan kekayaan budaya, potensi komunitas yang besar, serta
semangat gotong royong yang masih kuat, Indonesia memiliki modal
sosial yang besar untuk mewujudkan kota yang tidak hanya modern
dan pintar, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

Akhirnya, pengelolaan limbah pangan bukanlah tujuan akhir,
tetapi jalan menuju transformasi sistem pangan vyang lebih
berkelanjutan, inklusif, dan resilien. Dengan menjadikan limbah
pangan sebagai pintu masuk untuk mengoreksi ketimpangan sistemik,
membangun solidaritas baru, dan menata ulang hubungan kita dengan
alam dan sesama, maka kita sedang menapaki jalan menuju kota
masa depan, kota yang layak huni untuk semua, tidak hanya untuk
generasi hari ini, namun juga untuk generasi penerus.
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Penerapan Ekonomi Sirkular dalam
Pengelolaan Sampah Plastik PET di Indonesia

Adi Budipriyanto

Pendahuluan

Plastik merupakan salah satu material paling dominan dalam
kehidupan modern karena sifatnya yang ringan, kuat, dan murah.
Polyethylene Terephthalate (PET) adalah salah satu jenis plastik yang
paling banyak digunakan, khususnya dalam kemasan minuman sekali
pakai. Di Indonesia, konsumsi botol PET mencapai lebih dari satu juta
ton per tahun, menjadikannya penyumbang signifikan timbulan
sampah plastik nasional. Menurut data Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 33,82
juta ton sampah pada 2024, dengan 19,76% merupakan sampah
plastik di mana sebanyak 6,68% di antaranya adalah sampah plastik
PET. Sebagian besar timbulan sampah belum terkelola dengan optimal
dan berpotensi mencemari lingkungan, baik daratan maupun perairan.
Indonesia menghasilkan sekitar 1,2 juta ton sampah PET setiap tahun,
namun hanya sekitar 20 - 30% dari sampah PET tersebut yang
terkumpul dan berhasil didaur ulang (KLHK, 2023). Sebagian besar
sisanya sekitar 70 — 80% terbuang ke alam, terutama ke sungai dan
laut, menyebabkan polusi plastik yang signifikan (Plastic Waste
Management in Indonesia, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan ekonomi
sirkular (circular economy) mulai diperkenalkan sebagai solusi
berkelanjutan dalam pengelolaan sampah plastik. Ekonomi sirkular
bertujuan untuk menjaga nilai utilitas produk, material, dan sumber
daya selama mungkin dalam siklus ekonomi, serta meminimalkan
timbulan limbah. Dalam konteks plastik PET, pendekatan ini
mencakup rangkaian strategi seperti desain ulang produk,
pengumpulan dan pemilahan yang efisien, daur ulang mekanik dan
kimia, serta penggunaan kembali dalam sistem tertutup. Memang
sampabh plastik PET dapat didaur ulang menjadi beberapa produk, di
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antaranya adalah polyester fiber (PSF), rPET, strapping & sheet, dan
produk lainnya seperti karpet, filament, dan sebagainya. Produk rPET
(recycled PET) merupakan salah satu produk daur ulang yang
memungkinkan penggunaan kembali botol plastik sebagai bahan baku
baru, bahkan untuk kemasan makanan dan minuman selama
memenuhi standar keamanan pangan (food grade).

Di Indonesia, jumlah dan kapasitas industri daur ulang rPET
semakin meningkat. Tentu ini merupakan perkembangan yang sangat
positif karena akan menyerap semakin banyak sampah plastik sebagai
bahan bakunya. Meskipun begitu, sangat penting untuk mengetahui
bagaimana sesungguhnya model supply chain sampah PET agar dapat
mengetahui problematikanya. Apakah timbulan sampah plastik PET
mampu memenuhi kebutuhan untuk bahan bakunya? Berapa energi
yang dibutuhkan untuk proses daur ulang, dan bagaimana jika
dibandingkan dengan PET virgin? Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji
potensi penerapan ekonomi sirkular (circular economy) pada
pengelolaan sampah plastik PET di Indonesia. Fokus utama diarahkan
pada pengembangan rantai nilai daur ulang PET menjadi rPET,
tantangan yang dihadapi, serta peluang strategis untuk mendorong
keberlanjutan industri plastik nasional. Harapannya, kajian ini dapat
memberikan masukan yang konstruktif bagi pengambilan keputusan
dalam upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah plastik yang
berkelanjutan di Indonesia.

Limbah Plastik dan Dampaknya

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan
sampah plastik, karena kontribusi sampah plastik sangat signifikan
terhadap pencemaran laut sedangkan tingkat daur ulangnya masih
rendah (Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, 2024). Limbah
plastik memiliki ketahanan terhadap degradasi biologis, sehingga
dapat bertahan ratusan tahun di lingkungan. Limbah plastik mayoritas
jenis PET yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari perairan,
tanah, dan mengganggu ekosistem. Menurut UNEP (2018), sekitar 60%
dari semua plastik yang pernah diproduksi masih ada di lingkungan.
Karena ringan dan tahan air, plastik PET mudah terbawa ke sungai dan
berakhir di laut.
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Menurut penelitian Jambeck et al. (2015), Indonesia
menyumbang sekitar 1,29 juta ton sampah plastik ke laut setiap
tahunnya, menjadikannya penyumbang terbesar kedua secara global.
Limbah plastik PET dapat menyumbat saluran air dan merusak habitat
mangrove serta ekosistem pesisir, menyebabkan kematian satwa laut
akibat terjerat atau menelan plastik, menurunkan kualitas ekosistem
laut, dan akhirnya berdampak buruk pada industri perikanan dan
pariwisata. Memang plastik PET tidak mudah terurai secara alami,
tetapi akan terdegradasi menjadi mikroplastik (partikel <5 mm) akibat
sinar Ultra Violet (UV) dan abrasi mekanis. Mikroplastik ini masuk ke
rantai makanan melalui ikan dan plankton yang menganggapnya
sebagai makanan. Mikroplastik juga menyebabkan pencemaran air
tanah dan laut yang berdampak pada pertanian dan kesehatan
manusia.

Studi Lebreton et al. (2017) menunjukkan bahwa samudera
Pasifik memiliki lebih dari 1,8 triliun potongan plastik, sebagian besar
merupakan hasil degradasi PET dan sejenisnya. Jelas, plastik PET yang
mencemari darat dan laut menyebabkan gangguan ekologis. Satwa liar
seperti burung laut, kura-kura, dan mamalia laut sering ditemukan
mati karena memakan atau terperangkap limbah plastik. Plastik PET
yang terdegradasi akan menyerap bahan kimia beracun dari
lingkungannya (seperti polychlorinated biphenyl atau PCB, pestisida)
dan dapat menumpuk dalam jaringan hewan laut. Menurut Rochman
et al. (2013), plastik vyang tertelan oleh ikan dapat
menyebabkan kerusakan hati dan stres oksidatif, serta mengganggu
proses metabolismenya.

Selain itu, limbah PET yang menumpuk di lahan terbuka dapat
menghambat infiltrasi air dan udara di dalam tanah, merusak struktur
tanah dan mengurangi kesuburan, menyebabkan kontaminasi logam
berat dan zat aditif dari plastik ke dalam tanah, dan akhirnya
memengaruhi kualitas tanaman. Menurut laporan UNEP (2018),
mikroplastik ternyata juga ditemukan dalam pupuk organik hasil
kompos dari limbah domestik sehingga memperparah penyebarannya
ke lahan pertanian.
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Penelitian Terkait Ekonomi Sirkular dalam Penerapannya

Konsep ekonomi sirkular menekankan prinsip “reduce, reuse,
recycle" yang bertujuan untuk menjaga nilai utilitas material tetap
berada dalam siklus ekonomi selama mungkin (Ellen MacArthur
Foundation, 2016). Dalam konteks plastik, pendekatan ekonomi
sirkular menjadi sangat penting mengingat sifat dari plastik adalah
tidak mudah terurai dan potensi pencemarannya terhadap lingkungan
sangat besar. Oleh karena itu, model ekonomi sirkular akan sangat
prospektif mengatasi masalah pencemaran lingkungan vyang
disebabkan oleh plastik. Hal ini berkebalikan dengan model ekonomi
linear yang dominan saat ini, di mana rangkaian proses produksi,
konsumsi, dan pembuangan telah menyebabkan peningkatan
signifikan jumlah sampah plastik global, termasuk di Indonesia.

Sirkular ekonomi dalam konteks limbah plastik PET telah
menjadi fokus utama di banyak penelitian, baik dari sudut pandang
teknis, sosial, maupun kebijakan. Salah satu pendekatan teknis yang
sering dikaji adalah penggunaan material flow analysis (MFA) untuk
memetakan aliran limbah dan potensi daur ulang, seperti ditunjukkan
dalam studi Alifa et al. (2024) dan Amin et al. (2022). MFA membantu
mengidentifikasi titik-titik kritis dalam sistem pengumpulan dan
pengolahan limbah PET di kota-kota besar seperti Jakarta dan Metro.
Dalam hal proses daur ulang, terdapat dua pendekatan utama yaitu
mekanik dan kimia. Studi Farida et al. (2024) dan Yuniar (2025)
mengembangkan model reverse logistic untuk meningkatkan efisiensi
daur ulang mekanik, sedangkan Abedsoltan et al. (2022)
mengeksplorasi teknik hidrolisis dan penggunaan machine learning
dalam optimasi daur ulang kimia menjadi Asam Tereftalat
(Terephthalic Acid-TPA). Belakangan ini, pendekatan inovatif melalui
metode fotokatalitik juga dikaji sebagai solusi daur ulang berbasis
reaksi atmosferik yang lebih ramah lingkungan.

Dari sudut pandang sosial, ternyata perilaku konsumen
memainkan peran penting. Penelitian Yuniar (2024), menggunakan
Theory of Planned Behavior (TPB), mengidentifikasi bahwa sikap,
norma moral, dan kesadaran terhadap konsekuensi lingkungan
berperan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program
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daur ulang PET. Selain itu, studi Amirudin et al. (2023) menunjukkan
pentingnya skema deposit-refund untuk meningkatkan tingkat
pengembalian botol PET oleh konsumen. Sedangkan dari sudut
pandang kebijakan, Subekti (2023) melakukan perbandingan antara
regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia dengan
negara lain seperti Tiongkok dan Uni Eropa. Hasilnya menunjukkan
bahwa sistem EPR di Indonesia masih lemah dan perlu diperkuat agar
produsen bertanggung jawab atas siklus hidup produknya. Studi
Gustiawati et al. (2023) mengusulkan integrasi sektor informal ke
dalam sistem resmi pengelolaan sampah sebagai solusi untuk
memperluas jangkauan pengumpulan limbah PET.

Penelitian terkait inovasi dalam penerapan ekonomi sirkular tak
kurang jumlahnya. Sebagai contoh, misalnya, inovasi pada konversi
PET menjadi produk bernilai tambah seperti activated carbon (Agus &
Sar Manik, 2024) dan penerapan PET daur ulang dalam kemasan medis
(Keuletal., 2024). Adapun penelitian mengenai daur ulang PET menjadi
rPET umumnya berfokus pada dua pendekatan utama, yaitu daur ulang
mekanik dan daur ulang kimia. Daur ulang mekanik yang melibatkan
proses pencucian, pencacahan, dan pelelehan ulang PET telah banyak
diterapkan, karena biayanya relatif rendah dan teknologinya tersedia
luas. Namun, kualitas rPET hasil daur ulang mekanik dapat menurun
akibat degradasi termal dan kontaminasi, sehingga terbatas
penggunaannya untuk produk non-food grade. Studi Welle (2011)
menunjukkan bahwa rPET dapat mencapai kualitas food-grade apabila
diproses dengan sistem pembersihan canggih seperti teknologi solid-
state polymerization (SSP).

Untuk mengatasi keterbatasan daur ulang PET secara mekanik,
daur ulang kimia menjadi solusi yang menjanjikan. Daur ulang kimia
memecah PET kembali menjadi monomer penyusunnya, seperti asam
tereftalat (TPA) dan etilen glikol (EG), dan kemudian dapat digunakan
untuk memproduksi PET baru dengan kualitas setara virgin material.
Studi Abedsoltan et al. (2022) berupaya mengintegrasikan machine
learning untuk mengoptimalkan proses hidrolisis kimia PET menjadi
TPA, meningkatkan efisiensinya, dan menurunkan kebutuhan
energinya. Meskipun teknologi ini menjanjikan, tantangan utama
masih terletak pada biaya tinggi dan skala industri yang terbatas.

219



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

Keterlibatan Industri dalam Penerapan Ekonomi Sirkular

Penerapan ekonomi sirkular di beberapa negara industri maju
telah cukup sukses dijalankan dengan tujuannya untuk mengurangi
pemborosan, meningkatkan daur ulang, dan menciptakan sistem
pengelolaan plastik yang berkelanjutan. Uni Eropa (UE) merupakan
pemimpin dalam penerapan ekonomi sirkular dengan target
penggunaan 10 juta ton plastik daur ulang pada tahun 2025. Jerman
menerapkan deposit refund system (DRS) untuk memotivasi
pengumpulan botol PET (Karin et al., 2021). Perancis menerapkan
kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) yang memotivasi
produsen untuk mengelola daur ulang kemasan. Beberapa negara
bagian Amerika Serikat menerapkan kebijakan EPR dan kemitraan
publik-swasta untuk memotivasi pengumpulan dan pemrosesan
limbah plastik di fasilitas daur ulang (National Association for PET
Container Resources, 2020). Sedangkan Jepang secara aktif
mengintegrasikan kebijakan EPR dengan sistem reverse logistics untuk
mengefisienkan pengumpulan kembali botol PET dari konsumen dan
mendaur ulangnya menjadi rPET.

Di Indonesia, peran industri dalam penerapan ekonomi sirkular
ditunjukkan beberapa produsen yang mulai mengadopsi rPET untuk
produk kemasan mereka, terutama di sektor minuman. Misalnya,
inisiatif Amandina Bumi Nusantara yang memproduksi botol berbahan
100% rPET dengan dukungan Coca-Cola. Keberhasilan ini menjadi
contoh penting mengenai integrasi daur ulang dalam rantai pasok
industri. Meskipun begitu, kontrol kualitas terhadap hasil akhirnya
tidak kalah penting. Dalam bidang aplikasi medis, misalnya,
pentingnya penekanan pada kebutuhan sterilisasi dan kontrol kualitas
dalam penggunaan rPET tak bisa dikompromikan (Keul et al., 2024).
Memang pada konteks Indonesia, integrasi daur ulang dalam rantai
pasok industri masih menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Penyebabnya adalah sistem pengumpulan sampah yang belum
optimal, kontaminasi limbah rumah tangga, dan keterbatasan
infrastruktur daur ulang. Untuk mengatasinya, integrasi sektor informal
dan peningkatan regulasi yang diorientasikan pada peningkatan
pasokan PET berkualitas bagi industri rPET bisa merupakan strategi
yang tepat (Gustiawati et al., 2023). Tentu saja permintaan pasar
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produk berkelanjutan yang diupayakan untuk terus-menerus tumbuh
dapat menjadi dorongan bagi industri rPET nasional untuk
bertransformasi dan berkembang pesat.

Implementasi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah
plastik memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku
kepentingan, yaitu sektor publik yang diwakili pemerintah, sektor
swasta yang diwakili perusahaan, dan masyarakat. Kolaborasi yang
dilakukan melalui desain jaringan reverse logistic yang efektif ternyata
dapat mengurangi secara signifikan biaya dan emisi gas rumah kaca
dalam pengelolaan sampah plastik di Jakarta (Ardi et al, 2023).
Kemitraan antara sektor publik dan swasta dapat menjadi kunci untuk
meningkatkan efisiensi proses pengumpulan dan proses daur ulang
sampah plastik (Amirudin et al., 2023). Memang perilaku konsumen
(masyarakat) memainkan peran yang tidak kalah penting dalam
keberhasilan program daur ulang plastik PET. Niat konsumen untuk
berpartisipasi dalam program daur ulang ternyata dipengaruhi oleh
sikap personal, norma moral, dan kesadaran terhadap konsekuensi
lingkungan (Farida et al., 2024).

Komposisi Sampah dan Sampah Plastik di Indonesia

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah
Nasional Kementerian Lingkungan Hidup (https://sipsn.menlhk.go.id/
sipsn/public/data/timbulan), jumlah timbulan sampah nasional tahun
2024 adalah sebesar 33.820..687,54 ton yang terdiri dari sampah sisa
makanan, sampah plastik, sampah kayu/ranting, sampah
kertas/karton, dan sampah jenis lainnya. Komposisi masing-masing
jenis sampah ditunjukkan pada Gambar 1.
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Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis
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Gambar 1. Komposisi Jenis Sampah Nasional
(Sumber: https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/data/komposisi)

Lima besar komposisi sampah secara berurutan adalah sampah
sisa makanan 39,31%, sampah plastik 19,76%, sampah kayu/ranting
12,53%, sampah kertas/karton, 11,21%, sisanya adalah sampah
berbagai jenis (logam, kain, kaca, karet/kulit, dan lain-lain). Untuk jenis
sampah plastik, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh)
yaitu PET (Polyethylene Terephthalate), HDPE (High-Density
Polyethylene), PVC (Polyvinyl Chloride), LDPE (Low-Density
Polyethylene), PP (Polypropylene), PS (Polystyrene), jenis plastik
lainnya. Tabel 1 menunjukkan data komposisi jenis sampah plastik
tahun 2024.

Tabel 1. Komposisi Sampah Plastik Tahun 2024

Jenis Plastik Perkiraan Komposisi

LDPE & HDPE 35-40%
PET 15-20%
PP 10-15%
PS 5-10%
PVC 3-5%

Multilayer 10-15%
Lainnya 2-5%
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Berdasarkan komposisi tersebut, sampah plastik PET di
Indonesia diperkirakan sebesar 996.492,13 ton sampai dengan
1.328.656,17 ton. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), hanya sekitar 20% dari sampah plastik berhasil
dikumpulkan dan dikelola untuk daur ulang. Dalam hal PET, angka ini
bisa sedikit lebih tinggi di daerah-daerah dengan sistem pengelolaan
sampah yang lebih baik, namun umumnya berkisar antara 15% hingga
25% (KLHK, 2023). Sebagian besar sampah PET yang tidak terkumpul
akan berakhir di tempat pembuangan sampah yang tidak terkelola
dengan baik atau terbuang ke alam, termasuk sungai dan laut. Data
tersebut didukung oleh laporan dari Plastic Waste Management in
Indonesia (2024) yang menunjukkan bahwa sekitar 70 — 80% sampah
plastik yang tidak terkelola akan terbuang ke alam, baik dalam bentuk
sampah yang terabaikan di tempat pembuangan akhir (TPA) maupun
yang bocor ke sungai dan laut.

Jika estimasi moderat digunakan, yaitu 20% sampah PET di
Indonesia dapat terkumpul dan didaur ulang (berdasarkan data KLHK),
maka dari total 13,08 juta ton sampah PET, yang berhasil dikumpulkan
sebesar 2,616,000 ton sedangkan yang terbuang ke alam sebesar
10,464,000 ton. Sampah plastik PET dapat didaur ulang untuk
menghasilkan berbagai jenis produk. Secara umum produk yang
dihasilkan dapat dikategorikan menjadi polyster fiber (PSF), rPET untuk
botol/kemasan, strapping sheet, dan jenis lainnya (karpet, filament).
Tabel 2 menunjukkan distribusi umum produk olahan dari PET daur
ulang.

Tabel 2. Distribusi Umum Produk Olahan dari PET

Produk Est. Persentase (%) PET
Polyester Fiber (PSF) 50-60
rPET untuk botol/kemasan 20-30
Stapping sheet 10-15
Lainnya 5-10
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Ekosistem Rantai Pasok Bahan Baku Industri Daur Ulang
Plastik PET di Indonesia

Indonesia saat ini memiliki kapasitas daur ulang PET sebesar
286.000 ton per tahun (Kemenperin, 2023), namun sebagian besar
masih digunakan untuk produk non-pangan. Beberapa perusahaan
telah melakukan proses produksi dari PET menjadi recycled PET (rPET)
untuk food grade yang memenuhi standar internasional (Siaga
Indonesia, 2024). Upaya ini merupakan bagian dari komitmen industri
untuk mengurangi jejak plastik dan mendukung target pengurangan
sampah nasional sebesar 30% pada tahun 2025. Meskipun terdapat
perkembangan positif, beberapa masalah masih signifikan
menghambat pertumbuhan industri rPET di Indonesia. Masalah
tersebut antara lain: terbatasnya sistem pengumpulan dan pemilahan
sampah yang efisien, rendahnya kesadaran masyarakat akan nilai
ekonomis botol bekas, serta ketidakseimbangan harga antara PET
virgin dan rPET yang membuat produsen enggan beralih ke rPET (Yudha
etal., 2024).

Tingkat pengumpulan sampah PET yang rendah, yang hanya
mencapai 20% hingga 30%, mengindikasikan perlunya perbaikan
sistem pemilahan sampah dan peningkatan kesadaran masyarakat
untuk memasok lebih banyak bahan baku agar daur ulang dapat
dijalankan dengan efisien (Plastic Waste Management in Indonesia,
2024). Proses daur ulang PET memang sangat bergantung pada
ketersediaan bahan baku berupa botol plastik bekas yang
dikumpulkan dari berbagai sumber. Struktur rantai pasok bahan baku
daur ulang PET ini ternyata sangat kompleks, mencerminkan
karakteristik sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang masih
didominasi oleh sektor informal. Untuk menjamin pasokan yang stabil
dan berkualitas dalam produksi rPET, pemetaan dan penguatan model
rantai pasok bahan baku daur ulang PET menjadi krusial.

Model rantai pasok tradisional berbasis sektor informal
merupakan model paling umum dan mendominasi penyediaan bahan
baku daur ulang PET di Indonesia. Model ini melibatkan pemulung
sebagai pengumpul utama botol PET bekas dari berbagai lokasi,
termasuk tempat pembuangan akhir (TPA), jalanan, kawasan niaga,
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dan area publik lainnya. Botol-botol tersebut kemudian dijual ke
pengepul yang selanjutnya mendistribusikannya ke pengumpul besar
atau aggregator. Dari aggregator, botol PET dapat diproses langsung
atau dikirimkan ke pabrik daur ulang. Meskipun model pengumpulan
seperti itu telah berlangsung lama dan menjadi tulang punggung
pasokan, keterbatasan utamanya adalah tiadanya standarisasi
kualitas, tingginya tingkat kontaminasi, dan adanya risiko
ketidakstabilan pasokan akibat persaingan harga antar pembeli.

Model rantai pasok berbasis bank sampah dan koperasi formal
swadaya masyarakat dalam pengumpulan bahan baku merupakan
model alternatif yang lebih terkoordinasi. Dalam modelini, masyarakat
menyetorkan botol PET yang telah dipilah dari rumah tangga atau
institusi lainnya ke bank sampah. Saat ini sudah ada lebih dari 11.000
bank sampah yang tercatat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK, 2023), namun skala kontribusinya pada kuantitas
pasokan PET untuk didaur ulang masih terbatas. Meskipun demikian,
model ini menawarkan keuntungan dalam bentuk kualitas bahan baku
yang lebih bersih serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam
melakukan pemilahan sampah sebelum dikumpulkan.

Model rantai pasok berbasis Closed-Loop dan Extended
Producer Responsibility (EPR) merupakan model yang lebih
menekankan peran produsen daripada konsumen. Seiring
diterapkannya kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR),
beberapa produsen termotivasi untuk mengembangkan sistem
pengumpulan bahan baku sendiri sebagai bagian dari upaya
membangun ekonomi sirkular. Model ini biasanya dilakukan dalam
bentuk kemitraan dengan perusahaan daur ulang, LSM, atau melalui
pembentukan unit pengumpulan internal. Contoh penerapan nyata
model ini, misalnya kolaborasi antara Danone-Aqua dan Veolia, dan
kolaborasi antara Coca-Cola Europacific Partners dan Dynapack Asia.
Produsen mengumpulkan botol PET dari produk mereka sendiri,
kemudian mengolahnya menjadi rPET yang dapat digunakan ulang
dalam kemasan baru. Model ini menawarkan konsistensi pasokan dan
kontrol kualitas, namun tentunya memerlukan investasi infrastruktur
dan operasional yang tidak sedikit.
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Modelyang paling inovatif untuk rantai pasok bahan baku saat ini
adalah model rantai pasok berbasis digital dan marketplace daur
lulang. Startup berbasis digital seperti Waste4Change, Duitin, dan
Rekosistem telah menawarkan dan mengoperasikannya. Mereka
mengembangkan platform digital untuk menjembatani konsumen
(rumah tangga, kantor, restoran) dengan pengumpul sampah. Model
ini mengandalkan aplikasi yang memungkinkan pengguna memesan
penjemputan botol PET dan sampah jenis lainnya yang telah dipilah,
serta menciptakan sistem pelacakan dan transparansi dalam
opersionalnya. Meskipun skala kontribusinya masih terbatas,
penerapan model ini menjanjikan efisiensi logistik dan peningkatan
traceability bahan baku, sekaligus mengedukasi konsumen dalam
rantai nilai daur ulang.

Menurut studi GA Circular (2020) dan World Bank (2021),
kontribusi masing-masing model terhadap total pasokan botol PET
bekas untuk daur ulang di Indonesia diperkirakan sebagai berikut:
sektor informal (pemulung, pengepul): £ 70-80%; bank sampah dan
koperasi/komunitas formal: £ 10-15%; sistem produsen (EPR/closed-
loop): £ 5-10%; platform digital dan startup: < 1%. Beberapa tantangan
utama yang masih harus dihadapi di sisi hulu industri daur ulang PET
ini meliputi: fragmentasi rantai pasok akibat tidak adanya integrasi
sistem, ketiadaan standar kualitas dan harga acuan bahan baku,
kontaminasi tinggi pada botol bekas dari sumber campuran,
ketergantungan pada aktor informaltanpa adanya perlindungan sosial,
dan minimnya insentif bagi masyarakat untuk memilah sampah PET.
Untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku, perlu dilakukan
penguatan diantaranya melalui: pembentukan sistem insentif berbasis
EPR, digitalisasi rantai pasok dan pelacakan bahan baku, pembinaan
dan formalisasi sektor informal, serta kolaborasi lintas aktor
(produsen, pemerinah daerah, masyarakat).

Kebijakan Industri dan Model Bisnis Daur Ulang PET
di Indonesia

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 75 Tahun 2019 Tentang Peta
Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Peraturan ini mewajibkan
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produsen untuk mengurangi sampah kemasan plastik dan
melaksanakan Extended Producer Responsibility (EPR). Dalam
peraturan ini, pemerintah juga mendorong kolaborasi antara produsen
dengan industri daur ulang. Namun peraturan ini belum mengatur
insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, atau subsidi energi
yang secara eksplisit diperuntukkan industri daur ulang PET. Meskipun
demikian, melalui Kementerian Perindustrian, pemerintah telah
memberikan insentif kepada pelaku industri yang menggunakan mesin
dan teknologi ramah lingkungan untuk mengajukan fasilitas Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah (BMDTP) atau keringanan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) di sektor industri hijau. Selain insentif
tersebut, terdapat peluang pengajuan proyek daur ulang dalam skema
green financing atau pembiayaan rendah karbon yang dikelola oleh
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas).

Untuk merealisasikan Permen 75/2019, khususnya terkait
dengan Extended Producer Responsibility (EPR) dan menciptakan
ekonomi sirkular, beberapa model bisnis rPET telah dikembangkan. Di
Indonesia, dikenal lima kategori model bisnis yaitu: (1) model industri
murni daur ulang (pure recycler); (2) model kolaboratif (close-loop
partnership/Brand-Recycler Collaboration); (3) model konsorsium
atau aliansi mutipihak; (4) model kontrak pembelian rPET; dan (5)
model investasi langsung atau joint venture. Pada model bisnis pure
recycler, perusahaan fokus pada proses daur ulang tanpa keterikatan
langsung dengan merek produsen. Mereka membeli bahan baku daur
ulang PET dari aggregator atau pengepul, lalu mengolahnya menjadi
rPET dalam bentuk flakes atau pellet dan menjualnya ke berbagai
industri, termasuk industri tekstil, kemasan, dan otomotif. Contoh
perusahaan yang menerapkan model ini adalah PT Tridi Oasis Group
dan PT Inoplas Makmur Sentosa.

Pada model bisnis closed-loop partnership (atau model integrasi
vertikal Brand-Recycler Collaboration), daur ulang diinisiasi oleh
produsen besar yang berkomitmen pada prinsip ekonomi sirkular dan
tanggung jawab atas siklus hidup produknya. Produsen tersebut
bekerja sama langsung dengan perusahaan daur ulang PET untuk
memastikan botol bekas mereka dikumpulkan dan diolah menjadi rPET
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food-grade, lalu digunakan kembali sebagai botol baru. Model ini
menerapkan ekonomi sirkular penuh (circular packaging), di mana
produsen tidak hanya membeli rPET, tapi juga mengamankan sumber
bahan bakunya. Model ini sudah banyak diterapkan perusahaan di
Indonesia, seperti Veolia—-Danone yang menghasilkan rPET dari botol
Aqua dan menggunakannya kembali dalam produksi botol baru dan
juga PT Dynapack Asia yang bermitra dengan PT. Coca-Cola untuk
membangun pabrik rPET food-grade.

Model bisnis konsorsium atau aliansi multipihak dikembangkan
dengan cara beberapa stakeholder membentuk aliansi atau
konsorsium untuk membangun sistem pengumpulan dan daur ulang
bersama. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi lintas aktor antara
produsen, pemerintah, LSM, perusahaan rintisan, komunitas
pengumpul sampah, pemulung, bank sampah, pemerintah daerah,
dan perusahaan daur ulang. Rantai nilai dibangun secara partisipatif
dengan berbagi risiko dan manfaat. Salah satu contoh penerapan
model ini adalah Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO).
IPRO didirikan oleh produsen untuk mendukung implementasi EPR
melalui pengumpulan dan pemrosesan sampah kemasan mereka.
Contoh lainnya adalah Aliansi Nasional untuk Plastik Daur Ulang
(ANPD), Program “Recycle Lab” dan Plastikku yang melibatkan startup
digital dan pemerintah daerah.

Adapun pada model bisnis berbasis kontrak pembelian rPET,
produsen tidak membangun fasilitas daur ulang sendiri, tetapi
melakukan offtake agreement jangka panjang dengan perusahaan
rPET. Modelinimemberikan jaminan pasar bagi perusahaan daur ulang
dan sekaligus jaminan pasokan bagi produsen. Model ini cocok untuk
produsen menengah yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan
investasi langsung fasilitas daur ulang. Sedangkan model bisnis
berbasis investasi langsung atau joint venture, produsen besar ikut
menanamkan modal di fasilitas daur ulang, baik secara penuh maupun
melalui joint venture. Mereka melakukan kendali mutu dan
memberikan kepastian pasokan jangka panjang.
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Efisiensi Produksi dan Efisiensi Konsumsi Energi dalam
Industri Daur Ulang PET

Tingkat efisiensi produksi dalam industri daur ulang yang
mengonversi sampah PET menjadi rPET sangat tergantung pada
kualitas bahan baku, kualitas produk akhir yang diinginkan, serta
teknologi dan kualitas proses produksinya. Dalam praktiknya, setiap
satu ton sampah botol PET (bottle-grade post-consumer PET waste)
umumnya menghasilkan sekitar 0,75 hingga 0,85 ton rPET flakes, jika
bahan baku cukup bersih dan proses produksinya menggunakan
teknologi cuci panas (hot wash) dengan sistem pemisahan lanjutan.
Jika produkyang diinginkan adalah rPET food-grade pellets, dibutuhkan
proses tambahan seperti solid-state polymerization (SSP) atau
vacuum decontamination. Karena proses tambahan konversi dari rPET
flakes ke rPET food grade itulah, efisiensinya turun dengan rata-rata
konversi satu ton sampah PET menghasilkan = 0,65 hingga 0,75 ton
rPET food-grade.

Faktor lain yang dapat memengaruhi efisiensi produksi rPET
adalah (1) tingkat kontaminasi bahan baku, seperti botol yang masih
mengandung sisa cairan atau tercampur dengan bahan metal; (2)
tingkat pemilahan bahan baku, yaitu proses pemilahan botol sampai
menghasilkan botolyang tidak tercampur dengan plastik jenis lain; dan
(3) tingkat kecanggihan teknologi daur ulang, misalnya teknologi
dengan sistem otomatis, sensor optik, dan proses dikontaminasi yang
akurat. Setelah mengetahui tingkat efisensi produksinya, estimasi
kapasitas produksi industri rPET secara nasional dapat dihitung. Jika
volume sampah plastik PET yang dihasilkan secara nasional sekitar
13.08 juta ton per tahun, dan seluruh sampah PET itu didaur ulang
dengan efisiensi produksi (konversi) sekitar 70%, maka potensi rPET
yang dihasilkan adalah sekitar 9.15 juta ton per tahun. Angka kapasitas
produksi rPET ini cukup besar dan dapat ditingkatkan jika sistem
pengumpulan dan pemilahan sampah diperbaiki, sehingga Indonesia
betul-betul dapat mengurangi ketergantungan pada plastik PET virgin.

Dalam hal tingkat efisiensi konsumsi energi, penggunaan jenis
teknologi yang digunakan dalam proses konversi dari PET menjadi rPET
menjadi sangat menentukan. Meskipun demikian, teknologi
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konvensional proses daur ulang mekanik masih menawarkan
keuntungan signifikan dalam efisiensi konsumsi energi dibandingkan
dengan produksi PET virgin dari bahan baku fosil. Proses daur ulang
mekanik meliputi tahapan pengumpulan, pencucian, penggilingan,
pengeringan, dan ekstrusi menjadi pelet rPET. Berdasarkan studi yang
dilakukan oleh PlasticsEurope (2022), energi yang dibutuhkan untuk
memproduksi 1 ton rPET melalui proses daur ulang mekanik berkisar
antara 0,7 hingga 1,1 megawatt jam (MWh) atau sekitar 2.500 hingga
4.000 megajoule (MJ). Sedangkan produksi PET virgin dari minyak bumi
memerlukan energi yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 6 hingga 8 MWh
per ton, atau sekitar 20.000 hingga 30.000 MJ (WRAP, 2021). Hal ini
menunjukkan bahwa produksi rPET dapat menghemat energi hingga
75-85% dibandingkan dengan PET virgin. Tabel 3 menunjukkan
estimasi tingkat konsumsi energi dari berbagai produk plastik beserta
teknologi proses daur ulang yang diterapkan.

Selain efisiensi konsumsi energi, penggunaan rPET juga
berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon secara signifikan.
Menurut Ellen MacArthur Foundation (2020), emisi gas rumah kaca
dapat dikurangi sebesar 1,5 hingga 2,5 ton CO, per ton PET yang didaur
ulang. Perhitungan emisi CO, yang dihasilkan dari proses daur ulang
dapat menggunakan estimasi emisi yang dihasilkan per satuan energi
yang dikonsumsi dan bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi
yang dikonsumsi itu, yaitu menggunakan faktor emisi karbon dari
sumber energi yang digunakan (batu bara, gas alam, atau listrik).
Dengan kata lain, perhitungan emisi CO, memerlukan faktor emisi dari
listrik atau bahan bakar yang digunakan dalam proses. Faktor emisi
listrik di Indonesia adalah sekitar 0,9 kg CO,/kWh (rata-rata, bisa
berbeda tergantung pada campuran energi listrik yang digunakan). Jika
listrik yang digunakan berasal dari pembangkit berbasis batubara,
faktor emisi dapat lebih tinggi, sekitar 0,95 - 1,0 kg CO,/kWh. Jadi, emisi
CO, pada proses daur ulang mekanik yang mengonsumsi energi 0,7 —
1,1 MWh/ton produk rPET dengan asumsi faktor emisi sebesar 0,9 kg
CO,/kWH adalah 630 - 990 kg CO, per ton rPET.
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Tabel 3. Konsumsi Energi Berbagai Produk Daur Ulang PET

Estimasi
Produk Daur Energi
Proses Utama Catatan
Ulang (MWh/ton
)
Pencucian Kualitas tinggi
rPET (food- intensif, ggl,
rade) engeringan 0,7-1,1 standar
& pengeringan, FDA/EFSA
ekstrusi
Polyester Pencucianringan, Tidak perlu
Staple Fiber pencacahan, 0,5-0,9 standar food
(PSF) pelelehan serat grade
PET flakes
P h P k set h
(untuk ekspor/ encacg an, 0.2-0.4 . roldu setenga
. . pencucian jadi
industri)
St ing band/ | Pelelehan,
rapping ban e et? an . Tergantung
PET sheet molding/ekstrusi 0,6-1,0 . . .
aplikasi akhir
lembaran
H t i
Karpet/ Non-woven ematenerel
. . 0,4-0,8 karena tanpa
Geotekstil processing .
ekstrusi
Masih dal
Daur ulang Depolimerisasi & asih datam .
. . .. 1,5-2,5 pengembangan di
kimia repolimerisasi
banyak negara

Sebenarnya teknologi proses daur ulang kimia sudah mulai
dikembangkan karena memiliki potensi untuk menghasilkan rPET yang
kualitasnya mendekati PET virgin. Namun, teknologi ini masih
tergolong boros dalam penggunaan energi, dengan kebutuhan energi
mencapai 1,5 hingga 2,5 MWh per ton, karena adanya proses
dipolimerisasi dan repolimerisasi yang kompleks serta memerlukan
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bahan kimia tambahan. Oleh karena itu, daur ulang mekanik sampai
saat ini tetap menjadi metode yang paling umum dan hemat energi
dalam pengolahan sampah PET di Indonesia. Produksi rPET tidak
hanya mengurangi limbah plastik tetapi juga menghemat energi dan
emisi karbon dibandingkan produksi plastik baru dari bahan baku fosil.

Struktur Biaya Produksi dalam Industri Daur Ulang PET

Proses produksi rPET merupakan salah satu tahapan penting
penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah plastik, dan
oleh karena itu memerlukan peninjauan menyeluruh tidak saja secara
teknis melainkan juga ekonomi. Tinjauan ekonomi menunjukkan
bahwa biaya produksi rPET per ton berkisar di antara USD 450-750
(setara dengan Rp 7-11 juta per ton), tergantung pada skala fasilitas,
teknologi yang digunakan, dan efisiensi rantai pasok. Komponen biaya
terbesarnya ternyata berasal dari pembelian bahan baku daur ulang
PET pasca konsumsi, nilainya mencapai 40-50% dari total biaya. Harga
bahan baku ini sangat dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan, kualitas
botol, dan sistem pengumpulan yang diterapkan. Sumber utama
pasokannya adalah dari pemulung, bank sampah, atau pengepul, yang
umumnya menjual botol PET dalam bentuk bal dengan harga sekitar
USD 200-350 per ton (GA Circular, 2020).

Komponen lainnya meliputi biaya operasional (listrik, air, bahan
kimia untuk pencucian), biaya tenaga kerja, dan biaya pemeliharaan
mesin. Untuk menghasilkan rPET food-grade yang dapat digunakan
dalam kemasan pangan, diperlukan biaya operasional tambahan
(tambahan beban biaya energi dan investasi teknologi) karena ada
proses tambahan seperti Solid State Polycondensation (SSP) untuk
meningkatkan intrinsic viscosity (IV) dan menjamin keamanan pangan.
Komponen penting lainnya adalah biaya sertifikasi dan pengujian
kualitas, terutama bila produk ditujukan untuk kebutuhan ekspor atau
untuk produsen multinasional yang mewajibkan standar internasional
FDA (AS), EFSA (Eropa), atau Standar Nasional Indonesia (SNI). Biaya
pengemasan dan logistik, terutama untuk distribusi antar wilayah, juga
perlu diperhitungkan.
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Namun jika dibandingkan dengan biaya produksi PET virgin yang
berkisar di antara USD 900-1.200 per ton, produksi rPET jelas lebih
kompetitif secara ekonomi dan juga lebih ramah lingkungan, terutama
jika sistem pengumpulan bahan bakunya dikelola secara efisien.
Meskipun demikian, volatilitas harga bahan baku akibat fluktuasi
permintaan pasar dan konsistensi kualitas bahan baku tetap menjadi
tantangan utama yang dapat memengaruhi stabilitas struktur biaya,
daya saing, dan keberlanjutan produksi rPET dibandingkan dengan
produksi PET virgin. Tabel 4 menyajikan uraian struktur biaya utama
dalam proses produksi rPET, khususnya rPET food-grade, dan
perbandingannya dengan total biaya produksi PET virgin.

Tabel 4. Struktur Biaya Produksi rPET versus Total Biaya Produksi

PET Virgin
Estimasi
Komponen Rincian Biaya
Biaya (USD/ton
)
Sampah botol PET pasca
Bahan baku konsumsi (biasanya dibeli dari 200-350

pengepul/bank sampah)

Operasional Listrik, glr, bahan klml? 100 - 150
pencuci, pengolahan limbah

Pekerja produksi, teknisi,

Tenaga Kerja Quality Control 40-80
Pemeliharaan Suku cadang, service rutin,
. . 20-40
mesin down time
Investasi dan Mesin hot wash, ekstruder, SSP
penyusutan . . 30-70
. (solid state polycondensation)
mesin
Sertifikasi & Uji food-grade (FDA, EFSA,
.. ) 10-20
pengujian SNI), laboratorium
Kemasan & Pengemasan pelet rPET,
. . 30-50
logistik pengiriman ke pelanggan
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Total biaya Biaya produksi rPET food grade

produksi rPET yang variabilitasnya tergantung | 450-1200
food grade pada pasokan bahan baku

Total biaya Biaya produksi PET virgin yang

produksi PET variabilitasnya tergantung pada | 900-1200
virgin harga minyak dan resin

Kendala dan Tantangan Industri Daur Ulang Sampah Plastik
PET di Indonesia

Proses daur ulang sampah PET di Indonesia, masih mengalami
berbagai kendala dan tantangan, diantaranya: (1) tingkat pengumpulan
sampah PET yang rendah; (2) kualitas bahan baku yang tidak konsisten;
(3) kapasitas industri daur ulang terbatas; (4) keterbatasan teknologi;
(5) kurangnya standar kualitas rPET nasional; (6) rendahnya kolaborasi
dan insentif ekonomi; dan (7) preferensi industri terhadap PET virgin.
Data terakhir menunjukkan bahwa tingkat pengumpulan sampah PET
untuk daur ulang di Indonesia hanya sekitar 15-30% (GA Circular,
2020). Proses pemisahannya di sumber pengumpulan (rumah tangga,
restoran, kantor) pun masih sangat minim. Sehingga, banyak sampah
PET tercampur baur dengan limbah makanan, minyak, dan bahan
material non-PET yang akibatnya menurunkan efisiensi daur ulang dan
meningkatkan biaya pencucian. Akibat lainnya adalah tidak semua PET
dapat digunakan untuk rPET food-grade karena keterbatasan
pemurnian kontaminan. Jadi, selain kuantitas bahan baku (sampah
PET) yang masih rendah, kualitasnya yang buruk dan tidak konsisten
juga menyulitkan industri daur ulang sampah PET untuk berkembang
baik.

Di sisi proses produksinya pun, industri daur ulang sampah PET
di Indonesia terkendala. Kapasitas terpasang nasional masih terbatas
hanya sekitar 286.000 ton/tahun padahal timbulan sampah PET jauh
lebih tinggi, bahkan lebih dari 800.000 ton/tahun. Sebaran sampahnya
pun luas dan menyulitkan, di mana tidak semua daerah sumber
sampah PET memiliki akses ke fasilitas daur ulang PET skala industri.
Teknologi daur ulang yang diterapkan juga masih terbatas dengan
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banyaknya fasilitas daur ulang yang masih bersifat dasar (low-tech)
dan belum mampu menghasilkan rPET food-grade sesuai standar
BPOM, SNI, atau sertifikasi internasional (FDA, EFSA). Kalau pun
mampu menghasilkan rPET food-grade, standar teknis nasional yang
tegas untuk produk rPET belum ada, baik untuk packaging, tekstil, atau
kemasan pangan, sehingga menyulitkan produsen dalam menjual dan
mengembangkan produk berbasis rPET secara luas.

Di sisi inisiatif kolaborasi antar stakeholders untuk menguatkan
industri daur ulang sampah PET juga masih terkendala. Semangat
kemitraan antara produsen kemasan plastik, pemerintah, komunitas
pemulung (waste picker), dan industri daur ulang belum begitu kuat.
Sehingga, insentif ekonomi untuk kebijakan Extended Producer
Responsibility (EPR) belum bisa berjalan optimal, terbukti dengan
banyaknya produsen yang belum tergerak untuk aktif menarik kembali
kemasan produk pasca konsumsi. Situasi tersebut semakin buruk
ketika preferensi industri terhadap PET virgin yang kualitasnya lebih
konsisten tidak juga surut, sementara harga PET virgin yang fluktuatif
kadang-kadang bisa lebih murah dibandingkan rPET akibat adanya
subsidi bahan baku fosil. Sungguh, kendala dan tantangan industri
daur ulang sampah plastik PET di Indonesia tidaklah ringan.

Pentingnya Kesadaran untuk Tetap Menggalakkan Industri
Daur Ulang Sampah Plastik PET di Indonesia

Agar dapat mengetahui pentingnya kesadaran masyarakat untuk
tetap menggalakkan industri daur ulang sampah plastik PET, Tabel 5
berikut ini perlu diperhatikan dengan cermat.

Dari perbandingan dampak di atas, jelas daur ulang plastik PET
menjadi rPET jauh lebih bernilai dibandingkan dengan membiarkan
sampah plastik PET terbuang ke alam. Pengurangan polusi plastik di
alam dan pengurangan ketergantungan pada bahan baku PET virgin
adalah suatu keuntungan yang sangat besar. Meskipun ada emisi CO,
terkait energi dalam proses daur ulang rPET, emisi CO, dari produksi
plastik virgin jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, dari perspektif
pengurangan jejak karbon, daur ulang plastik lebih menguntungkan
dibandingkan membiarkan sampah plastik membusuk di alam.
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Tabel 5. Perbandingan Dampak Membiarkan Sampah Plastik PET
versus Mendaur Ulangnya Menjadi rPET

. Mendaur ulang
Dampak '\P"l:';:'i"lf’::::is:l?:‘ah Sampah Plastik PET
Menjadi rPET
Dampak Menimbulkan polusi Mengurangi produksi
Lingkungan air dan tanah yang plastik baru dan polusi
merusak ekosistem & yang ditimbulkannya
biodiversity
Emisi CO, 6.000-7.000 kg CO, 630-990 kg CO, /ton
/ton pada produksi PET | pada produksi rPET dari
virgin PET
Konsumsi 6-8 MWh per ton PET 0,7-1,1 MWh per ton
Energi virgin yang diproduksi rPET yang diproduksi
mekanik
Biaya Biaya produksi PET Biaya produksi rPET
Ekonomi & virgin kadang bisa lebih | tidak selalu lebih
Sosial murah, tergantung murah, karena perlu
fluktuasi harga bahan investasi untuk
baku fosil. Tetapi biaya | teknologi dan rantai
ekonomi & sosial pasok bahan baku.
jangka panjang bagi Tetapi biaya ekonomi &
masyarakat sangat sosial jangka panjang
besar. bagi masyarakat sangat
menguntungkan.
Keberlanjutan | Sangat merugikan Sangat menguntungkan
jangka masyarakat luas masyarakat luas
panjang
Meskipun dalam perspektif mikro, perusahaan vyang

menggunakan atau memproduksi produk berbahan plastik bisa saja
memperoleh keuntungan jangka pendek dengan biaya produksi PET
virgin yang kadang-kadang bisa relatif murah, terutama ketika harga
bahan baku fosil sedang turun. Namun dalam perspektif makro dan
jangka panjang, sangat besar biaya ekonomi dan sosial yang harus
dibayarkan masyarakat luas akibat produksi terus menerus PET virgin
yang kemudian dibiarkan terbuang begitu saja ke alam pasca
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konsumsi. Industri daur ulang plastik PET menjadi rPET selalu
memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas,
baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena, industri daur
ulang tidak hanya memberi manfaat lingkungan, tetapi juga dapat
menciptakan lapangan kerja dan mengurangi biaya pembersihan
jangka panjang yang ditimbulkan oleh sampah plastik yang mencemari
alam. Secara keseluruhan, daur ulang PET jauh lebih mendukung
keberkelanjutan hidup jangka panjang masyarakat luas daripada terus
menerus membuang plastik ke alam. Oleh karena itu, penting bagi
setiap individu, baik yang bekerja di sektor publik, sektor swasta
maupun masyarakat sipil, untuk terus menerus meningkatkan
kesadaran lingkungan dan mendukung upaya menggalakkan industri
daur ulang plastik PET di Indonesia.

Penutup

Penerapan konsep ekonomi sirkular (circular economy) dalam
pengelolaan sampah plastik PET di Indonesia menawarkan solusi
strategis terhadap krisis sampah plastik yang kian mengkhawatirkan.
Meskipun Indonesia memproduksi sekitar 1,2 juta ton sampah PET per
tahun, hanya 20-30% yang berhasil dikumpulkan dan didaur ulang. Hal
ini menunjukkan perlunya transformasi sistemik dalam pengelolaan
sampah, mulai dari peningkatan sistem pengumpulan dan pemilahan,
integrasi sektor informal, hingga penguatan kebijakan Extended
Producer Responsibility (EPR). Transformasi PET menjadi recycled
PET (rPET) tidak hanya mengurangi polusi dan dampak lingkungan,
tetapi juga menawarkan efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon
hingga 75-85% dibandingkan produksi PET virgin.

Teknologi daur ulang mekanik dan kimia memang telah
berkembang, namun tantangan utama masih berupa keterbatasan
infrastruktur, kualitas bahan baku, serta volatilitas harga PET virgin
yang kadang lebih murah dari rPET. Di sini ditunjukkan bahwa
keberhasilan implementasi ekonomi sirkular di sektor sampah plastik
PET sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang meliputi
pemerintah, industri, masyarakat, dan startup digital, untuk
membangun rantai pasok yang efisien dan transparan. Selain itu,
dukungan regulasi yang tegas, insentif fiskal, serta peningkatan
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kesadaran konsumen menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem
daur ulang PET yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan potensi
produksi rPET yang bisa mencapai 9 juta ton per tahun jika sistem
pengumpulan bahan baku dan daur ulang dioptimalkan, Indonesia
memiliki peluang besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap
plastik PET virgin, menurunkan emisi karbon, serta menciptakan
ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.
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Upaya Membenahi Pengelolaan Sampah
di Indonesia

Kun Nasython

Pendahuluan

Secara umum orang beranggapan bahwa sampah adalah
sesuatu barang atau benda yang sudah tidak berguna bagi dirinya.
Sampah merupakan sesuatu yang kotor, bau, jelek dan tidak berguna
lagi sehingga secepatnya harus disingkirkan dan dibuang. Persepsi
tentang sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna, diperkuat oleh
pernyataan “buanglah sampah pada tempatnya” yang mengisyaratkan
bahwa sampah memang harus dibuang, tidak dianjurkan untuk
dimanfaatkan. Sudah menjadi kebiasaan bagi manusia (masyarakat)
untuk membuang sampah, apalagi anggota masyarakat telah dibebani
untuk membayar retribusi, sehingga dianggap bahwa sampah adalah
urusan pemerintah. Bahkan perilaku membuang sampah menjadi
tidak terkontrol, masih banyak anggota masyarakat yang membuang
sampah secara sembarangan, tidak pada tempat yang telah
disediakan (Tobing, 2005).

Sampah sebagai bahan pencemar lingkungan. Sampah yang
tidak dikelola dengan baik akan menjadi penyebab gangguan dan
ketidakseimbangan lingkungan. Sampah padat yang menumpuk
ataupun yang berserakan menimbulkan kesan kotor dan kumuh,
sehingga nilai estetika pemukiman dan kawasan di sekitar sampah
terlihat sangat rendah. Bila di musim hujan, sampah padat dapat
memicu banjir, maka di saat kemarau sampah akan mudah terbakar.
Kebakaran sampah, selain menyebabkan pencemaran udara juga
menjadi ancaman bagi pemukiman (Koderi, 2018).
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Masalah sampah laut di Indonesia adalah salah satu krisis
lingkungan paling serius, terutama yang berkaitan dengan sampah
plastik yang mencemari ekosistem pesisir dan laut. Indonesia saat ini
merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia,
setelah Tiongkok (Jambeck et al., 2015), meskipun sudah ada banyak
upaya penanganan. Berikut Tabel 2. Data Dukung Sampah Laut di
Indonesia tahun 2020 dan 2025.

Tabel 1. Data Dukung Sampah Laut di Indonesia

Target Tahun Estimasi Sampah Laut
Pengurangan Masuk ke Laut
30% 2020 +620.000 ton/tahun
20% 2025 (I'Droyek3|)‘~450.009 ton jika
tidak ada intervensi

Sumber : ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris
(2021-2025).

Problem Sampah Laut di Indonesia

Volume Sampah Sangat Besar

e Menurut KLHK, sekitar 620 ribu ton sampah plastik masuk ke laut
setiap tahun.

e Sekitar 80% sampah laut berasal dari darat, terutama dari sungai
dan pesisir padat penduduk.

Sumber Sampah Laut

e Rumah tangga (sampah plastik sekali pakai, bungkus makanan)
e Aktivitas pariwisata (botol plastik, sedotan, sampah makanan)
e Perikanan & transportasi laut (jaring ikan bekas, styrofoam)

e Industri (limbah kemasan, resin plastik)

Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sampah

e Banyak daerah belum memiliki TPA yang layak.

e Sampah dari kota-kota besar (Jakarta, Surabaya, Makassar)
mengalir lewat sungai ke laut.

245



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

Praktik pembuangan langsung ke laut atau sungai masih terjadi,
terutama di wilayah pesisir dan kepulauan kecil.

Minimnya Kesadaran dan Penegakan Hukum

Kesadaran publik tentang dampak sampah laut masih rendah.
Regulasi seperti Perpres No. 83 Tahun 2018 belum sepenuhnya
dijalankan secara konsisten di daerah.

Lemahnya pengawasan terhadap industri atau kapal yang
membuang sampah ke laut.

Penanganan dan Upaya yang Telah Dilakukan

Regulasi dan Strategi Nasional

Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut
dengan target pengurangan 70% sampah plastik di laut pada tahun
2025.

Penyusunan Stranas PSL (Strategi Nasional Penanganan Sampah
Laut), dengan lima pilar utama:

1. Pengendalian sumber darat

2. Pengendalian sumber laut

3. Peningkatan penegakan hukum

4. Pendanaan danriset

5. Edukasidan partisipasi publik

Program Pemerintah & LSM

Gerakan bersih pantai & laut (Beach cleanup oleh komunitas,
pemerintah, TNI/Polri).

Program Indonesia Bebas Sampah Plastik 2040 oleh Kementerian
LHK & mitra internasional.

Proyek "Closing the Loop" dari World Bank, mendukung
pengelolaan sampah di kota pesisir (Denpasar, Makassar,
Semarang).

Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Darat

Perluasan TPS 3R, bank sampah, dan sistem pengangkutan
terpilah.
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e Proyek Early Warning System Sungai Citarum & Ciliwung untuk
mencegah aliran sampah ke laut.

Kolaborasi Internasional

e Dukungan dari UNEP, World Bank, GIZ, USAID, dan Pew Charitable
Trust.

e Inisiatif regional seperti ASEAN Regional Action Plan for Combating
Marine Debris (2021-2025).

Kondisi Pengelolaan Sampah Di Indonesia
Angka dan Data

Berikut adalah data dan angka terbaru (periode 2023-awal 2025)
mengenai pengelolaan sampah nasional Indonesia, berdasarkan
informasi dari situs resmi SIPSN serta pernyataan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Data Mutakhir Pengelolaan Sampah Nasional

Timbulan Sampah

e Pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 38,56 juta ton
sampah per tahun dari 362 kabupaten/kota. Informasi dapat
diakses pada link berikut: Universitas Gadjah
Mada+6SIPSN+6kompas.id+6.

e Data 2024 dari 317 kabupaten/kota mencatat timbulan sampah
sebesar 34,21 juta ton/tahun. Informasi dapat diakses pada link
berikut: SIPSN.

e Datatahun 2022 mencatat sekitar 36 juta ton sampah, dengan 15%
diolah dan 13% didaur ulang. Informasi dapat diakses pada link
berikut: bappenas.go.id.

Persentase Sampah Dikelola

e Dari data SIPSN 2023, 62,24 % sampah berhasil dikelola, dan
37,76 % belum terkelola. Informasi dapat diakses pada link berikut:
Universitas Gadjah Mada+5SIPSN+5kompas.id+5.
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e Menjelang akhir 2024, disebutkan 62,27 % sampah dikelola,
sisanya 37,73 % belum dikelola. Informasi dapat diakses pada link
berikut: kompas.id.

e Namun hasil verifikasi lapangan Kementerian KLHK pada tahun
2025 hanya menunjukkan 9-10 % sampah dikelola dengan baik
(sesuai fasilitas daur ulang/recovery di TPA). Informasi dapat
diakses pada link berikut: Antara News+1Antara News+1.

Persentase daur ulang (Recycling Rate)

e Daur ulang nasional diperkirakan hanya mencapai sekitar 22 %
dari total sampah plastik. Informasi dapat diakses pada link
berikut: kompas.id.

Komposisi Sampah Rumah Tangga

e Padatahun 2024, sampah rumah tangga menyumbang sekitar
50,8 % dari total sampah nasional (~33,79 juta ton). Informasi
dapat diakses pada link berikut: SIPSN+2GoodStats
Data+2SIPSN+2.

Proyeksi Masa Depan

e Indonesia diperkirakan menghasilkan 82 juta ton sampah per
tahun pada tahun 2045, dengan kapasitas TPA dalam kondisi kritis
menjelang 2028-2030. Informasi dapat diakses pada link berikut:
Universitas Gadjah Mada+1Universitas Gadjah Mada+1.

e Target pemerintah: mencapai 100 % pengelolaan sampah pada
2029, menutup praktik pembuangan terbuka di 343 TPA. Informasi
dapat diakses pada link berikut: kompas.id+2Antara News+2Asia-
Pacific Solidarity+2.
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Tabel 2. Ringkasan Data Persampahan

Timbulan Sampah | Sampah 20T Sampah
Tahu X X . Ulang Rumah
n Sampah (juta | Dikelola | Dikelola Plastik Tangga
0, i 0,
ton/tahun) (%) Baik (%) (%) (%)
~13%
2022 36 — — (olah) —
~62,24
2023 38,56 % — — —
2024 ~34,21 — — — 50,8 %
2025* — — ~9-10 % ~22 % —

*2025 berdasarkan verifikasi Kementerian, bukan input SIPSN
Sumber : KLHK,2024.

Analisis Ringkas

Volume sampah nasional terus meningkat, namun capaian
pengelolaan yang di-input sistem jauh lebih tinggi (~60 %)
dibanding hasil verifikasi lapangan (~10 %), memperlihatkan
kesenjangan aksesibilitas fasilitas dan kualitas pengelolaan.
Daur ulang plastik masih rendah (~22 %), memberi peluang besar
pengembangan ekonomi sirkuler melalui peningkatan 3R dan
infrastruktur.

Sampah rumah tangga menjadi komponen utama, sehingga
edukasi domestik sejak awal memilah menjadi strategi penting.
Ekspansi dan erosi kapasitas TPA menuntut intervensi segera
untuk menghindari krisis sampah nasional menjelang 2030.

Rekomendasi & Langkah Lanjutan

Perlu peningkatan fasilitas TPS 3R dan bank sampah, terutama di
luar Jawa.

Penguatan sistem monitoring verifikasi independen untuk
menutup gap statistik versus realita lapangan.

Promosi take-back systems, upcycling, EPR, dan skema insentif
lokal.

Edukasi massal terhadap warga tentang pemilahan sampah di
rumabh.
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- Sweeping Collecting Transport to Landfill
- Collecting Point Intermidiate
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Gambar 1. Gambaran umum sistem pengolahan sampah di Indonesia
Sumber : Hasil Analisa

Permasalahan Pengelolaan Sampah

Berikut adalah beberapa poin penting tentang kondisi
pengelolaan sampah di Indonesia:

a. Timbulan Sampah yang Tinggi:
Indonesia memiliki jumlah timbulan sampah yang sangat besar,
baik dari rumah tangga maupun industri.

b. Keterbatasan Infrastruktur:

Banyak daerah yang belum memiliki tempat pembuangan
sampah yang layak dan memadai, serta fasilitas pengolahan sampah
yang memadai.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat:

Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk
memilah dan mengolah sampah dengan benar. Peningkatan kapasitas
pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk penyediaan
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infrastruktur dan sumber daya manusia, sangat penting. Dengan
berbagai langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sampah di
Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat
mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan
kesehatan masyarakat.

Tantangan Utama Pengelolaan Sampah Kota di Indonesia

e Kurangnya Infrastruktur dan Sumber Daya

Banyak kota dan kotamadya tidak memiliki peralatan, teknologi,
dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan
membuang sampah dengan benar. Akibatnya, banyak sampah yang
berakhir di tempat pembuangan akhir, menyebabkan bahaya
lingkungan dan kesehatan. Selain itu, sumber daya keuangan yang
terbatas yang tersedia untuk pemerintah daerah seringkali membuat
pengelolaan sampah tidak menjadi prioritas. Akibatnya, fasilitas
pengelolaan sampah sering kekurangan dana, dan biaya untuk
menerapkan praktik pengelolaan sampah yang benar seringkali terlalu
tinggi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha kecil.

e Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Banyak orang yang masih belum menyadari pentingnya praktik
pengelolaan sampah seperti pemilahan dan daur ulang sampah.
Selain itu, masih kurangnya pemahaman tentang pembuangan limbah
B3 yangbenar. Akibatnya, limbah B3 sering kali tercampur dengan jenis
limbah lainnya dan berakhir di tempat pembuangan akhir, sehingga
menimbulkan risiko lingkungan dan kesehatan.

e Pembuangan llegal dan Pembakaran Terbuka

Pembuangan sampah secara ilegal dan pembakaran terbuka,
terutama di daerah perkotaan, sering kali disebabkan oleh kurangnya
akses terhadap layanan pengelolaan sampah, terutama di lingkungan
berpenghasilan rendah.
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e Terbatasnya Ruang Penimbunan Lahan

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi, permintaan
akan ruang TPA semakin meningkat. Biaya pembangunan TPA baru
seringkali mahal, sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk
membangun fasilitas pengelolaan sampah yang baru.

e Kurangnya Infrastruktur Daur Ulang

Meskipun beberapa kota telah mulai menerapkan program daur
ulang, infrastrukturnya masih belum berkembang, dan pengumpulan
serta pengolahan bahan daur ulang sering kali tidak memadai. Selain
itu, insentif bagi rumah tangga dan bisnis untuk mendaur ulang juga
masih kurang.

Permasalahan persampahan dan upaya penanganan dan usulan
penanganan pengelolaan persampahan dapat dilihat pada Tabel 3.
Permasalahan dan Rencana Usulan Penanganan Persampahan yang
diusulkan dan Gambar 2. Skema Pengolahan sampah.
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Tabel 3. Permasalahan dan Rencana Usulan Penanganan Persampahan yang diusulkan

No Isu & Permasalahan No Konsep Penanganan Persampahan No Upaya Yang Akan Dilakukan
Mengurangi produksi sampah melalui pendekatan 3 Melakukan perubahan paradigma dari
1 Blm optimalnya pengurangan & 1 R(Reuse, Reduce, Recycle) mulai dari RT sbg 1 tujuan membuang menjadi
penanganan sampah penyumbang sampah terbesar sampai ke sampah memanfaatkan kembali utk
industry mendapatkan keuntungan
Perbaikan dlm system manajemen
Blm memadainya ketersediaan Sarpras - pengelolaan gampah sc.r keseluruhan.
Pengurangan sampah RT & sampah sejenis dpt Utk mencapai keberhasilan tsb perlu
pengelolaan persampahan terpadu( . . . . .
2 R 2 dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah 2 didukung oleh factor-faktor input
dari sumber, TPS, &TPA) serta
- atau pendaur ulangan sampah berupa sarparas dan kelembagaan
pengangkutan dari hilir ke hulu o R
produksi, distribusi, pemasaran,
pengolahan dan lainanya
Pengelolaan pe.rsampahan berorientasi Mengembangkan suatu system pengelolaan sampah Mengembangkan Tempat Pengolahan
3R yg blm efektif & terpadu serta . - ;
. . yg modern dpt diandalkan & efisien dg teknologi Sampah Terpadu (TPST) dan atau
3 sarpras 3R yg berbasis komunitas 3 . 3 .
X . pengelolaan sampah terpadu menuju zero waste yg Tempat pemrosesan Akhir (TPA) secara
(permukiman) msh blm tersedia scr merupakan teknologi yg ramah lingkungan regional
memadai dan terdistribusi merata P glve gung g
Teknologi yg diusulkan adalah kombinasi tepat guna
4 Perlu teknologi tepat guna dlm 4 yg meliputi teknologi pengomposan, teknologi

pengelolaan persampahan

penanganan plastic, teknologi pembuatan kertas
daur ulang

Sumber : Bappenas,2024
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Gambar 2. Skema Pengelolaan sampah
Sumber : Hasil analisa,2024

Pemerintah telah membuat Indeks Kinerja Pengelolaan
Sampah (IKPS) yang merupakan instrumen standar penilaian kinerja
pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah. Penilaian pengelolaan
sampah ini penting, mengingat dibutuhkan standar penilaian yang
seragam baik untuk kota metropolitan, kota besar, maupun kecil. Satu
hal lagi yang menjadi energi positif adalah kebijakan larangan
penggunaan kantong plastik di sejumlah daerah. Gerakan larangan ini
efektif untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap sampah
anorganik. Terlihat, konsumen di minimarket atau pusat perbelanjaan
mulai membawa tas belanjaan masing-masing.
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Hanya saja, untuk belanja online, masih banyak yang
menggunakan plastik untuk pembungkus paket. Oleh sebab itu, perlu
ada edukasi kepada penjual cara packaging atau pemaketan yang
bagus dan ramah lingkungan.

Tantangan besar dan utama tentu adalah masalah kebiasaan
manusia Indonesia. Sebab, perilaku masyarakat masyarakat kita
masih suka membuang sampah sembarangan. Mengubah perilaku
orang tentu tidak mudah. Perlu cara atau metode yang persuasif
dimulai dari tingkat rukun tetangga (RT) agar tak ada lagi yang
membuang sampah sembarangan.

Solusi yang Ditawarkan

Stakeholder pengelolaan sampah di Indonesia meliputi
berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, pelaku usaha,
akademisi, dan media. Pemerintah memiliki peran sebagai regulator,
fasilitator, dan katalisator, memastikan adanya kebijakan, sarana-
prasarana, dan gerakan partisipasi yang mendukung pengelolaan
sampah. Masyarakat berperan dalam mengurangi timbulan sampah
melalui praktek 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan mendukung program
seperti bank sampah dalam upaya penerapan pola ekonomi sirkuler.
Pelaku usaha berkewajiban mengelola sampah secara mandiri,
membayar retribusi, dan mendukung program-program terkait.
Akademisi berperan dalam edukasi dan sosialisasi pengelolaan
sampah yang tepat, sementara media berfungsi untuk koordinasi dan
komunikasi.

Penerapan ekonomi sirkuler dalam pengelolaan sampah
bertujuan untuk mengurangi limbah, memaksimalkan pemanfaatan
sumber daya, dan menciptakan nilai tambah dari sampah. Tidak hanya
berfokus pada pembuangan akhir, tetapi juga pada pengurangan,
penggunaan kembali, dan daur ulang (3R). Berikut adalah proses
pelaksanaannya secara umum:
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Perancangan Sistem (Design for Circularity)
e Produk dan kemasan didesain agar mudah didaur ulang atau
digunakan kembali.
e Mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan dan komponen
modular.
e Contoh: Botol plastik yang mudah dibongkar untuk daur ulang.

Pengumpulan dan Pemilahan Sampah

e Pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga, industri,
kantor).

e Pemisahan sampah organik dan anorganik, serta kategori daur
ulang lainnya (plastik, kertas, logam, kaca).

e Disediakan bank sampah, TPS 3R, atau skema pengumpulan
terpilah.

Pengolahan dan Daur Ulang (Recycling & Upcycling)

e Sampah organik > kompos atau energi biogas.

e Sampah anorganik > didaur ulang menjadi bahan baku baru atau
produk kreatif (upcycling).

e Contoh: Plastik jadi paving block, tekstil bekas jadi tas, dll.

Re-manufaktur dan Reuse

e Produk lama diperbaiki/diperbaharui agar bisa digunakan kembali.

e Penggunaan suku cadang bekas yang masih layak pakai.

e Contoh: Penggunaan kembali botol kaca, isi ulang sabun atau
detergen.

Integrasi dengan Industri

e Industri menggunakan bahan daur ulang sebagai bahan baku.

e Kolaborasi antara produsen dan pengelola sampah untuk
menciptakan rantai pasok sirkuler.

e Contoh: Industri tekstil memakai serat daur ulang dari limbah
plastik.

Edukasi dan Insentif

e Kampanye edukasi masyarakat tentang pentingnya memilah
sampabh.
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Pemerintah atau swasta memberi insentif (reward) bagi pihak yang
mengelola sampah secara sirkuler.

Contoh: Tukar sampah plastik dengan poin atau uang di bank
sampah.

Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring sistem pengumpulan, pengolahan, dan daur ulang.
Evaluasi kinerja program ekonomi sirkuler secara berkala.
Penyesuaian kebijakan atau teknologi sesuai hasil evaluasi.

Contoh Penerapan Nyata

Bank Sampah: Masyarakat mengumpulkan dan menyetor sampah
terpilah, ditukar dengan uang/tabungan.

Loop System di Industri: Perusahaan seperti Danone dan Unilever
mengumpulkan kembali kemasan bekas produk mereka.

Kawasan Bebas Sampah: Wilayah dengan sistem pengelolaan
mandiri yang terintegrasi dengan ekonomi sirkuler.

Pola Ekonomi Sirkuler pada Pengolahan Sampah

Penerapan pola ekonomi sirkuler pada pengelolaan sampah

mencakup berbagai pendekatan dan strategi yang bertujuan untuk
memutus siklus “ambil-pakai-buang” dan menggantinya dengan
sistem tertutup (closed-loop system) yang lebih berkelanjutan. Berikut
adalah beberapa pola ekonomi sirkuler yang umum diterapkan dalam
pengelolaan sampah:

Reduce, Reuse, Recycle (3R)

Reduce: Mengurangi produksi sampah sejak awal (misalnya,
menghindari kemasan sekali pakai).

Reuse: Menggunakan kembali barang sebelum menjadi sampah
(misalnya, botol kaca isi ulang).

Recycle: Mendaur ulang sampah menjadi bahan baku baru
(misalnya, sampah plastik jadi bijih plastik).
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Daur Ulang Bahan (Material Recycling)

e Mengolah limbah seperti plastik, kertas, logam, dan kaca menjadi
produk baru.

e Contoh: Limbah plastik jadi bahan bangunan (eco-brick), kertas
bekas jadi tisu daur ulang.

Pengolahan Sampah Organik menjadi Kompos atau Energi

e Composting: Mengubah sampah dapur dan taman menjadi pupuk
alami.

e Biogas : Mengubah limbah organik (makanan, kotoran ternak)
menjadi gas metana untuk energi.

Upcycling (Kreasi Ulang)

e Sampah dijadikan produk baru bernilai tambah tanpa melalui
proses industri berat.

e Contoh: Ban bekas jadi meja, botol plastik jadi pot bunga, kain
sisa jadi tas unik.

Re-manufacturing dan Refurbishment

e Barang lama diperbaiki atau diperbaharui agar bisa digunakan
kembali.

e Contoh: Elektronik bekas diperbaiki lalu dijual kembali dengan
harga lebih murah.

Take-back System (Sistem Pengambilan Kembali)

e Produsen menarik kembali produk/kemasannya setelah dipakai
konsumen.
e Contoh: Galon airisi ulang, refill station sabun/cairan pembersih.

Zero Waste Lifestyle & Circular Community

e Masyarakat menerapkan gaya hidup tanpa sampah dan berbagi
sumber daya.

e Contoh: Toko curah (bulk store) pinjam pakai barang, pakaian
bekas (thrifting), dll.
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Ekonomi Daur Ulang Sosial (Social Circular Economy)

Melibatkan komunitas lokal dan UMKM dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sampah.
Contoh: Bank sampah berbasis warga, koperasi daur ulang.

Industrial Symbiosis

Limbah dari satu industri dimanfaatkan sebagai bahan baku di
industri lain.

Contoh: Limbah abu batu bara digunakan sebagai bahan
campuran semen.

Extended Producer Responsibility (EPR)

Produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup
produknya, termasuk tahap pasca-konsumsi.

Contoh: Perusahaan wajib mengumpulkan dan mendaur ulang
kemasan produk mereka
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Berikut diilustrasikan terkait skematik pola sirkular ekonomi
pengelolaan sampah pada gambar 3 di bawah ini.

PENGOLAHAN
SAMPAH ORGANIK
MENJADI KOMPOS

ATAU ENERGI

DAUR ULANG
BAHAN

CIRCULAR
EKONOMI

ECONOMY DAUR ULANG

SOSIAL

TAKE-BACK
SYSTEM

ZERO WASTE
LIFESTYLE &

CIRCULAR COMMUNITY
EXTENDED

PRODUCER
RESPONSIBILITY

Gambar 3. Skematik pola sirkulaer ekonomi pengelolaan sampah
Sumber : World Ecomomic Forum, 2024

Berikut beberapa contoh kota di Indonesia yang telah

menerapkan ekonomi sirkuler dalam pengelolaan sampah secara
nyata dan berkelanjutan:
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Surabaya

Pola Ekonomi Sirkuler:

e Bank Sampah di seluruh kelurahan.

e Program tukar sampah jadi tiket bus Suroboyo (plastik ditukar
dengan layanan transportasi).

e Daur ulang organik melalui komposter dan biodigester.

Dampak:
e Volume sampah ke TPA menurun signifikan.
e Peningkatan kesadaran masyarakat soal 3R.

Bandung (dan Kab. Bandung Barat)

Pola Ekonomi Sirkuler:

e Penerapan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di banyak wilayah.
e Program Kang Pisman: Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan.

e Daur ulang organik skala komunitas.

Dampak:

e Pengelolaan berbasis masyarakat.

e Kolaborasi aktif dengan komunitas dan UMKM.

Denpasar & Kabupaten Badung, Bali

Pola Ekonomi Sirkuler:

e Pengelolaan sampah berbasis desa adat dan banjar.

e Program waste separation from source (pemilahan dari rumah).

e Komunitas eco-brick dan bank sampah kreatif.

Dampak:

e Desa Padangtegal Ubud menjadi salah satu model “Zero Waste
Village”.

e Pengurangan sampah plastik signifikan di area wisata.
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Malang

Pola Ekonomi Sirkuler:

e Lebihdari 150 bank sampah aktif.

e Kerjasama dengan BUMDes dan UMKM daur ulang.

e Penerapan kompos rumah tangga dan skala komunitas.
Dampak:

e Sampah organik dapat ditangani hingga 60% di sumber.
e Ekonomi lokal tumbuh dari sektor sampah.

Kabupaten Sleman (DIY)

Pola Ekonomi Sirkuler:

e Integrasi edukasi masyarakat, teknologi komposter, dan inovasi
bank sampah digital.

e Kolaborasi dengan sekolah, pesantren, dan komunitas.

Dampak:
e Pertumbuhan industri daur ulang kecil.
e Meningkatnya kapasitas pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Kota Magelang

Pola Ekonomi Sirkuler:

e Daur ulang anorganik dan komposting organik di Rumah Kompos.

e Penggunaan produk daur ulang untuk infrastruktur lokal (seperti
paving block dari plastik).

Dampak:

e Pengurangan sampah ke TPA mencapai lebih dari 30%.

Berikut adalah skema Pengolahan Sampah Berbasis teknologi
pada gambar 4. Dan Tabel 2. Alternatif teknologi Pengolahan sampah
dan gambar 6. Opsi teknologi Pengolahan sampah. Dan Tabel 4. Data
Rata-rata Penambahan Usia TPA
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TEKNOLOGI
PENGOLAHAN SAMPAH

Meningkatnya Metode Perlu intervensi

timbulan konvensional teknologiyang
ramah lingkungan

)

sampah tidak lagi

|
=) ()
(o) (o)

REFUSED DERIVED FUEL

Gambar 4. Skema Indonesia Menuju Pengolahan Sampah Berbasis
Teknologi
Sumber : Analisa, 2024

Alternatif Teknologi Pengolahan Persampahan

Opsi Teknologi

Landfill, yaitu landfill yang memenuhi syarat regulasi

Landfill Gasifikasi/Methanisasi, yaitu landfill yang disertai proses
konservasi gas menjadi energi.

Composting, yaitu pemisahan organik dan composting dengan
residual dikirim ke landfill

Refused Derived Fuel (RDF), Proses pembuatan RDF dari sampah
terdiri atas 4 (empat) tahap utama yaitu proses pemecahan
(crushing process), proses pengeringan (drying process), proses
pemisahan dan pemecahan kembali (shorting and crushing
process), dengan perlu landfill untuk residual.

Anaerobic Digestion, yaitu pemisahan organik dan anaerobic
digestion untuk pembangkit listrik yang residualnya dikirim ke
landfill.

Basic Waste to Energy (WTE), dengan landfill untuk Ash dan segala
sampah yang melebihi kapasitas pabrik
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Compos dan WTE, yaitu pemisahan mekanik limbah ke fraksi
kompos dan WTE dengan residu dan fraksi dibakar, mengakibatkan
2 aliran pengolahan yaitu kompos dan WTE dengan residu setiap
limbah yang melebihi kapasitas pabrik dan ash pergi ke landfill
Modern Incenerator WTE, yaitu pemisahan mekanik limbah ke fraksi
kering dan sebagian kecil organik basah yang dikeringkan secara
biologis, baik kemudian digabungkan dan dibakar ke pabrik WTE
dengan abu dan setiap limbah yang melebihi kapasitas pabrik akan
ke landfill
Conventional Gasifikasi WTE, yaitu pemisahan mekanik sampah
menjadi fraksi kering dan sebagian kecil organik basah yang
dikeringkan secara biologis, baik kemudian digabungkan dengan
gasifikasi atau pyrolized dengan teknologi baru untuk membuat gas
sintetik yang dibakar untuk listrik.

Berikut disampaikan pada Tabel 4, Data Rata-rata Penambahan

usia TPA berdasarkan jenis teknologi.

Tabel 4. Data rata-rata Penambahan Usia TPA Berdasarkan Jenis Teknologi

Increasing the
No Type of technology age of the
landfill
1 Landfill 0
2 Landfill gasifikasi/ Methanisasi 2
3 Composting 3
4 Refused Derifed Fuel (RDF) 27
5 Anaerobic Digestion 5
6 Basic Waste to Energy (WTE), 29
7 Compos and WTE 31
8 Modern Incenerator WTE 31
9 Conventional Gasifikasi WTE 31

Sumber : McGraw-Hill, 1993
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OPSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH

~
MBT _— -
Pembuatan kompos
: Mechanical
dan degradasy Biological
sampah anaerot} Treatment

INSINERATOR

Proses pembakaran
Moying "
Grate yang sangat eksotermik
Incilieration \

WASTE X\
TREATMENT

FACILITY

\

Thermno GASIFIKASI
Chemical \
Processe | | Proses oksidasi

/ parsial dari sampah

/.

J 7
, PYROLISIS
o Dekomposisi term-
// okimia bahan bakar
-~
~
P it

sampah

Mechanical
on \J (

RDF
Refuse
Sampah yang | Derived |~ Biologicl
sudah di-screen-\ (}F?UDF) Procesy
gan dipelih se- \ -
melakantaan \

\
COMPOST

Pengembalian bahan o7
organik berupa kompos ~ MRF

dan meninggakatan S~ __ Fasilitas yang —

memiijah dan menyi- )
mpan sampah daur

ulang

Materials
Recovery
Facilities

Anaerobic
Digestion

» TEKNOLOGI PSEL

Gambar 3. 2 Opsi Teknologi Pengolahan Sampah
Sumber : ERIC-DKTI,2023

Penerapan pola ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah
untuk mencapai Nol Sampah Bersih (Net Zero Waste) dan
dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Penerapan pola ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah
merupakan pendekatan transformatif untuk mencapai Net Zero Waste,
di mana material didaur ulang, dan diregenerasi, alih-alih dibuang
begitu saja. Pendekatan ini memiliki implikasi mendalam bagi
keberlanjutan lingkungan dan berdampak signifikan terhadap
kehidupan masyarakat.

Penerapan ekonomi sirkuler pada pengolahan sampah dapat
membantu mewujudkan Net Zero Waste dengan cara:
a. Mengurangi jumlah sampah:
Dengan menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle, jumlah
sampah yang dihasilkan dapat dikurangi.
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b. Mengurangi eksploitasi Sumber daya Alam :

Ekonomi sirkuler dapat membantu mengurangi kebutuhan akan
sumber daya alam dengan cara menggunakan kembali dan mendaur
ulang bahan-bahan yang ada.

c. Menciptakan nilai ekonomi:

Pengolahan sampah dapat menciptakan lapangan kerja dan
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan produk daur
ulang.

Ekonomi sirkular bertujuan untuk merancang dan mengelola
sampah tanpa polusi, menjaga produk dan material tetap dapat
digunakan, serta meregenerasi sistem alami. Dalam pengelolaan
sampabh, hal ini meliputi:

e Mengurangi tumpukkan sampah melalui desain dan perencanaan
yang lebih baik.

* Menggunakan kembali material alih-alih membuangnya.

e Mendaur ulang dan meningkatkan kualitas sampah menjadi
produk baru.

¢ Mengompos sampah organik.

e Berinovasi dalam pengelolaan siklus hidup produk (misalnya,
perbaikan, pemugaran, model berbagi).

Langkah Menuju net zero waste melalui Model Sirkular dapat
dideskripsikan dalam tindakan antara lain dengan pemilahan Sampah
di sumber, untuk memungkinkan daur ulang dan pengomposan. Pada
proses daur ulang di Fasilitas Pemulihan Material (Material Recovery
Facilities/MRF) pememilahan dan pemulihkan bahan daur ulang dapat
dilakukan secara optimal.

Pengomposan/Bio-digesti Sampah organik diubah menjadi
kompos atau biogas sebagai tanggung Jawab Produsen yang Diperluas
dalam konteks Extended Producer Responsibility/EPR yakni konsep
pengelolaan sampah yang mewajibkan produsen untuk bertanggung
jawab atas dampak lingkungan dari produk mereka sepanjang siklus
hidup produk, termasuk setelah produk tersebut menjadi sampah
(Membuat produsen bertanggung  jawab atas sampah
pascakonsumen).
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Konteks penerapan EPR sangat bermanfaat untuk mencapai
Net Zero Waste, karena dapat mengurangi jumlah sampah yang
dihasilkan dengan mendorong produsen untuk mendisain produk yang
lebih ramah lingkungan. Juga dapat meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya dengan mendorong produsen untuk
menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Manfaat lain
adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, karena EPR
dapat menumbuhkan kesadaran produsen tentang dampak
lingkungan dari produk mereka.

Contoh penerapan EPR di berbagai negara antara lain :

a. Pengelolaan sampah elektronik

Beberapa negara telah menerapkan EPR untuk sampah elektronik,
seperti laptop dan ponsel

b. Pengelolaan sampah kemasan

Beberapa negara telah menerapkan EPR untuk pengelolaan sampah
kemasan, seperti botol plastik dan kaleng.

Dengan menerapkan EPR, produsen dapat berperan aktif
dalam mengurangi dampak lingkungan dari produk mereka dan
meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah vyang
bertanggung jawab. Prinsip Desain Net Zero waste adalah Ramah
Lingkungan. Produk dibuat untuk daya tahan yang tinggi, perbaikan,
dan penggunaan kembali. Pemerintah daerah disarankan mengadopsi
model sirkular di negara lain (misalnya, San Francisco, Ljubljana)
sebagai kota yang menerapkan Zero Waste

Dampak terhadap Pencapaian Tujuan Net Zero waste.

Pendekatan sirkular mendukung Net Zero waste dengan:

e Meminimalkan penggunaan TPA dan insinerasi.

e Mengurangi emisi GRK dari pengolahan sampah.

e Mendorong perekonomian lokal melalui pemulihan sumber daya.

e Memperpanjang umur produk dan mengurangi ekstraksi bahan
baku.

e Menyelaraskan dengan SDGs seperti konsumsi yang bertanggung
jawab (Tujuan 12) dan aksi iklim (Tujuan 13).
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Dampak terhadap Kehidupan Masyarakat

Manfaat Lingkungan:

Kota dan lingkungan alam yang lebih bersih.
Polusi yang berkurang (udara, air, tanah).
Ketahanan yang meningkat terhadap perubahan iklim.

Peluang Ekonomi:

Penciptaan lapangan kerja di industri daur ulang, perbaikan, dan
pengomposan.

Dukungan untuk kewirausahaan hijau (misalnya, fesyen daur
ulang, stasiun pengisian ulang).

Biaya yang lebih rendah seiring waktu melalui model penggunaan
kembali dan berbagi.

Pergeseran Sosial dan Budaya:

Meningkatnya kesadaran publik akan konsumsi berkelanjutan.
Keterlibatan masyarakat yang lebih kuat (misalnya, pengomposan
komunitas, pasar tukar).

Dampak pendidikan —terutama di kalangan remaja dan sekolah.

Peningkatan Kesehatan:

Berkurangnya paparan terhadap limbah beracun.

Sanitasi yang lebih baik melalui sistem pengelolaan sampah yang
terorganisir.

Lebih sedikit wabah penyakit akibat sampah yang tidak terkelola.
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Tantangan dan Pertimbangan dalam pelaksanaan Net Zero waste
sirkuler ekonomi

Tantangan

a. Tantangan Mitigasi

e Kurangnya infrastruktur Investasi di MRF, pusat kompos, dan
logistik.

e Perubahan perilaku Edukasi publik, program insentif.

e Sektor persampahan informal Integrasikan pemulung ke dalam
sistem formal.

e Penegakan kebijakan Regulasi dan kerangka kepatuhan yang
kuat.

b. Tantangan Perubahan Prilaku

e Perubahan perilaku: Mengubah perilaku masyarakat dan
industri untuk mengadopsi prinsip ekonomi sirkuler dan
mengurangi sampah.

e Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang memadai untuk
pengelolaan sampah dan daur ulang.

o Biaya: Mengatasi biaya yang terkait dengan implementasi
ekonomi sirkuler dan pengelolaan sampah.

o Teknologi:Mengembangkan teknologi yang memadai untuk
mendukung ekonomi sirkuler dan pengelolaan sampah.

Pertimbangan

o Keterlibatan semua pihak: Keterlibatan semua pihak termasuk
pemerintah, industri dan masyarakat, sangat penting

o Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan dan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya ekonomi sirkuler dan
pengelolaan sampah sangat penting.

o Kebijakan dan regulasi: Kebijakan dan regulasi yang
mendukung ekonomi sirkuler dan pengelolaan sampah sangat
penting

e |nhovasi dan kreativitas: Inovasi dan kreativitas dalam
mengembangkan solusi untuk mengurangi sampah dan
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meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sangat
penting.

Contoh Implementasi Net Zero waste ekonomi sirkuler di Dunia Nyata
e Swedia : Pemulihan energi dari sampah dan tingkat
daur ulang yang tinggi.
¢ Jepang (Kamikatsu) : Mencapaitingkat pengalihan sampah hampir
80%.
¢ Indonesia (Bali) : Percontohan pusat sampabh sirkular berbasis
komunitas.

Contoh penerapan Net Zero waste ekonomi sirkuler di Indonesia :

e Program pengurangan sampah plastik: Pemerintah Indonesia telah
meluncurkan program pengurangan sampah plastik, seperti
larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

e Industri daur ulang: Indonesia memiliki industri daur ulang yang
berkembang, seperti daur ulang plastik, kertas, dan logam.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat:
Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan pengelolaan sampah
berbasis masyarakat, seperti bank sampah dan composting.

Dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia:

e Meningkatkan kesadaran lingkungan: Penerapan ekonomi sirkuler
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
menjaga lingkungan dan mengurangi sampah.

e Meningkatkan kualitas hidup: Dengan mengurangi jumlah sampah
dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas
hidup masyarakat dapat meningkat.

e Menciptakan peluang ekonomi: Ekonomi sirkuler dapat
menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, seperti
industri daur ulang dan pengelolaan sampah.

e Mengurangi dampak lingkungan: Penerapan ekonomi sirkuler
dapat mengurangi dampak lingkungan yang negatif, seperti polusi
udara dan air, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

270



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

Dengan menerapkan ekonomi sirkuler pada pengolahan

sampah, Indonesia dapat mewujudkan Net Zero Waste dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Solusi:

Dengan memahami tantangan dan pertimbangan dalam

pelaksanaan Net Zero Waste dan ekonomi sirkuler, kita dapat
mengembangkan solusi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut
yang antara lain sebagai berikut:

Kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat
penting untuk mencapai Net Zero Waste.

Pendidikan dan pelatihan: Pendidikan dan pelatihan tentang
ekonomi sirkuler dan pengelolaan sampah sangat penting.
Inovasi teknologi: Inovasi teknologi dapat membantu
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi
sampah.

Kebijakan yang mendukung: Kebijakan yang mendukung ekonomi
sirkuler dan pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai
Net Zero Waste.

Penutup

Pengolahan sampah dengan paradigma lama “Kumpul-Angkut-
Buang” sudah harus ditinggalkan dan harus berganti menjadi
“Kumpul- Angkut — Proses — Buang (sebagai Residu). Selain itu,
pengelolaan sampah juga harus dilakukan secara terpadu.
Langkah awal untuk ini dilakukan Kementerian LHK dengan cara
melarang open dumping. Artinya, sampah yang semula hanya
dibuang saja (tanpa diolah) sehingga membuat penumpukan, kini
harus diolah terlebih dulu. Pengelolaan sampah di tempat
pembuangan sampah (TPS) terpadu, didorong untuk kreatif.
Antara lain, dengan mengubah sampah menjadi energi melalui
incenerator atau Refuse-Derived Fuel. Bukan hanya energi,
sampah juga dipilah dan diolah kembali menjadi bahan baku
produk lain.
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Masyarakat berperan dalam mengurangi timbulan sampah
melalui praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan mendukung
program seperti bank sampah dalam upaya penerapan pola
ekonomi sirkuler. Pelaku usaha berkewajiban mengelola sampah
secara mandiri, membayar retribusi, dan mendukung program
terkait.

Penerapan pola ekonomi sirkuler pada pengelolaan sampah
merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan konsep Net
Zero Waste, yaitu mencapai nol sampah yang berakhir di tempat
pembuangan akhir

Dalam mengimplementasikan Net Zero Waste, penting untuk
melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pendidikan tentang
pengelolaan sampah, dan dukungan pemerintah serta kebijakan
yang mendukung. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan
masyarakat sipil akan membantu mencapai pencapaian Net Zero
Waste yang berdampak positif pada kehidupan masyarakat.

Pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular bukan sekadar
solusi teknis, melainkan transformasi sosial dan budaya. Hal ini
memungkinkan tercapainya tujuan Net Zero Waste sekaligus
menciptakan lapangan kerja yang lebih ramah lingkungan,
komunitas yang lebih sehat, dan masa depan yang lebih
berkelanjutan. Pemerintah, pelaku bisnis, dan warga negara harus
berkolaborasi untuk merancang ulang sistem yang selaras dengan
alam, bukan melawannya.
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Memetakan Tantangan dalam Pengembangan
Kendaraan Listrik di Indonesia

Ade Asmi

Pendahuluan

Transportasi merupakan salah satu bagian penting dalam
kehidupan masyarakat. Masalahnya, konsumsi energi di sektor
transportasi tergolong sangat besar. Berdasarkan Handbook of Energy
& Economic 2023, sektor transportasi menjadi sektor terbesar kedua
dalam hal konsumsi energi nasional setelah sektor industri (lihat
Gambar 1). Pada tahun 2023, persentase konsumsi energi sektor
industri adalah sebesar 45,60%, transportasi 36,74%, rumah tangga
12,35%, komersial 4,44%, dan sektor lainnya 0,87%.

1%

Million BOE 1220
1.148

2018 2019 2020 021 2022 2023 4%

uindustry Household Commercial = Industry Household Commerdial
Transportation ™ Others Transportation = Others

Gambar 1. Konsumsi Energi Nasional
(Sumber: Handbook of Energy & Economic 2023)

Selain mengonsumsi energi sangat besar, transportasi juga
menghasilkan emisi gas rumah kaca sangat besar. Menurut Institute
for Essential Service Reform (IESR, 2023), pergerakan transportasi
darat mendominasi emisi gas rumah kaca dengan persentase sebesar
67% hingga 84,3% dari total pergerakan. Karena emisi gas rumah kaca

276



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

itu buruk bagi perubahan iklim, berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim Sektor Transportasi, pemerintah berkomitmen untuk
menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi. Komitmen
itu merupakan tindak lanjut dukungan pada Perjanjian Paris (Paris
Agreement) yang diratifikasi Indonesia, di mana aksi pengurangan
emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim menjadi target
kontribusi nasional yang dinamakan Nationally Determined
Contribution (NDC). Target yang ditetapkan Indonesia adalah 31,82%
pengurangan emisi dengan upaya nasional tersendiri (tanpa syarat)
dan 43,2% pengurangan emisi jika mendapatkan dukungan
internasional (bersyarat). Salah satu aksi nyata dari komitmen itu
adalah pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle).

Jadi, perkembangan yang melatar belakangi munculnya
kendaraan listrik di Indonesia terutama didorong oleh kondisi buruk
perubahan iklim dan polusi udara akibat emisi gas rumah kaca yang
ditimbulkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil. Faktor pendorong
lainnya adalah masalah ketergantungan pada energi fosil, di mana
krisis energi dan fluktuasi harga minyak mendorong pencarian energi
alternatif dan terkait dengan hal itu adalah pengembangan kendaraan
listrik. Selain kedua faktor tersebut di atas, faktor potensi ekonomi
tidak kalah penting, di mana Indonesia memiliki potensi besar dalam
pengembangan kendaraan listrik karena cadangan nikel yang
melimpah sebagai bahan baku utama baterai.

Dalam hal regulasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai
peraturan untuk mendorong percepatan program kendaraan
listrik. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti Stasiun
Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) mulai dilakukan,
meskipun belum merata di seluruh  wilayah penting
Indonesia. Sementara itu, kesadaran masyarakat terhadap perubahan
iklim dan degradasi kualitas lingkungan hidup juga meningkat,
sehingga minatnya pada kendaraan listrik meningkat pula
sebagaimana terlihat dari adanya peningkatan penjualan dan
permintaan kendaraan listrik meskipun belum pesat. Di sisi lain,
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pengembangan teknologi baterai, motor listrik, dan komponen lainnya
terus dilakukan untuk meningkatkan performa dan efisiensi kendaraan
listrik.

Fenomena perkembangan kendaraan listrik di
Indonesia tersebut menunjukkan tren positif sebagai upaya
mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan dampak
negatifnya terhadap lingkungan hidup dan alam sekitarnya. Pada saat
ini, pemerintah memang telah mendorong pertumbuhan kendaraan
listrik melalui berbagairegulasi dan insentif. Sementara pada saatyang
bersamaan, minat masyarakat juga sedikit demi sedikit mulai
meningkat seiring dengan kesadaran akan manfaat kendaraan
listrik. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan seperti infrastruktur
pengisian daya yang belum merata dan harga kendaraan listrik yang
relatif mahal masih perlu diatasi. Tulisan singkat ini bertujuan untuk
melakukan pemetaan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam
pengembangan kendaraan listrik agar ke depan bisa dilakukan upaya-
upaya untuk mengatasinya di mana perlu.

Kebijakan untuk Menciptakan Ekosistem Kendaraan Listrik

Payung hukum kebijakan sangat diperlukan untuk mendasari
pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle) di Indonesia. Untuk
itu, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55
Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Pertimbangan yang memuat maksud dan tujuan dari ditetapkannya
Peraturan Presiden itu adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi
energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas
udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia
menurunkan emisi gas rumah kaca;

b) Memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam
pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan;
dan,
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c) Mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun
kendaraan serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan
ekspor kendaraan bermotor.

Payung hukum kebijakan yang tertuang dalam Keputusan
Presiden di atas diturunkan menjadi kebijakan operasional berupa
peraturan-peraturan yang dikeluarkan kementerian  terkait.
Kementerian Perhubungan yang terkait langsung dengan kebijakan
Transportasi menerbitkan kebijakan operasional berupa peraturan-
peraturan yang menopang percepatan program Kendaraan Bermotor
Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagaimana dapat
dilihat di Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kebijakan Operasional Kementerian Perhubungan

No Peraturan Substansi
e enen | S sspede oy
1 Perhubungan No. 65 tahun L
2020 bakar menjadi sepeda motor
listrik berbasis baterai.
Perubahan atas peraturan
Menteri Perhubungan No.
Peraturan Menteri PM 44 tahun 2020 tentang
2 | Perhubungan NO. 86 tahun pengujian tipe fisik
2020 kendaraan bermotor dengan
motor penggerak
menggunakan motor Listrik.
Peraturan Menteri Pengujian tipe fisik
3 | Perhubungan No. 87 tahun kendaraan bermotor listrik
2020 berbasis baterai (KBLBB).

Selain kebijakan operasional Kementerian Perhubungan di atas,
upaya untuk melaksanakan kebijakan juga didukung oleh
kementerian-kementerian lain terkait, lembaga negara dan lembaga
pemerintahan terkait, dan Pemerintah Daerah (Pemda). Tanpa
dukungan institusi-institusi tersebut, tak mungkin percepatan program
itu terlaksana. Pada Tabel 2 berikut ini disajikan peraturan-peraturan
yang diterbitkan oleh kementerian-kementerian selain Kementerian
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Perhubungan untuk mendukung percepatan program Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Battery Electric Vehicle
(BEV) di Indonesia.

Tabel 2. Dukungan Kebijakan Operasional Kementerian Lain

No Peraturan Substansi
Peraturan Menteri Pembebasan Bea
Keuangan No. 76 tahun Masuk atas impor mesin serta
2012 tentang barang dan bahan untuk
1 Perubahan atas pembangunan atau
Peraturan Menteri pengembangan industri dalam
Keuangan Nomor rangka penanaman modal.
176/PMK. 011/2009.
2 | ESDMNomor13Tahun | P8 -
kendaraan bermotor listrik
2020 . .
berbasis baterai.
Spesifikasi, peta jalan
Peraturan Menteri pengembangan dan ketentuan
3 Perindustrian Nomor 27 | penghitungan Tingkat
Tahun 2020 Komponen Dalam Negeri
(TKDN) KBLBB.
Peraturan Menteri Kendaraan Bermotor Listrik
. . Berbasis Baterai (KBLBB) dalam
4 Perindustrian Nomor 28 .
keadaan terurai lengkap dan
Tahun 2020 .
keadaan terurai tidak lengkap.
Peraturan Menteri Standar Biaya Masukan (SBM)
5 Keuangan Nomor 72 tahun anggaran 2020
Tahun 2020 g8 '
Peraturan Menteri Eg:snf:;r;:’:eprogzging
6 Perdagangan No. 59 untui ke erlua,n test gasar dan
tahun 2020 P oSt pasar,
pelayanan purna jual.
Peraturan Menteri Pemberian fasilitas
7 Keuangan No.130 pengurangan Pajak Penghasilan
Tahun 2020 Badan.
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No Peraturan Substansi
Peraturan Menteri Bea masuk ditanggung
8 Keuangan No. 12 tahun pemerintah sektor industri
2020 tertentu tahun anggaran 2020.
Peraturan Menteri Pe!’lghltungan dasar pengenaan
. Pajak Kendaraan Bermotor dan
9 Dalam Negeri Nomor 1 .
Tahun 2021 Bea Balik Nama kendaraan
bermotor tahun 2021.

Adapun dukungan kebijakan operasional dari lembaga negara
dan lembaga pemerintahan terkait bisa diperiksa pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Dukungan Kebijakan Lembaga Negara dan Pemerintahan

No Peraturan Substansi

Standarisasi spesifikasi teknis

Keputusan Korps Lalu | materiil Tanda Nomor Kendaraan

1 Lintas Polri Nomor 5 Bermotor (TNKB) dan Tanda Coba

Tahun 2020 Kendaraan Bermotor (TCKB) plat
nomor khusus KBLBB.

Peraturan Bank Rasio Loan to Value (LTV) untuk

Indonesia Nomor kredit properti, rasio Financing to

22/13/PBI1/2020 Value (FTV) untuk pembiayaan

2 .

(Perubahan kedua properti, dan uang muka

Peraturan Bl Nomor untuk kredit atau pembiayaan

20/8/PBI1/2018) kendaraan bermotor.
Dukungan perbankan dalam
percepatan program Kendaraan

Surat Keputusan Bermotor Listrik Berbasis Baterai,

Kepala Eksekutif di antaranya penyediaan dana

Pengawas Perbankan, | kepada debitur dengan

3 Otoritas Jasa tujuan pembelian KBLBB dan

Keuangan Nomor industri hulu KBLBB, penyediaan

S-14/D.03/2020 dana dalam rangka produksi
KBLBB beserta infrastrukturnya,
penilaian kualitas kredit untuk
pembelian KBLBB dan atau
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No Peraturan Substansi

pengembangan industri hulu
KBLBB untuk perorangan atau
badan usaha.

Peraturan Badan Rincian bidang usaha dan jenis

Koordinasi produksiindustri pionir yang dapat

Penanaman Modal diberikan fasilitas pengurangan

5 | Nomor 7 Tahun 2020 Pajak Penghasilan Badan serta

(Perubahan kedua tata cara pemberian fasilitas

Peraturan BKPM pengurangan Pajak Penghasilan

Nomor 8 tahun 2019) Badan.

Sedangkan dukungan beberapa Pemda yang telah

menerbitkan peraturan terkait kendaraan listrik dapat dilihat pada
Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Peraturan Pemerintah Daerah terkait Kendaraan Listrik

No Peraturan Substansi
Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Provinsi
1 Provinsi Jawa Barat Jawa Barat No. 13 Tahun 2011
No. 9 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.
5 Peraturan Gubernur Penggunaan Kendaraan Bermotor
Bali No. 48 tahun 2019 | Listrik Berbasis Baterai.
Insentif Pajak Bea Balik Nama
Peraturan Gubernur s
Kendaraan Bermotor Listrik
3 DKI Jakarta Nomor 3 . .
Berbasis Baterai untuk
Tahun 2020 .
TransportasiJalan.
4 | Perawran Gubernur | o e
DIY No. 27 Tahun 2020 | - 238X "¢
Bea Balik Nama.
Peraturan Gubernur Penghitungan dasar pengenaan
5 | Jawa Timur No. 16 pajak dan Bea Balik Nama
Tahun 2020 Kendaraan Bermotor tahun 2020.
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No Peraturan Substansi
Peraturan Gubernur Penghitungan dasar pengenaan
6 | Kaltim No. 20 Tahun Pajak Kendaraan Bermotor dan
2020 Bea Balik Nama.
Peraturan Gubernur Penghitungan dasar pengenaan
7 | Banten No. 61 Tahun Pajak Kendaraan Bermotor dan
2020 Bea Balik Nama tahun 2020.

Penghitungan dasar pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama kendaraan
Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur
8 Sulawesi Selatan No.
18 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Penghitungan dasar pengenaan
9 | Nusa Tenggara Barat Pajak Kendaraan Bermotor dan
Nomor 21 Tahun 2020 | Bea Balik Nama tahun 2020.

Penghitungan dasar pengenaan
pajak dan Bea Balik Nama
kendaraan bermotor tahun 2020
dan tahun sebelumnya.

Peraturan Gubernur
10 | Jawa Tengah Nomor
53 Tahun 2020

Dari gambaran tentang kebijakan terkait kendaraan listrik di atas,
terlihat jelas bagaimana pemerintah berupaya menciptakan ekosistem
kendaraan listrik yang berkelanjutan. Pemerintah mulai membangun
ekosistem kendaraan listrik tersebut dengan menggunakan sendiri
kendaraan dinas listrik di lingkungan pemerintahan, karena kendaraan
dinas dapat dianggarkan langsung dari anggaran belanja pemerintah.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia, melakukan simulasi pergeseran kebutuhan
kendaraan operasional roda empat dan roda dua untuk Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI dari kendaraan jenis ICE
(Internal Combustion Engine) ke BEV (Battery Electric Vehicle), dari
tahun 2021 ke tahun 2030, sebagaimana dapat diperiksa pada Gambar
2. Permintaan jenis kendaraan BEV direncanakan akan naik dari tahun
ke tahun hingga mencapai 132.983 untuk kendaraan roda empat dan
398.530 untuk kendaraan roda dua. Simulasi ini dilakukan untuk
memicu akselerasi pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik,
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sehingga diharapkan muncul investor-investor yang mendukung
sarana maupun prasarana kebutuhan kendaraan listrik.

SIMULASI MILESTONE KEBUTUHAN KENDARAAN
OPERASIONAL RODA 4 DAN RODA 2 b e
PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, TN, POLRI DARI 2029 R2:398.530
KENDARAAN JENIS ICE KE BEV TAHUN 2021-2030 Rd: 119.721
2028 R2: 358.677 [
R4: 105.419
2021 R2:318.824

2026 R4: 91.617
R2:278.971
2025 R4: 77.814

e Ré: 65.605 R2:239.118
R2: 199.415
2023 R4: 52.682

2022 R4:39.258  R2: 159.532
2021 R4:26.100  R2: 119.649
R4:13.236  R2:79.766
R2: 39.883 '

Gambar 2. Kebutuhan Kendaraan Dinas Listrik Pemerintah
(Sumber: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat 2021)

Peta Tantangan Pengembangan Kendaraan Listrik

Pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle) ternyata tidak
mudah. Begitu pula halnya dengan pengembangan kendaraan listrik di
Indonesia. Kendala umumnya bersumber dari belum matangnya
ekosistem kendaraan listrik yang terbangun, baik karena belum
dipahaminya kebijakan yang mendukung implementasi maupun
karena belum terciptanya suasana ekonomi yang mendukung
investasi. Berikut ini diuraikan tantangan-tantangan yang harus
dihadapi Indonesia ke depan dalam pengembangan kendaraan listrik.

a. Kurangnya Pemahaman Tentang Kebijakan yang Diberlakukan
untuk Mendukung Implementasi

Berbagai pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah
(pemerintah pusat dan pemerintah daerah) maupun pelaku industri
(produsen) dan konsumen masih belum sepenuhnya mengetahui atau
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memahami peraturan-peraturan pendukung implementasi kebijakan
pengembangan kendaraan listrik. Jelas, hal ini menghambat
pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan operasional yang
sebenarnya dimaksudkan untuk membantu mengembangkan
ekosistem kendaraan listrik dan mendorong tumbuhnya pasar
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Battery
Electric Vehicle (BEV).

b. Harga Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)
atau Battery Electric Vehicle (BEV) dan Total Biaya Kepemilikan
atau Total Cost of Ownership untuk BEV (TCO BEV) Lebih Mahal
daripada Harga Kendaraan Internal Combustion Engine (ICEV)

Total Cost of Ownership Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai atau Battery Electric Vehicle (TCO BEV), secara umum
didefinisikan sebagai semua biaya langsung dan tidak langsung yang
berkaitan dengan kepemilikan BEV selama siklus hidupnya, lebih
mahal daripada kepemilikan kendaraan bermotor berbahan bakar
bensin (ICEV). Memang harga Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai atau Battery Electric Vehicle (KBLBB atau BEV) masih jauh lebih
mahal dari kendaraan berbahan bakar bensin atau Internal
Combustion Engine (ICEV). Namun dengan insentif yang tepat, seperti
pengurangan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM), bea
balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak kendaraan
bermotor (PKB), TCO BEV bisa menjadi lebih bersaing dengan atau
bahkan lebih rendah dari ICEV.

Biaya kepemilikan (TCO) sangat bergantung pada biaya
penggantian baterai dan daur ulang atau penggunaan kembali baterai.
Menurunkan pajak (misalnya PPnBM) yang dikombinasikan dengan
beberapa subsidi, sementara harga bahan bakar bensin yang semakin
tinggi, dapat menggeser TCO Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
dan BEV menuju pada biaya yang berdaya saing lebih tinggi
dibandingkan dengan ICEV. Di awal implementasi kebijakan,
pengaturan subsidi dapat difokuskan terlebih dahulu pada kendaraan
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umum seperti taksi, bus dan mobil pengantar barang (persewaan
kendaraan).

Saat ini, harga kendaraan listrik memang masih relatif mahal
dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar bensin,
sehingga menjadi penghalang bagi sebagian konsumen untuk
mengadopsi kendaraan ramah lingkungan ini. Beberapa faktor yang
menyebabkan harga kendaraan listrik menjadi mahal antara lain
adalah biaya produksinya yang tinggi, terutama pada baterai, serta
pajak dan bea masuk yang belum sepenuhnya mendukung. Selain itu,
infrastruktur pengisian daya yang terbatas dan persepsi konsumen
tentang harga jual kembali (resale value) juga turut memengaruhi harga
kendaraan listrik. Dikarenakan harga kendaraan listrik masih jauh lebih
mahal daripada kendaraan konvensional berbahan bakar bensin,
maka masyarakat memerlukan dukungan kebijakan insentif yang lebih
agresif untuk menekan harga kendaraan listrik agar terjangkau
masyarakat.

c. Belum terbangunnya ekosistem kendaraan listrik (EV) yang
memadai untuk mengatasi masalah infrastruktur charging daya
yang terbatas

Infrastruktur charging daya dengan tarif yang sesuai merupakan
bagian dari ekosistem kendaraan listrik (EV). Ekosistem ini tidak hanya
berarti stasiun charging dan outlet penggantian baterai tetapi juga
bangunan rantai pasokan lokal secara keseluruhan untuk industri
kendaraan listrik (EV), mulai dari industri manufaktur, outlet penjualan,
bisnis pemeliharaan, serta daur ulang dan pembuangan baterai yang
ramah lingkungan. Termasuk juga di dalam ekosistem ini
pengembangan bengkel konversi Internal Combustion Engine (ICE) ke
kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) dan pasar secondhand
kendaraan listrik. Hal penting lainnya yang harus dipertimbangkan
pemerintah adalah dalam kaitannya dengan diversifikasi usaha,
pengalihan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas mereka pada
situasi maraknya transisi dari ICE ke BEV.
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Keterbatasan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
(SPKLU) dan belum meratanya distribusi SPKLU menjadi kendala
utama dalam adopsi kendaraan listrik. Jumlah titik charging publik
sangat penting untuk memperluas jangkauan pengemudi kendaraan
listrik berbasis baterai (BEV) sehingga dapat mengemudi jarak jauh.
Sedangkan titik charging pribadi juga merupakan kebutuhan yang tak
kalah penting bagi pemilik BEV, karena kendaraan biasanya diparkir
untuk waktu yang lama dalam kesehariannya. Upaya-upaya untuk
mengatasi keterbatasan jumlah dan distribusi SPKLU perlu menjadi
prioritas pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik
(EV).

d. Ketersediaan Model Kendaraan Listrik di Pasar yang Masih
Terbatas Sedangkan Produksi Kendaraan Listrik dalam Negeri
(lokal) Belum Tumbuh

Meskipun peta jalan industri kendaraan listrik (EV) sudah dibuat
dan tampak ambisius, sampai saat ini belum ada produsen lokal yang
dengan kekuatan finansialnya serius berinvestasi untuk memproduksi
kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) roda empat, sementara
ketersediaan model-model BEV yang ditawarkan di pasar pun masih
terbatas. Produsen lokal masih kesulitan mengambil keputusan untuk
berinvestasi, karena permintaan pasar secara keseluruhan masih
rendah sehingga peningkatan penjualan belum begitu menjanjikan.
Beberapa platform ride-hailing memang telah menjalin kerja sama
dengan perusahaan kendaraan listrik roda dua, seperti misalnya Grab
dengan Kymco dan Gojek dengan Gesits dan Viar. Namun
kenyataannya, dukungan kuat permodalan dari investor untuk
membangun fasilitas produksi kendaraan listrik dalam negeri (lokal)
belum tampak jelas. Selain produksi, penyediaan layanan purna jual
dan penunjang perawatan kendaraan listrik (EV) yang mudah diakses
juga penting dibangun untuk meningkatkan kepercayaan konsumen
penggunanya.
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e. Daya tahan baterai yang belum memuaskan dan waktu
pengisian baterai yang relatif lama

Performa baterai dan waktu pengisian baterai masih menjadi
perhatian serius, meskipun terus mengalami peningkatan.
Permasalahan utama dalam pengisian baterai kendaraan listrik (EV) di
Indonesia memang bersumber pada keterbatasan jumlah dan
distribusi infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
(SPKLU). Namun di samping itu, waktu pengisian yang relatif lama dan
biaya pengisian yang mahal, bisa jadi lebih mahal dibandingkan
dengan mengisi bensin, menjadi masalah yang juga mendapatkan
perhatian masyarakat. Performa baterai pun dipandang belum
memuaskan. Timbul kekhawatiran tentang jangkauan berkendaraan
dengan baterai yang terpasang, apalagi jika jumlah dan distribusi
fasilitas SPKLU masih terbatas, belum sampai daerah-daerah di luar
kota besar. Masalah ini menjadi tantangan serius yang harus segera
diatasi.

f. Terdapat Masalah dalam Produksi Baterai yang Ramah
Lingkungan dan Berkelanjutan

Masyarakat merasakan kekhawatiran pula dengan durasi waktu
pakai baterai, biaya penggantian baterai, dan potensi masalah
lingkungan terkait limbah baterai. Produksi dan pembuangan baterai
memiliki dampak lingkungan yang perlu dikelola dengan hati-hati.
Ketika masa pakai baterai sudah habis, biasanya antara 6 sampai 10
tahun tergantung jumlah siklus pengisian yang dijalaninya, baterai
bekas akan menjadi limbah. Limbah baterai merupakan bahan
berbahaya dan merusak lingkungan. Karena, limbah baterai
mengandung logam berat dan zat berbahaya seperti merkuri, mangan,
timbal, nikel, dan litium yang dapat mencemari air dan tanah serta
dapat membahayakan tubuh manusia.

Salah satu pilihan pendekatan untuk mengatasi masalah baterai
bekas adalah dengan memrakondisinya agar bisa digunakan kembali
dalam aplikasi “kehidupan kedua”. Di akhir masa pakai pertamanya,
banyak baterai masih dapat mempertahankan performanya sekitar 75—
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80% dari kapasitas aslinya setelah rekondisi. Baterai rekondisi dapat
difungsikan dalam aplikasi yang tidak terlalu tinggi tuntutan
performanya seperti untuk energy storage dan menara BTS (Base
Transceiver Station). Pilihan pendekatan lainnya adalah daur ulang.
Namun daur ulang baterai Lithium-ion (Li-ion) kendaraan listrik (EV)
masih dalam tahap awal pengembangan dan hanya sedikit sekali
jumlah pabrik daur ulang yang mampu melakukannya di seluruh dunia.

Oleh karena limbah baterai kendaraan listrik (EV) merupakan
bahan berbahaya dan merusak lingkungan, pemerintah perlu
menyiapkan regulasi dan penataan sistem monitoring, verification and
enforcement (MVE) yang baik, agar limbah baterai lithium dari
kendaraan listrik (EV) tidak menjadi masalah baru nantinya. Jadi selain
perlu mengembangkan industri baterai lokal untuk mengurangi
ketergantungan impor, pengelolaan limbah baterai dengan sistem
perekondisian dan daur ulang yang efisien perlu pula dikembangkan.
Tanpa pengelolaan limbah yang memadai, niat awal pengembangan
industri kendaraan listrik (EV) untuk mengatasi persoalan lingkungan
hidup menjadi tidak efektif.

g. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Konsumen

Secara umum, konsumen menginginkan kendaraan yang
harganya terjangkau, aman, nyaman, dan dapat diandalkan untuk
perjalanan serta memenuhi banyak kebutuhan praktis. Untuk semua
alasan itu, konsumen umumnya akan melakukan pencarian informasi
yang panjang sebelum mengambil keputusan terbaik dalam memilih
kendaraan. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang
keunggulan kendaraan listrik berbasis baterai (BEV), insentif yang
diberikan, dan fitur yang tersedia menjadi hambatan dalam adopsi
BEV. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak publikasi proyek
percontohan  penggunaan kendaraan listrik (EV) seperti
penggunaannya sebagai taksi dan lokasi charging publik EV,
dikombinasikan dengan kampanye dan promosi yang menekankan
manfaat adopsi EV.
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h. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi Kendaraan Listrik

Masyarakat pada umumnya belum memiliki pemahaman
komprehensif tentang manfaat kendaraan listrik (EV), seperti dampak
positif bagi pengurangan emisi gas rumah kaca dan biaya operasional
yang bisa lebih rendah, dan tentang cara penggunaannya terutama
terkait baterai yang terpasang. Sering ada kekhawatiran terhadap jarak
tempuh kendaraan listrik (EV), ketersediaan infrastruktur pengisian
daya baterai, dan durasi waktu yang diperlukan dalam pengisian
baterai. Di tengah perilaku masyarakat yang sudah terbiasa dengan
kendaraan berbahan bakar fosil, keraguan sering kali muncul dari
persepsi mereka bahwa harga kendaraan listrik (EV) masih mahal.
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sosialisasi dan kampanye
edukatif yang lebih agresif agar dapat meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang kendaraan listrik (EV) serta mengatasi
kekhawatiran dan keraguan mereka.

Penutup

Indonesia memiliki komitmen berkontribusi untuk mengatasi
degradasi kualitas lingkungan hidup yang salah satu aksi nyatanya
adalah pengembangan kendaraan listrik (EV). Alasan vyang
melatarbelakanginya adalah kondisi buruk perubahan iklim dan polusi
udara akibat emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh kendaraan
berbahan bakar fosil, terlalu kuatnya ketergantungan pada energi fosil,
dan potensi besar Indonesia dalam pengembangan kendaraan listrik
karena cadangan nikel yang melimpah sebagai bahan baku utama
baterai. Untuk merealisasikannya, pemerintah telah berusaha
menciptakan ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia dengan
menetapkan kebijakan dan memberlakukan kebijakan oprerasional
yang dituangkan dalam peraturan-peraturan kementerian terkait,
lembaga negara dan lembaga pemerintah terkait, dan Pemerintah
Daerah.
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Namun muncul beberapa kendala dalam pelaksanaan
pengembangan kendaraan listrik (EV). Ini merupakan tantangan yang
harus dihadapi dan diatasi oleh semua pemangku kepentingan
kendaraan listrik (EV) di Indonesia. Pemetaan tantangan menunjukkan
bahwa Indonesia perlu meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang kebijakan yang diberlakukan untuk mendukung implementasi,
meningkatkan penerapan kebijakan insentif yang lebih agresif untuk
menekan harga kendaraan listrik (BEV) agar terjangkau masyarakat,
mengatasi keterbatasan jumlah dan distribusi Stasiun Pengisian
Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), memperkuat ekosistem dukungan
permodalan untuk membangun fasilitas produksi kendaraan listrik
dalam negeri (lokal) dan fasilitas purna jualnya, mengatasi
kekhawatiran terhadap performa daya tahan baterai dan waktu
pengisian baterai, mengurangi ketergantungan impor baterai dan
membangun pengelolaan limbah baterai dengan sistem perekondisian
dan daur ulang yang efisien, dan mengintensifkan sosialisasi dan
kampanye edukatif agar dapat meningkatkan kesadaran dan
pemahaman masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik (EV) serta
mengatasi kekhawatiran dan keraguan mereka. Kerja sama antara
pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya
menjadi kunci untuk mengatasi tantangan transisi menuju kendaraan
listrik. Upaya berkelanjutan akan memastikan proses transisi berjalan
lancar dan memberi manfaat optimal.
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Produksi Peptida Bioaktif
Menggunakan Teknik Fermentasi

Hendry Noer Fadlillah

Pendahuluan

Lembaga kesehatan dunia (World Health Organization, WHO)
melaporkan bahwa penyakit tidak menular (PTM) berada dalam fase
yang sangat mengkhawatirkan. PTM menjadi pemicu utama terhadap
kenaikan angka kematian global (WHO, 2021). Penyakit jantung,
kanker, pernafasan kronis, dan diabetes merupakan jenis PTM yang
dilaporkan menjadi penyebab tingkat kematian tertinggi di berbagai
belahan dunia (WHO, 2021).

Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko PTM,
diantaranya adalah merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol
berlebihan, dan pola makan tidak sehat (WHO, 2021). Perbaikan pola
hidup, termasuk pola makan dapat membantu dalam menurunkan
risiko PTM. Mengonsumsi pangan yang menyehatkan sangat penting
untuk mendukung kesehatan.

Pola makan yang baik telah direkomendasikan melalui konsep
gizi seimbang atau dalam beberapa kesempatan sering dipromosikan
dengan konsep Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
Pangan yang menyehatkan, selain dapat memenuhi kebutuhan gizi,
juga dapat membantu dalam memenuhi fungsi-fungsi tertentu, seperti
menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan kesehatan saluran
pencernaan, atau lainnya. Banyak pangan yang mengandung
komponen bioaktif yang dapat menurunkan risiko munculnya PTM
(Alvarez-leite, 2025).
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Proses pengolahan juga dapat menentukan mutu pangan,
termasuk dari segi manfaatnya bagi kesehatan. Fermentasi
merupakan salah satu proses pengolahan pangan yang dapat
meningkatkan nilai pangan, termasuk dari segi kesehatan. Selama
fermentasi, aktivitas mikroba mampu memperbaiki bioavailabilitas
sejumlah zat gizi dan komponen bioaktif. Bahkan beberapa jenis
bakteri asam laktat (BAL) yang terlibat dalam fermentasi memiliki
kemampuan sebagai pro biotik, yang mampu hidup melewati saluran
pencernaan dan memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya.

Salah satu peran fermentasi yang cukup banyak menarik
perhatian para peneliti dalam beberapa waktu terakhir, adalah terkait
kemampuannya memecah protein menjadi peptida. Beberapa peptida
yang dihasilkan tersebut dilaporkan memiliki fungsi kesehatan, seperti
antioksidan, anti hipertensi, anti diabetes, dan lainnya.

Kandungan peptida bioaktif pada produk pangan fermentasi
dapat membantu menurunkan risiko PTM. Apalagi produk pangan
fermentasi sudah sangat populer di Indonesia. Bahkan sejumlah
penelitian telah melaporkan potensi pangan fermentasi lokal sebagai
sumber peptida bioaktif, diantaranya padatempe (Tamam et al., 2019),
rusip (Kurnianto et al., 2023), bekasam (Putranto et al., 2023), dadih
(Utami Wirawati et al., 2020), dan sari kedelai (Fadlillah et al., 2025).

Potensi fermentasi dalam menghasilkan peptida bioaktif dapat
meningkatkan manfaat dan fungsi pangan, serta dapat diaplikasikan
sebagai bagian strategi dalam mengurangi risiko penyakit jantung,
hipertensi, diabetes, dan lainnya. Pemanfaatan pangan fermentasi
lokal sebagai sumber peptida bioaktif untuk menurunkan risiko PTM
tentu akan lebih efektif, karena banyak pangan fermentasi yang sudah
menjadi bagian menu sehari-hari. Selain itu, biaya pencegahan juga
akan lebih murah, dibandingkan biaya yang diperlukan untuk
mengobati jika telah menderita PTM.
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Peptida Bioaktif

Peptida bioaktif merupakan fragmen protein dengan rantai
pendek yang terdiri beberapa asam amino yang memiliki fungsi bagi
kesehatan (Fadlillah et al., 2021; Sanchez & Vazquez, 2017). Jumlah
asam amino pada peptida bioaktif berkisar antara 2 hingga 20 dengan
berat molekul di bawah 6000 Da (Cruz-Casas et al.,, 2021). Protein
merupakan zat gizi makro, terdiri dari polipeptida yang tersusun dari
banyak asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein
dapat dihidrolisis menjadi asam amino tunggal serta dua atau lebih
asam amino yang masih terhubung dengan ikatan peptida.
Menariknya, manfaat peptida bioaktif belum muncul ketika masih
terikat dalam bentuk polipeptida atau protein. Manfaat bioaktifnya
baru terbentuk setelah dalam bentuk peptidanya. Selain itu, tidak
semua peptida memiliki sifat bioaktif. Sifat bioaktif peptida ditentukan
oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jenis, jumlah, urutan, dan
posisiasam amino penyusunnya. Peptida dapat memiliki sifat bioaktif
yang berbeda walau jenis dan jumlah asam aminonya sama, tetapi
urutan dan posisinya berbeda. Beberapa sifat bioaktif peptida yang
memiliki peranan dalam menurunkan risiko PTM meliputi antioksidan,
ACE inhibitor, anti diabetes, anti inflamasi, peningkat sistem imun, dan
lainnya:

1.1 Sumber Peptida Bioaktif

Bahan pangan yang mengandung protein pada dasarnya dapat
menjadi sumber peptida bioaktif, baik yang berasal dari hewani
maupun nabati. Selama ini, pangan hewani menjadi sumber protein
dengan kualitas yang baik, termasuk dari segi komposisi asam
aminonya. Namun demikian, pangan nabati semakin mendapat
perhatian untuk mendapatkan protein alternatif yang lebih murah dan
berkelanjutan (Cruz-Casas et al., 2021).

Pada pangan hewani, susu dan produk turunannya adalah
sumber peptida bioaktif yang sering dilaporkan pada banyak penelitian
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(Akbarian et al., 2022; Tonolo et al., 2020). Begitupun pada produk
daging, dimana Gallego et al. (2018) membandingkan peptida bioaktif
pada produk sosis fermentasi. Menariknya, setiap sosis fermentasi
memiliki karakter peptida bioaktif yang unik. Sebagian produk sosis
memiliki peptida dengan penghambatan ACE tinggi, sementara
beberapa lainnya peptida dengan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi
(Gallego et al., 2018). Telur yang merupakan protein hewani yang baik,
juga dapat menjadi sumber peptida bioaktif yang penting untuk
mendukung kesehatan (Liao et al., 2018).

Produk perikanan juga dapat menjadi sumber peptida yang baik.
Hidrolisat protein dari ikan tuna dilaporkan mengandung peptida
dengan aktivitas penghambatan DPP-IV  (Huang et al, 2012).
Begitupun dengan produk ikan teri (anchovy) yang berpotensi
menghasilkan sejumlah peptida bioaktif dengan beberapa manfaat
kesehatan (Kurnianto et al., 2023). Jenis ikan yang lain juga memiliki
peluang untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber peptida
bioaktif.

Seiring dengan semakin berkembangnya tren pangan berbasis
nabati (plant-based foods), pemanfaatan protein yang berasal dari
tanaman juga meningkat pesat, termasuk sebagai sumber peptida
bioaktif. Pangan berbasis kacang-kacangan, seperti kedelai,
merupakan sumber protein yang banyak dilaporkan kandungan
peptida bioaktifnya (Chatterjee et al., 2018; Lammi et al., 2018; Singh
etal., 2015). Peptida bioaktif juga teridentifikasi pada produk berbasis
sereal, seperti sorgum, gandum, beras, dan jagung (Cavazos &
Gonzalez de Mejia, 2013). Dengan banyaknya sumber peptida bioaktif
dari protein nabati, maka konsumen dapat lebih leluasa untuk
menentukan jenis pangan yang akan dikonsumsinya. Peptida bioaktif
nabati ini juga dapat menjadi alternatif pada konsumen vegetarian.
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Proses pengolahan sangat menentukan jumlah peptida bioaktif
pada produk pangan. Germinasi dan fermentasi adalah teknik yang
bisa digunakan untuk meningkatkan kandungan peptida bioaktif pada
pangan sumber protein.

1.2 Manfaat Kesehatan Peptida Bioaktif

Antioksidan

Salah satu fungsi peptida yang cukup banyak dilaporkan adalah
sebagai antioksidan. Senyawa ini dapat menurunkan risiko negatif
yang ditimbulkan dari reaksi oksidasi. Terdapat beberapa mekanisme
bagi antioksidan dalam menghambat reaksi berantai radikal bebas,
diantaranya melalui donor hidrogen, transfer elektron, mengkelat
senyawa prooksidan, atau dengan mengaktifkan sistem antioksidan
indigenous di dalam tubuh (Fadlillah et al., 2021).

Sejumlah senyawa peptida dilaporkan memiliki aktivitas sebagai
antioksidan. Fadlillah et al. (2025) berhasil mengidentifikasi senyawa
peptida antioksidan yang terbentuk dari fermentasi sari kedelai yang
diproduksi dari kedelai germinasi, diantaranya adalah
GKHQQEEENEGGSI, VNPESQQGSPR, IGINAENNQRN, dan
FVDAQPQQKEEG. Peptida yang dihasilkan tersebut berasal dari
hidrolisis protein kedelai yang terjadi selama proses germinasi dan
fermentasi. Peptida lain yang juga dilaporkan memiliki aktivitas
antioksidan adalah VGPWQK (Chai et al, 2021); YQLD,
FSDIPNPIGSEN, FSDIPNPIGSE, YFYP (Zhao et al, 2021);
VENAACTTNEECCEKK, VEGGAACTTGGEEGCCEKK (Shi et al., 2021);
dan ARHPHPHLSFM, AVPYPQR, NPYVPR, KVLPVPEK (Tonolo et al.,
2020). Selain peptida yang disebutkan tersebut, masih banyak peptida
lain yang juga dilaporkan memiliki fungsi antioksidan, baik secara in
vitro maupun in vivo.
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Peptida vyang memiliki fungsi antioksidan umumnya
mengandung asam amino yang memiliki kemampuan dalam
mendonorkan hidrogen, melakukan transfer elektron, ataupun
mengkelation logam. Peptida-peptida tersebut biasanya mengandung
asam amino dengan gugus aromatik, sulfihidril (-SH), dan atau yang
mengandung alanin dan leusin pada N atau C - terminal (Fadlillah et
al., 2023).

Selain melalui penghambatan reaksi oksidasi, mekanisme
antioksidan peptida juga bisa melalui aktivasi sistem antioksidan
internal di dalam tubuh. Sebagai contoh IGINAENNQRN yang
teridentifikasi sebagai peptida antioksidan pada penelitian Fadlillah et
al. (2025), yang tidak mengandung asam amino aromatik ataupun
gugus sulfihidril. Selain itu juga tidak mengandung asam amino alanin
dan leusin pada N ataupun C-terminal. Tetapi peptida tersebut
mampu mengaktivasi Keap1/Nrf2 yang merupakan sinyal bagi tubuh
untuk memproduksi enzim-enzim antioksidan seperti glutation
reduktase dan superokside dismutase (Fadlillah et al., 2025; Tonolo et
al., 2020)

ACE Inhibitor

Peran peptida bioaktif untuk menurunkan risiko hipertensi juga
dilaporkan oleh beberapa penelitian (Martinez-villaluenga et al., 2012;
Mora et al., 2018; Rubak et al., 2020). Sejumlah peptida memiliki
kemampuan sebagai penghambat enzim ACE (Angiotensin | Converting
Enzyme). Aktivitas penghambatan enzim angiotensin I-converting
enzyme (ACE) telah banyak diteliti dalam beberapa waktu terakhir
(Mora et al, 2018). ACE merupakan enzim dipeptidil
karboksipeptidase yang berperan dalam sistem renin-angiotensin
(RAS). Enzim ini mengubah angiotensin-I menjadi angiotensin-Il yang
bersifat vasokonstriktor (menyempitkan pembuluh darah), dengan
cara memotong dua asam amino sekaligus. Proses ini juga secara
bersamaan menonaktifkan bradikinin, yaitu senyawa yang bersifat
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vasodilator (melebarkan pembuluh darah) (Mora et al., 2018; Rubak et
al., 2019).

Penghambatan ACE berperan menjaga keseimbangan antara
efek vasokonstriktif angiotensin-ll dengan efek vasodilator dari
bradykinin (Rubak et al., 2019). Peptida dengan kemampuan
penghambatan ACE dilaporkan memiliki kemampuan dalam
mencegah pembentukan angiotensin-ll, sehingga dapat menurunkan
tekanan darah (Mora et al., 2018). Beberapa jenis peptida yang
memiliki sifat sebagai penghambat ACEI misalnya adalah VVVPPF
(Utami Wirawati et al., 2020); ARHPHPHLSFM (Rubak et al., 2020);
NIFRPFAPEL dan AALEAPRILNL (Li et al., 2022), serta NCW (Xue et al.,
2024).

Peptida dengan potensi penghambat ACE biasanya mengandung
asam amino hidrofobik pada ujung C-terminal. Selain itu, asam amino
aromatik dan alifatik, tertutama yang berada di C/N terminal, juga
berpeluang memiliki aktivitas penghambat ACE (Rubak et al., 2019).

Anti Diabetes

Peptida bioaktif yang berasal dari berbagai sumber pangan telah
dilaporkan memiliki aktivitas antidiabetes melalui beberapa
mekanisme, diantaranya dengan menghambat enzim pemecah
karbohidrat, seperti a-amilase dan a-glukosidase. Selain itu, sejumlah
peptida juga dapat menghambat enzim DPP-IV (dipeptidil peptidase
IV), yang berperan dalam menonaktifkan hormon inkretin. Inkretin
membantu merangsang pelepasan insulin, sehingga penghambatan
DPP-IV dapat meningkatkan efektivitas insulin (Antony & Vijayan,
2021). Mekanisme lainnya adalah dengan meningkatkan sekresi
insulin dari pankreas, mengontrol rasa kenyang (satiety), serta
mengurangi penyerapan glukosa dari usus, yang secara langsung
menurunkan kenaikan kadar gula darah setelah makan (Antony &
Vijayan, 2021).
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Peptida yang telah dilaporkan memiliki fungsi dalam
menurunkan risiko diabetes antara lain yang berasal dari protein
kedelai. Peptida tersebut berasal dari protein kedelai, dan secara in
vivo mampu memperbaiki fungsi hormon insulin serta mengontrol
kadar gula darah (Lu et al., 2012). Laporan lainnya menunjukkan
berasal dari ikan tuna memiliki aktivitas penghambatan DPP-1V secara
in vitro (Huang et al., 2012).

Asam amino hidrofobik, seperti alanin, glisin, isoleusin, leusin,
fenilalanin, prolin, metionin, triptofan, dan valin sering ditemukan
dalam peptida penghambat DPP-IV. Hal ini dikarenakan situs aktif
enzim DPP-IV memiliki gugus hidrofobik, sehingga interaksi dengan
peptida hidrofobik menjadi efektif untuk penghambatan. Selain itu,
residu asam amino prolin di bagian N-terminal seringkali menjadi
indikator kuat aktivitas penghambatan DPP-IV. Peptida yang
mengandung prolin lebih tahan terhadap pencernaan gastrointestinal,
sehingga bisa bertahan lebih lama dalam tubuh (Antony & Vijayan,
2021).

Sementara itu untuk penghambatan a-amilase, biasanya
melibatkan peptida yang mengandung asam amino aromatik dengan
berat molekul besar seperti fenilalanin, triptofan, tirosin, dan arginin.
Untuk enzim a-glukosidase, peptida yang efektif menghambatnya
dicirikan dengan kandungan asam amino hidroksil atau basa di N-
terminal. Prolin di tengah peptida, serta alanin dan metionin di C-
terminal, juga dapat meningkatkan aktivitas penghambatan (Antony &
Vijayan, 2021).

Imunomodulator

Peptida imunomodulator (immunomodulatory peptides) yang
memiliki fungsi mempengaruhi sistem imun juga banyak menjadi topik
penelitian (Pavlicevic et al.,, 2022). Agak berbeda dengan peptida
bioaktif lainnya, immunomodulatory peptides lebih bersifat kompleks
dan dapat mencakup berbagai senyawa dengan mekanisme yang
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berbeda-beda. Peptida ini dapat mempengaruhi sistem imun dengan
carayang beragam, baik melalui sistem imun adaptif maupun bawaan
atau bahkan kombinasi keduanya (Pavlicevic et al., 2022). Mekanisme
kerja dari peptida imunomodulator dapat melalui efek proliferatif atau
antiproliferatif, proinflamasi atau anti inflamasi, maupun sitoprotektif
atau sitotoksik pada berbagai tingkatan sel (Pavlicevic et al., 2022).

Contoh beberapa peptida yang memiliki sifat imunomodulator
adalah NSVFRALPVDVVANAYR, GIAASPFLQSAAFQLR,
LLPPFHQASSLLR, dan TPMGGFLGALSSLSATK. Peptida-peptida
tersebut dilaporkan mampu mempengaruhi produksi nitric oxide,
pelepasan sitokin proinflamasi seperti TNF-a, IL-6, dan IL-1B yang
dianalisis pada sel makrofag yang dirangsang dengan LPS
(lipoplisakarida) (Wen et al., 2021).

1.3 Produksi Peptida Bioaktif

Peptida bioaktif dapat dihasilkan melalui teknik pengolahan
pangan. Setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan masing-
masing, serta bisa dikombinasikan antara satu teknik dengan teknik
lainnya.

Secara umum, peptida dapat dilakukan dengan dua cara, yakni
sintesis dan hidrolisis. Pada metode sintesis, peptida diproduksi dari
asam amino - asam amino yang kemudian direaksikan untuk
menghasilkan peptida. Sebaliknya, dengan metode hidrolisis peptida
diperoleh dari pemecahan protein menjadi senyawa-senyawa yang
lebih kecil dalam bentuk peptida.

Sintesis peptida dapat dilakukan secara kimia dengan dua
pendekatan utama, yakni sintesis fase larut atau sintesis fase padat.
Asam amino digunakan sebagai bahan baku utama untuk menyusun
peptida yang diinginkan. Keunggulan dari metode ini adalah dapat
menghasilkan peptida yang seragam dalam jumlah yang lebih cepat.
Kelemahannya adalah terkait diperlukannya bahan baku asam amino

304



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

yang cukup banyak untuk produksi massal, serta adanya isu keamanan
terkait residu yang ditinggalkan, baik untuk lingkungan maupun
kesehatan (Akbarian et al., 2022).

Hidrolisis secara enzimatis dengan menggunakan protease
adalah salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menghasilkan
peptida. Jenis peptida yang dihasilkan akan sangat bergantung dengan
protease yang digunakan. Sumber protease bisa berasal dari saluran
pencernaan, mikroba, hewan, ataupun bahan nabati. Salah satu
keunggulan hidrolisis menggunakan enzim adalah jenis peptida yang
dihasilkan akan lebih terkontrol dan seragam, sesuai dengan jenis
enzim yang digunakan. Tantangannya adalah biaya penggunaan enzim
cukup mahal dan memerlukan kondisi terkontrol agar enzim dapat
beraktivitas secara optimal dalam memecah protein menjadi peptida.
Penurunan aktivitas enzim akan menurunkan produktivitas dalam
menghasilkan peptida.

Aktivitas proteolisis untuk menghasilkan peptida juga dapat
dilakukan melalui germinasi. Selama germinasi terjadi aktivitas enzim
protease yang dilakukan untuk menghidrolisis protein, yang beberapa
diantaranya menghasilkan peptida dengan fungsitertentu. Sarikedelai
yang dibuat dari kedelai germinasi memiliki aktivitas antioksidan yang
lebih tinggi, dibandingkan sari kedelai dari kedelai non germinasi
(Fadlillah et al.,, 2023). Selain karena konversi isoflavon glukosida
menjadi bentuk aglikonnya, hal tersebut juga didukung oleh produksi
peptida bioaktif yang memiliki aktivitas antioksidan (Fadlillah et al.,
2025). Dalam penelitian lainnya, germinasi koro pedang (jack bean)
dapat menghasilkan peptida dengan aktivitas penghambatan DPP-IV
(Agustia et al., 2023). Germinasi lupin menghasilkan selama 7 harijuga
dilaporkan menghasilkan peptida bioaktif dan meningkatkan aktivitas
anti inflamasi. Peptida dengan gugus hidrofobik pada N-terminal,
seperti LAIPINNPGKL, ISGGAPSVDLILDKNDAVWR,
LAIPINNPGKFYDFYPSRT, IIEFQSKPNTLILP and LSEGDILVIPAGHPL
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berkontribusi besar terhadap peningkatan aktivitas anti inflamasi
tersebut (Guzman-Ortiz et al., 2024).

Metode lain yang cukup populer untuk memproduksi peptida
bioaktif adalah dengan menggunakan fermentasi. Selama fermentasi
terdapat aktivitas enzim protease mikroba yang menghidrolisis protein
menjadi peptida (Fadlillah et al., 2025). Jenis peptida yang dihasilkan
sangat bergantung pada jenis mikroba beserta enzim protease yang
dimilikinya (Peres Fabbri et al., 2024).

Untuk meningkatkan produksi peptida bioaktif, bisa dilakukan
kombinasi antara beberapa metode produksi peptida. Fadlillah et al.
(2023) mengombinasikan antara germinasi dengan fermentasi
menggunakan bakteri asam laktat (BAL) untuk meningkatkan aktivitas
antioksidan sari kedelai. Kombinasi antara germinasi dan fermentasi
terbukti menghasilkan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi,
dibandingkan hanya dengan menggunakan germinasi ataupun
fermentasi.

Teknologi Fermentasi

Fermentasi merupakan salah satu teknologi pengolahan
pangan tertua telah digunakan oleh berbagai belahan dunia, dan
bahkan telah menjadi bagian dari budaya dari kehidupan manusia,
seperti tempe di Indonesia, kimchi di Korea, miso di Jepang, serta keju
dan roti di Eropa. Teknik ini dapat memberikan beberapa manfaat,
seperti meningkatkan umur simpan, memperbaiki sifat sensori produk
pangan, meningkatkan nilai gizi dan biovailabilitas komponen bioaktif.

Proses yang melibatkan mikroba ini sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor, yang secara garis besar dibagi menjadi faktor intrinsik
dan ekstrinsik. Faktor intrinsik melibatkan substrat atau bahan pangan
yang akan difermentasi, seperti kandungan nutrisi, pH, aktivitas air
(water activity, a,), potensial redoks, dan keberadaan senyawa anti
mikroba. Sementara itu, faktor ekstrinsik terkait pengaruh lingkungan
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yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba, seperti suhu,
relative humidity, dan komposisi udara lingkungan. Setiap mikroba
memiliki kondisi optimal masing-masing, sehingga seringkali
memerlukan riset mendalam untuk menemukan kondisi fermentasi
terbaik.

Berdasarkan cara inokulasi mikrobanya, terdapat beberapa
teknik fermentasi yang seringkali diaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari. Pertama adalah teknik fermentasi spontan, di mana
fermentasi terjadi tanpa penambahan kultur starter. Mikroba yang
terlibat dalam fermentasi berasal dari lingkungan, dan biasanya
banyak terjadi pada produk-produk fermentasi tradisional, seperti
pada proses pembuatan dadih (susu kerbau fermentasi) atau
pembuatan kimchi tradisional. Mikroba yang terlibat dalam fermentasi
spontan ini umumnya terdiri dari banyak jenis.

Teknik fermentasi kedua adalah dengan penambahan kultur
starter. Dengan menggunakan teknik ini, mikroba yang terlibat dalam
fermentasi lebih terkontrol dengan strain yang telah diketahui.

Fermentasi juga bisa dilakukan dengan metode backslopping.
Pada metode ini, produk fermentasi sebelumnya digunakan sebagai
starter untuk fermentasi berikutnya. Oleh sebab itu, produk fermentasi
yang digunakan sebagai starter harus mengandung mikroba hidup.
Hanya saja, hasil fermentasi dari metode ini seringkali tidak konsisten
dan mudah terkontaminasi.

Salah satu mikroba yang sering terlibat pada fermentasi
pangan adalah bakteri asam laktat (BAL) (Nuraida, 2015). BAL
merupakan bakteri gram positif, tidak membentuk spora, anaerob
fakultatif, dan menghasilkan asam laktat dalam metabolisme
karbohidratnya. Selain BAL, fermentasi juga bisa melibatkan kapang
dan khamir.
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Produksi peptida bioaktif dengan teknik fermentasi telah
banyak dilakukan dan dilaporkan pada berbagai penelitian, seperti
yang terlihat pada Tabel 1 Keuntungan produksi peptida dengan
fermentasi adalah melibatkan sejumlah enzim protease yang dimiliki
oleh mikroba, sehingga hasilnya lebih bervariasi. Secara umum, teknik
ini juga lebih murah dibandingkan dengan penggunaan enzim murni
untuk hidrolisis.  Selain peptida bioaktif, fermentasi juga bisa
memberikan pengaruh positif lainnya, seperti meningkatkan
bioavailabilitas zat gizi dan komponen bioaktif. Hal ini dikarenakan,
enzim yang terlibat bukan hanya protease, tetapi juga berbagai enzim
lain yang dimiliki oleh mikroba. Mikroba juga dapat memperpanjang
umur simpan dan memperbaiki mutu sensori produk pangan.

Tabel 1 Beberapa hasil penelitian kandungan peptida bioaktif pada
produk pangan fermentasi*

Pangan Peptida Fungsi Referensi
. L (Zainetal.,
Dadih GM Antioksidan
2023)
(Helal &
. Penghamba .
Keju APFPE Tagliazucch
t DPP-IV .
i,2023)
Penghamba | (Satoetal,
Natto KL dan LR
t DPP-IV 2018)
Sari kedelai | GKHQQEEENEGGSI
erminasi , VNPESQQGSPR, .
g QQ . . (Fadlillah et
yang IGINAENNQRN, Antioksidan
. al., 2025)
difermenta | dan
si FVDAQPQQKEEG
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Pangan Peptida Fungsi Referensi
ARHPHPHLSFM,
Susu DELQDKIHPF, Penghamba | (Rubak et
fermentasi DKIHPF, dan t ACE al., 2020)
DKIHPFAQ

IGDLLK, PIEVPAK,
Tempe IGEPGVGK,
PLVLYKRVE

Penghamba | (Sitanggang
t ACE etal., 2020)

*Peptida bioaktif yang dihasilkan bisa berbeda antar jenis
produk, tergantung pada substrat, metode fermentasi, mikroba yang
terlibat, dan faktor lainnya.

Keterangan:A = alanin; D = asam aspartat; E = asam glutamat; F
= fenilalanin; G = glisin; | = isoleusin; K = lisin; L = leusin, M = metionin;
N = asparagin; P = prolin; Q = glutamin; R = arginin; S = serin; T: threonin;
V =valin; W = triptofan; Y = tirosin.

Tantangan dan Peluang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan pangan
fermentasi cukup banyak. Nuraida (2015) mengungkapkan bahwa
banyak makanan fermentasi khas Indonesia yang memiliki potensi
untuk mendukung kesehatan. Sebagai contoh, tempe yang
merupakan produk khas Indonesia yang berpotensi sebagai sumber
antioksidan dan membantu menurunkan kolesterol darah (Astawan et
al., 2025). Sementaraitu, dadih yang berasal dari Sumatera Barat, juga
dilaporkan memiliki potensi untuk meningkatkan sistem imun
(Kodariah et al., 2019). Laporan lain menunjukkan pemanfaatan
oncom sebagai sumber antioksidan dalam  mendukung
pengembangan pangan fungsional (Surya & Romulo, 2023). Kurnianto
et al. (2023) juga melaporkan mengenai peluang rusip, produk
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fermentasi ikan khas Indonesia, yang dapat mengandung senyawa anti
diabetes, anti hipertensi, dan antioksidan.

Peptida memiliki peranan penting dalam meningkatkan
manfaat produk fermentasi khas Indonesia. Sitanggang et al. (2020)
berhasil mengidentifikasi sejumlah peptida bioaktif yang memiliki
potensi sebagai antioksidan, anti kanker, anti hipertensi, peningkat
sistem imun, dan lainnya pada tempe. Begitupun dengan Kurnianto et
al. (2023) yang mengidentifikasi peptida-peptida potensial secara
bioinformatika pada rusip. Peptida baru, yakni Gly-Met, dengan sifat
antioksidan juga berhasil diidentifikasi pada dadih (Zain et al., 2023).

Pangan fermentasi khas Indonesia dapat membantu dalam
menurunkan risiko PTM. Namun demikian, penelitian secara ilmiah
masih perlu terus dilakukan untuk memastikan manfaat yang
diberikan.

Saat ini, pangan fermentasi lokal masih banyak diproduksi oleh
usaha kecil menengah. Permasalahan dalam sanitasi dan higiene
masih sering ditemui, oleh sebab itu diperlukan peranan dari berbagai
pihak dalam mendukung perbaikan sarana dan prasarana. Kegiatan
edukasi yang berkesinambungan juga menjadi kunci dalam
pengembangan pangan fermentasi khas Indonesia, baik untuk
produsen maupun konsumen.

Edukasi kepada produsen terutama terkait dengan perbaikan
mutu dan keamanan pangan, termasuk dalam menerapkan praktik
sanitasi dan higiene yang baik. Selain itu, edukasi dan pelatihan untuk
meningkatkan mutu dan kemasan produk juga penting dilakukan, agar
produk fermentasilokal memiliki nilai jualyang menguntungkan secara
ekonomi.

Di sisi lain, edukasi terhadap konsumen juga sangat penting,
terutama terkait dengan manfaat produk pangan fermentasi khas
Indonesia. Konsumen perlu lebih menghargai produk fermentasi lokal

310



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

dan mengonsumsinya sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Saat ini,
gaya hidup generasi muda semakin bergeser dan mulai meninggalkan
pangan lokal, termasuk pangan fermentasi. Promosi disertai dengan
bukti ilmiah mengenai manfaatnya dapat menjadi strategi untuk
kembali mempopulerkan pangan fermentasi lokal. Pemanfaatan
media-media yang dekat dengan generasi muda, seperti media sosial,
dapat menjadi sarana untuk mempopulerkan pangan khas Indonesia.
Peluang pangan fermentasi tradisional dengan fungsi kesehatan
tertentu sangat cerah, seiring dengan semakin sadarnya masyarakat
terhadap pengaruh pangan bagi kesehatan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan
mengembangkan pangan fermentasi lokal. Kerja sama dengan
produsen dan konsumen, serta didukung oleh pihak terkait lainnya
sangat penting agar pangan fermentasi lokal semakin populer dan
mendukung status kesehatan masyarakat. Regulasi harus disusun
secara ilmiah dan menjamin bisnis pangan fermentasi lokal berjalan
dengan penuh tanggung jawab dan adil. Kegiatan pembinaan dan
edukasi, baik untuk produsen dan konsumen, harus disusun dan
dilaksanakan secara efektif dan produktif. Dengan kerja sama dan
dukungan berbagai pihak, pangan fermentasi lokal akan dapat
berkembang semakin baik dan memberikan manfaat positif bagi
kesehatan masyarakat.

Penutup

Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi tantangan serius bagi
kesehatan. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menurunkan risiko
PTM, diantaranya dengan mengonsumsi pangan yang menyehatkan.

Komponen pangan vyang dapat berperan mendukung
kesehatan dan menurunkan risiko PTM adalah peptida bioaktif.
Senyawa ini merupakan fragmen protein berukuran kecil yang terdiri
daribeberapa jenis asam amino. Peptida bioaktif pada produk pangan
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dapat berperan sebagai antioksidan, anti hipertensi, anti diabetes,
peningkat sistem imun, dan lainnya. Tidak semua peptida memiliki
sifat bioaktif. Sifat bioaktif peptida sangat ditentukan oleh jenis,
jumlah, urutan, dan posisi asam amino penyusunnya.

Pangan kaya protein dapat menjadi sumber peptida bioaktif.
Terdapat beberapa metode untuk memproduksi peptida, baik melalui
sintesis maupun hidrolisis. Fermentasi merupakan salah satu metode
yang sering digunakan untuk menghasilkan peptida bioaktif.
Keuntungan dari metode fermentasi adalah murah dan lebih mudah
dikontrol. Selain itu fermentasi juga dapat memperbaiki mutu sensori
dan memperpanjang umur simpan produk pangan, serta
meningkatkan bioavailabilitas zat gizi dan komponen bioaktif lainnya.

Indonesia kaya akan pangan fermentasi lokal dengan berbagai
manfaat kesehatan. Namun demikian, diperlukan berbagai upaya
untuk meningkatkan mutu dan keamanannya, termasuk dukungan
penelitian dalam pengembangan produk dan pembuktian manfaat
kesehatannya secara ilmiah. Beberapa produk tradisional khas
Indonesia, seperti tempe dan dadih, telah terbukti mengandung
peptida bioaktif dengan fungsi kesehatan tertentu. Pemanfaatan
pangan fermentasi lokal berpotensi untuk menurunkan risiko PTM dan
meningkatkan status kesehatan masyarakat.
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TEMAS3

MASYARAKAT, BUDAYA, DAN
IDENTITAS BANGSA
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Membongkar Budaya Feodalistis
di Masyarakat Indonesia Modern

Gunardi Endro

Pendahuluan

Pada umumnya, korupsi selalu dipercaya sebagai biang
kerusakan masyarakat. Korupsi yang secara paradigmatis dipahami
sebagai penyalahgunaan amanah memang potensial akan menggerus
kepercayaan warga dan antar warga masyarakat. Sehingga, ancaman
disintegrasi masyarakat pun menjadi nyata. Namun korupsi bukanlah
pokok pangkal segalanya. Justru pemegang amanah masyarakatlah
yang seharusnya dijadikan pokok pangkal atau akar masalah
kerusakan. Ketika pemegang amanah mendapatkan amanahnya
melalui proses natural penempatan posisi hierarkis dirinya di dalam
masyarakat dan posisi itu dipercaya tidak bisa sewaktu-waktu
dipermasalahkan, maka rasa bertanggungjawab dan
pertanggungjawabannya sering kali terabaikan sehingga
penyalahgunaan amanah pun rentan terjadi. Penempatan hierarkis
posisi pemegang amanah di masyarakat seperti itu merupakan ciri
khas budaya feodalistis.

Feodalisme merupakan sistem kemasyarakatan yang memiliki
struktur politik berdasarkan patronase, formasi sosial sangat hierarkis,
dan moda produksi kebutuhan ekonomi yang mengandalkan
eksploitasi tanah kekuasaan untuk pertanian. Secara etimologis kata
feodalisme sendiri berasal dari rumpun kata ‘feu’, ‘feud’, ‘feudal’, ‘fief’,
‘feudum’ dan ‘feudalis’ (Latin) yang berkaitan dengan tanah yang
dikuasai dari hasil perseteruan (Klein, 1971; Skeat, 1888). Meskipun
kata feodalisme baru diperkenalkan ahlihukum Eropa di abad 16 untuk
mendeskripsikan sistem kemasyarakatan Abad Pertengahan (800-
1600 M), sistem feodal sebenarnya sudah mulai berlaku di sekitar abad

321



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

8-9 (Cramer in Page, 2003; Lange in Kurian, 2011; Murphy Jr. in Carlisle,
2005).

Sebagai organisasi politik, kekuasaan tertinggi berada pada
seseorang yang dipercaya memiliki kekuatan besar (raja) dengan
pengikut-pengikut kesatria yang secara personal bersumpah setia
kepadanya, sukarela menjanjikan pelayanan militer, dan sebagai
imbalannya mendapatkan perlindungan beserta sebidang tanah
sebagai wilayah kekuasaan. Bangsawan pengikut raja tersebut
kemudian bisa memiliki pengikut-pengikut di bawahnya dan di ujung
rangkaian pengikut adalah petani-petani yang mengolah tanah di
wilayah kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
Petani berkewajiban untuk memberikan sebagian hasil produksinya
kepada bangsawan tuan tanah yang melindunginya dalam bentuk bagi
hasil atau biaya sewa, sedangkan para bangsawan berkewajiban
memberikan upeti atau sejenisnya kepada raja junjungannya. Formasi
hierarkis seperti itu bersifat personal, diadik dan resiprokal, sehingga
ruang sosial cenderung mendominasi sementara ruang publik
terabaikan.

Sistem feodal menanggung beban yang semakin berat ketika
populasi tumbuh sedangkan tanah di wilayah kekuasaan sudah sangat
terbatas untuk memproduksi kebutuhan ekonomi. Organisasi politik
feodal terancam dari tekanan internal akibat pergolakan struktur
bawah organisasi dan dari tekanan eksternal akibat perseteruan
ekspansi wilayah dengan organisasi politik feodal lainnya. Akhirnya,
aspek politik feodalisme runtuh dengan berdirinya negara modern atau
kekuasaan publik. Sementara itu, produktivitas pertanian di tengah
tumbuhnya populasi dengan modal produksi yang hanya berorientasi
untuk memenuhi kebutuhan hidup (subsisten) mengalami penurunan.
Kemampuan dan motivasi untuk meningkatkan produktivitas melalui
spesialisasi, investasi, dan penggalakan inovasi tidak muncul, karena
modal produksi belum diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan
pasar (Brenner in Durlauf & Blume, 1998). Oleh karena itu, aspek
ekonomi feodalisme pun pada akhirnya runtuh ketika sistem
kapitalisme pasar semakin bebas dipraktikkan di masyarakat disertai
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dengan munculnya gelombang industrialisasi. Petani semakin
termotivasi untuk menjual hasil pertaniannya ke pasar, sedangkan
para bangsawan beralih peran menjadi pedagang demi akumulasi
kapital.

Fenomena runtuhnya aspek politik dan aspek ekonomi
feodalisme terjadi pula di masyarakat Indonesia. Berdirinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang menggabungkan seluruh wilayah
kerajaan-kerajaan saat kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya
sistem ekonomi pasar meluruhkan kedua aspek feodalisme di
masyarakat. Yang masih sulit luruh adalah aspek sosial feodalisme,
karena formasi hierarkis selalu hadir di dalam tatanan sosial baik di
organisasi besar maupun organisasi kecil. Aspek sosial ini menyelinap
ke dalam dan menjadi bagian dari budaya masyarakat, meskipun
Indonesia sudah memasuki era modern. Melalui pendekatan
fenomenologis dan refleksi kritis, di sini akan diuraikan hasil
penyelidikan terkait bagaimana budaya feodalistis mewujud dalam
bentuk sakralisasi posisi, apa saja dampak yang ditimbulkannya, dan
bagaimana strategi untuk mengatasinya.

Sakralisasi Posisi sebagai Bentuk Budaya Feodalistis
di Masyarakat

Aspek sosial feodalisme berupa formasi hierarkis, bisa sangat
kuat bercokol di masyarakat yang secara historis pernah dicengkeram
sistem feodal. Hakekatnya, formasi hierarkis dibentuk oleh posisi-
posisi dan relasi yang menjadi penghubung antar posisi. Seseorang
mendapatkan suatu posisi dengan cara menghadirkan relasi kesetiaan
dengan posisi lainnya. Setiap posisi di dalam formasi hierarkis
dijanjikan hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan tetapi
juga dituntut kewajiban untuk menunjukkan kesetiaan pada posisi di
atasnya. Relasi diadik seperti ini bersifat eksklusif, artinya
mengeksklusi siapa pun dan apa pun di luar rangkaian relasi. Oleh
karena itu, dominasi perspektif terkait adanya kenyamanan dari
kepemilikan posisi dan sebaliknya ketidaknyamanan tanpa posisi
membuat warga masyarakat memiliki aspirasi berlebihan pada posisi.
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Di masyarakat religious, doa dipanjatkan warga untuk mendapatkan
posisi dengan anggapan bahwa posisi adalah anugerah dari Tuhan.
Upaya untuk mendapatkannya memang wajib dilakukan, tetapi upaya
itu dimaknai lebih sebagai bagaimana menghadirkan relasi (koneksi)
saja. Justifikasi posisi sebagai anugerah Tuhan dan kenyamanan yang
menyertai posisi membuat masyarakat cenderung melakukan
sakralisasi posisi dan memiliki preferensi pada status quo tatanan
sosial hierarkis.

Formasi sosial hierarkis tidak mesti berasal dari tatanan posisi
struktural di dalam organisasi, tetapi bisa juga berasal dari tatanan
jejaring posisi fungsional (profesional) di masyarakat. Seseorang yang
memiliki profesi atau posisi fungsional tertentu di masyarakat berada
pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain atas dasar
keahliannya, sehingga dia mendapatkan privilese atau hak istimewa
diskresi yang membawa kenyamanan. Relasi di dalam tatanan jejaring
posisi fungsional maupun tatanan posisi struktural bergantung pada
kepercayaan (trust) antar warga dengan posisinya masing-masing.
Namun relasi kepercayaan itu, sebagaimana halnya dengan posisi
yang direlasikan, selalu dijustifikasi sebagai anugerah Tuhan.
Sakralisasi relasi kepercayaan antar warga dengan posisinya masing-
masing merupakan implikasi logis dari sakralisasi posisi, baik posisi
fungsional maupun posisi struktural.

Budaya feodalistis yang mewujud dalam bentuk sakralisasi
posisi berbeda kontras dengan budaya yang mementingkan apresiasi
pada fungsi dari posisi (budaya profesional) dan budaya yang
mementingkan apresiasi pada hasil fungsional dari posisi (budaya
akumulasi hasil). Di dalam budaya feodalistis, warga berupaya
maksimal untuk mengejar posisi, jabatan, pangkat ataupun status
relasional di masyarakat, karena termotivasi oleh kenyamanan diskresi
yang melekat padanya. Adapun di dalam budaya profesional, orang
berupaya maksimal untuk kompeten berperan fungsional (profesional)
di masyarakat, karena hanya melalui itu hidupnya bermakna.
Sedangkan di dalam budaya akumulasi hasil, orang berupaya
maksimal walaupun mengandung risiko untuk mengejar hasil kerja
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kerasnya di masyarakat, karena percaya bahwa hanya melalui
akumulasi hasil tersebut kemakmuran dan kenyamanan akan
diperoleh. Dalam arti tertentu, budaya profesional cenderung
mensakralisasi profesi atau fungsi, sedangkan budaya akumulasi hasil
mensakralisasi kemakmuran. Perbandingan paradigmatik ketiga jenis

budaya dirangkum pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Paradigmatik Tiga Jenis Budaya

Fokus Budaya Budaya A::r:i{:si
Masalah Feodalistis Profesional .
Hasil

Apresiasi & Posisi Fungsi (profesi) | Hasil materiil
intensi (status) (uang)
Atensi & Relasi Kompetensi Pengambilan
justifikasi (koneksi) risiko
Strukturyang | Struktur Struktur Struktur modal
berlaku hierarkis fungsional
Pemelihara Birokrasi Meritokrasi Kepedulian
struktur sosial
Ruang & Sosial & Publik & Privat &
ekspresi kesopanan legitimasi transaksi
Orientasi Status quo Perubahan aktif | Perubahan
perubahan pasif (luck)
Alasan Menjaga Kemajuan Kemakmuran
orientasi keteraturan (progress)
Perangkat Imajinasi & Penegasan Promosi
persuasi intuisi
Gejala KKN Kesombongan Materialistis
fenomenal

Meskipun warga berbudaya feodalistis bisa saja berupaya
meningkatkan kompetensi dan bekerja keras dengan mengambil
risiko, namun perhatian utamanya cenderung tertuju pada relevansi,
keterkoneksian dan relasi dengan mana dia mendapatkan posisi
(status) yang diinginkan. Gejala yang umumnya teridentifikasi di
masyarakat yang masih dicengkeram budaya feodalistis adalah
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kurangnya apresiasi terhadap kompetensi dan sistem meritokrasi,
serta kekhawatiran berlebihan ketika dihadapkan pada pengambilan
risiko. Tidak heran di dalam masyarakat seperti itu, kewirausahaan
(entrepreneurship) kurang begitu berkembang. Jika ada warga yang
dianggap fenomenal mendapatkan kesuksesan hidup, warga-warga
lain cenderung mencari pembenaran berdasarkan latar belakang
relasional yang diperolehnya dari orang tua, lembaga pendidikannya,
pejabat yang dikenalnya, dan lain sebagainya. Afirmasi, pemakluman
dan kepuasan didapatkan warga-warga tersebut ketika justifikasi
relasional ditemukan. Mentalitas seperti ini semakin menguatkan
budaya feodalistis di masyarakat.

Karakteristik penting lain dari budaya feodalistis merupakan
implikasi logis dari struktur hierarkis, sakralisasi posisi, dan orientasi
untuk mempertahankan status quo melalui persuasi yang sifatnya
imajinatif dan intuitif (bukan rasional), yaitu lemahnya daya kritis
warga-warganya. Bukan berarti bahwa fakultas kognitif rasio atau nalar
(akal sehat) mereka tidak difungsikan. Melainkan bahwa rasio lebih
diintensifkan fungsinya untuk memorizing (mengingat dan menghapal),
memahami dan menerapkan pemahamannya, atau dalam kategori
pembelajaran taksonomi Bloom (Anderson et. al., 2001), berada pada
pemikiran tingkat rendah (Low Order Thinking). Rendahnya tingkat
pemikiran mengakibatkan warga berbudaya feodalistis kesulitan
dalam mengambil jarak dan bersikap objektif terhadap objek
pemikirannya, sehingga apa pun yang dipikirkan dan dipercayainya
cenderung melekat kuat menjadi milik yang akan mati-matian
dipertahankannya. Demikian pula posisinya dalam struktur hierarkis
feodal akan dianggap sebagai milik yang melekat padanya beserta
privilese atau hak istimewa diskresi yang membawa kenyamanan.
Akibatnya, sakralisasi posisi mengandung potensi konflik kepentingan
antara kepentingan pribadi terkait hak istimewa diskresi dan
kepentingan sosial terkait kewajiban untuk setia kepada posisi di
atasnya. Potensi konflik kepentingan seperti inilah yang membuat
sakralisasi posisi di masyarakat modern rentan jatuh pada perbuatan
korupsi, kolusi dan nepotisme.
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Dampaknya pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Modernitas, sebagaimana lazimnya dipahami, merupakan
gerakan yang bermula di Eropa Barat dan berjalin erat dengan gerakan
intelektual “pencerahan (enlightenment)” sehingga ide-ide tentang
rasionalitas, pengembangan sains, universalitas, dan kemajuan
(progress) materiil diinstitusionalisasikan (Ohana, 2019). Gerakan itu
memiliki  karakter ideologis yang sangat menonjol, yaitu
individualisme, ekonomisme, dan instrumentalisme (Endro &
Meilasari-Sugiana, 2024). Bersamaan dengan itu, berkembang pula
prinsip-prinsip kesetaraan martabat manusia (egalitarianisme), hak
asasi manusia, demokrasi dan ruang publik sebagai basis untuk proses
legitimasi posisi di masyarakat. Pembentukan negara modern
menggantikan organisasi politik feodal. Dengan kata lain, relasi triadik
warga-warga dan institusi dalam formasi egalitarian modern
menggantikan relasi diadik antar posisi dalam formasi hierarkis feodal
sebelumnya. Pada konteks relasi triadik warga-warga dan institusi
dalam formasi egalitarian modern, istilah ‘korupsi’ mendapatkan
makna orisinalnya. Misalnya, pemberian hadiah dari seorang warga ke
warga lain yang posisinya merepresentasikan insitusi, dengan maksud
untuk mendapatkan perlakuan istimewa, bisa dikategorikan sebagai
salah satu varian korupsi dan merupakan suatu perbuatan yang
tercela. Sebaliknya, pemberian sejenis pada relasi diadik, dari warga
posisi bawah kepada posisi di atasnya dalam formasi hierarkis feodal,
merupakan perbuatan lumrah yang umumnya disebut upeti dan bukan
suatu perbuatan yang tercela.

Di dalam relasi triadik warga-warga dan institusi dalam formasi
egalitarian modern, setiap warga mendapatkan posisi tertentu yang
melekat padanya amanah institusional untuk ditunaikan demi
kebaikan bersama (common good). Korupsi terjadi ketika pemegang
posisi institusional menyalahgunakan amanah demi kepentingan
pribadi tertentu, sehingga kebaikan bersama tidak terwujud. Di sini,
pengertian korupsi tidak dibatasi hanya sebagai perbuatan tercela
yang dilakukan pejabat publik, melainkan perbuatan tercela yang

327



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

potensial dilakukan oleh siapa pun di dalam institusi apa pun yang
perannya dilegitimasi publik. Kecurangan manajer suatu perusahaan
swasta (institusi swasta) yang perannya nyata dalam memproduksi
dan memenuhi barang kebutuhan masyarakat (publik), misalnya, bisa
dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Bahkan seorang atlet yang
menggunakan doping untuk memenangkan perlombaan,
menyalahgunakan amanah institusi perlombaan olahraga yang disukai
masyarakat (publik), bisa dikategorikan sebagai pelaku korupsi.
Korupsi pada dasarnya merusak proses dan tujuan institusi (Miller,
2023), atau singkatnya ‘membusukkan’ institusi dari dalam. Karena
institusi rusak, perannya untuk mewujudkan kebaikan bersama,
termasuk kebaikan bersama yang menjadi tujuan institusi publik dan
institusi kemanusiaan, menjadi rusak juga. Ketika korupsi dilakukan
seorang warga institusi, kebebasan warga lainnya direndahkan,
martabatnya sebagai manusia direndahkan, sehingga bisa
disimpulkan bahwa pada tingkatan tertentu korupsi melanggar hak
asasi manusia (Endro & Meilasari-Sugiana, 2023). Jadi, lebih dari
sekedar persoalan pelanggaran hukum, korupsi merupakan suatu
perbuatan yang secara hakiki tidak bermoral.

Sakralisasi posisi yang diwariskan dari relasi diadik dalam
formasi hierarkis feodal era sebelumnya membawa potensi korupsi
ketika ditempatkan pada relasi triadik dalam formasi egalitarian
modern. Karena, sifat eksklusif rangkaian relasi diadik dalam formasi
hierarkis feodal akan membuat siapa pun dan apa pun di luar rangkaian
relasi cenderung diperlakukan sebagai objek eksploitasi untuk
kepentingan posisi-posisi di dalam rangkaian relasi. Di sinilah awal dari
bibit korupsi warisan feodalisme yang tumbuh berkembang dalam
bentuk sakralisasi posisi. Konflik kepentingan yang dikandung
sakralisasi posisi bergeser ketika ditempatkan pada relasi triadik
modern, yaitu dari kepentingan pribadi (terkait hak istimewa posisi)
versus kepentingan sosial (terkait kewajiban untuk setia kepada posisi
di atasnya), menjadi kepentingan pribadi (terkait hak institusional
posisi yang sifatnya duniawi) versus kepentingan institusi (terkait
kewajiban institusional posisi yang dianggapnya sakral). Akibatnya,

328



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

meskipun posisi diperoleh melalui proses demokratis legitimasi
publik, pencapaian pada posisi beserta hak istimewanya dianggap
sebagai anugerah (ganjaran) Tuhan yang pantas dirayakan di dunia
sedangkan akuntabilitas terkait kewajiban fungsionalnya dianggap
sebagai urusan sakral hubungan pemegang posisi dengan Tuhan. Hal
demikian sungguh-sungguh menjadi kewajaran ketika sakralisasi
posisi sudah secara luas turun-temurun dipercayai atau
mencengkeram sebagai bagian budaya masyarakat.

Tentu saja korupsi bukanlah keniscayaan logis dari sakralisasi
posisi pada konteks relasi triadik dalam formasi egalitarian modern.
Jika pemegang posisi institusional memiliki kesadaran spiritual untuk
memenuhi kewajiban ilahiah penegakan keadilan di dalam institusi,
maka korupsi tidak akan terjadi. Kesadaran spiritual Jawa “memayu
hayuning bawana, ambrasta dur angkoro” (menciptakan kedamaian
dunia, memberantas segala kejahatan), misalnya, membentuk
mentalitas pemegang posisi institusional jauh dari niat untuk korupsi.
Namun kesadaran spiritual seperti itu tampaknya tidak tumbuh subur
di tengah gelombang modernisasi yang karakter ideologisnya
ekonomisme, instrumentalisme dan pengejaran kemajuan (progress)
materiil. Oleh karena itu, kecenderungan umum di kalangan pemegang
posisi institusional adalah merayakan hak istimewa diskresinya dan
menyembunyikan niat terkait kewajiban fungsional yang harus
ditunaikannya. Masyarakat memaklumi ketika pemegang posisi
institusional merayakan hak istimewa diskresinya, kemudian
mendoakannya agar memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban
fungsional demi kebaikan bersama. Sikap pasif eufemistis masyarakat
terhadap kewajiban fungsional menumbuhkan suasana kondusif bagi
pemegang posisi institusional untuk korupsi. Akhirnya, sakralisasi
posisi rentan mengembalikan rangkaian relasi diadik antar posisi
institusional untuk maksud melakukan korupsi. Kolusi berlangsung
ketika posisi-posisi di dalam rangkaian itu bersama-sama melakukan
korupsi, sedangkan nepotisme terjadi ketika suatu posisi meluaskan
rangkaian relasi diadiknya. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) jelas
merupakan rangkaian yang secara hakiki tidak bermoral.
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Dampaknya pada Ketidakmandirian dan Kelemahan
Meritokrasi

Di masyarakat modern yang masih dicengkeram budaya
feodalistis sakralisasi posisi, pendidikan moral bukannya absen
melainkan justru merebak kuat seolah-olah hanya melalui pendidikan
moral saja masyarakat bisa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN). Kenyataannya, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih tetap
berlangsung di tengah kuatnya pendidikan moral melalui
pembelajaran agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan lain
sebagainya. Pendidikan moral yang bertujuan untuk menanamkan
standar moral ke setiap warga masyarakat bisa jadi efektif
meningkatkan  kepemilikan  pengetahuan dan keterampilan
(kemampuan) untuk berbuat baik dan bermoral. Namun ‘“tahu’ dan
‘mampu’ berbuat baik tidaklah niscaya ‘mau’ berbuat baik.
Kepemilikan standar moral tidak menjamin hidup yang bermoral.
Bahkan dalam ekosistem pendidikan moral seperti itu kekerasan
normatif antar warga tidak jarang terjadi, yaitu memaksakan standar
moral kepada warga lain demi kepemilikan standar yang diinginkan.
Kepemilikan standar moral, sebagaimana kepemilikan kapital,
seakan-akan berimplikasi pada kekuasaan yang boleh diterapkan
untuk menekan warga lain yang belum memiliki standar moral. Hidup
warga lebih diorientasikan pada akumulasi kepemilikan standar moral
daripada kemandirian (kecukupan) dalam hidup bermoral, karena
kepemilikan standar moral memberikan suatu ‘posisi’ kekuasaan. Jadi,
dominasi wacana kepemilikan standar moral seolah-olah menyandera
kemandirian dalam hidup bermoral. Hal demikian sebenarnya berlaku
untuk kepemilikan apa pun dan kemandirian dalam hal apa pun.

Hidup yang lebih diorientasikan pada posisi daripada fungsi,
kepemilikan daripada kemandirian, membuat warga bergantung pada
eksternalitas di luar dirinya, pada sesuatu yang dimilikinya atau ingin
dimilikinya. Lokus kendali diri warga berada di luar dirinya (external
locus of control). Di masyarakat berbudaya sakralisasi posisi,
kepemilikan suatu posisi di dalam struktur hierarkis posisi kekuasaan
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cenderung menangguhkan kemandirian untuk menjalankan fungsi dari
posisi itu. Posisi bawahan cenderung menunggu perintah atasannya,
sedangkan posisi atasan cenderung menunggu tekanan eksternalyang
menuntutnya menjalankan fungsi dari posisi yang dimilikinya. Sikap
reaktif-represif lebih dominan daripada sikap proaktif-preventif.
Strategi berbasis pemenuhan standar (compliance-based strategy)
lebih dikedepankan daripada strategi berbasis integritas dan
keunggulan diri (integrity-based strategy) dalam menghadapi situasi
yang tidak menentu (Paine, 1994). Ketidakmandirian dengan sikap
reaktif-represif rentan jatuh pada kemalasan ketika situasi aman,
medioker ketika situasi tidak menantang, dan kepanikan ketika situasi
mengancam. Dorongan untuk mengikuti tren populer sesaat lebih kuat
daripada berusaha autentik dan menjadi perintis tren (trendsetter).
Risiko cenderung dihindari (risk averse) dan daya kreatif tidak
tertantang untuk dikembangkan, sehingga kewirausahaan
(entrepreneurship) tidak begitu tumbuh. Pesona materiil dunia modern
memang menggugah keinginan warga untuk memilikinya, tetapi bukan
dengan kerja keras dan mengambil risiko, melainkan dengan
mengandalkan atau mengejar posisi yang menjanjikan kekuasaan
diskresi. Tak heran, pemegang posisi seperti itu berlaku seperti
makelar yang maunya mendapatkan komisi dari hasil kerja keras pihak
lain.

Orientasi berlebihan pada posisi di masyarakat berbudaya
sakralisasi posisi membuat warganya cenderung mengabsolutkan
atau mengeksklusifkan wewenang, privilese atau hak istimewa
diskresi yang melekat pada posisi. Fungsi, peran, dan kewajiban
pemegang posisi disubordinasikan pada eksklusivitas wewenang
pemegang posisi. Akibatnya jelas melambatkan fungsi dan
melemahkan meritokrasi. Perekrutan calon untuk menempati suatu
posisi maupun evaluasi kinerja suatu posisi digantungkan pada
wewenang atau hak Istimewa diskresi pemegang posisi rekruter dan
evaluator, meskipun bisa saja berlaku prosedur standar yang telah
disepakati sebelumnya. Kriterianya cenderung memberikan bobot
lebih pada kepemilikan koneksi dengan pemegang posisi-posisi dan
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pemeliharaan harmoni antar posisi daripada kompetensi calon dan
kualitas fungsionalnya. Eksklusivitas wewenang sering kali dijadikan
alasan untuk memblokir intervensi meskipun wewenang itu tidak
diterapkan untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.
Kemacetan fungsional institusi secara keseluruhan tidak jarang
dipertaruhkan akibat eksklusivitas wewenang ini. Tidak jarang pula
kemacetan fungsional institusi dikaburkan melalui manipulasi
informasi (kepalsuan) atau pengabaian transparansi. Manipulasi
emosi pun adakalanya dilakukan oleh pemegang posisi bawah,
misalnya dengan mengeksploitasi kemiskinannya, untuk
mendapatkan privilese tertentu walaupun kurang kompeten. Jelas
bahwa sakralisasi posisi cenderung menafikan meritokrasi.

Dampaknya pada Kesulitan Bekerjasama dan Berkolaborasi

Fenomena ketidakmandirian warga di masyarakat berbudaya
sakralisasi posisi menandakan lemahnya fungsi rasio dan daya kritis
sebagai penggerak peradaban. Intensitas fungsional rasio lebih
diorientasikan pada nilai ekstrinsiknya dalam proses memercayai (a
process of believing) daripada nilai intrinsiknya dalam proses berpikir
yang sesungguhnya (the real thinking process). Fungsi rasio terjebak
dalam pemikiran tingkat rendah (Low Order Thinking) dalam kategori
pembelajaran taksonomi Bloom. Subordinasi rasio pada fakultas
peneguh kepercayaan yang melekat dalam diri individu warga,
membuatnya kurang mampu mengambil jarak dan bersikap objektif
terhadap objek pemikirannya. Sifat obsesif warga terhadap apa yang
secara pribadi dipikirkannya sebagai sesuatu yang penting
menghalangi tercapainya resolusi konflik antar warga. Kepentingan
subjektif dianggap segala-galanya dan memperjuangkan kepentingan
subjektif selalu dianggap kewajaran. Kemelekatan diri pada
kepentingan materiil maupun kepentingan non-materil sangat kuat.
Akibatnya, konflik antar warga cenderung jatuh menjadi konflik abadi
yang tidak sehat. Jika sama sekali tidak bisa dihindari, konflik seperti
itu berubah menjadi kekerasan fisik dan/atau psikologis. Sulit sekali
mengubah konflik yang tidak sehat seperti itu menjadi suatu kompetisi,
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konflik yang sehat, karena kompetisi menyaratkan objektivitas
terhadap apa yang dipertengkarkan atau diperebutkan.

Dalam suatu kompetisi, seorang warga atau peserta kompetisi
selalu termotivasi untuk mengalahkan kompetitornya sebagai bukti
kesuksesan (Knight & Dubro, 1984; Levi, 2014). Kompetitor yang kalah
tidak akan sakit hati karena apa yang dikompetisikan sudah sama-
sama diobjektivikasi oleh semua peserta kompetisi. Aturan
berkompetisi pun sudah sama-sama disepakati untuk menjaga
keadilan dalam prosesnya. Menang-kalah tidak dijadikan persoalan
yang terlalu pribadi. Kekalahan dianggap sebagai penundaan
kemenangan yang bisa diupayakan di sesi kompetisi selanjutnya.
Kalaupun tidak ada lagi sesi kompetisi selanjutnya, kekalahan tidak
akan menimbulkan dendam kesumat terhadap pemenangnya. Hal ini
berbeda dengan warga berbudaya sakralisasi posisi yang tidak mampu
bersikap objektif terhadap kepentingan materiil maupun non-materiil
yang dikompetisikan. Baginya, kompetisi adalah perang hidup-mati
yang harus dimenangkannya walaupun dengan cara curang. Sikap
destruktif yang disertai rasa penuh curiga menafikan kompetisi yang
adil. Padahal kompetisi yang adil bisa dipersepsi peserta-pesertanya
sebagai suatu bentuk kerja sama yang tujuannya untuk menemukan
keunggulan tertinggi. Jika bentuk kerja sama seperti itu ada di dalam
kerangka pikir (mindset) peserta-pesertanya, maka keunggulan
tertinggi tersebut akan sangat bermanfaat bagi kemajuan peradaban
masyarakat.

Kompetisi sebagai suatu bentuk kerja sama hanya tepat
diberlakukan jika kerja satu peserta tidak bergantung (independent)
atau bebas dari kerja peserta lainnya, sedangkan kerja sama
sesungguhnya yang dikenal sebagai kooperasi (cooperation) akan
tepat jika kerja satu peserta saling bergantung (interdependent)
dengan kerja peserta lainnya. Syarat terbangunnya kooperasi adalah
adanya kepercayaan (trust) antar kooperator (peserta kooperasi).
Sedangkan kepercayaan sendiri biasanya tumbuh melalui komunikasi
yang intensif antar kooperator. Oleh karena itu, suasana psikologis
yang aman bagi setiap kooperator untuk mengungkapkan ide dan opini
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kritisnya, suasana yang memotivasi komunikasi efektif antar
kooperator, menjadi sangat penting untuk membangun kooperasi.
Dalam kooperasi, resolusi konflik antar kooperator umumnya berupa
kompromi, di mana masing-masing merelakan sebagian
kepentingannya tidak terakomodasi. Kooperasi akan sukses jika
keputusan kolektif yang diambil merupakan keputusan terbaik untuk
mencapai tujuan bersama, sedangkan keputusan yang benar-benar
terbaik umumnya diperoleh dari kompetisi antar ide atau opini kritis
yang diungkapkan setiap kooperator. Hal demikian tentunya sulit
dilakukan warga berbudaya sakralisasi posisi, karena dominasi
kepentingan subjektifnya menimbulkan rasa curiga berlebihan yang
menghambat efektivitas komunikasi dan kepercayaan antar
kooperator. Padahal tanpa kooperasi antar warganya, masyarakat tak
mungkin mengalami kemajuan peradaban.

Bentuk kerja samayang paling menjanjikan kemajuan peradaban
dikenal sebagai kolaborasi. Dalam kolaborasi, hubungan antar
kolaborator (peserta kolaborasi) sudah sedemikian erat bagaikan
hubungan antar sahabat, sehingga konflik yang timbul bukannya
dihindari ataupun buru-buru dicari jalan kompromisnya melainkan
dikelola untuk meghasilkan resolusi yang kreatif dan inovatif. Melalui
mekanisme dialektis, tesis versus antitesis menghasilkan sintesis yang
mengakomodasi keunggulan tesis dan keunggulan antitesis, dialog
kritis antar kolaborator sangat potensial memberi jalan bagi penemuan
keputusan inovatif yang memuaskan semua pihak. Syarat
terbangunnya kolaborasi adalah adanya transparansi yang menjamin
kepercayaan yang sangat tinggi antar kolaborator. Sedangkan
transparansi akan selalu tersedia jika masalah apa pun selalu
disampaikan, apa yang disampaikan selalu benar, serta apa yang
diklaim benar selalu terbuka terhadap kritik untuk memastikan
kesalingpahaman (Endro, 2015). Dalam suasana transparan,
komunikasi yang berlangsung antar kolaborator bisa berupa
komunikasi mendalam di mana kritik tidak hanya boleh dilakukan
terhadap apa yang diungkapkan tetapi juga terhadap apa yang
melandasi substansi yang diungkapkan (Endro, 2022). Kritik seperti itu
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jamak dilakukan antar kolaborator (antar sahabat). Selain
memfasilitasi penemuan keputusan inovatif, komunikasi mendalam
juga memungkinkan kolaborator untuk memperbaiki diri sebagai
individu dan memotivasinya untuk bersikap autentik di dalam
perjumpaannya di waktu mendatang dengan individu lain. Persyaratan
kolaborasi sebagaimana diuraikan di atas akan sulit dipenuhi warga
berbudaya sakralisasi posisi, karena kecenderungan warganya sangat
kuat untuk mengaburkan informasi dan mengabaikan transparansi.
Siklus transformasi konflik, kompetisi, kooperasi dan kolaborasi
beserta persyaratannya di Gambar 1 mengilustrasikan bagaimana
kesulitan akan dialami warga masyarakat berbudaya sakralisasi posisi
untuk berkerjasama dan berkolaborasi.

Masyarakat modern yang masih dicengkeram budaya feodalistis
sakralisasi posisi sudah tentu akan gagal menjalani siklus dengan
sebenar-benarnya. Karena, warganya sejak awal kurang mampu
mengambil jarak objektif terhadap kepentingannya sehingga
cenderung terus-menerus terjebak dalam konflik yang tidak sehat. Di
bidang politik maupun ekonomi, kompetisi, kooperasi dan kolaborasi
bisa saja secara formal dijalani warganya, namun ketiganya cenderung
hanya dianggap sebagai instrumen taktik dan strategi untuk
mendapatkan kesempatan pemenuhan kepentingan subjektifnya.
Klaim bahwa kompetisi, kooperasi dan kolaborasi diorientasikan untuk
kebaikan bersama (common good) cenderung tidak autentik, semu,
penuh kepalsuan dan kebohongan. Hal serupa bisa juga terjadi di
bidang-bidang lainnya. Di bidang sains dan teknologi, kurangnya
objektivitas berpengaruh buruk pada ekosistem pengembangannya
karena objektivitas merupakan syarat hakiki sains: tidak ada
objektivitas, tidak ada pula sains. Akibatnya, pengembangan sains
menjadi lebih bersifat prosedural-formal saja, mengikuti metode
ilmiah standar yang berlaku global, demi pencapaian target yang telah
ditetapkan daripada fokus pada esensi persoalan yang mau diungkap.
Kooperasi dan kolaborasi pun cenderung hanya diperlakukan sebagai
sarana taktis dan strategis pencapaian target. Lebih daripada itu,
korupsi, kolusi dan nepotisme tidak jarang pula terjadi di dalam
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pengembangan sains dan teknologi. Kesemuanya merupakan
persoalan serius yang butuh solusi tepat.

KONFLIK |, KOLABORASI

Autentisitas
1

Objektivitas Transparansi

v

KOMPETISI

KOOPERASI

|'Komunikasi intensif &
saling percaya (trust)

Gambar 1. Siklus Konflik, Kompetisi, Kooperasi dan Kolaborasi

Desakralisasi Posisi untuk Membongkar Budaya Feodalistis
di Masyarakat

Jika aspek politik feodalisme sudah diruntuhkan oleh
berdirinya kekuasaan publik (negara), aspek ekonominya sudah
diruntuhkan oleh meluasnya sistem kapitalisme pasar, maka aspek
sosialnya yang menjelma menjadi budaya sakralisasi posisi harus
diruntuhkan pula. Berhubung runtuhnya suatu budaya hanya bisa
berlangsung evolutif, strategi perubahan budaya yang berorientasi
pada desakralisasi posisi perlu diupayakan. Dalam hal ini, sistem
pendidikan nasional diharapkan perannya sebagai motor penggerak
utama, karena desakralisasi posisi hanya mungkin efektif melalui
peningkatan peran rasio (nalar) agen-agen perubahan masa
mendatang. Fungsi rasio yang sebelumnya terbatas untuk pemikiran
tingkat rendah (Low Order Thinking), diorientasikan hanya pada nilai
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ekstrinsiknya dalam proses memercayai, harus ditingkatkan untuk
pemikiran tingkat tinggi (High Order Thinking) yang terorientasi pada
nilai intrinsiknya sendiri dalam proses berpikir yang sesungguhnya.
Pada pemikiran tingkat tinggi (High Order Thinking), fungsi kritis rasio
berperan di dalam menganalisis pemahaman, mengevaluasi-kritis
pemahaman, dan menciptakan pemahaman baru yang lebih tepat
(Anderson et al., 2001). Dengan demikian, sistem pendidikan nasional
diharapkan perannya untuk menanamkan kebiasaan berpikir kritis
(critical thinking), dialog kritis, refleksi dan refleksi diri di kalangan
agen-agen perubahan masa mendatang.

Fungsi kritis rasio pertama yang paling primitif adalah
melakukan ‘negasi’ terhadap ‘posisi’. Tanpa negasi, tak mungkin
mengambil jarak terhadap posisi, sehingga posisi menjadi kepemilikan
subjektif pemiliknya, melekat erat pada pemiliknya, serta tidak
memungkinkan untuk dianalisis, dievaluasi dan dipahami dengan
tepat. Tanpa negasi, posisi juga menjadi lembam dan tak tergoyahkan,
sehingga sulit digerakkan atau dituntut perwujudan fungsinya. Dengan
kata lain, fungsi negasi dari rasio adalah mengobjektivikasi posisi agar
supaya pemahaman terhadapnya bisa dikontestasikan dan fungsinya
bisa dipertanggungjawabkan. Melalui fungsi negasi rasio, konflik tak
sehat yang terjadi akibat kepemilikan subjektif posisi bisa
ditransformasikan menjadi kompetisi antar warga yang sama-sama
berupaya memahami posisi dan fungsinya dengan tepat. Posisi yang
sebelumnya dianggap sakral berubah menjadi sesuatu yang bisa
dikritik, diperdebatkan, dikompetisikan, dan dituntut
pertanggungjawaban terkait fungsinya. Fungsi negasi rasio yang
membawa objektivitas berperan juga untuk memastikan tegaknya
keadilan dalam penerapan tatanan peraturan kompetisi, agar makna
kompetisi dalam kehidupan bersama terjaga.

Fungsi kritis rasio kedua adalah meluaskan ruang dialog
interpersonal bagi semua pemegang posisi agar efektif membangun
relasi kooperasi atau relasi triadik institusional di dalam kooperasi
(kerja sama). Ketika spesialisasi di masyarakat dipandang semakin
atraktif untuk meningkatkan produktivitas, upaya untuk membangun

337



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

relasi kooperasi di antara posisi-posisi spesialis semakin luas
dilakukan. Ruang dialog interpersonal memfasilitasi masing-masing
pemegang posisi untuk mengonstruksi pemahaman atas isu-isu yang
diterimanya atau akan disampaikannya, sehingga tumbuh
kepercayaan (trust) antar posisi dan terbangun jaringan relasi antar
posisi. Melalui analisis, evaluasi kritis, konstruksi dan rekonstruksi
pemahaman, rasio kritis mempersoalkan ketepatan pemahaman
bukan hanya tentang posisi dan relasi yang terbangun, melainkan juga
tentang fungsi dari setiap posisi bagi pencapaian tujuan bersama
(tujuan institusi). Dengan kata lain, rasio kritis memperluas ruang
dialog interpersonal menjadi ruang dialog institusional untuk
membangun relasi kooperasi atau relasi triadik institusional di dalam
kooperasi. Dalam arti yang luas, rasio kritis meluaskan ruang sosial
menjadi ruang publik. Posisi tidak lagi sakral karena justifikasinya
bukan lagi sebagai anugerah Tuhan, melainkan berdasarkan pada
efektivitas fungsinya bagi pencapaian tujuan bersama (tujuan
institusi). Peraturan kooperasi yang dibuat untuk mengorientasikan
fungsi pada pencapaian tujuan bersama, diinternalisasi oleh setiap
pemegang posisi sebagai prinsip normatif dan diintegrasikan sebagai
bagian dari sistem kepercayaan moralnya.

Fungsi kritis rasio ketiga adalah meluaskan ruang dialog
intrapersonal pemegang posisi agar efektif membangun integritas
dirinya pada posisi dan fungsi institusionalnya bagi pencapaian tujuan
bersama (tujuan institusi). Ruang dialog intrapersonal memfasilitasi
pemegang posisi untuk mengelola prinsip-prinsip normatif bagian
sistem kepercayaan moralnya demi pembangunan integritas dirinya.
Melalui analisis, evaluasi kritis, konstruksi dan rekonstruksi
pemahaman, rasio kritis mempersoalkan ketepatan pemahaman
tentang prinsip normatif yang diklaim institusi untuk pencapaian
tujuan bersama dan prinsip normatif yang menjadi bagian sistem
kepercayaan moral pemegang posisi. Dengan kata lain, rasio kritis
memperluas ruang dialog intrapersonal hingga terhubung dengan
ruang dialog institusional, dengan maksud untuk memastikan
ketepatan orientasi semua fungsi pada pencapaian tujuan bersama
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sekaligus memastikan ketepatan prinsip-prinsip hormatif pembangun
integritas diri pemegang posisi. Dalam arti yang luas, rasio kritis
meluaskan ruang privat menjadi ruang publik demi terbangunnya
integritas diri (Endro, 2007). Transparansi merupakan syarat sekaligus
wahana keterhubungan ruang dialog intrapersonal dengan ruang
dialog institusional. Ekspresi eksternal dari keterhubungan itu adalah
kolaborasi untuk pencapaian terbaik tujuan bersama, sedangkan
ekspresiinternalnya adalah refleksi dan refleksi diri untuk membangun
integritas diri (Endro, 2017). Jadi, posisi apa pun jelas kehilangan
sakralitas, karena fokusnya adalah pada perbaikan diri pemegangnya
dan pencapaian terbaik tujuan bersama. Selain itu, siapa pun
pemegang posisi yang konsisten memperbaiki dirinya cenderung akan
bersikap autentik di setiap momen hidupnya.

Penutup

Jadi, rasio kritis lah pembongkar budaya feodalisme sakralisasi
posisi, menjadikan warga sebagai pribadi yang siap bekerjasama
dalam format kompetisi maupun kooperasi dan berkolaborasi dengan
warga lainnya. Integritas yang dibangunnya menggeser lokus kendali
(locus of control) dirinya dari eksternal ke internal, sehingga
ketidakmandirian tidak lagi menjadi masalah. Warga yang berintegritas
selalu mengorientasikan hidupnya pada pencapaian terbaik tujuan
bersama, sehingga fokus intensionalnya tertuju pada
fungsi/profesinya di masyarakat dengan memberi perhatian besar
pada kecukupan kompetensi untuk mewujudkannya. Oleh karena itu,
meritokrasi sangat dijunjung tinggi dalam keterlibatannya di institusi
mana pun. Korupsi, kolusi dan nepotisme tidak ada di dalam
pandangan hidup warga vyang berintegritas, karena fokus
intensionalnya tidak melulu tertuju pada posisi/statusnya di
masyarakat. Warga yang berintegritas tidak akan memberi perhatian
berlebihan pada jejaring relasi/koneksi yang dimiliki untuk
mempertahankan atau meningkatkan  posisinya. Meskipun
profesionalitas dan kesetiaan pada profesi menjadi pedoman
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hidupnya, warga yang berintegritas tidak akan sombong karena selalu
konsisten memperbaiki dirinya.
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Branding Destinasi Wisata Melalui Film
dan Festival Budaya

Mochammad Kresna Noer

Pendahuluan

Branding destinasi wisata sering dianggap sebagai fondasi untuk
meningkatkan daya saing suatu lokasi wisata di tengah lanskap
pariwisata global yang semakin kompetitif. Di era informasi yang masif
ini, menciptakan identitas yang kuat dan memikat untuk suatu
destinasi wisata bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah
keharusan. Perlu dicatat bahwa branding destinasi wisata memiliki
kekhasan tertentu yang membedakannya dari branding produk atau
layanan tradisional. Hankinson (2009) dengan tepat menyatakan
bahwa “produk” destinasi wisata mengandung kombinasi unik dari
bangunan, fasilitas, dan tempat yang mewakili multiplisitas layanan
otonom, baik sektor publik maupun sektor swasta. Penawaran produk
yang sangat kompleks ini menuntut strategi pemasaran yang tidak
konvensional, bahkan sering kali melalui kemitraan strategis yang
melibatkan organisasi sektor publik dan swasta (Warnaby et al., 2002).

Kompleksitas branding destinasi wisata diilustrasikan Gartner
(2014) dengan pernyataannya bahwa destinasi wisata adalah tempat
kehidupan yang sekaligus menunjukkan perubahannya. Implikasi dari
pernyataan tersebut menunjuk pada pemahaman khas bahwa merek
destinasi wisata cenderung tidak memiliki stabilitas yang sama dengan
merek produk pada umumnya. Berbagai segmen pasar mengonsumsi
destinasi wisata secara bersamaan, di mana setiap konsumen secara
unik menyusun "produk” mereka sendiri dari berbagai layanan yang
ditawarkan. Akibatnya, pemasar destinasi wisata memiliki kendali
terbatas terhadap pengalaman merek yang diterima konsumen
(Hankinson, 2009). Memang destinasi wisata itu sifatnya unik, bukan
produk fisik yang dapat dikembalikan jika konsumen tidak puas, dan
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bukan produk yang ekuitas mereknya bisa dievaluasi berdasarkan
destinasi wisata lain. Oleh karena itu, merek destinasi wisata memiliki
risiko yang tinggi karena elemen pembangun merek mudah
dimodifikasi oleh pengaruh alam maupun manusia (Gartner, 2014).

Faktor pembeda lain dalam branding destinasi wisata adalah
kompleksitas proses pengambilan keputusan turis. Turis pembeli
“bundel barang dan jasa” yang terkandung dalam destinasi wisata
sering kali mengalami ketidakpastian intrinsik dari label harga yang
harus dibayarnya (Cai, 2002). Tidak seperti produk fisik, turis tidak
dapat "menguji coba" destinasi wisata sebelum membeli paket
perjalanan mereka (Cai, 2002; Eby et al., 1999; Gartner, 2014). Untuk
mengurangi risiko, mereka perlu melakukan pencarian informasi yang
ekstensif sambil mengembangkan konstruksi mental tentang
bagaimana destinasi wisata itu secara potensial dapat memenubhi
kebutuhannya. Pada konteks ini, elemen citra destinasi wisata menjadi
stimulus yang sangat krusial dalam proses pemilihan destinasi wisata
(Cai, 2002).

Hankinson (2009) menekankan pentingnya pendekatan dalam
branding destinasi wisata yang mampu memberi solusi manajerial
yang memadai. Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk
menerapkan teori branding David Aaker dan Kevin Keller pada konteks
destinasi pariwisata (Boo et al., 2009; Konecnik & Gartner, 2007; Pike
et al, 2010). Namun penerapan itu tentunya harus
mempertimbangkan fakta bahwa destinasi wisata memiliki atribut-
atribut kompleks yang berbeda dengan produk dan layanan tradisional.
Kompleksitas pengembangan merek destinasi wisata sangat terkait
dengan pengembangan elemen pengalaman dan pemahaman yang
mendalam tentang proses pengambilan keputusan turis. Seorang
manajer pengembang merek destinasi wisata harus memahami
lingkungan makro, khususnya isu-isu ekonomi, politik, dan sosial, di
samping persepsi para pemangku kepentingan terhadap merek
destinasi wisata yang dikembangkannya. Jika tidak, manajer tersebut
bisa jatuh dalam promosi terbatas yang hanya sibuk berkutat pada
pengembangan logo dan tagline semata (Khanna, 2011). Tulisan ini
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bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana media visual seperti
film dan event budaya berskala besar seperti festival musik dapat
berfungsi sebagai pendorong utama dalam proses branding yang
kompleks ini.

Potensi Branding Destinasi Wisata Melalui Film dan Festival
Budaya

Dalam konteks branding destinasi wisata, kota-kota di Jawa
Tengah, yaitu Semarang, Surakarta (Solo), dan Yogyakarta,
menawarkan studi kasus yang sangat kaya dan relevan. Ketiga kota ini
tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelestarian budaya yang penting
di Indonesia, tetapi juga telah secara aktif memanfaatkan kekuatan
film dan festival untuk memperkuat branding-nya sebagai destinasi
wisata. Pertama, Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sudah
lama dikenal sebagai kota yang menyimpan sejarah panjang dengan
daya tarik yang memikat. Pada era kolonial Belanda, kota ini dijuluki
‘Venesia Jawa’ karena jaringan sungainya yang melimpah. Semarang
juga dikenal sebagai ‘Pelabuhan Jawa’ mengingat perannya sebagai
titik persinggahan vital bagi kapal-kapal yang berlayar antara Jakarta,
Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dengan populasi sekitar 1,8 juta jiwa,
Semarang adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia.
Uniknya, sebagian besar penduduknya adalah generasi muda
(71,62%), berusia 15 hingga 39 tahun, sehingga berpotensi tampil
sebagai kota yang dinamis. Kehidupan sosial dan budayanya sangat
kaya, terjalin dari keragaman etnis Jawa, Tionghoa, Arab, dan Melayu.
Keragaman ini diekspresikan dalam kuliner, event budaya, arsitektur,
senirupa, tari, musik, dan desain kota yang khas.

Eksotisme sudut-sudut Kota Semarang telah diakui oleh industri
perfilman. Salah satu sudut yang menjadi permata kota adalah
Kawasan Kota Lama Semarang, situs bersejarah yang
merepresentasikan perkembangan urban dan budaya kota dari abad
ke-15 hingga awal abad ke-20. Peran Kota Lama sebagai pusat budaya
diperkuat dengan suksesnya penyelenggaraan Festival Kota Lama
(FKL) dan penetapannya secara resmi sebagai Kawasan Cagar Budaya

345



GAGASAN AKADEMISI MAROON UNTUK NEGERI

Nasional pada Agustus 2020 (Fleming, 2021). Sejumlah film layar lebar
nasional memilih Semarang sebagai lokasi syuting, memanfaatkan
pesona Kota Lama, Lawang Sewu, dan bahkan kampung-kampung
tematik di sana. Film-film seperti "Ayat-Ayat Cinta", "Soekarno", "Gie",
"Wage", "Sang Kiai", "Kukejar Cinta Ke Negeri Cina", "Rembulan
Tenggelam di Wajahmu", dan "Bumi Manusia" menjadi bukti nyata
bagaimana Semarang menarik perhatian para sineas. Melalui film-film
yang diproduksi di sudut-sudut kota, Semarang akan semakin dikenal
luas dan menarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Film ternyata
berpotensi menjadi sarana promosi efektif bagi kota Semarang.

Selanjutnya, Surakarta atau yang akrab disapa "Solo",
merupakan destinasi wisata yang tidak kalah menarik, permata budaya
yang terletak di sisi timur Provinsi Jawa Tengah. Pernah menjadi ibu
kota Kerajaan Mataram, Solo kini dikenal sebagai salah satu kota yang
kaya aset sejarah dan budaya yang terjalin erat dengan warisan
kerajaan. Dengan populasi lebih dari 522.000 jiwa, Solo menghadirkan
potret kota multi-etnis yang harmonis, dihuni oleh suku Jawa, Arab,
Tionghoa, dan India. Keragaman demografi ini secara historis turut
memengaruhi tata letak kota, membentuk desa-desa etnis atau
kampung yang spesifik, misalnya "Kampung Arab" di lingkungan Pasar
Kliwon, Semanggi, dan Kedung Lumbu dan “Kampung Tionghoa" di
daerah Balong, Coyudan, dan Keprabon (Fleming, 2021).

Meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi masyarakat
Solo, mereka tetap mempertahankan penggunaan dialek Jawa
Mataraman dalam percakapan sehari-hari. Mereka lazim mengenakan
pakaian tradisional seperti kebaya untuk wanita dan beskap untuk pria,
sementara pertunjukan seni tradisional dianggap sebagai inti dari
kegiatan budaya kota (Fleming, 2021). Jadi, budaya Jawa memegang
peran sentral dan menjadi fondasi infrastruktur budaya kota yang
kokoh. Bangunan tradisional Jawa, termasuk keraton Kasunanan dan
Mangkunegaran yang masih berfungsi aktif sebagai kantor
pemerintahan, menjadi pusat adaptasi sebagian besar kegiatan
budaya di Solo. Salah satu contoh adaptasi budayayang cerdas adalah
penyelenggaraan festival musik “Project-D” ("dynamic project" atau
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Dyandra Music & Collaboration) di De Tjolomadoe, untuk
menciptakan ekosistem dan pengalaman segar bagi para pencinta
musik dengan slogan #sehidupseparty yang menekankan inklusivitas.
Lokasi De Tjolomadoe yang dulunya pabrik gula di abad ke-19
ditransformasikan menjadi pusat perhelatan modern dengan
museum, concert hall, multi-purpose hall, restoran, dan toko
kerajinan, menjadikannya lokasi yang ideal untuk mendukung branding
kota Solo sebagai destinasi wisata.

Kota Yogyakarta, sering disingkat Yogya atau Jogja, tak bisa
diragukan lagi popularitasnya sebagai suatu kota yang berhasil
memadukan kekayaan sejarah dan budaya dengan dinamika kota
kontemporer melalui portofolio festival yang luar biasa. Yogya dikenal
juga sebagai pintu masuk strategis untuk menjelajahi situs spektakuler
Candi Prambanan, kompleks candi abad ke-10 yang didedikasikan
untuk Trimurti (Siwa, Wisnu, Brahma) dengan relief-relief kisah epik
Ramayana (Fleming, 2021). Di pelataran Candi Prambanan sering
diselenggarakan festival musik jazz internasional, Prambanan Jazz
Festival (PJF), yang kemegahannya seolah-olah berfungsi sebagai
jembatan diplomasi antara budaya modern kontemporer dan budaya
klasik tradisional warisan monumental Indonesia.

Sebagai ibu kota suatu Daerah Istimewa, Yogyakarta merupakan
satu-satunya kota kerajaan di Indonesia yang masih mempertahankan
sistem monarki. Kompleks keraton (istana) tidak hanya menjadi bagian
sentral warisan sejarah, tetapi juga memberi kontribusi signifikan
untuk memperkuat daya tarik kota bagi wisatawan. Letaknya di jantung
kota dalam distrik yang terpelihara dengan baik, keraton dibangun
dengan tata letak khas abad ke-18 berdasarkan inspirasi filosofis
sultan pertama, Hamengkubuwana |, yang berhasil menyatukan
beragam budaya Jawa. Yogyakarta adalah pusat nasional untuk
berbagai seni budaya keraton Jawa tradisional, termasuk seni tari,
tekstil batik, drama, sastra, musik, puisi, kerajinan perak, seni rupa,
dan wayang kulit. Di samping warisan arsitektur dan kulinernya yang
kaya, pusat-pusat pelestarian tradisi tersebar di seluruh kota,
misalnya: Kotagede untuk kerajinan peraknya, Desa Ngasem dan
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Pasar Beringharjo untuk kerajinan batik, Malioboro untuk blangkon
tradisional dan pakaian surjan, Manding untuk barang-barang kulit,
dan Kasongan untuk gerabah (Fleming, 2021). Pertunjukan seni
tradisional dan kontemporer diadakan di berbagai lokasi hampir setiap
hari yang tentunya semakin memperkuat branding Yogyakarta sebagai
kota wisata.

Perpaduan antara pesona sejarah, kekayaan budaya, dan
dinamika festival musik modern menunjukkan bagaimana kota
Semarang, Surakarta (Solo), dan Yogyakarta secara efektif
memanfaatkan warisan budaya dan kreativitas modern untuk
memperkuat branding mereka sebagai destinasi wisata. Melalui sinergi
antara nilai-nilai budaya yang mendalam, pengembangan infrastruktur
yang mendukung, dan penyelenggaraan festival berskala besar, ketiga
kota itu menjadi model ideal bagaimana branding destinasi wisata
dapat membangun dan menjaga awareness wisatawan di kancah
nasional maupun internasional. Ketiga kota itu tidak lagi sekadar titik
di peta, melainkan sesuatu yang menjanjikan pengalaman yang tak
terlupakan.

Festival Budaya sebagai Sarana Branding Destinasi Wisata

Event festival adalah salah satu segmen industri pariwisata yang
tumbuh paling cepat dan menghasilkan dampak besar pada ekonomi,
lingkungan, dan masyarakat di tingkat individu, tingkat komunitas, dan
tingkat regional (Pavlukovié et al., 2018). Karena sifatnya lepas atau
tidak bergantung pada sumber daya alam dan warisan budaya, festival
dapat dikembangkan lebih mudah daripada bentuk perjalanan dan
pariwisata lainnya. Dengan potensi komersialisasi yang cepat dan
dampaknya yang kuat bagi revitalisasi ekonomi, festival
merepresentasikan "quick wins" bagi banyak destinasi wisata (Getz,
2008). Buktinya, festival diposisikan sebagai bagian dari strategi
rekonstruksi  perkotaan untuk kota-kota yang mengalami
deindustrialisasi di banyak negara Eropa (Richards, 2000).
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Memang festival sering kali dipandang sebagai fitur utama
ekonomi perkotaan modern (Pavlukovic¢ et al., 2018). Berbagai alasan
mendasari penyelenggaraan festival, diantaranya untuk melestarikan
budaya dan sejarah lokal, menyediakan kesempatan rekreasi dan
hiburan bagi penduduk maupun pengunjung, meningkatkan industri
pariwisata lokal, mengubah citra destinasi agar lebih menarik dan
mewakili kualitas hidup, dan lain sebagainya (Richards, 2000).
Pemerintah menggunakan festival sebagai platform untuk
pembangunan ekonomi sekaligus mendapatkan dukungan politik
lokal, justifikasi biayanya dikaitkan dengan dampak ekonomi bagi
wilayah setempat.

Selain sebagai bagian dari industri kreatif kota, festival juga
memengaruhi kehidupan sehari-hari komunitas lokal dan memberikan
pengalaman khas tak terlupakan bagi penduduk maupun wisatawan
pengunjung. Festival menghidupkan kota, memberikan kebanggaan
baru bagi warga, dan meningkatkan citra wilayah setempat (Pavlukovic¢
et al.,, 2018). Dari sudut pandang budaya, festival memperkuat
identitas sosial dan budaya serta membantu membangun kohesi
sosial dengan mempererat ikatan sosial-kultural di dalam komunitas
(Gursoy et al., 2004). Melalui festival, individu dan kelompok individu
mendapatkan validasinya di komunitas melalui keterlibatan mereka
dalam pengalaman bersama, memperluas cakrawala budaya, dan
menciptakan ide-ide baru yang menantang untuk pengembangan
komunitas (Bowdin et al., 2006).

Karena memiliki berbagai dampak manfaat pada komunitas
lokal maupun wisatawan pengunjungnya, baik manfaat berwujud
nyata seperti pendapatan tambahan, pekerjaan, penerimaan pajak
bagi pemerintah maupun manfaat tidak berwujud seperti kebanggaan
komunitas dan peningkatan citra wilayah, maka festival budaya
menjadi sarana potensial yang paling menjanjikan untuk
dikembangkan kota-kota destinasi wisata. Festival Kota Lama
Semarang (FKL), festival musik “Project-D” di De Tjolomadoe Surakarta
dan Prambanan Jazz Festival (PJF) merupakan contoh kesuksesanyang
patut ditiru. Ketiga festival tersebut tidak hanya memperkaya
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pengalaman wisatawan pengunjungnya dengan harmoni musik dan
sejarah, melainkan juga berkontribusi pada penguatan citra bangsa
dalam ranah warisan budaya.

Film Sebagai Sarana Branding Destinasi Wisata

Fenomena turis yang mengunjungi suatu destinasi wisata
setelah melihat lokasi tersebut di film atau di serial televisi merupakan
hal lumrah yang terus berkembang saat ini (Pennacchia, 2015). Begitu
suatu lokasi dikenali sebagai destinasi wisata karena ditampilkan
dalam suatu film yang populer, sangat mudah untuk mengintegrasikan
hal itu ke dalam strategi pemasaran dan rencana branding-nya agar
menjadi produk pariwisata yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan
dalam branding pun berlaku: ketika syuting film dilakukan di lokasi
bersejarah atau situs warisan yang sudah dikenal, maka lokasi atau
situs itu akan semakin populer sebagai tujuan wisata setelah film
dirilis. Jadi, destinasi wisata akan memperoleh keuntungan langsung
jika terpilih menjadi lokasi syuting film tertentu. Agar terpilih menjadi
lokasi syuting film, destinasi wisata harus memiliki faktor komunikatif
dan reseptif, daya tariknya harus terkait dengan elemen-elemen
proses produksi atau produk akhirnya.

Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara
industri perfilman dan destinasi wisata pun bisa sungguh-sungguh
terjadi. Bukan hanya terjadi secara eksklusif karena syuting film
dilakukan di lokasi destinasi wisata, melainkan juga karena lokasi
destinasi wisata memang dikelola secara komersial untuk syuting film.
Event semacam festival perfilman bisa dirancang dengan baik
sehingga memungkinkan promosi global destinasi wisata. Banyak
media tentu akan tertarik untuk meliputnya. Event semacam itu jelas
dapat memainkan peranan penting untuk menciptakan citra positif
destinasi wisata (Dasi¢ & Kostadinovi¢, 2021).

Dengan perkembangan teknologi dan sinematografi belakangan
ini, peran industri film dalam pariwisata semakin meningkat pesat.
Dampak perkembangan industri film terhadap citra destinasi wisata
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dan penciptaan daya tarik wisata melalui film terbukti dapat
meningkatkan jumlah turis, bahkan di masa sulit yang tidak terduga
seperti saat pandemi Covid-19 (DaSi¢ & Kostadinovié, 2021).
Popularitas televisi dan film yang terus meningkat juga telah
memengaruhi potensi pariwisata film. Popularitas besar film dan
televisi jelas dapat sangat memengaruhi kunjungan dan citra destinasi
wisata yang ditampilkan di dalamnya. Banyak orang berpartisipasi
dalam pariwisata film karena mereka ingin mengunjungi lokasi yang
ditampilkan di film, menganggapnya sangat menarik, sehingga mereka
ingin melihatnya secara langsung dengan mata kepala sendiri dan
membandingkannya untuk menemukan perbedaan antara kenyataan
dan apa yang ditunjukkan dalam film (Jusufovic-Karisik, 2014).

Kota Semarang merupakan contoh nyata kesuksesan peran film
sebagai sarana branding destinasi wisata. Dengan beragam sudut kota
yang eksotis dan unik, Semarang telah menjadi pilihan favorit bagi para
sineas nasional, terbukti dengan belasan film layar lebar yang memilih
kota ini sebagai lokasi syuting. Pesona kota Semarang semakin dikenal
oleh jutaan penonton film tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga
internasional, sehingga menarik lebih banyak wisatawan untuk
berkunjung dan  memungkinkan  pemerintah  kota  untuk
mengoptimalkan potensi pariwisata lainnya. Dukungan penuh
pemerintah kota Semarang terhadap industri perfilman, termasuk
penyediaan infrastruktur wisata yang beragam, semakin menegaskan
komitmen Semarang untuk memanfaatkan kekuatan naratif film
sebagai alat promosi dan sarana branding-nya sebagai destinasi
wisata (Mughis, 2018).

Penutup

Branding destinasi wisata adalah upaya kompleks dan krusial
dalam lanskap pariwisata global yang kompetitif, melampaui sekadar
logo dan tagline untuk menciptakan janji pengalaman tak terlupakan
dan ikatan emosional pengunjung. Destinasi wisata memiliki kekhasan
signifikan dibandingkan produk tradisional, dari segi kedinamisannya,
ketidakstabilannya, tingkat risikonya, dan keunikannya, sehingga
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membutuhkan kemitraan lintas sektor untuk menghadapi
kompleksitas pengambilan keputusan turis. Oleh karena itu,
pendekatan branding destinasi wisata harus komprehensif, meliputi
pemahaman mendalam tentang pengalaman konsumen, lingkungan
makro, dan persepsi pemangku kepentingan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, film dan event
festival budaya, khususnya festival musik, menjadi alat promosi yang
lebih efektif dibandingkan dengan metode pemasaran konvensional
yang semakin tidak efisien. Film memiliki kemampuan unik untuk
memperkenalkan destinasi wisata secara visual, menciptakan daya
tarik wisatawan, dan bahkan memunculkan pariwisata berbasis lokasi
syuting film (film induced tourism). Di sisi lain, festival budaya tidak
hanya memberikan pengalaman langsung dan memperkuat identitas
sosial budaya komunitas, tetapi juga memberi "kemenangan cepat"
bagi revitalisasi ekonomi dan promosi global. Manfaat nyata dari
festival budaya mencakup peningkatan pendapatan, pekerjaan, dan
penerimaan pajak, sedangkan manfaat tidak berwujudnya berupa
kebanggaan komunitas dan peningkatan citra tempat sebagai
destinasi wisata.

Kota Semarang, Surakarta (Solo), dan Yogyakarta merupakan
contoh kesuksesan dalam pemanfaatan film dan festival budaya
sebagai sarana branding-nya. Semarang memanfaatkan kekayaan
sejarah, keragaman etnis, dan arsitektur ikonik seperti Kota Lama dan
Lawang Sewu sebagai latar film nasional sehingga efektif
mempromosikan citra kota sebagai "Venesia Jawa" modern. Surakarta
(Solo) dengan kuatnya budaya Jawa beserta keberadaan event festival
musik Project-D di De Tjolomadoe menunjukkan bagaimana warisan
budaya dan infrastruktur historis dapat diintegrasikan ke dalam
pengalaman branding yang dinamis. Sedangkan Yogyakarta, sebagai
pusat seni klasik dan pintu masuk warisan dunia Candi Prambanan,
memanfaatkan festival musik internasional seperti Prambanan Jazz
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Festival (PJF) untuk menjembatani diplomasi budaya dan memperkuat
citra bangsa di kancah global.
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Rekalibrasi Arah Transformasi Pertahanan Indonesia

Aditya Batara Gunawan

Pendahuluan

Menjelang penghujung bulan Maret 2025, publik dikejutkan
dengan proses deliberasi amandemen Undang-Undang Tentara
Nasional Indonesia (UU TNI) yang berlangsung di Komisi | Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Protes mengalir deras dari kalangan
masyarakat sipil dan mahasiswa di berbagai kota, menentang proses
legislasi yang serba cepat, tertutup, dan sarat dengan nuansa upaya
mengembalikan praktik dwifungsi TNI. Di era Orde Baru, praktik
dwifungsi itu membuat fungsi profesional TNI sebagai kekuatan
pertahanan negara tumpang tindih dengan fungsi lainnya sebagai
kekuatan sosialdan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekhawatiran
publik akan kembalinya dwifungsi ke ranah politik kebijakan negara
melalui amandemen UU TNI sangatlah beralasan. Tercatat, sejak
tahun 2014, tren pelibatan TNI di berbagai sektor kebijakan negara
yang tidak terkait dengan tugas pertahanan negara mengalami
peningkatan signifikan (Araf et al., 2020; Araf & Mengko, 2016; IPAC,
2015; Laksmana & Taufika, 2020; Mengko, 2015). Sebuah dinamika
pelibatan yang kemudian lazim didengungkan publik sebagai
militerisasi.

Jika ditelisik, hasil revisi UU TNI yang termaktub dalam UU No. 3
Tahun 2025 memang memperketat mekanisme Operasi Militer Selain
Perang (OMSP) yang diwajibkan melalui peraturan
pemerintah/peraturan presiden dan juga pembatasan pos-pos sipil
untuk prajurit aktif. Meskipun demikian, praktik militerisasi sudah
dinormalisasi sejak lama oleh pemerintah sipil dan bahkan saat ini
telah masuk ke dalam ranah kebijakan strategis yang terbaru seperti
peran kunci TNl dalam distribusi logistik hingga operasionalisasi
penyuplai produk makanan melalui program makan bergizi gratis
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(Tempo, 2025a). Tampaknya, belum ada jaminan yang meyakinkan
bahwa hasil revisi UU TNI akan mampu mereduksi praktik militerisasi.

Militerisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses atau
fenomena di mana militerisme mengalami peningkatan (Levy, 2024).
Militerisme sendiri adalah paham yang mendorong aktualisasi militer
sebagai tatanan nilai, perspektif, sumber daya, model organisasi, dan
diskursus dalam segala dimensi kehidupan masyarakat (Hochmuller
et al., 2024). Dengan demikian, militerisasi pada konteks politik dapat
diartikan sebagai adopsi paham militerisme dalam proses politik,
termasuk didalamnya perumusan dan implementasi kebijakan publik.
Dalam disiplin Ilmu Politik, militerisasi mengindikasikan adanya
persoalan serius dalam konteks hubungan sipil-militer dalam bingkai
negara demokratis. Militerisasi dapat mempersempit ruang kebebasan
sipil karena melanggengkan praktik represif.

Sejatinya, militerisme mengarusutamakan kepatuhan tanpa
terkecuali ketimbang menyediakan ruang luas untuk berdialektika
yang menjadi esensi dari sistem politik demokratis. Sejarah modern
Indonesia pernah mencatat lonjakan militerisasi dalam bentuk doktrin
dwifungsi yang dioperasionalisasikan melalui program kekaryaan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan menempatkan
personel aktif militer di struktur pemerintahan sipil dari tingkat pusat
hingga daerah (Kingsbury, 2003; MacFarling, 1996). Pun militer
diberikan keleluasaan untuk turut serta dalam menavigasi suksesi
kepemimpinan politik dan siklus kebijakan publik agar selaras dengan
kepentingan penguasa (Rinakit, 2005). Dampaknya, militer menjadi
alatrepresi dan tulang punggung rezim otoriter Orde Baru selama lebih
dari tiga dekade.

Meskipun demikian, fenomena militerisasi sejatinya tidak hanya
dilihat sebatas persoalan kemunduran demokrasi. Tulisan ini mau
menunjukkan bahwa fenomena militerisasi yang meningkat dalam
beberapa tahun terakhir merupakan sebuah gejala serius mandeknya
agenda transformasi pertahanan negara di Indonesia. Singkatnya,
militerisasi dan stagnasi transformasi pertahanan merupakan dua hal
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yang sulit dipisahkan belakangan ini. Berdasarkan pada pemahaman
tersebut, sebuah tawaran tentang format untuk menata ulang arah
kebijakan pertahanan di Indonesia akan disajikan sebagai referensi
bagi komunitas epistemik dan pengambil kebijakan di sektor
pertahanan. Telaah mendalam atas problematika capaian
transformasi pertahanan di Indonesia sejak era pasca reformasi akan
disajikan juga untuk memperkuat argumen penataan ulang arah
kebijakan tersebut.

Menyelisik Akar Masalah Transformasi Pertahanan

Pertahanan negara adalah sebuah ekosistem kebijakan yang
sangat vital bagi eksistensi sebuah negara. Dalam disiplin Ilmu Politik,
negara didefinisikan melalui kehadiran tiga komponen penting: wilayah
(territory), masyarakat (people), dan pemerintah (government). Lebih
lanjut, Sosiolog berpengaruh Max Weber berpendapat bahwa negara
adalah satu-satunya entitas yang memiliki monopoli atas penggunaan
kekerasan yang sah dalam wilayah tertentu (Weber, 1919). Monopoli
kekerasan yang sah ini diselenggarakan oleh negara guna menjaga
ketertiban domestik oleh institusi penegak hukum dan menjaga
kedaulatan negara dari ancaman negara lain oleh institusi militer.
Ketiga komponen penting yang menyusun eksistensi negara di atas
sejatinya bertumpu pada kesiagaan militer yang kuat. Tanpa militer
yang kuat, wilayah sebuah negara dapat direbut negara lain,
masyarakatnya bisa dijajah bangsa lain, dan pemerintahnya bisa
dijatuhkan. Dengan demikian, kebutuhan untuk selalu memutakhirkan
sistem pertahanan negara sesuai potensi ancaman yang ada menjadi
sebuah keniscayaan.

Transformasi pertahanan (defense transformation) adalah
sebuah terminologi yang digunakan dalam kajian strategis dan
hubungan sipil-militer untuk mendeskripsikan proses pemutakhiran
pertahanan negara. Secara historis istilah transformasi pertahanan
muncul di kalangan praktisi pertahanan Amerika Serikat pada era
1990an. Pada masa awal perkembangannya, istilah transformasi
pertahanan diasosiasikan dengan istilah Revolution in Military Affairs
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(RMA), sebuah agenda kebijakan yang menekankan pada adopsi
revolusi teknologi yang pesat dengan strategi peperangan (Cohen,
1996; Gray, 2002; Krepinevich, 1994a). Dalam perkembangannya,
istilah transformasi pertahanan kemudian lazim dipergunakan di dunia
akademik untuk merujuk pada sebuah proses perubahan di sektor
pertahananyang melibatkan tiga tataran: ide, organisasi, dan teknologi
(Binnendijk, 2002).

Transformasi pertahanan di tataran ide melibatkan perubahan
paradigmatis mengenai cara negara berperang (Farrell et al., 2010,
h.3). Sedangkan transformasi di tataran organisasi mengacu pada
perubahan untuk mengoptimalkan kesiapan organisasi militer dalam
mengimplementasikan skill atau teknik berperang yang termutakhir
(Gray, 2006, h.26; Stulberg & Salomone, 2007, h.15). Dan transformasi
pertahanan di tataran teknologi mensyaratkan adanya adopsi
teknologi peperangan yang terbaru (Cohen, 1996; Krepinevich, 1994b).
Namun selain kemampuan untuk mengembangkan dan menggunakan
teknologi peperangan termutakhir, transformasi pertahanan di tataran
teknologi memerlukan pula kemampuan untuk mengintegrasikan
ragam teknologi peperangan yang dimiliki untuk memaksimalkan
kekuatan tempur. Jika ditelisik lebih dalam, proses akuisisi pertahanan
yang ada di sebuah negara selalu mendorong terpenuhinya prinsip
kesesuaian atau keterpaduan (interoperability) antar persenjataan
yang dimiliki, dibeli, dan digunakan oleh seluruh
matra/angkatan/kecabangan (Lockyer, 2013).

Tujuan akhir dari transformasi pertahanan adalah efektifitas
militer (military effectiveness) yang secara sederhana didefinisikan
sebagai kemampuan optimal militer untuk menjalankan misi yang
ditugaskan oleh para pengambil kebijakan (Bruneau & Croissant, 2019;
Croissant & Kuehn, 2017; Stulberg & Salomone, 2007). Pertanyaan
yang muncul selanjutnya, seperti apakah capaian agenda transformasi
pertahanan Indonesia ditinjau dari ketiga ruang lingkup transformasi
pertahanan diatas? Ini perlu diungkap lebih detail terlebih dahulu.
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Transformasi ldeasional: Inovasi Doktrin yang Terbatas

Agenda transformasi pertahanan di Indonesia bertolak dari
disahkannya dua peraturan perundang-undangan penting, yaitu
Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan
Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia. Pasca disahkannya kedua UU tersebut, Presiden Republik
Indonesia (RI) 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
menginisiasi agenda transformasi pertahanan melalui kebijakan
penerbitan dokumen-dokumen strategis nasional, meliputi: Buku
Doktrin Pertahanan Negara, Buku Strategi Pertahanan Negara, Buku
Postur Pertahanan Negara, dan Buku Putih Pertahanan Indonesia di
sepanjang tahun 2007. Presiden SBY juga meluncurkan kebijakan
Minimum Essential Force (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum yang
bertujuan untuk melakukan reorganisasi kekuatan tempur TNI dengan
penekanan pada pengembangan kekuatan trimatra terpadu dan
modernisasi alutsista (Laksmana, 2010).

Perlu dicatat bahwa pada tataran ide, capaian transformasi
pertahanan Indonesia di era reformasi masih berlangsung parsial dan
minim inovasi. Alih-alih menyusun sebuah perubahan doktrinal yang
menyeluruh, adaptasi yang dilakukan lebih diorientasikan pada upaya
merespons tekanan politik untuk menghapus dwifungsi (Mietzner,
2006). Hal ini dapat dipahami mengingat konteks transisi rezim era
reformasi adalah depolitisasi TNI sebagai agenda utama. Pemerintah,
DPR, dan TNI hanya bersepakat untuk mengunci klausul perubahan
yang sifatnya superfisial saja, yaitu perubahan dari Doktrin
Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta)
menjadi Sishanta (Sistem Pertahanan Semesta) sebagaimana
termaktub dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara. Artinya, model pertahanan semesta dengan
strategi perang berlapis dan taktik gerilya masih menjadi sumbu piranti
lunak bagi para perumus kebijakan dalam menavigasi arah kebijakan
sektor pertahanan di Indonesia (Widjajanto, 2010).
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Transformasi Organisasi: Deviasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Normalisasi Militerisasi

Terbatasnya inovasi doktrin pertahanan berpengaruh terhadap
proses transformasi pertahanan di tataran organisasi. Keberadaan unit
tempur yang bersifat teritorial (Kodam, Korem, Koramil, Babinsa)
masih dipertahankan dan bahkan bertambah jumlahnya, walaupun
fungsi sosial-politiknya telah lama dihapuskan. Presiden SBY berupaya
mendorong pelembagaan sistem operasi trimatra terpadu di tubuh TNI
sebagai pelengkap strategi perang berlapis dan kesemestaan yang
tetap dipertahankan. Pada era Presiden SBY, operasi militer gabungan
bertambah seiring dengan transformasi doktrin militer Tri Dharma Eka
Karma (Tridek) yang diluncurkan pada tahun 2010. Konsekuensi logis
dari penambahan tersebut adalah perlunya pembentukan Komando
Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) lewat kebijakan
Minimum Essential Force (MEF).

Melalui pembentukan Kogabwilhan diharapkan dapat
menyatukan kekuatan tempur setiap matra di bawah satu komando
lintas matra untuk memperkuat aspek interoperabilitas antar matra
dalam menangkal ancaman terhadap kedaulatan wilayah negara.
Pembentukan Kogabwilhan termaktub dalam Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara
Nasional Indonesia. Saat itu Kementerian Pertahanan menargetkan
bahwa peresmian markas Kogabwilhan dapat dilakukan sebelum
masa jabatan Presiden SBY berakhir. Sayangnya, hingga penghujung
periode kepemimpinan Presiden SBY, pembentukan Kogabwilhan
masih menjadi misteri (Detik News, 2014). Relasi kurang harmonis
antara presiden dengan petinggi TNl menjelang pelaksanaan pemilihan
umum (pemilu) presiden tahun 2014 ditengarai berkontribusi pada
penundaan pembentukan Kogabwilhan (Kompas, 2014b).

Pembentukan Kogabwilhan baru dapat direalisasikan pada
tahun 2019 di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2014-
2024. Terdapat tiga Kogabwilhan yang diresmikan oleh Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto pada 27 September 2019, yakni Kogabwilhan
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| (Tanjung Pinang, Kepulauan Riau), Kogabwilhan Il (Kutai Kertanegara,
Kalimantan Timur), dan Kogabwilhan Il (Mimika, Papua). Sebagai
Komando Utama Operasi (Kotamaops), setiap Kogabwilhan dipimpin
oleh perwira TNI bintang tiga yang bertanggung jawab langsung kepada
Panglima TNI. Sayangnya, harapan pada peningkatan interoperabilitas
tempur antar matra melalui pembentukan Kogabwilhan tidak betul-
betul terwujud. Karena, Kogabwilhan tidak sungguh-sungguh
diterjemahkan sebagai institusi yang beradaptasi dengan strategi
perang terpadu.

Seiring dengan pembentukan Kogabwilhan, terjadi pula
peningkatan status 23 Komando Resort Militer (Korem) dari tipe A ke
tipe B yang selanjutnya dikembangkan sebagai Komando Daerah
Militer (Kodam) dengan konsekuensi penambahan pos jabatan baru.
Artinya, sejak awal pembentukannya, keberadaan Kogabwilhan dan
turunan kebijakan peningkatan status Korem tersebut cenderung
diterjemahkan hanya sebagai wadah untuk menampung tumpukan
perwira nonjob yang selama ini menjadi permasalahan di tubuh TNI,
khususnya TNI Angkatan Darat (Tempo, 2019). Kondisi ini diakui oleh
Panglima TNI Agus Subiyanto di sela-sela rapat pimpinan TNI pada
awal tahun 2025 lalu (Tempo, 2025b). Singkat kata, para pelaksana
kebijakan sektor pertahanan gagal memahami esensiinteroperabilitas
dalam reorganisasi struktur TNI.

Problem deviasi pelaksanaan kebijakan reorganisasi kemudian
diperburuk dengan adanya pembiaran pemerintah sipil terhadap
keleluasaan TNI untuk memperluas cakupan Operasi Militer Selain
Perang (OMSP) tanpa kendali. Seperti yang telah disebutkan
sebelumnya, praktik ini mulai menjamur pada penghujung era
Presiden SBY. Di era Presiden Jokowi, perluasan cakupan OMSP
mencapai titik puncak dengan adanya pengakuan atau legitimasi
publik yang diberikan oleh para pejabat sipil. Pada tahun 2015,
Presiden Jokowi secara terang-terangan memberikan “restu” kepada
TNI Angkatan Darat (AD) untuk terlibat dalam proyek ambisius cetak
sawah yang digagasnya sebagai bagian dari target swasembada
pangan dalam kurun waktu 3 tahun (Kompas, 2015). Sayangnya,
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proyek ambisius tersebut menemui kebuntuan dan bahkan
menimbulkan gesekan antara masyarakat lokal dengan para personel
TNI di lapangan (Antara, 2016).

Pada periode jabatan keduanya, Presiden Jokowi semakin
memberi ruang bagi TNI untuk masuk ke ranah OMSP yang jauh dari
fungsi utama TNI. Lagi-lagi, proyek ketahanan pangan menjadi pintu
masuk Presiden Jokowi untuk melibatkan TNl pada tahun 2020. Melalui
program food estate (lumbung pangan) yang diluncurkan pasca
pandemi Covid-19, Presiden menginstruksikan Kementerian
Pertahanan (Kemhan) dan TNI untuk menggarap perkebunan singkong
skala besar di provinsi Kalimantan Tengah seluas 30.000 hektar
dibawah payung program Cadangan Logistik Strategis (CLS)
(Detiknews, 2023). Sumber daya TNl AD kemudian dikerahkan untuk
menyukseskan implementasi program CLS. Sayangnya, program
tersebut menyisakan banyak masalah mulai dari tidak terpenuhinya
target produksi, lahan yang terbengkalai, hingga minimnya partisipasi
masyarakat lokal (BBC Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah dan TNI tampaknya tidak belajar dari kegagalan proyek
cetak sawah yang juga melibatkan TNI di periode pertama Presiden
Jokowi.

Selain perluasan OMSP, paham militerisme pun
diinstitusionalisasikan oleh pemerintahan sipil. Presiden Jokowi dan
DPR bersepakat untuk mengesahkan UU Pengelolaan Sumber Daya
Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). UU PSDN mendapatkan
kritik keras dari masyarakat sipil karena proses pembahasannya yang
tertutup, terburu-buru, minim partisipasi publik, dan disahkan
menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR 2014-2019 (Imparsial,
2022). Konsekuensi dari pengesahan UU PSDN adalah adanya
kewewenangan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk merekrut
Komponen Cadangan (Komcad), sejenis program wajib militer
sukarela bagi sipil, yang selanjutnya dikemas dalam bentuk program
bela negara.
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Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) menimbulkan
tanda tanya besar, mengingat dalam dokumen strategi pertahanan
negara yang selama ini diterbitkan oleh Kemhan tidak disebutkan
adanya ancaman agresi dari negara lain, setidaknya dalam beberapa
tahun ke depan. Selain itu, model peperangan masa depan akan lebih
banyak didominasi oleh penerapan strategi perang berjejaring
(network-centric warfare) dengan penekanan pada kecepatan
mobilitas pasukan tempur dan dukungan teknologi yang memadai
daripada kuantitas personel. Kebijakan Komponen Cadangan
(Komcad) digulirkan lagi pada tahun 2021, di bawah kepemimpinan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dengan menargetkan
rekrutmen sebanyak 25 ribu personel dari 35 batalyon (Detiknews,
2021).

Hingga September 2024, tercatat ada lebih dari 9000 warga sipil
yang menjadi anggota Komponen Cadangan (Komcad). Dari sisi
alokasi anggaran, proyek Komcad menelan biaya yang tidak sedikit dan
sangat rawan penggelapan. Investigasi media pada tahun 2022
menemukan bahwa pengelolaan anggaran pembentukan Komcad
pada tahun 2021 ternyata bermasalah, dengan merujuk pada temuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal anggaran sebesar Rp. 235
miliar yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan (Tempo,
2022). Dengan anggaran besar dan tingkat urgensi yang minim,
semakin terlihat bahwa proyek Komcad merupakan upaya
pengembangan kekuatan tempur TNI yang tidak berpijak pada
kebijakan matang dan hanya melanggengkan kultur militerisme di
masyarakat.

Transformasi Teknologi: Diversifikasi Pasokan dan
Desentralisasi Pengambilan Keputusan

Dari sisi transformasi teknologi, kepatuhan untuk menjunjung
tinggi prinsip keterpaduan di dalam akuisisi alutsista (alat utama
sistem persenjataan) mengalami masalah hambatan yang serius.
Hambatan ini meliputi sekurang-kurangnya dua aspek utama. Aspek
pertama adalah memori kolektif terkait embargo militer yang pernah
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terjadi saat era reformasi. Dari tahun 1995 hingga 2005, Amerika
Serikat selaku pemasok utama alutsista melakukan embargo terhadap
TNI sebagai dampak dari keterlibatan personel TNI dalam peristiwa
kekerasan Santa Cruz di Timor Leste (Kompas, 2023). Akibatnya,
sebagian besar alutsista milik TNI, terutama pesawat tempur, tidak
mendapatkan pasokan suku cadang dan fasilitas pemeliharaan.
Embargo tersebut kemudian mendorong TNI untuk melakukan
diversifikasi sumber pasokan alutsista melalui kebijakan pemenuhan
Minimum  Essential Force (MEF). Permasalahannya, proses
diversifikasi tidak disertai dengan kepatuhan terhadap prinsip
interoperabilitas antar matra yang menjadi landasan MEF.

Hambatan aspek kedua adalah praktik pengadaan alutsista yang
bersifat desentralistik. Wewenang terkait penentuan spesifikasi
alutsista dan bahkan penentuan pemasoknya, dipegang oleh masing-
masing matra (Gunawan, 2022; Laksmana, 2024). Usulan kebutuhan
alutsista dari setiap matra kemudian dikoordinasikan oleh Markas
Besar (Mabes) TNI untuk selanjutnya diserahkan kepada Kemhan agar
dapat diajukan pembiayaannya ke DPR RI. Tentunya, setiap matra
sudah mempertimbangkan aspek teknis kebaruan teknologi dalam
usulannya. Akan tetapi, perihal sejauh mana teknologi alutsista yang
akan diakuisisi itu dapat mendukung kemampuan tempur yang dimiliki
oleh matra lainnya masih menjadi misteri.

Pembelian tank tempur Leopard dari Republik Federal Jerman
pada tahun 2012 silam, misalnya, merupakan contoh akuisisi alutsista
yang mengabaikan prinsip interoperabilitas. Menteri Pertahanan
Purnomo Yusgiantoro mengakui bahwa rencana pembelian tank
Leopard saat itu tidak termasuk dalam spesifikasi alutsista tahap
pertama MEF dan proses penyusunan rencananya pun dilakukan oleh
Mabes TNI AD sendiri (Tribunnews, 2012). Pihak TNI AD bersikukuh
bahwa pembelian tank Leopard sangatlah penting untuk menjaga
wilayah perbatasan darat Indonesia, terutama di Kalimantan (Kompas,
2014a). Sebaliknya, beberapa pihak berpendapat bahwa karakter tank
Leopard tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang
didominasi hutan tropis dan kepulauan, berbeda dengan kontur
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wilayah Eropa tempat di mana Tank tersebut dikembangkan (Kompas,
2012; Pramodhawardani, 2012; Tempo, 2012). Terlepas dari
perdebatan dalam proses akuisisinya, pemerintah dan DPR akhirnya
bersepakat untuk melakukan pembelian 103 unit tank Leopard baru
dari Jerman senilai 216 juta Euro. Setelah tank Leopard tiba di
Indonesia pada tahun 2014, terungkap bahwa TNI Angkatan Udara (AU)
dan TNI Angkatan Laut (AL) tidak memiliki alat angkut untuk
memindahkan tank berbobot lebih dari 50 ton tersebut ke wilayah
perbatasan ataupun wilayah lainnya (Media Indonesia, 2016).

Kasus akuisisi tank Leopard di atas jelas menunjukkan bahwa
proses akuisisi alutsista di Indonesia masih jauh dari prinsip
interoperabilitas antar matra. Rencana pembelian alutsista umumnya
didominasi alasan diversifikasi dan kebaruan teknologi nhamun abai
terhadap kesesuaian antar platform alutsista. Dari sudut pandang
kajian pertahanan, sikap abai terhadap prinsip interoperabilitas
berpotensi melahirkan misi tak bertuan (orphan mission). Misi tak
bertuan terjadi ketika kemampuan yang dibutuhkan untuk pertahanan
nasional tidak menjadi bagian dari matra manapun dikarenakan setiap
matra fokus pada spesialisasinya masing-masing (Weiner, 2022).
Sebagai contoh, misalnya, alat angkut udara dan laut yang merupakan
kebutuhan penting dalam operasi tempur untuk mendukung mobilitas
pasukan dan alutsista secara cepat. Pengadaan alat angkut itu
menjadi misi tak bertuan, karena matra udara dan matra laut lebih
fokus pada pengadaan pesawat tempur dan kapal perang.

Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, sikap abai terhadap
prinsip interoperabilitas berlangsung terus. Setiap matra bersikukuh
mengembangkan kemampuan tempurnya masing-masing dengan
mengakuisi alutsista canggih dan melanggengkan praktik isolasi
kemampuan tempur antar matra. Sementara itu Kementerian
Pertahanan, terutama di era Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,
lebih berorientasi untuk melanjutkan prinsip diversifikasi pasokan
daripada memenuhi prinsip interoperabilitas. Sejak menjabat Menteri
Pertahanan, Prabowo Subianto tercatat melakukan kunjungan ke
berbagai negara dan membuat komitmen pembelian alutsista seperti
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pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis, F-15EX dari Amerika
Serikat, Mirage 5 dari Qatar, helicopter Sikorsky S-70M dari Amerika
Serikat, kapal selam Scorpene dari Perancis, dan Frigat dari Italia.
Diversifikasi pasokan memang penting dalam akuisisi alutsista, namun
hal yang lebih perlu diperhatikan adalah kriteria diversifikasi dari sisi
interoperabilitas antar alutsista. Pembelian alutsista dari berbagai
sumber berpotensi menimbulkan lemahnya integrasi dalam mobilisasi
kekuatan tempur di lapangan. Pengadaan jet tempur canggih,
misalnya, belum tentu memiliki sistem avionik (navigasi dan
komunikasi) yang serupa dengan pesawat tempur yang telah dimiliki
sebelumnya, begitu pula masalah kesesuaiannya dengan alutsista
yang beroperasi di darat dan laut. Akibatnya, misi tempur tidak akan
optimal dan berpotensi gagal sedari awal.

Pentingnya Rekalibrasi Arah Transformasi Pertahanan

Dari rangkaian penjelasan di atas dapat dipahami bahwa
transformasi pertahanan Indonesia yang digagas sejak era reformasi
menghadapi permasalahan substansial. Inovasi doktrin yang terbatas
menimbulkan kerancuan dalam pengembangan organisasi TNI dan
ketidak-terukuran dalam akuisisi teknologi alutsista. Dengan kata lain,
Indonesia selama ini mengalami stagnasi transformasi pertahanan di
era kebijakan Minimum Essential Force (MEF). Capaian kebijakan MEF
masih bersifat anekdotal, belum secara resmi dipublikasikan hingga
saat ini. Apa yang hendak digagas pemerintah sebagai keberlanjutan,
koreksi, atau pengembangan kebijakan MEF juga belum tergambarkan
dengan jelas.

Padatahun 2021, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat
melontarkan apa yang disebutnya Perisai Trisula Nusantara sebagai
program unggulan kementerian pertahanan (Tempo, 2021). Di bulan
Oktober 2024, istilah Optimum Essential Forces (OEF) sempat muncul
dalam pemberitaan media massa, digadang-gadang sebagai proyeksi
kebijakan pasca MEF Prabowo Subianto yang baru saja terpilih sebagai
presiden (Kompas, 2024). Pada bulan November 2024, Sjafrie
Sjamsoeddin yang kemudian memimpin Kementerian Pertahanan
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(Kemhan) membeberkan dalam rapat kerja dengan Komisi | DPR Rl
bahwa kebijakan Perisai Trisula Nusantara menjadi prioritas agenda
kementerian yang dipimpinnya. Salah satu bagian dari kebijakan
tersebut adalah pembentukan 100 batalyon infanteri teritorial
pembangunan (Antara, 2024). Dalam pernyataannya, Menteri Sjafrie
Sjamsoeddin menyebutkan bahwa batalyon tersebut akan dilengkapi
dengan kompi peternakan, perikanan, pertanian, dan kesehatan.
Informasi  selanjutnya menunjukkan bahwa Kemhan telah
membeberkan rencana untuk membentuk 500 batalyon teritorial
pembangunan secara bertahap mulai tahun 2025 (Kompas, 2025).
Jelas, kebijakan ini merupakan kemunduran dalam transformasi
pertahanan yang seharusnya berfokus pada penguatan fungsi utama
TNI sebagai alat pertahanan negara. Terlebih lagi, kebijakan
pembentukan batalyon tersebut seakan menunjukkan kecenderungan
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanggengkan
praktik militerisasi di sektor non pertahanan.

Perlu ditekankan di sini bahwa Indonesia telah memiliki
dokumen target pembangunan dalam 20 tahun ke depan sebagai
acuan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045
(RPJPN) yang disahkan melalui Undang-Undang No. 59 tahun 2024
pada tanggal 13 September 2024 dapat memberikan setidaknya
gambaran umum mengenai target pemerintah di sektor pertahanan.
Sebagai dokumen referensi kebijakan untuk mencapai Visi Indonesia
Emas 2045, RPJPN memuat 8 misi pembangunan atau agenda
pembangunan nasional yang dijabarkan dalam 3 agenda transformasi
Indonesia, 2 landasan transformasi, dan 3 kerangka implementasi
transformasi (lihat Gambar 1). Lebih lanjut, kedelapan agenda tersebut
diimplementasikan melalui 17 arah pembangunan yang diukur dengan
45 indikator utama pembangunan. Sektor pertahanan negara sendiri,
termasuk dalam misi ke empat agenda pembangunan nasional,
bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar
kawasan. Tujuan tersebut kemudian akan dicapai melalui
pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan
maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan
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mandiri. Beberapa poin penting untuk mewujudkan tujuan tersebut
adalah penegasan perihal urgensi penguatan postur pertahanan
maritim dan operasi lintas medan dalam transformasi sistem

pertahanan.

VISI INDONESIA EMAS 2045
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU,

BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN.

8 Misi

1. Transformasi sosial

2. Transformasi ekonomi

3. Transformasi tata kelola

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia

. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

.Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan
Berkeadilan

. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan
Ramah Lingkungan

. Kesinambungan Pembangunan

T

o O

~

fe=]

15,7

Skor
Asia Power Index
(Military Capability) 2024

W ey,

45

Target Skor
Asia Power Index
(Military Capability) 2045

Misi 4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan
kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan
stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan
nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi
Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan
pertahanan berdaya gentar kawasan.

= Transformasi sistem pertahanan berorientasi kepulauan
dan maritim berdaya gentar tinggi berbasis profesionalitas,
teknologi tinggi, operasi lintas medan, dan diplomasi
pertahanan guna merespons ancaman peperangan
mutakhir dan kimia, biologi, radioaktif, nuklir, dan eksplosif
serta melaksanakan bantuan kemanusiaan dan
penanggulangan bencana;

» Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian
melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan
penguatan value chain industri nasional;

» Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
'yang sehat, mandiri dan berdaya saing global, yang
ditopang oleh ekosistem industri pertahanan yang kuat
melalui transformasi tata kelola (good corporate
governance), terobosan skema spending to invest, akuisisi
industri pertahanan luar negeri oleh BUMN atau badan
usaha milik swasta industri pertahanan, serta kolaborasi
pemilik teknologi dan pemilik modal; dan

* Pembangunan sistem akuisisi beserta pengawasannya yang
memastikan penggunaan alpalhankam produk industri
pertahanan nasional.

Gambar 1. Rencana Pembangunan Sektor Pertahanan Negara Sesuai
RPJPN 2025-2045

(Sumber: diolah dari RPJPN 2025-2045, Asia Power Index 2024)

Secara kuantitatif, RPJPN menargetkan pada tahun 2045,
kapabilitas kekuatan militer Indonesia bisa meraih skor 45 dalam Asia
Power Index (API) Military Capability. Di atas kertas, target tersebut
setara dengan raihan India saat ini yang menempati posisi ke empat
secara global dalam hal kekuatan militer (Lowy Institute, 2024). Pada
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tahun 2024, skor kumulatif military capability Indonesia adalah
sebesar 15,7 atau peringkat ke-13 secara global (Lowy Institute, 2024).
APl membagi skor kapabilitas tersebut ke dalam beberapa indikator
khusus, seperti alokasi anggaran pertahanan, total personel tempur,
kapabilitas alutsista, dan postur pertahanan. Terkait dengan postur
pertahanan, kekuatan pertahanan Indonesia menempati posisi ke-14
dalam hal kecepatan mobilisasi dan durasi ketahanan tempur darat,
jauh tertinggal dari negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam (7),
Singapura (10) dan Thailand (11) (Lowy Institute, 2024). Sementara itu,
dalam hal kecepatan mobilisasi dan durasi ketahanan bertempur di
wilayah laut, Indonesia menempati peringkat ke-10, setelah Singapura
yang menempati posisi 8 mewakili negara Asia Tenggara di ranking
global (Lowy Institute, 2024).

Berkaca dari problematika transformasi pertahanan yang ada
selama inidan mimpibesar capaian sektor pertahananyang termaktub
dalam RPJPN 2025-2045, di sini ditawarkan tiga usulan kebijakan yang
perlu dipakai sebagai rujukan para pengambil kebijakan dan komunitas
epistemik di sektor pertahanan, yaitu: melakukan kaji ulang strategi
pertahanan, mendorong formulasi cetak biru prinsip interoperabilitas,
dan pelibatan kalangan sipil dalam perumusan kebijakan (Gambar 2).

KAJIULANG STRATEGI PERTAHANAN

Tujuan: Dasar rumusan kebijakan
* Proyeksi ancaman militer saat ini
dan masa depan
« Kapabilitas kekuatan
pertahanan yang dibutuhkan
- Ketersediaan sumber daya

CETAK BIRU T
INTEROPERABILITAS _ PELIBATAN SIPIL
Tujuan: peningkatan kapasitas
Tujuan: pemantapan integrasi kebijakan
« Dimensi teknis = Internal (Kementerian/
« Dimensi operasional Lembaga lain)
« Dimensi humaniora « Eksternal (masyarakat sipil)
uhs, i
KN

Gambar 2. Rekalibrasi Arah Transformasi Pertahanan Negara
(Sumber: diolah penulis)
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Urgensi Kaji Ulang Strategi Pertahanan

Harus diakui bahwa inovasi doktrin tidak mudah dilakukan
karena doktrin merupakan bagian integral profesi militer di negara
mana pun. Pada tataran operasional, doktrin yang telah lama berlaku
sering kali dijalankan atas dasar romantisisme sejarah militer sendiri,
sedangkan perubahannya merupakan sesuatu yang sering dipandang
sangat tabu bagi institusi militer (Posen, 1984). Meskipun demikian,
doktrin pertahanan bukanlah sesuatu yang tidak bisa sama sekali
dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan
strategis (Hoiback, 2016). Dalam studi pertahanan, ada suatu proses
yang dapat memfasilitasi penyesuaian tersebut, yaitu kaji ulang
strategi pertahanan atau dikenal sebagai Strategic Defense Review
(SDR). SDR merupakan tahapan awal dalam perumusan kebijakan
pertahanan yang bersifat reflektif dan berkelanjutan. Pada konteks ini,
SDR menawarkan suatu ruang dialog bagi para pengambil kebijakan
untuk melakukan adaptasi pada doktrin pertahanan yang berlaku
sesuai dengan perkembangan ancaman lingkungan strategis.
Indonesia terakhir kali melakukan kaji ulang strategi pertahanan lebih
dari satu dekade yang lalu. Pada tahun 2012, Kementerian Pertahanan
di era Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerbitkan
Peraturan Menteri Pertahanan No. 08 Tahun 2012 tentang Kaji Ulang
Strategi Pertahanan (Strategic Defense Review) 2011. Sayangnya,
dokumen SDR Indonesia 2011 tidak menjadi bagian dari norma
perundang-undangan atau menjadi acuan utama dalam perumusan
kebijakan pertahanan di era selanjutnya.

Di dalam proses penyusunan SDR, terdapat tiga aspek yang
saling berkelindan dan wajib dijadikan referensi, yaitu pemahaman
tentang ancaman, kapabilitas kekuatan pertahanan yang dibutuhkan,
dan sumber daya yang tersedia. Tentu saja pemahaman tentang
ancaman harus ditempatkan pada konteks pertahanan militer.
Sedangkan militer dipahami sebagai pengejawantahan kontrol negara
atas kekerasan yang sah untuk menjaga eksistensinya. Dalam
perspektif sederhana, penjagaan eksistensi negara yang paling utama
berupa penjagaan kedaulatan teritorial untuk mengantisipasi
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ancaman militer eksternal maupun internal. Ancaman lain di luar
ancaman militer tidak boleh sembarangan diperlakukan sebagai
ancaman militer. Artinya, para perumus kebijakan harus selektif ketika
menentukan ancaman non militer dalam pertimbangannya. Hal ini
penting agar TNI tidak menerjemahkan semua permasalahan yang
dihadapi pemerintah sebagai bentuk ancaman yang harus ditangani
melalui kekuatan militer.

Militer bukanlah pintu pelayanan satu atap untuk menyelesaikan
semua masalah yang ada di masyarakat. Salah satu batasan untuk
menempatkan suatu fenomena sebagai ancaman non militer yang
perlu ditangani oleh militer adalah dengan mempertimbangkan
kapasitas sumber daya yang dimiliki militer. Suatu fenomena non
militer hanya dapat menjadi ancaman yang perlu ditangani oleh militer,
jika sumber daya yang dimiliki militer dapat menjadi solusi yang tepat
(Kuehn & Levy, 2021). Pengalaman dari negara-negara di Amerika Latin
menunjukkan bahwa mobilisasi personel militer dalam misi non
pertahanan menghasilkan tingkat efektivitas yang tinggi ketika situasi
genting, darurat, dan membutuhkan solusi cepat seperti misalnya saat
bencana alam terjadi (Pion-Berlin, 2016).

Pemahaman yang komprehensif tentang ancaman diharapkan
akan berujung pada perumusan spektrum atau derajat ancaman yang
memerlukan intervensi militer. Berdasarkan spektrum ancaman
tersebut, suatu rumusan kapabilitas pertahanan militer perlu dibuat,
seperti misalnya kemampuan gerak cepat pasukan, kemampuan
mobilisasi yang tepat untuk sumber daya pendukung, dan sistem
komando yang terintegrasi (Brooks, 2007). Selanjutnya,
pengembangan kapabilitas pertahanan harus juga disesuaikan dengan
sumber daya yang ada, terutama kemampuan anggaran negara. Perlu
ada perhitungan yang cermat dan tepat untuk menjabarkan kebutuhan
pengembangan pertahanan dalam kondisi tertentu perekonomian
negara. Memang selama ini keterbatasan anggaran pertahanan sering
dijadikan faktor penghambat utama modernisasi pertahanan negara
walaupun porsinya meningkat terus. Namun, akar masalahnya bisa
jadi berada pada kelangkaan evaluasi penyerapan anggaran. Evaluasi
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menyeluruh terhadap penyerapan anggaran pertahanan tidak pernah
dilakukan selama ini.

Peluang untuk mendorong kaji ulang strategi pertahanan terbuka
luas dengan berdirinya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang
diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada penghujung tahun 2024.
DPN dapat menjadi ruang dialog inisiatif untuk merumuskan kebijakan
pertahanan komprehensif yang lebih terarah, sedikitnya dari sisi hulu
dengan mengawalinya melalui perumusan SDR. Prinsip terpenting
yang harus melandasi kebijakan pertahanan negara vyang
komprehensif adalah prinsip interoperabilitas.

Pengembangan Cetak Biru Kebijakan Interoperabilitas

Militer yang efektif adalah militer yang dapat memadukan
kekuatan tempurnya dari beragam sumber daya yang tersedia (Millett,
Murray, and Watman 1986, 37). Oleh karena itu, setiap organisasi
militer harus memiliki cara dan ukuran yang jelas mengenai tingkatan
pencapaiannya dalam mengoptimalisasikan ragam sumber daya yang
dimilikinya. Salah satu permasalahan serius dalam konteks
transformasi organisasi dan teknologi alutsista di Indonesia adalah
ketiadaan sebuah dokumen referensi kebijakan yang memuat secara
komprehensif adopsi prinsip interoperabilitas. Memang, dokumen
RPJPN 2025-2045 menyebutkan bahwa salah satu karakter
transformasi pertahanan yang diharapkan adalah kemampuan
‘operasi lintas medan’ yang secara implisit menekankan aspek
interoperabilitas antar matra. Namun, meskipun istilah tersebut telah
diadopsi di berbagai dokumen kebijakan dan tradisi lisan para
pengambil kebijakan sektor pertahanan, belum pernah ada satu narasi
kebijakan yang utuh mengenai makna dan operasionalisasinya dalam
konteks pertahanan negara di Indonesia.

Interoperabilitas, atau dikenal juga dengan istilah military
jointness, adalah sebuah konsep yang berasal dari dan berkembang di
kalangan militer Amerika Serikat pada tahun 1980an. Konsep ini
muncul dari fakta terbatasnya efektivitas prinsip kerjasama
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(cooperation) dalam misi tempur yang dalam perjalanannya diarahkan
pada prinsip interoperabilitas. Berbeda dari prinsip kerjasama yang
memberikan independensi bagi tiap-tiap komando matra untuk
beroperasi, prinsip interoperabilitas mensyaratkan adanya
keterpaduan antar matra dalam menjalankan misi tempur bersama,
dilihat dari segi personel, teknologi, strategi tempur, dan segala bentuk
sumber daya yang dimiliki dan berada dalam kendali satu komando
(Finlan et al.,, 2021). Pada tahun 1983, militer Amerika Serikat
mendirikan pusat komando CENTCOM (Central Command) untuk
memfasilitasi keterpaduan tersebut yang akhirnya mengalami proses
difusi ke negara-negara lain (Snider, 2003).

Dalam pengembangan cetak biru kebijakan interoperabilitas,
ada dua ketentuan utama yang harus diperhatikan oleh para perumus
kebijakan di Indonesia. Pertama, interoperabilitas harus dimaknai
secara multidimensional, bukan hanya sebatas validasi organisasi
gabungan seperti Komando Gabungan Wilayah Pertahanan
(Kogabwilhan) atau penguatan kapasitas Pusat Komando
Pengendalian Operasi (Puskodalops). Dokumen cetak biru kebijakan
harus menjelaskan tahapan penguatan prinsip interoperabilitas dari
tiga dimensi: teknis, prosedural, dan humaniora (Moon et al., 2008;
Snider, 2003). Dari dimensi teknis, cetak biru kebijakan harus
bertujuan untuk memastikan bahwa ragam platform alutsista beserta
sistem pengelolaan dan teknologi yang dipergunakan dapat
diintegrasikan dan digunakan secara bersama. Singkat kata, C4ISR
(Command, Control, Communication, Computer, Intelligence,
Surveillance, and Reconnaissance) atau Komando, Kontrol,
Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengawasan, dan Pengintaian di
setiap matra harus dapat menunjang operasi gabungan antar matra.
Dari dimensi prosedural, cetak biru kebijakan interoperabilitas harus
memuat harmonisasi perangkat doktrin, taktik, dan petunjuk teknis
yang dapat menjalankan operasi gabungan. Sedangkan dari dimensi
humanoria, cetak biru kebijakan interoperabilitas harus mendorong
upaya peningkatan kesadaran untuk membangun kultur kolaborasi,
kesepahaman tentang pentingnya interoperabilitas, dan relasi
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harmonis personal antar matra. Dengan begitu, prinsip
interoperabilitas meresap dari hulu ke hilir, dimulai sejak para prajurit
TNl menempuh pendidikan di masing-masing matra hingga
pelaksanaan operasional lintas medan di lapangan. Kriteria pengukur
ketercapaian interoperabilitas tidak hanya menyangkut persoalan
teknis dan prosedural, melainkan juga penanaman budaya organisasi
yang mengakar kuat dalam tubuh TNI.

Kedua, perumusan cetak biru kebijakan interoperabilitas harus
menghindari pemahaman sempit interoperabilitas sebagai sesuatu
yang taken for granted. Prinsip interoperabilitas harus ditelaah secara
kritis dalam artian pengembangannya diupayakan selaras dengan
karakteristik geografis negara, bentuk ancaman yang potensial akan
dihadapi, dan dukungan sumber daya (Finlan et al., 2021).
Implikasinya, penggunaan kekuatan tempur dari masing-masing matra
dalam kerangka interoperabilitas dapat bersifat masif atau parsial
bergantung pada ragam skenario perang yang akan diterapkan.

Pada konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, misalnya,
prioritas pengembangan interoperabilitas yang paling utama adalah
membangun kekuatan pemukul yang dapat dimobilisasi dengan cepat
di wilayah maritim. Mengikuti skenario itu, interoperabilitas antara
kekuatan matra udara dan laut menjadi variabel kunci untuk memukul
mundur kekuatan musuh. Kemampuan ini bernilai sangat strategis
karena bertujuan menutup akses invasi agresor di garis
terluar/terdepan batas maritim Indonesia sebelum memasuki
pertempuran di wilayah pesisir dan darat. Oleh karena itu, cetak biru
interoperabilitas perlu memasukkan kebijakan pengembangan doktrin
peperangan gabungan dan keterpaduan alutsista laut dan udara.
Setelah hal itu dikembangkan, para perumus kebijakan dapat
memasukkan pengembangan interoperabilitas ketiga matra TNI untuk
menghadapi skenario perang di kawasan pesisir dan daratan sebagai
antisipasi gagalnya efektivitas kekuatan pemukul laut dan udara di
garis terluar. Urgensi kaji ulang strategi pertahanan dan pembakuan
prinsip interoperabilitas tentunya bukan beban yang harus dipikul
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sendiri oleh TNI. Partisipasi dan kontribusi kalangan intelektual sipil
menjadi penting untuk memenuhi kedua agenda tersebut.

Pelibatan Substansial Unsur Sipil dalam Perumusan
Kebijakan Pertahanan

Militer, layaknya organisasi lain, sering kali dihadapkan pada
situasi yang sulit untuk melakukan perubahan. Perubahan memang
biasanya dianggap sebagai suatu bentuk ancaman terhadap hal yang
sudah lama berlaku atau berjalan di dalam organisasi, berpotensi
mengurangi otonomiinstitusi, dan dapat memengaruhi alokasi sumber
daya yang selama ini sudah dimiliki militer (Aguero, 1995). Pada
konteks militer, perubahan atau transformasi harus dilihat secara lebih
mendalam, terutama dengan memahami kepentingan militer sebagai
sebuah korps.

Institusi militer di mana pun juga bersandar pada kepentingan
utama, yaitu memenangkan peperangan dan/atau mencapai tujuan
dari misi yang diembannya. Dalam perspektif ini, institusi militer
memiliki prinsip dan pola pikir tersendiri untuk menentukan kriteria
pemenuhan kedua tujuan tersebut, bentuknya berupa strategi dan
taktik yang harus dijalankan berikut sumber daya yang dikerahkannya
(Croissant, 2015; Croissant et al., 2013). Prinsip dan pola pikir yang
dianut oleh militer tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari identitas organisasinya dan sering kali mengkristal selama
puluhan tahun (Holmberg & and Alvinius, 2019). Tekanan untuk
mengubah prinsip dan pola pikir tersebut bisa saja diinterpretasikan
militer sebagai suatu ancaman intervensi dari pihak eksternal,
sehingga perubahan yang seharusnya dijalani menjadi terhambat.
Contoh prinsip yang sudah puluhan tahun mengkristal adalah prinsip
pertahanan semesta yang dianut TNI dan sering kali mendominasi
wacana dan rumusan kebijakan pertahanan. Doktrin perang semesta
yang lahir dari pengalaman sejarah perang gerilya era revolusi
kemerdekaan masih diletakkan pada posisi yang sangat sakral di
sektor pertahanan Indonesia. Dalam praktiknya, pola pertahanan
berbasis darat (land-based defence) dengan model peperangan
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berlarut (gerilya) menjadi inti substansial kebijakan pertahanan,
terlepas dari kenyataan bahwa karakter geopolitik Indonesia sendiri
adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

Permasalahannya, pola peperangan dan model misi militer terus
berkembang pesat mengikuti dinamika ancaman terhadap keamanan
nasional yang terus berevolusi dan bertransformasi. Berdasarkan
pertimbangan dinamika ancaman itulah peran aktor sipil menjadi
sangat relevan untuk dilibatkan sebagai pihak eksternal yang bisa
mendorong perubahan, ketika para aktor militer dihadapkan pada
hambatan internal. Kolaborasi sipil-militer dalam perumusan
kebijakan pertahanan adalah sebuah keniscayaan. Namun dalam
konteks transformasi pertahanan Indonesia selama ini, kolaborasi
sipil-militer masih menghadapi tantangan yang tidak mudah dihadapi
karena posisi-posisi penting di sektor pertahanan masih didominasi
prajurit TNI. Hal ini tercermin dari komposisi pimpinan kunci di
Kementerian Pertahanan pada Gambar 3 berikut ini.

26

21
28

= TNI AD
TNI AL
TNI AU

Sipil (birokrat, akademisi, profesional lainnya)

Gambar 3. Komposisi Personel TNI dan Sipil di Jabatan Strategis
Kemhan Tahun 2014-2021
(Sumber: Diolah dari Haripin et al., 2023, h.173)
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Dari gambar di atas terlihat bahwa personel TNI sangat
mendominasi, sebanyak 105 orang (80%) berasal dari unsur TNl dan 26
orang (20%) dari unsur sipil (Haripin et al., 2023). Dengan dominasi
personel TNI tersebut, posisi strategis Kemhan sebagai lembaga
negara yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan umum
pertahanan negara berpotensi menjadi bias dan sarat kepentingan
subjektif TNI. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kemhan
sendiriyang secara kultural dan institusional dianggap sebagai wilayah
kepakaran khusus militer ala TNI. Terlepas dari hambatan kultural dan
institusional untuk memperbanyak unsur sipil di pos strategis Kemhan,
pemerintah saat ini dan masa mendatang seharusnya bisa
meningkatkan pelibatan unsur sipil dari kalangan internal seperti
birokrat kementerian/lembaga lain dan pakar sipil dari kalangan
eksternal seperti akademisi, peneliti think tank, aktivis, dan jurnalis.
Keterlibatan unsur masyarakat sipil dapat menjadi penyeimbang
dalam proses perancangan desain kebijakan, agar tujuan modernisasi
pertahanan tetap pada jalurnya. Selain itu, partisipasi mereka
diharapkan juga dapat meningkatkan derajat legitimasi publik atas
kebijakan pertahanan yang diformulasikan.

Tentunya, pelibatan masyarakat sipil tersebut harus bersifat
substantif dan berkelanjutan, serta menjangkau seluruh tahapan
siklus kebijakan mulai dari identifikasi masalah, formulasi masalah,
pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi. Pelibatan
tersebut harus juga bersifat multidimensional. Karena, misalnya,
partisipasi akademisi dari berbagai bidang ilmu (multidisipliner) akan
memberikan perspektif yang lebih beragam dan obyektif sesuai dengan
kaidah ilmiah. Ilmuwan politik dan hubungan internasional dapat
memberikan pertimbangan dari segi dinamika politik domestik dan
global. Ilmuwan yang menekuni ilmu pangan/pertanian dapat
memberikan penilaian ilmiah tentang ketahanan pangan dan seberapa
mendesak militer perlu terlibat di dalamnya. Sementara ilmuwan
sistem informasi dapat memberikan gambaran mengenai lanskap
ancaman keamanan siber yang harus dihadapi Indonesia dan
kapabilitas yang dibutuhkan untuk mengantisipasinya.
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Pada dasarnya, tujuan pelibatan unsur sipil adalah membantu
peningkatan kapasitas untuk merumuskan kebijakan (policy capacity)
di sektor pertahanan negara. Kapasitas perumusan kebijakan
dimaknai sebagai kemampuan pemerintah untuk mengidentifikasi
kondisi lingkungan sekitar dan merumuskan arah kebijakan yang
strategis (Howlett & and Lindquist, 2004). Dalam praktiknya,
kepakaran sipil akan meningkatkan kompetensi analitik di tingkat
individual, organisasional, dan sistemik melalui akses pengetahuan
ilmiah dan teknis dalam perumusan dan penilaian berbagai alternatif
kebijakan (Wu et al., 2015).

Penutup

Tren militerisasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir
merupakan puncak gunung es dari masalah transformasi pertahanan
di Indonesia. Penempatan militer yang sporadis dan multifungsi di
ranah non pertahanan menunjukkan bahwa selama ini kebijakan
pertahanan tidak pernah diformulasikan dan dijalankan secara
substantif oleh para perumus dan pelaksana kebijakan. Sebagai
konsekuensinya, TNl menjadi gamang dalam menentukan arah
pembangunan postur kekuatannya. Di sisi lain, politisi sipil saat ini
semakin leluasa memanfaatkan institusi TNl untuk misi non
pertahanan demi memuaskan kepentingan politik subjektif atau
kepentingan institusinya. Sedangkan petinggi TNl pun abai dalam
menjaga konsistensi TNI untuk tetap fokus sebagai alat pertahanan
negara. Sayangnya, kehadiran UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak serta-merta menegasikan
tren militerisasi tersebut.

Siapa pun pasti setuju bahwa pertahanan negara harus kuat dan
teruji. Memang satu-satunya cara untuk menguji kekuatan pertahanan
negara adalah peperangan, namun peperangan selalu diposisikan
sebagai suatu kondisi ekstrem yang sangat dihindari oleh negara mana
pun. Tulisan ini memberi catatan penting bahwa masalah transformasi
pertahanan negara di Indonesia perlu segera ditata kembali.
Kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah melakukan kaji ulang
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strategi pertahanan, membakukan prinsip interoperabilitas antar
matra, dan membuka ruang kontribusi yang lebih luas bagi kalangan
sipil untuk terlibat dalam perumusan kebijakan pertahanan. Tentunya,
ketiga usulan tersebut bukanlah resep mujarab sekali jadi untuk
mengatasi macetnya transformasi pertahanan saat ini. Meskipun
demikian, ketiga usulan di atas dapat menjadi pintu masuk bagi para
pemangku kepentingan di sektor pertahanan untuk memperteguh
komitmen dan aksi nyata dalam menciptakan kekuatan pertahanan
negara yang lebih kokoh dan mampu menghadirkan rasa aman bagi
seluruh masyarakat Indonesia.
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Menyikapi Mitos Kecantikan dan Beauty Privilege
Era Digital di Indonesia

Dessy Kania

Pendahuluan

Kecantikan telah lama diakui sebagai atribut yang berpotensi
membuka gerbang menuju berbagai kesempatan sosial dan ekonomi
dalam lanskap masyarakat kontemporer, suatu fenomena yang secara
akademis dikenal sebagai beauty privilege (Archer & Rodriquez, 2022).
Artinya, individu yang dinilai lebih menarik secara fisik cenderung
mendapatkan perlakuan yang lebih baik, mulai dari kesempatan kerja,
interaksi sosial, hingga bahkan hasil keputusan perkara yang
menguntungkan dirinya dalam sistem peradilan (Fadhilah et al., 2023).
Survei ZAP Beauty Indeks 2024 membuktikan bahwa 96.2%
perempuan Indonesia memercayai beauty privilege sangat
berpengaruh dalam kehidupan mereka (Arief, 2024).

Fenomena beauty privilege memang tidak muncul begitu saja,
melainkan berakar kuat pada konsep halo effect. Konsep ini
menjelaskan mengapa individu cenderung membentuk kesan positif
secara menyeluruh terhadap seseorang hanya karena mereka memiliki
satu atribut yang dianggap positif, dalam hal ini, penampilan fisik yang
menarik (Insan, 2023). Akibatnya, standar kecantikan yang berlaku
menjadi sangat berpengaruh di kalangan mayoritas perempuan di
Indonesia. Peta jalan seolah harus dibentangkan untuk mencapai
standar kecantikan, dengan harapan akan membuka pintu
keberuntungan dan kesempatan yang lebih luas.

Namun, isu beauty privilege ini membawa serta dampak negatif
yang signifikan dari berbagai sudut pandang. Studi yang dilakukan oleh
Pramudito et al. (2022) menunjukkan bahwa individu yang dianggap
kurang menarik secara fisik cenderung diperlakukan kurang manusiawi
atau diremehkan. Perlakuan ini sering kali menyebabkan mereka
merasa direndahkan dan dihakimi, bahkan dapat berujung pada
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masalah kesehatan mental seperti kecemasan hingga depresi.
Ironisnya, meskipun sering diasosiasikan dengan kehidupan yang
serba mudah dan bergelimang pujian, individu yang memiliki beauty
privilege pun tidak luput dari kerentanan emosional. Seperti yang
disoroti oleh Wilmanda & Hariyanti (2025), mereka kerap merasa
tertekan untuk terus mempertahankan penampilannya agar sesuai
dengan standar dan ekspektasi masyarakat. Tekanan semacam ini
tidak jarang memicu kecemasan, sifat perfeksionis, serta stres yang
mendalam terkait proses penuaan dan perubahan fisik yang tak
terhindarkan.

Di tengah kerumitan itu, kehadiran media sosial, terutama
platform video pendek seperti Instagram, telah mengubah secara
mendasar bagaimana kecantikan didefinisikan, dipromosikan, dan
diterima oleh masyarakat. Instagram, dengan sistemnya yang
mengutamakan konten visual menarik dan viral, menjadi sarana yang
sangat kuat untuk menyebarkan mitos kecantikan baru (Tanaya, 2024).
Masalah yang saat ini dihadapi masyarakat, terutama perempuan
muda, adalah tekanan yang semakin besar untuk menyesuaikan diri
dengan gambaran kecantikan yang dilambungkan ke atas oleh kuasa
media sosial. Perbandingan sosial ke atas, yaitu membandingkan diri
dengan figur yang lebih baik seperti influencer atau teman sebaya yang
tampak sempurna di dunia maya, dapat secara signifikan merusak
citra tubuh dan harga diri (Rahmadhani et al., 2024).

Fenomena tersebut diperparah dengan munculnya berbagai tren
kecantikan instan yang diperoleh melalui prosedur estetika yang makin
mudah diakses. Tercipta narasi bahwa kecantikan adalah sesuatu
yang diperoleh melalui pembelian dan intervensi, bukan lagi anugerah
alami. Konsumen didorong untuk terus-menerus menginvestasikan
waktu, uang, dan energi untuk memperbaiki kekurangan fisik mereka
demi mendapatkan beauty privilege yang dijanjikan. Namun di balik
cerita bahwa kecantikan bisa diusahakan, tersimpan dilema etis dan
psikologis. Sampai sejauh mana pengejaran kecantikan ini benar-
benar memberdayakan, dan sejauh mana justru menjadi perangkap
konsumerisme serta penyebab stres mental? Apakah kemampuan
untuk "mengusahakan" kecantikan berarti bahwa mereka yang tidak
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mampu atau tidak memilih untuk melakukannya pantas mendapatkan
perlakuan yang kurang baik?

Di sini akan diungkap bagaimana mitos kecantikan berkembang
dan tersebar di era digital, bagaimana beauty privilege dibentuk dan
dipahami dalam konteks dinamika antara aspek kecantikan “born
with" (lahir natural) dan "earned"” (diusahakan), dan sikap antisipatif
seperti apa yang perlu ditanamkan untuk menangkal dampak negatif
mitos kecantikan di era digital. Tiga akun Instagram influencer
terkemuka dipilih untuk maksud pengungkapan itu karena mewakili
keragaman industri kecantikan di Indonesia. Tujuannya untuk
memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang tantangan yang
saat ini dihadapi masyarakat terhadap pengarahan dunia kecantikan
digital yang makin rumit dan penuh dengan ekspektasi, serta
memberikan rekomendasi sikap yang tepat terhadapnya.

Mitos Kecantikan dan Beauty Privilage di Era Digital

Akar masalah dari penyebaran luas mitos kecantikan dapat
ditelusuri dari dua perspektif, yaitu perspektif struktural dan perspektif
psikologis. Dari perspektif struktural, algoritma media sosial
memegang peranan yang sangat penting. Algoritma media sosial
dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna yang sering
kali berarti memprioritaskan konten yang menarik secara visual dan
mampu memicu emosi kuat, termasuk kekaguman atau rasa iri
(Armalita & Helmi, 2018). Konten kecantikan yang menampilkan
transformasi drastis, promosi produk yang diklaim ajaib, atau gaya
hidup yang glamor, memiliki kecenderungan tinggi untuk menjadi viral.
Sedangkan viralitas menimbulkan gelembung informasi (filter bubble),
di mana pengguna secara berulang-ulang terpapar standar kecantikan
yang seragam dan seringkali telah dimanipulasi (Purwati &
Widaningsih, 2025). Akibatnya, siklus umpan balik positif terbentuk,
yaitu semakin sering seseorang terpapar idealisasi kecantikan,
semakin kuat dorongan untuk melakukan perbandingan sosial yang
pada akhirnya memotivasi konsumsi konten serupa secara
berkelanjutan.

Sedangkan dari perspektif psikologis, teori perbandingan sosial
yang dikemukakan oleh Festinger (1954) memberikan penjelasan
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mengapa paparan citra kecantikan ideal di media sosial memiliki
dampak yang begitu besar. Berhubung individu secara alami
cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain, maka
ketika perbandingan didominasi oleh citra yang tidak realistis,
perbandingan itu dapat secara serius merusak harga diri dan memicu
ketidakpuasan terhadap tubuh sendiri (Setiawati, 2020). Selanjutnya,
kapitalisme kosmetik gencar mengeksploitasi kerentanan psikologis
tersebut (Rahmah, 2020). Industri kosmetik secara aktif
mempromosikan gagasan bahwa kecantikan adalah komoditas yang
dapat dibeli dan bahwa setiap kekurangan fisik adalah masalah yang
dapat diperbaiki dengan membeli produk atau menjalani prosedur
layanan tertentu.

Pada konteks pemasaran kosmetik, influencer berfungsi sebagai
jembatan antara industri kosmetik dan konsumen. Influencer
berusaha mempersonalisasi dan melegitimasi narasi bahwa
kecantikan adalah sesuatu yang dapat diperoleh melalui konsumsi.
Bahkan bukan hanya tentang membeli produk semata, melainkan juga
tentang cara kerja kecantikan sebagai sebuah investasi besar dalam
bentuk waktu, uang, dan upaya emosional untuk mencapai serta
mempertahankan penampilan tertentu (Alamri, 2023). Pada akhirnya,
investor kecantikan dengan semua kerja kerasnya cenderung
membenarkan beauty privilege sebagai sesuatu yang layak didapatkan
karena usaha yang telah dicurahkannya.

Media sosial, melalui penggunaan filter, proses pengeditan, dan
pemilihan sudut pandang yang strategis, menciptakan kecantikan
ideal yang sayangnya tidak mencerminkan realitas fisik (Putri, 2024).
Hal ini secara langsung mendorong munculnya dismorfia citra tubuh
dan penetapan tujuan kecantikan yang sulit untuk dicapai. Para
influencer sering kali menyajikan tubuh mereka sebagai suatu
investasi yang terus-menerus ditingkatkan. Akibatnya, batas antara
identitas pribadi dan merek dagang menjadi kabur (Rohma, 2024). Jadi,
tubuh dianggap sebagai modal yang dapat dimonetisasi. Fenomena
investasi kecantikan itu secara tidak langsung mendorong orang lain
untuk melakukan hal yang sama. Paparan konten influencer yang
terus-menerus dapat memicu perbandingan sosial yang merugikan,
kecemasan sosial, depresi, dan bahkan gangguan makan di kalangan
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audiens muda (Rohma, 2024). Keadaan seperti itu merupakan dampak
serius media sosial terhadap kesehatan mental.

Untuk mendalami proses bagaimana ragam mitos kecantikan
serta beauty privilege dibangun dan dipahami, terutama dalam
kaitannya dengan aspek kecantikan “born with"” (lahir natural) dan
"earned" (diusahakan), konten dari tiga akun influencer Instagram akan
dianalisis. Fokus analisisnya adalah melihat bagaimana masing-
masing influencer menyajikan  kecantikan, apakah lebih
memosisikannya sebagai kecantikan yang secara natural lahir ("born
with") atau kecantikan yang diusahakan ("earned”), serta melihat
bagaimana pola interaksi yang dibangun dengan audiensnya.

Mitos Kecantikan Glamor dan Ekslusif yang Bisa
dan Berhasil Dikonstruksi

Akun Instagram influencer Tasya Farasya (@tasyafarasya) dipilih
untuk merepresentasikan mitos kecantikan glamor dan eksklusif yang
bisa dan berhasil dikonstruksi. Tasya Farasya adalah salah satu
influencer kecantikan terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan
citra glamor, ulasan produk yang mendalam, dan gaya personalnya
yang mewah. Kontennya secara konsisten menampilkan standar
kecantikan yang tinggi, seringkali diasosiasikan dengan kemewahan
dan kesempurnaan. Di sini akan digali tiga karakteristik utama
bagaimana Tasya membangun narasi mitos kecantikan dan beauty
privilege melalui pendekatan yang eksklusif, serta bagaimana hal ini
berkontribusi pada gagasan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang
diusahakan melalui dana yang dikeluarkan dan keahlian.

Karakteristik pertama kecantikan konstruktif yaitu high quality
video production. Foto dan video Tasya Farasya di Instagram memiliki
kualitas produksi yang sangat tinggi. Ini meliputi pencahayaan studio
yang sempurna, penggunaan kamera resolusi tinggi, dan editing video
yang mulus. Cahaya yang ideal mampu menyamarkan tekstur kulit,
menonjolkan fitur wajah tertentu, dan menciptakan aura shinning yang
sulit dicapai dalam kondisi nyata sehari-hari. Hal ini secara jitu
menciptakan ilusi kesempurnaan visual yang menjauhkan kesan
realitas yang mungkin dihadapi banyak orang pada umumnya. Selain
itu, pada konten cosplay Cleopatra di Gambar 1 berikut ini, Tasya
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Farasya diketahui menghabiskan waktu selama tujuh (7) jam untuk
merapikan dandanannya, selang waktu yang sangat panjang untuk
ukuran kebanyakan orang dalam berdandan. Hasil yang fantastis dan
tampak sempurna tentunya membutuhkan pengorbanan biaya dan
waktu yang tidak sedikit.

‘\I:f tasyafarasya

@ I Nicola Boni - Cleopatra

Gambar 1. Konten Kecantikan yang Mahal (Ekslusif)
(Sumber: Instagram @tasyafarasya)

Dalam kolom komentar akun tersebut, netizen menyambut
positif dan antusias terhadap °‘keniatan’ Tasya Farasya dalam
mengeksekusi konten tersebut. Bahkan karena sangat mirip dengan
figur Cleopatra asli, ada netizen yakni @jihanputriyang menyampaikan
“Cleopatra yang asli juara 2 kalo lomba mirip cleopatra.” Sementara
banyak netizen lain berkomentar tentang makeup-nya yang sangat
rapi, seperti diungkapkan oleh @dokfira “Kok bisa serapih itu
makeupnya?” Hal ini membuktikan bahwa Tasya Farasya berusaha
sangat maksimal dalam kontennya untuk mendapatkan engagement
melalui skill makeup dan wajah cantik yang ia miliki.

Karakteristik kedua kecantikan konstruktif adalah tren
kecantikan kulit yang flawless. Meskipun tidak selalu eksplisit, ada
kemungkinan penggunaan filter atau efek soft-focus yang
memperhalus tekstur kulit, mencerahkan area tertentu, atau
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memberikan efek glowing. Penggunaan filter ini, meski terlihat natural,
secara halus berkontribusi pada standar kecantikan yang tidak
realistis karena  meminimalkan  ketidaksempurnaan alami.
Dampaknya, audiens terpapar image yang selalu sempurna tanpa
menyadari campur tangan digital di baliknya. Gambar 2 berikut ini
menunjukkan kulit flawless Tasya Farasya yang sedang mengenakan
makeup dengan vibes gadis muda Korea.

"‘i_- tasyafarasya
K‘, 51 Davichi - This Love

Gambar 2. Kulit Tasya Farasya yang Tampil Sempurna
(Sumber: Instagram @tasyafarasya)

Tasya memang dikenal dengan kemampuannya dalam
mengaplikasikan riasan dengan sangat presisi dan detail. Setiap
lapisan makeup tampak sempurna, dari base yang mulus hingga detail
mata dan bibir. Pada Gambar 2 tersebut, ia mengenakan pakaian Korea
dan berdandan natural selayaknya artis-artis Korea. Tanpa disadari
konten-konten seperti itu akan memicu pemikiran alam bawah sadar
perempuan Indonesia untuk terobsesi memiliki kulit flawless dan
cantik agar terlihat ‘pantas’ berdandan ala Korea seperti yang di-
posting Tasya Farasya. Padahal kulit perempuan Indonesia dan Korea
memiliki warna alami yang berbeda. Selain itu, wajar juga bagi
perempuan mana pun memiliki jerawat dan ketidaksempurnaan pada
wajah. Tetapi konten atraktif kulit flawless Tasya justru membuat
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banyak perempuan berlomba-lomba melakukan segala cara untuk
tampil putih bahkan sampai menggunakan metode ilegal seperti suntik
putih di salon tidak berlisensi.

Karakteristik ketiga kecantikan konstruktif adalah penekanan
pada makeup bold dan produk mewah. Gambar 3 berikut ini
menunjukkan simbolisme kecantikan mewah ala Tasya dengan
makeup bold-nya. Tasya secara konsisten mengulas dan
merekomendasikan produk kosmetik dari merek internasional yang
mewah. la tidak ragu menampilkan koleksi produknya yang premium
dan mahal.

~ tasyafarasy;
B * 71 DODGE Mu

Gambar 3. Makeup Bold Simbolisme Kecantikan Mewah
(Sumber: Instagram @tasyafarasya)

Tampilan Tasya seperti di atas seolah-olah mau menanamkan
gagasan bahwa untuk mendapatkan kecantikan berkualitas atau untuk
mencapai level beauty privilege tertentu, seseorang membutuhkan
investasi keuangan yang sangat besar. Strategi ini secara langsung
mendukung kapitalisme kosmetik, di mana nilai kecantikan dikaitkan
erat dengan harga dan eksklusivitas produk. Audiens didorong untuk
percaya bahwa produk mahal adalah kunci untuk menjadi lebih cantik.
Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Tasya kadang-kadang
juga merekomendasikan beberapa produk lokal dengan harga
terjangkau.
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Mitos Kecantikan Alami dengan Gaya Hidup Sehat dan
Berorientasi pada Kehangatan Keluarga

Akun Instagram Tyna Dwi Jayanti (@tynadwijayanti)
menampilkan pendekatan kecantikan yang berbeda dari influencer
pada umumnya. la dikenal dengan konten yang menonjolkan
kecantikan alami atau riasan yang sangat natural, momen
kebersamaan keluarga, serta aktivitas sehari-hari seperti memasak
dan olahraga. Citranya yang sederhana dan membumi menawarkan
perspektif menarik tentang bagaimana beauty privilege dipahami,
bukan sebagai sesuatu yang harus diperoleh secara drastis, tetapi
sebagai hasil dari perawatan diri yang konsisten dan gaya hidup
seimbang. Ada tiga karakteristik utama juga yang bisa digali dari mitos
kecantikan alami seperti ini.

Karakteristik pertama mitos kecantikan alami yaitu dominasi
wajah natural atau makeup minimalis. Sebagian besar konten Tyna Dwi
Jayanti, sebagaimana misalnya tampilan Gambar 4 menunjukkan
dirinya dengan wajah tanpa riasan atau hanya dengan makeup yang
sangat tipis dan natural.

Tampilan Gambar 4 seolah menekankan bahwa kecantikan
sejati berasal dari diri sendiri dan tidak memerlukan usaha berlebih.
Pendekatan Tyna secara tidak langsung menantang mitos kecantikan
yang mengagungkan kesempurnaan palsu dengan justru menunjukkan
perayaan kondisi kulit asli dan fitur wajah apa adanya. Tentunya ia juga
menekankan pentingnya skincare agar wajar terawat. Pada salah satu
videonya, Tyna menyebutkan bahwa skincare itu harusnya dipilih
sesuai jenis kulit kita masing-masing, bukan berdasarkan tren. Ini
membuktikan bahwa Tyna adalah influencer yang memiliki kesadaran
diri tinggi dan berintegritas sehingga membuatnya unik dan tidak
tergiur fenomena Fear of Missing Out (FOMO) berbagai jenis tren
kecantikan. Kecantikan kemudian dipahami sebagai hasil dari
perawatan jangka panjang, bukan proses instan.
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W@ tynadwijayanti @
\\ » 2 Laufey - From The Star

Gambar 4. Kecantikan Natural Tyna Dwi Jayanti
(Sumber: Instagram @tynadwijayanti)

Karakteristik kedua mitos kecantikan alami adalah promosi
kecantikan melalui gaya hidup sehat. Tyna sering membagikan momen
dirinya menyiapkan makanan sehat dan berolahraga, sebagaimana
ditunjukkannya pada Gambar 5 ketika ia menjalankan rutinitas
olahraga.

Gambar 5. Tampilan Gaya Hidup Sehat Tyna
(Sumber: Instagram @tynadwijayanti)
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Tyna rajin mengomunikasikan bahwa tubuh yang sehat dan
bugar adalah bagian penting dari kecantikan. Kecantikan dalam konten
Tyna diartikan sebagai hasil dari kedisiplinan dan usaha terus-menerus
dalam menjaga kesehatan fisik melalui gaya hidup, bukan sekadar
makeup dan kulit yang flawless. Banyak netizen memuji kecantikan
perempuan yang usianya sudah tidak muda ini. Bahkan beberapa dari
mereka menyampaikan bahwa Tyna imut, lucu, dan sangat cantik.
Sebagaimana @exielvina menulis “tercantik selapangan”, kemudian
@sararobert menuliskan  “cuteeee.”, dan @geralddawinona
menyampaikan “Gemeasss.” Ini menunjukkan bahwa respon positif
terhadap konten kecantikan bisa bersumber dari hal yang bisa
diusahakan melalui olahraga dan gaya hidup sehat.

Karakteristik ketiga mitos kecantikan alami adalah pentingnya
memprioritaskan kebersamaan keluarga. Banyak konten Tyna yang
menampilkan momen kebersamaan dengan keluarga, termasuk
memasak atau kegiatan sehari-hari yang sederhana, sebagaimana
tampilan konten yang termuat di Gambar 6 berikut ini.

Gambar 6. Konten Memasak Tyna dan Kebersamaan Keluarga
(Sumber: Instagram @tynadwijayanti)
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Tampilan di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai kebersamaan
dan kebahagiaan personal juga berkontribusi pada aura positif yang
memancar dari dirinya, membentuk kecantikan yang ia miliki. Hal ini
mengimplikasikan bahwa kesejahteraan emosional dan hubungan
harmonis adalah bagian dari definisi kecantikan yang menyeluruh, di
mana kecantikan melampaui aspek fisik semata.

Pada Gambar 6 di atas, terlihat Tyna sedang memeluk erat anak-
anaknya. Suasana yang tampak di foto terasa hangat dan penuh kasih
sayang. Momen seperti itu menunjukkan kepada pengikutnya bahwa
kecantikan itu bukan hanya soal rupa, tetapi juga tentang pesona yang
muncul dari rasa bahagia, hubungan yang akrab, dan kualitas hidup
seseorang. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari kecantikan (beauty
privilege) tidak hanya bergantung pada penampilan fisik luar. Lebih dari
itu, sumber kecantikan berasal dari kondisi emosional yang baik,
hubungan antar manusia yang harmonis, dan kuatnya nilai-nilai
keluarga. Ketika Tyna menampilkan momen-momen pribadi seperti
itu, ia memperluas arti kecantikan bagi audiens. Fokusnya bergeser
dari sekadar penampilan fisik ke arah kecantikan yang menyeluruh dan
natural. Kecantikan diusahakan melalui perhatian pada diri sendiri
(self love) dan orang-orang tersayang.

Mitos Kecantikan Autentik dengan Keahlian Makeup untuk
Membangun Identitas Diri

Abel Cantika (@abellyc) hadir di platform Instagram dengan
pendekatan yang berani dan berbeda dalam mendefinisikan
kecantikan. la dikenal luas karena kontennya yang autentik, fokus pada
rekomendasi makeup dan skincare sesuai jenis kulit, serta
keberaniannya untuk tampil apa adanya (tanpa makeup). Abel secara
eksplisit menunjukkan bahwa beauty privilege tidak selalu harus
tentang kesempurnaan bawaan atau transformasi drastis, melainkan
tentang keahlian, kepercayaan diri, dan penerimaan diri (self
acceptance). Tiga karakteristik utama juga bisa digali dari mitos
kecantikan autentik ini.

Karakteristik pertama mitos kecantikan autentik yaitu
penerimaan diri. Abel Cantika menampilkan kecantikan sebagai
sesuatu yang autentik, dapat diakses, dan berasal dari penerimaan
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diri, bahkan dengan fitur yang mungkin tidak sesuai standar umum.
Abel sering kali menunjukkan wajah tanpa riasan atau kulit dengan
tekstur alami. Bahkan, ia pernah membagikan foto masa remajanya
yang menunjukkan perubahan wajar pada wajahnya seiring waktu
demi penegasan bahwa ia tidak melakukan operasi plastik (oplas)
untuk mengubah bentuk wajahnya. Kontennya kontras tajam dengan
narasi perubahan instan dan menantang yang terkandung dalam mitos
kecantikan yang mengagungkan kesempurnaan bedah. Pendekatan
Abel memperkuat gagasan bahwa beauty privilege bisa didapat dari
keberanian untuk menjadi diri sendiri. Gambar 7 di bawah ini
menunjukkan sikap terus terang Abel dan wajah orisinalnya di dalam
konten akun Instagramnya.

/. abellyc &
IQ \ abellyc .," I3 abellyc - Audio asli
2

@Y% ") Disukai oleh kenyakartikaa dan lainnya

abellyc Penganut blush ketampol sedari 2009. Ini
pas kelas 3 SMP. lya emg boros mukanya A

Gambar 7. Konten Sikap Terus Terang dan Wajah Orisinal Abel
(Sumber: Instagram @abellyc)

Memang salah satu keunikan Abel adalah keberaniannya untuk
tidak mengubah bentuk hidungnya, padahal fitur bentuk hidung sering
kali menjadi target utama prosedur estetika untuk mencapai standar
kecantikan hidung mancung (hidung kecil dan tinggi). la justru
menonjolkan fitur-fitur wajahnya sendiri seperti apa adanya dan
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menunjukkan bagaimana makeup dapat digunakan untuk
mempercantik tanpa harus mengubah struktur alami. Abel secara
intens mengomunikasikan bahwa beauty privilege dapat diciptakan
melalui definisi diri dan kepercayaan diri, bukan semata-mata
kepatuhan pada standar umum. Perempuan harus bisa
mendefinisikan standar kecantikan mereka sendiri.

Karakteristik kedua mitos kecantikan autentik adalah keahlian
makeup yang dapat dipelajari. Melalui tutorialnya, Abel menunjukkan
bahwa keterampilan makeup dapat dipelajari siapa saja, tanpa
memedulikan fitur bawaan pada dirinya. la sering membagikan teknik-
teknik makeup yang praktis dan dapat diaplikasikan. Pendekatan Abel
mendekonstruksi mitos kecantikan yang berlandaskan pada
kepercayaan bahwa hanya orang tertentu yang bisa terlihat cantik
dengan makeup tebalnya. Abel justru memberdayakan audiens untuk
menguasai alatnya dan mempraktikkan keahlian makeup mereka
sendiri. Bagi Abel, makeup sangat berguna untuk mempercantik dan
menjadi diri sendiri. Konten Abel menegaskan aspek diusahakan
("earned”) dari beauty privilege. Gambar 8 berikut ini menunjukkan
konten bagaimana Abel mempromosikan keterampilan makeup.

,& \ abellyc @

A jujhavens

Gambar 8. Konten Makeup Abel Cantika
(Sumber: Instagram @abellyc)
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Karakteristik ketiga mitos kecantikan autentik adalah fokusnya
pada produk harga yang terjangkau. Konten Abel Cantika sering
menyoroti banyaknya produk terjangkau untuk kalangan menengah,
sehingga mengonstruksi pemikiran bahwa ‘cantik tidak harus mahal’.
Asalkan perempuan memahami jenis kulit mereka, shade, dan tipe
makeup yang cocok bagi diri mereka, semua perempuan bisa tampil
cantik. Konten-konten Abel memperkuat anggapan bahwa kecantikan
bisa diusahakan, namun usaha untuk mencapai kecantikan tidak
selalu harus mahal dan cepat. Bagi Abel, fungsi skincare adalah
menjaga kulit bukan memutihkannya, memoles wajah bukan
mengubahnya secara drastis. Gambar 9 berikut ini menunjukkan
berbagai produk makeup yang dipromosikan Abel Cantika.

Gambar 9.Produk-Produk Make Up
(Sumber: Instagram @abellyc)

Sikap Antisipatif yang Tepat Bagi Pihak yang Terdampak
Langsung

Pihak yang terdampak langsung adalah mereka yang paling
rentan terhadap tekanan standar kecantikan yang disebarkan melalui

media sosial, seperti misalnya perempuan muda, individu dengan isu
citra tubuh, atau siapa pun yang merasa dirinya dinilai berdasarkan
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penampilan. Tiga sikap antisipatif yang tepat bagi mereka yang
terdampak langsung adalah fokus pada pemberdayaan diri, penguatan
kesehatan mental, dan peningkatan kemampuan berpikir Kkritis.
Masing-masing sikap antisipatif diorientasikan pada tujuan tertentu,
diwujudkan dalam tindakan tertentu, dan diharapkan memberi
dampak positif tertentu.

Sikap antisipatif pertama, fokus pada pemberdayaan diri,
ditujukan pada peningkatan kemampuan untuk menganalisis media
dan konten kecantikan. Apa yang bisa dilakukan untuk mencapai
tujuan ini adalah misalnya membuat iklan layanan masyarakat atau
pelatihan yang mengajarkan remaja dan dewasa muda cara menilai
secara cermat konten kecantikan di Instagram dan media sosial
lainnya, termasuk mengenali filter, editan, dan bahkan artificial
inteliegence (Al). Dampak positif yang diharapkan: orang akan menjadi
penonton media yang lebih bijak, tidak mudah terpengaruh gambaran
kecantikan yang tidak nyata. Mereka akan lebih menerima diri,
sementara pandangannya sendiri akan lebih sesuai dengan kenyataan.

Sikap antisipatif kedua, penguatan kesehatan mental,
diorientasikan pada pembangunan kekuatan mental dan penerimaan
diri. Apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya adalah
mengadakan digital campaign dan menyediakan akses ke sumber daya
kesehatan mental gratis yang bertujuan untuk meningkatkan rasa
percaya diri tanpa harus bergantung pada penampilan fisik. Selain itu
juga melatih sikap mengasihi diri sendiri, misalnya lewat seminar
online atau sesi konseling. Dampak positif yang diharapkan: orang
akan belajar menerima dan menghargai diri sendiri seutuhnya,
termasuk kekurangan fisik yang mungkin dimilikinya. Mereka akan
menjadi lebih kuat secara mental dalam menghadapi kritik atau
tekanan pada penampilannya, sehingga mengurangi risiko masalah
kesehatan mental.

Sikap antisipatif ketiga, peningkatan kemampuan berpikir kritis,
ditujukan untuk mendorong keragaman dan penerimaan berbagai jenis
kecantikan. Apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya adalah
mendukung gerakan yang merayakan beragam bentuk tubuh, warna
kulit, bentuk wajah, dan jenis kecantikan lain yang kurang terlihat di
media. Ini bisa dilakukan melalui konten positif di media sosial atau
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kerja sama dengan komunitas yang mendorong penerimaan tubuh.
Dampak positif yang diharapkan: orang akan merasa lebih diakui dan
diterima, sehingga mengurangi perasaan terasing karena tidak sesuai
standar kecantikan yang sempit. Keragaman makna kecantikan akan
menumbuhkan rasa memiliki kecantikannya sendiri dan memperluas
definisi cantik bagi semua orang.

Sikap Antisipatif yang Tepat Bagi Pihak yang Tidak Terdampak
Langsung

Kelompokini mencakup influencer, platform media sosial, orang
tua, pendidik, perumus kebijakan, dan masyarakat umum yang secara
tidak langsung berkontribusi atau terpengaruh oleh dinamika beauty
privilege. Tiga sikap antisipatif yang tepat bagi mereka yang tidak
terdampak langsung adalah fokus pada perubahan sistemik,
peningkatan etika, dan pembentukan lingkungan yang lebih sehat.
Masing-masing sikap antisipatif bagi pihak-pihak yang tidak terdampak
langsung juga diorientasikan pada tujuan tertentu, diwujudkan dalam
tindakan tertentu, dan diharapkan memberi dampak positif tertentu.

Sikap antisipatif pertama, fokus pada perubahan sistemik,
diorientasikan pada komitmen untuk bertanggungjawab bagi platform
media sosial. Apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya adalah
merekomendasikan Instagram dan platform media sosial lainnya
untuk lebih terbuka tentang cara kerja algoritmanya, terutama terkait
konten kecantikan. Kemudian, mendesak mereka untuk lebih sering
menampilkan konten yang beragam, mendukung kesehatan mental,
dan body positivity. Selain itu, meminta mereka untuk
mempertimbangkan fitur label otomatis pada konten yang banyak
memakai filter atau editan. Dampak positif yang diharapkan adalah
kondisi di mana lingkungan media sosial akan lebih sehat dan ramah
bagi semua. Pengguna lebih sering melihat berbagai jenis kecantikan
yang nyata, mengurangi dampak "filter bubble" yang membuat standar
kecantikan menjadi sempit dan terbatas.

Sikap antisipatif kedua, peningkatan etika, ditujukan pada
edukasi etika bagi influencer dan industri kecantikan. Apa yang bisa
dilakukan untuk mewujudkannya adalah mendorong influencer dan
merek kecantikan untuk punya kode etik yang menekankan kejujuran
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sepenuhnya (transparansi filter, editan, dan sponsor), serta
menganjurkan influencer untuk lebih sering menunjukkan realitas di
balik layar dan berbicara tentang penerimaan diri. Dampak positif yang
diharapkan adalah kondisi di mana influencer akan lebih bertanggung
jawab. Penonton jadi lebih bisa membedakan antara kenyataan dan
gambaran yang dibuat-buat dan mengurangi kesalahpahaman. Hal ini
akan mendorong influencer untuk lebih natural dan autentik, sekaligus
mengurangi tekanan pada diri mereka sendiri.

Sikap antisipatif ketiga, pembentukan lingkungan yang lebih
sehat, ditujukan pada peningkatan peran orangtua dan pendidik dalam
membentuk citra diri. Apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya
adalah menyediakan dukungan dan pelatihan praktis bagi orang tua
dan guru tentang cara mendampingi anak-anak dan remaja saat
memakai media sosial. Fokusnya pada membangun citra diri yang
sehat sejak dini, mengajari cara berpikir kritis, dan membuka ruang
diskusi tentang tekanan kecantikan. Dampak positif yang diharapkan
adalah kondisi di mana anak-anak dan remaja akan punya dasar
mental yang lebih kuat menghadapi tekanan media sosial. Mereka
akan mendapat dukungan dari lingkungan yang memahami tantangan
digital, sehingga bisa tumbuh dengan pandangan yang lebih sehat
tentang kecantikan dan nilai diri, tidak hanya dari penampilan fisik.

Penutup

Terungkap sudah bahwa beauty privilege di Indonesia bukan
hanya berasal dari penampilan alami, tetapi juga bisa diperoleh dan
diperkuat melalui investasi pada produk kecantikan, perawatan, dan
keahlian dalam mempercantik diri. Hal ini terlihat dari konten
influencer di Instagram seperti Tasya Farasya, Tyna Dwi Jayanti, dan
Abel Cantika. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa media
sosial secara aktif membentuk dan menyebarkan standar kecantikan
yang seringkali tidak nyata. Akibatnya, tercipta tekanan untuk terus
menerus berbelanja dan membandingkan diri, meskipun ada
influencer yang mencoba tampil lebih apa adanya. Oleh karena itu,
penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami konten
kecantikan agar tidak mudah terpengaruh begitu saja. Platform media
sosial dan para influencer juga perlu bertanggung jawab dan
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transparan dalam menyajikan konten. Tujuannya adalah menciptakan
lingkungan digital yang lebih ramah dan mendukung pandangan diri
yang sehat dan positif bagi semua orang.
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